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KATA
SAMBUTAN

ujisyukurkitapanjatkanke hadiratTuhanYangMahaEsa, karenaatasrahmatdankarunia-
Nya, Kementerian Kesehatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas
KinerjaInstansiPemerintah (LAKIP) Semester| Tahun 2025 denganbaik.
Penyusunan laporan ini merupakan wujud komitmen Kementerian Kesehatan
dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP bukan sekedar laporan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menilai kinerja
Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Laporan inimemastikan setiap
rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mencerminkan
akuntabilitas, transparansi, serta komitmen kuat dalam mewujudkan Transformasi Kesehatan menuju
IndonesiaEmas2045.

Capaian kinerja Semester | Tahun 2025 menunjukkan kemajuan signifikan, terutama pada
penguatan layanan primer, digitalisasi sistem kesehatan, peningkatan ketahanan kesehatan, serta
pengembangan dan pembinaan SDM kesehatan. Namun, langkah penguatan tetap
dibutuhkan untuk menjawab tantangan ke depan, antara lain melalui peningkatan

disiplin eksekusi program agar hasil lebih konsisten, serta pembentukan budaya
kerjayang adaptif, kolaboratif, daninovatif.
Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran
Kementerian Kesehatan atas kerja keras, dedikasi, dan komitmennya dalam
melaksanakanprogrampembangunankesehatan. SemogalaporanAkuntabilitas
Kinerja Semester| Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran,
serta motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja Kementerian

Kesehatan dalammemberikan pelayananterbaik kepadamasyarakat.

Jakarta, 19 Agustus 2025
an.MenteriKesehatan
Sekretaris Jenderal,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Dokumeniim telai ditaitatangani seCara eiex tiomkimeryguriakain sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE),
BadanSiberdan SandiNegara (BSSN).



INTISARI
EKSEKUTIF

aporan Kinerja Semester
| Kementerian Kesehatan
Tahun 2025 merupakan
sarana untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja
Menteri Kesehatan beserta jajarannya kepada
Presiden Republik Indonesia dan seluruh
pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan
pencapaian Tujuan, Sasaran Strategis, Program
dan Kegiatan Kementerian Kesehatan daribulan
Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025.
Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengacu
padaRencanaPembangunanJangkaMenengah
Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-
2024 dan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun2025-2029.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama
dalam periode Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan 2025-2029. Di mana pada
pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja
Semester | tahun 2025, Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan sedang dalam tahap
penyelarasan akhirdanfinalisasisehinggabelum
terdapat Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun2025-2029.

Sebagai perwujudan akuntabilitas
kinerja, Laporan Kinerja Semester | tahun 2025
menjelaskan kinerja Kementerian Kesehatan
berdasarkan hasil pengukuran terhadap
pencapaian Indikator Sasaran Strategis yang
termuat pada PerjanjianKinerjaTahun2025yang

terdiri dari 35 Indikator Sasaran Strategis dan
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pencapaian Indikator Sasaran Strategis yang
terdapat pada rancangan Rencana Strategis
Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 33 Indikator
Sasaran Strategi. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara realisasi kinerja
dengan target kinerja dari masing-masing
indikator Sasaran Strategis. Hasil pengukuran
kinerja menjadi masukan untuk peningkatan
kinerja Kementerian Kesehatan pada semester
Il Tahun 2025 dan perbaikan penyusunan
perencanaandimasayangakandatang.
Laporan Kinerja Semester | tahun 2025
memberikan penjelasan terhadap masing-
masing Indikator Sasaran Strategis yang
meliputi definisi operasional, cara perhitungan,
analisis pencapaian terhadap target yang telah
ditetapkan, kegiatan yang telah dilaksanakan,
hambatan atau kendala dalam mencapai
target, dan upaya solutif serta rencana tindak
lanjut yang akan dilaksanakan pada semester
berikutnya dan tahun-tahun yang akan datang.
Berdasarkan capaian kinerja Semester 1 Tahun
2025 masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut
untuk mencapai sasaran strategis dan Indikator
Sasaran Strategis yang merupakan Indikator
KinerjaUtama (IKU) Kementerian Kesehatan.
Beberapa hal yang menjadi kendala
pencapaian target pada semester| tahun 2025
diantaranyaadalahterjadinyaefisiensianggaran,

masih adanya kekhawatiran masyarakat untuk

mendatangifasilitas kesehatan terutama untuk
penyakit-penyakit seperti TBC dan penyakit
menular lainnya, komitmen dan koordinasilintas
sektor di pusat dan daerah belum sepenuhnya
terjalin dengan baik dimana pelaksanaan
kegiatan dianggap sebagai tanggung jawab
sektor kesehatan semata, pandemi COVID-19
beberapa tahun yang lalu memberikan dampak
kepada perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat dan rendahnya minat tenaga
kesehatan tertentu untuk bekerja sebagai PPPK
dilokasikhusus.

Total pagu sebesar
Rp105.649.390.997.000,-. Total anggaran ter-
sebut bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman
Luar Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak,
Badan Layanan Umum, Hibah Luar Negeri dan
HibahLangsungLuarNegeri.

Laporan Kinerja semester | tahun 2025
ini diharapkan dapat memberikan informasi
yang transparan dan akuntabel bagi semua
pemangku kepentingan terhadap pencapaian
kinerja Kementerian Kesehatan pada awal tahun
2025. Diharapkan pula Laporan Kinerja ini akan
dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka
meningkatkan pengelolaan kinerja Kementerian

Kesehatanyangakandatang.
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Data Pegawai Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Tren Angka Harapan Hidup Indonesia dan Dunia Tahun 2014-2023

Tren Prevalensi Stunting Tahun 2013-2024

Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2024
Estimasi Trend Kematian per100.000 Penduduk

Perubahan Pola Penyebab Kematian Antara Tahun 2022 & 2040

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kabupaten/Kota dengan Rata-Rata Pemenuhan

SPA Puskesmas di Wilayahnya Tahun 2022-2024

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Fasyankes Rujukan Milik Pemerintah yang

Memenuhi SPA Sesuai Standar Tahun2022-2024

Perbandingan Persentase Kepuasan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah Produk BBO, Alat Kesehatan, dan Vaksin Produksi Dalam Negeri Tahun 2022-2024

National Health Accounts Indonesia Tahun 2014-2023

Distribusi Angka Kematian lou per Wilayah Provinsi TW 12025

Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kematian Ibu per100.000 Kelahiran Hidup

Distribusi Angka Kematian Bayi Per Wilayah Provinsi TW 12024

Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi per1.000 Kelahiran Hidup

Capaian Indikator Stunting 2021- Semester 1Tahun 2025

PrevalensiBalita Stunting Berdasarkan Provinsi

Capaian Indikator Wasting Tahun 2022-2025 Semester1

PrevalensiBalita Wasting per Provinsi

Estimasi Jumlah InfeksiBaru HIV Global

CapaianInsiden HIV pada Negara ASEAN Tahun 2023

Target dan Capaian Insidensi HIV Tahun 2020 hingga Semester 1Tahun 2025

Perkembangan Menuju Target 95-95-95

Target dan Capaian Insidensi TBC dilndonesia Tahun 2020 hingga Semester1Tahun 2025
NotifikasiKasus TBC Semester1Tahun2025

Capaian Eliminasi Malaria diIndonesia Tahun 2020 - Semester 1Tahun 2025

Persentase Konfirmasi Pemeriksaan Sediaan Darah Semester1Tahun 2025

Persentase Pengobatan Standar Semester1Tahun 2025

Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi kusta Tahun 2020 - Semester1Tahun 2025
Target dan Capaian Indeks Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2022 - Semester 1Tahun 2025
Target dan Capaian Komposit Indeks Pengendalian Penyakit Menular Semester 1Tahun 2025

Target dan Capaian Jumlah Desa Endemis Schistosomiasis yang Mencapai Eliminasi

Tahun2020 - Semester1Tahun 2025

Target dan Capaian Jumlah Desa Endemis Schistosomiasis yang Mencapai Eliminasi per Kabupaten
Endemis Semester1Tahun2025

Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Rabies yang mencapai Eliminasi Tahun 2022 - Semester1Tahun 2025
Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Rabies per Provinsi Tahun 2024 - Semester1Tahun 2025

Target dan Capaian Jumlah Kab/Kota denganinsidenrate DBD <10 per100.000 penduduk
Tahun2020 - Semester1Tahun2025

Target dan capaian kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi

Tahun2020 - Semester1Tahun 2025

Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai Eliminasi Per Provinsi Tahun 2025 Semester1
Capaian Eliminasi Malaria di Indonesia Tahun 2020-Semester 1Tahun 2025

Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi kusta Tahun 2020-Semester 1Tahun 2025
Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia > 18 tahun pada Semester1Tahun 2025

Target dan Capaian Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia = 18 tahun Semester1Tahun 2025
Prevalensi Obesitas >18 Tahun, Semester | Tahun 2025

Target dan Capaian Indikator Persentase Merokok pada Penduduk Usia 10-18 Tahun sampai dengan
Semester|Tahun2025

Prevalensi Merokok pada Anak dan Remaja diNegara ASEAN Tahun 2024

Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang Menerapkan KTR Tahun 2020 - Semester12025

Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Layanan UBM Tahun 2020-Semester12025
Target dan Capaian Jumlah Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2020-Semester | Tahun 2025

Persentase Kabupaten/kota dengan Rata-rata Pemenuhan SPA Puskesmas di Wilayahnya

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki
Ketersediaan Obat Sesuai Standar Semester1Tahun 2025
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Distribusi Status Kelulusan Akreditasi Puskesmas

Distribusi Status Kelulusan AkreditasiKlinik Pratama

Jumlah Klinik Pratama dan Praktik Mandiri Dokter yang Melakukan Jejaring dengan Puskesmas dan Melakukan
Pelayanan Program Prioritas Nasional

Pencapaian Persentase Kepuasan Pasien di Fasyankes Rujukan

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat 10 Terbesar yang Diproduksi

Dalam Negeri Semester1Tahun 2025

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Alat Kesehatan 10 Terbesar by Volume

danValue Semester1Tahun 2025

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Vaksin 10 Terbesar yang Diproduksi di Dalam Negeri
Semester1Tahun 2025

Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Respons KLB/Wabah

Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang Melakukan Respons Sinyal yang Muncul pada SKDR Minimal 80%
Berdasarkan Provinsi

Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang Melakukan Pemetaan Risiko untuk Sekurangnya 4 Penyakit Emerging
(Re/New Emerging) Berdasarkan Provinsi

Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang Memiliki Minimal 25% Puskesmasnya Pelakukan Surveilans/
Pengendalian Vektor dan/atau Binatang Pembawa Penyakit Berdasarkan Provinsi

Tren Perbandingan Target & Realisasi Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022, 2023, 2024, & Semester1Tahun 2025
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Cakupan Kelompok Berisiko yang Mendapatkan Layanan
Skrining Kesehatan Tahun 2023,2023,2024, & Semester 1Tahun 2025

Total Belanja Kesehatan 2014-2023

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Proporsi Out of Pocket (OOP) terhadap Total Belanja Kesehatan
Tahun2022,2023,2024,dan Semester1Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Faskes dengan SDMK Sesuai Standar
Tahun2023-Semester1Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Faskes dengan SDMK Sesuai Standar
Tahun2022-Semester1Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDMKesehatan yang
Ditingkatkan Sesuai Kompetensinya pada Tahun2024-2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDMKesehatan yang
Ditingkatkan Sesuai Kompetensinya pada Tahun 2022-2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Faskes dengan SDMK Tersertifikasi pada Tahun2024-2025
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Faskes dengan SDMK Tersertifikasi pada Tahun 2022-2025
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mengimplementasikan Sistem Data dan
Aplikasi Kesehatan Indonesia pada Tahun 2022-Semester | Tahun 2025

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Jumlah Sistem Bioteknologi Kesehatan Terstandar dan Terintegrasiyang
Diimplementasikan Pada Tahun2022-Semester 1Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kebijakan yang Berkualitas dan dapat Diimplementasikan
Tahun2022-Semester1Tahun 2025

Distribusi Angka Kematian lou per Wilayah Provinsi Semester | Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kematian lbu per 100.000 Kelahiran Hidup

Distribusi Angka Kematian Balita per Wilayah Provinsi Triwulan | Tahun 2025

Capaian Indikator Stunting 2021-Semester1Tahun 2025

PrevalensiBalita Stunting Berdasarkan Provinsi

Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Semester | Tahun 2025 Berdasarkan Provinsi

Provinsi Mencapai minimal 25% Cakupan Imunisasi Semester | Tahun 2025

Target dan Capaian Angka Populasi Bebas Penyakit Menular Tahun 2024-2029

Target dan Capaian Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2024-2029

Prevalensi Obesitas >18 Tahun Periode Tahun 2020-Semester12025

Distribusi Status Kelulusan Akreditasi Fasyankes

Capaian Indikator Sasaran Strategis Ditjen SDM Kesehatan berdasarkan rancangan Renstra 2024-2025

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Proporsi Jenis Obat (Termasuk Vaksin dan Produk Biologi) yang Dapat
Diproduksi Dalam Negeri Semester| Tahun 2025

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Proporsi Jenis Alkes yang Dapat Diproduksi Dalam Negeri
Semester|Tahun 2025

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Alat Kesehatan Memenuhi Standar Semester| Tahun 2025

Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan
Tahun2022-Semester12025

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Peningkatan Kapabilitas Uji Klinik di Indonesia Semester1Tahun 2025
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Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun2020-2024
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
Perjanjian Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPM

Realisasi Kinerja Indikator AKI (per 100.000 kelahiran hidup)

Realisasi Kinerja Indikator AKB (per1.000 kelahiran hidup)

Realisasi Kinerja Indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)

Realisasi Kinerja Indikator Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)

Strategi Operasional dan Intervensi Akselerasi Pencapaian Target 95- 95-95

Tantangan dan Upaya Tindak Lanjut Program HIV AIDS dan PIMS

Perbandingan Penurunan Insidensi 3 Negara Beban TBC Tertinggi

Permasalahan TBC dan Tindak Lanjut

Endemisitas Malaria Semester1Tahun 2025

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Malaria sampai Semester 1Tahun 2025

Kabupaten/kota yang mencapaitarget 95% dengan IR <10/100.000 penduduk

berdasarkan Provinsi Semester1Tahun 2025

Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun Berdasarkan Data ASIK Semester1Tahun 2025
Indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan SPA Puskesmas yang Memenuhi Standar

Indikator Analisis melalui Pendekatan SWOT

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki
Ketersediaan Obat Sesuai Standar

Daftar Obat Indikator

Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar
Semester1Tahun 2025 per Provinsi

Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian Indikator Kinerja Program: Persentase FKTP Terakreditasi Tahun 2024

Perbandingan Indikator Kinerja Program: Persentase FKTP Terakreditasi dengan FKTP Sesuai Standar
(Target & Capaian Tahun2020-2024)

Perbandingan Indikator Kinerja Program: Persentase FKTP Terakreditasi dengan FKTP Sesuai Standar
(Target & Capaian Tahun2020-2024)

Target dan Realisasi Indikator Persentase Klinik Pratama Dan Praktik Mandliri Dokter Yang Melakukan
Pelayanan Program Prioritas

Distribusi Jumlah Klinik Pratama dan Praktik Mandiri Dokter yang Telah Melakukan Jejaring dengan
Puskesmas dan Melakukan Pelayanan Program Prioritas Nasional

Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Realisasi dan Capaian Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Fasyankes Rujukan Milik Pemerintah yang Memenuhi SPA Sesuai Standar

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Penurunan Jumlah Kematian di Rumah Sakit
Semester1Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Jumlah RS Vertikal yang memilikilayanan unggulaninternasional

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat 10 Terbesar yang Diproduksi
Dalam Negeri

Daftar Bahan Baku Obat dan Obat 10 Terbesaryang Diproduksi Dalam Negeri Semester 1Tahun 2025
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Alat Kesehatan 10 Terbesar by Volume dan Valueyang
Diproduksi Dalam Negeri

Daftar Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri Semester1Tahun 2025

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Tabel 3.34 Vaksin 10 Terbesar yang Diproduksi
diDalam Negeri

Daftar Vaksin yang Dikembangkan dan Diproduksi Dalam Negeri

Analisis Capaian Kinerja Indikator Sistem Penanganan Bencana

Jumlah Provinsiyang Sudah Memiliki Tim Manajemen Krisis Kesehatan atau Klaster Kesehatan sampai
dengan Akhir Semester1Tahun 2025 (Puskrisis)

Pelaksanaan Skrining Kesehatan Tertentu Diabetes Melitus dan Hipertensi Semester1Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja ISS Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan sesuai Standar dengan
Renstra Kemenkes 2023-2025

Analisis Capaian Kinerja ISS Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan yang Ditingkatkan
Sesuai Kompetensinya dalam Renstra Kemenkes 2023-2025
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Baseline Data Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK)

Analisa Capaian Kinerja ISS Persentase Faskes dengan SDMK Tersertifikasi dengan Renstra Kemenkes 2022-2024
Data Capaian Indeks Tata Kelola yang Baik sampai Akhir Tahun Anggaran 2025
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Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2025-2045 danRencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sudah
dimulai.
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. Latar Belakang

ahap pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sudah dimulai.

Prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN dan

RPJMN merupakan cetak biru untuk menjadikan Indonesia Emas
2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat,
Maju,danBerkelanjutan.

Dalam RPJPN 2025-2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara dengan
pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan
menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan
penting di duniainternasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang
unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan
berkelanjutan.

Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029, yakni

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
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percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai bidang
yang didukung oleh sumber daya manusiayang
berkualitas danberdayasaing.

Target dari sasaran Pembangunan Nasional
RPJMN Tahun 2025-2029 adalah meningkatkan
pendapatan per kapita menuju setara negara
maju. Di mana ditargetkan pertumbuhan
ekonomidari 5,05% (tahun 2024) menjadi 5,3%
(tahun 2025) dan menuju 8% (tahun 2029).
Selanjutnya, Pendapatan Nasional Bruto (GNI)
per kapita meningkat dari US$4.870 (tahun
2023) menjadi US$5.410 (tahun 2025) dan
US$8.000 (tahun2029).

Dalam strategi besar mencapai Indonesia
Emas 2045 tertuang misi transformasi sosial,
yakni kesehatan untuk semua, pendidikanyang
berkualitas dan merata, perlindungan sosial
yang adaptif. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun
2025-2045Tahap | dalam bidang transformasi
sosial di antaranya penuntasan pemenuhan
pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan
perlindungan sosial serta peningkatan kualitas
SDMuntuk membentuk manusia produktif.

Tatanan masyarakat Indonesia yang
mandiri,maju, adildanmakmur, khususnyadalam

bidangkesehatanditandaidengan:
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Terjaminnya ketahanan sistem kesehatan
melalui kemampuan dalam melakukan
pencegahan, deteksi, dan respons terhadap
ancamankesehatanglobal.

Kesejahteraan masyarakat yang terus
meningkat yang ditunjukkan denganjangkauan
bagi setiap warga negara terhadap lembaga
jaminansosialyanglebihmenyeluruh.

Status kesehatan dan gizi masyarakat
yang semakin meningkat serta proses tumbuh
kembang yang optimal, yang ditandai dengan
meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan
Healthy Life Expectancy (HALE).

Sejak ditetapkannya Renstra Kementerian
Kesehatan pada 2020, telah terjadi disrupsi
besar-besaran dalam kehidupan manusia
bahkan pada skala global karena adanya
pandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Wabah COVID-19 yang kemudian menjadi
endemik memaksa pemerintah di seluruh dunia
untuk menyesuaikan kebijakannya sekaligus
membangun konsep untuk perubahan cara

hidup masyarakatnya.
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Salah satu sektor yang terkait langsung
dengan pandemi adalah sektor kesehatan.
Pada konteks iniada beberapa tantanganyang
dihadapi oleh Kementerian Kesehatan antara
lain:

1. Kementerian Kesehatan memiliki tanggung
jawab besaruntuk pencapaian target strategi
nasional di bidang kesehatan. Di antaranya
terkait dengan kesehatan ibu dan anak,
perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, gerakan masyarakat
hidup sehat dan penguatan sistem kesehatan.
Kementerian Kesehatan harus melakukan
terobosan dan inovasi guna percepatan
pencapaian target nasional pada tahun 2024
dan target Sustainable Development Goals

(SDGs)tahun2030 dibidangkesehatan.

2. Pandemi COVID-19 telah menyadarkan
seluruh pemangku kepentingan kesehatan
bahwa:

a. Kesehatan merupakan isu prioritas dan
menekankan pentingnya ketahanan
(resiliensi)sistemkesehatan.

b. Adanya permasalahan sistemik yang harus

diperbaiki, antaralain:

e Biaya kesehatan yang terus meningkat,
namun tidak efektif dan efisien dalam pe-
manfaatannya

e Masih banyak permasalahan kesehatan
yangpersisten

e Beragam tantangan dalam peningkatan
kualitaslayananprimer

e Akses ke layanan rujukan yang masih
terbatas

e Ketergantungan kefarmasian dan alat
kesehatanpadaimpor

e Kebutuhan peningkatan deteksi dini dan
surveilans, serta penguatan respons ter-
hadap situasikrisis

® Pengeluaran kesehatan yang masih ber-
fokus padaupayakuratif

e Terdapat beragam skema pembiayaan
kesehatanyangperludiharmonisasikan

e Kekurangan jumlah dan pemerataan
Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan
yangberkualitas

e Perencanaan kebutuhan dan pemetaan
jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga ke-
sehatan belum terintegrasi dengan penye-
diaandanpemenuhannya

® Pemanfaatan teknologi digital yang masih

terbatas
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e Keterbatasan layanan laboratorium ke-
sehatan masyarakat yang memenuhi

standardalamupayapromotif danpreventif

c. Perlunya peningkatan kapasitas dan
ketahanan sistem kesehatan. Dalam upaya
pencegahan dan pengendalian penyakit
perlu mempertimbangkan kecepatan
pemeriksaan sampel laboratorium dan
ketepatan informasi hasil yang bertujuan
untuk mengetahui pola sebaran penyakit.
Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas
laboratorium kesehatan masyarakat baik
dari segi sarana prasarana dan SDM yang
mempunyai kemampuan baik dari segi
manajerial dan operasional laboratorium

kesehatanmasyarakat.

3. Adanya arahan dari Presiden Republik
Indonesia kepada Kementerian Kesehatan
tentangtigahal, yaitu:

a. Percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk
mewujudkan herdimmunity

b. Penanganan pandemi secara lebih baik dan
berkelanjutan

c. Transformasisektorkesehatan
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Kunci dalam menjawab tantangan di atas
adalahreformasisistemkesehatannasionalyang
diterjemahkan salah satunya oleh Kementerian
Kesehatan ke dalam transformasi kesehatan. Di
samping itu, berbagai momentum menekankan
kebutuhanakantransformasidiantaranya:

1. Target perluasan layanan BPJS Kesehatan
hingga mencapai 98% dari populasi dengan
target cakupan perluasan Penerima Bantuan

luran(PBl)mencapaill2,9jutajiwapada2024.

2.Kebutuhanpenggunaanteknologidigitalyang
semakin luas untuk berbagai sektor layanan,

termasuk kesehatan.

3. Masyarakat sudah terbiasa dan mudah untuk
berubah, dan bahkan akan selalu menuntut
perubahanjikadirasakanperluuntukperbaikan

layananumum.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tersebut, Menteri Kesehatan dibantu oleh 8 Unit
Eselon|, 4 Staf Ahli, dan 5 Pusat. Bagan struktur
organisasi Kementerian Kesehatan dapat dilihat

padagambarberikut:

Gambarl.1

maupun bidang lain yang diperlukan seperti
ekonomi, manajemen, keuangan, hukum, dan
sebagainya. Pegawai tersebut ditempatkan
di seluruh Unit Eselon | baik di kantor pusat

maupun daerah. Selanjutnya pegawai

Bagan Struktur OrganisasiKementerian Kesehatan
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Struktur organisasi Kementerian

Kesehatan sebagaimana tergambarkan di
atas didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)
sebanyak 51.843 orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan 10.728 orang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN tersebut

memiliki kompetensi di bidang kesehatan

Kementerian Kesehatantersebarke dalam Unit
Eselonlsebagaiberikut; 1) Sekretariat Jenderal
sebanyak 1.376 orang PNS dan 57 orang PPPK;
2) Inspektorat Jenderal sebanyak 316 orang
PNS; 3) Ditjen Kesehatan Lanjutan sebanyak
34.109 orang PNS dan 9.529 orang PPPK; 4)

Ditjen Penanggulangan Penyakit sebanyak
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3.938 orang PNS dan 341orang PPPK; 5) Ditjen
Kesehatan Primer dan Komunitas sebanyak
1.980 orang PNS dan 105 orang PPPK; 6)
Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan sebanyak
710 orang PNS dan 167 orang PPPK; 7) Ditjen
Sumber Daya Manusia Kesehatan sebanyak
9.065 orang PNS dan 512 orang PPPK; dan 8)
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
sebanyak 349 orang PNS dan 17 orang PPPK.
(Data SIMKA5 Juni2025).

Grafik1.1

DataPegawaiKementerianKesehatan Tahun2025
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Sumber: https.//ropeg.kemkes.go.id/statistikpegawai/datapegawai

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

| — T —
s oo B e



BAB I

PENDAHULUAN

II. Isu Strategis

alam lima tahun terakhir, sektor kesehatan Indonesia telah

menunjukkan perkembangan yang signifikan, semakin

inklusif dan transformatif. Salah satu capaian utama adalah

peningkatan angka harapan hidup (AHH) yang mencapai

74,15 tahun pada 2024, naik dari 71,34 tahun pada 2019 (BPS).
Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan umum masyarakat,
akses terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan keberhasilan dalam
intervensikesehatanmasyarakat.

Namun, peningkatan angka harapan hidup belum sepenuhnya diiringi oleh
peningkatan angka harapan hidup sehat. Menurut WHO, angka harapan hidup
sehat (HALE) Indonesia pada 2021 hanya mencapai 60,7 tahun, sementara
angka harapan hidup total pada tahun tersebut adalah 68,3 tahun. Artinya, rata-
rata masyarakat Indonesia hidup dalam kondisi kesehatan yang kurang optimal
selamasekitar8tahunterakhirmasahidupnya. AngkaHALEinijugamasihdibawah
rata-rata global (61,9 tahun), meskipun sudah sedikit lebih tinggi dibanding rata-
rata Asia Tenggara (59,4 tahun). Ketimpangan inimenandakan perlunya strateqi
yang lebih kuat dalam mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat lebih

lama—terutamapadamasausiaproduktif akhirdanlansia.
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Grafik1.2
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Pembangunan kesehatan juga tercermin
dari peningkatan indikator kesehatan ibu
dan anak. Penurunan prevalensi wasting dan
stunting pada balita merupakan sasaran pokok
RPJMN 2020-2024. Prevalensi stunting pada
balita berhasil ditekan menjadi 19,8% pada
2024 (SSGI, 2024) dari 21,5% pada 2023
(Survei Kesehatan Indonesia, 2023), capaian
tersebut sudah melampauiproyeksi Bappenas
diangka 20,1%. Sedangkan terkait prevalensi
wasting padabalitajugamengalamipenurunan
pada 2024, yaitu di angka 7,4% (SSGl, 2024)
dari 8,5% pada tahun 2023 (Survei Kesehatan
Indonesia, 2023). Meski demikian, target
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prevalensi stunting dan wasting 2024 masih
belum tercapai, yaitu di angka 14% dan 7%
sehingga masih perlu dilakukan monitoring
dan evaluasi dari sisi perencanaan hingga
implementasi dalam program pencegahan
penurunanstunting.

Angka Kematian lbu (AKI) turun signifikan
dari 305 per100.000 kelahiranhidup pada 2015
(SUPAS, 2015) menjadi 189 per 100.000 pada
2020 (Long Form Sensus Penduduk, 2020).
Meski demikian, capaian ini belum mencapai
target yang ditetapkan, yaitu 183 per 100.000
kelahiran hidup pada tahun 2024, dan masih
jauh dari target SDGs, yaitu kurang dari 70 per
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Grafik1.3
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100.000kelahiranhidup padatahun2030.Oleh
karena itu, diperlukan peningkatan terhadap
kesadaran ibu hamil dalam mengenali faktor
risiko, inovasi dan penguatan kualitas layanan
primer, persebaran merata pada sumber daya
manusia bidangkesehatan, dankoordinasilintas
programdansektor.
Penurunanangkakematianpadakelompok
bayi dan balita mencerminkan kemajuan dalam
upayapeningkatankesehatananakdilndonesia.
Angka kematian neonatal (AKN) berhasil ditekan
dari 15 per 1.000 kelahiran hidup pada 2017
(SDKI)menjadi9,3pada2020 (Longform Sensus
BPS), lebih baik dari target SDGs sebesar 12.
Angka kematian balita (AKBa) juga menunjukkan
perbaikan signifikan, dari 27 pada 2015 (Supas
BPS) menjadi 19,83 per 1.000 kelahiran hidup
pada 2020, sehingga telah melampaui target
SDGs tahun 2030, yaitu 25 per 1.000 kelahiran
hidup. Sementara itu, angka kematian bayi
(AKB) turun dari 22 per 1.000 kelahiran hidup
pada 2015 menjadi 16,85 pada 2020 (Sensus
Penduduk BPS), dan diperkirakan akan mampu
memenuhi target SDGs sebesar 12 pada 2030.
Namun demikian, Indonesia masih berada pada
posisi ke-6 tertinggi dalam angka kematian
bayi di kawasan Asia Tenggara (WHO, 2020),
serta berada diurutan ke-7 dunia dalam jumlah
kematian neonatal (WHO, 2022). Ketimpangan

regional juga masih mencolok, dengan wilayah
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timur Indonesia mencatatkan angka kematian
neonatal, bayi, dan balita yang lebih tinggi
dibandingkan daerah lainnya (Longform Sensus
BPS, 2020). Capaianinitidak terlepas dariperan
strategis layanan kesehatan dasaryang semakin
menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
termasuk peningkatan cakupan imunisasi
serta penyediaan layanan kesehatan ibu dan
anak (KIA) yang semakin terstandar, bermutu
dan terjangkau. Melalui pendekatan layanan
primer berbasis siklus hidup dan optimalisasi
peran Puskesmas sebagai garda terdepan,
transformasi layanan primer telah menjadi
fondasi utama dalam upaya peningkatan
kesehatananak secaraberkelanjutan.
Indonesia mencatat kemajuan dalam
upaya pengendalian penyakit menular dan
tidak menular selama 5 tahun terakhir. Dalam
menanggulangi penyakit menular, jumlah kasus
tuberkulosis (TBC) yang terdeteksi mengalami
peningkatan signifikan dari 443.235 kasus pada
2021 menjadi 831.328 kasus pada 2024, seiring
dengan peningkatan estimasi jumlah kasus
dari 969.000 menjadi 1.090.000 di periode
tersebut (Global TB Report). Namun, insidensi
TBC per 100.000 penduduk mengalami
kenaikan, dari 342 pada tahun 2021 menjadi
387 per100.000 penduduk pada tahun 2023,
menunjukkan bahwa transmisi di komunitas

masih tinggi dan memerlukan penguatan
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intervensi. Capaian layanan HIV/AIDS juga
menunjukkan tantangan tersendiri. Pada tahun
2024, dari estimasi 568.401 orang dengan
HIV (ODHIV) yang hidup di Indonesia, baru
344.099 orang (61%) yang mengetahui status
HIV-nya, 219.081 orang (64%) telah menerima
pengobatan antiretroviral (ARV), dan hanya
117.402 orang (54%) yang mencapai supresi
virus. Dalamimplementasinya, penguatanupaya
penanggulanganHIV dilakukanuntukmengatasi
kendaladalam deteksidini, retensipengobatan,
sertakesinambungan layanan yang memadai di
berbagai tingkat fasilitas kesehatan. Sementara
itu, capaian Indeks Pengendalian Penyakit
Menulartahun 2024 tercatat sebesar 0,56 (6%
daritarget). Penurunaniniterutama disebabkan
oleh belum tercapainya target eliminasi
beberapa penyakit, sepertimalaria, rabies, dan
schistosomiasis, yang memiliki bobot tinggi
dalampenyusunanindeks.

Beban penyakit tidak menular (PTM) di
Indonesia terus menunjukkan peningkatan
dan kini menjadi tantangan besar dalam sistem
kesehatan nasional. Hasil Survei Kesehatan
Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa
prevalensi hipertensi mencapai 29,2%, dan
diabetes sebesar 11,7% pada populasi usia
15 tahun ke atas. PTM kini menjadi penyebab
dari 52,5% total kematian di Indonesia dan

menyumbang beban pembiayaan terbesar

dalam sistem kesehatan nasional. Pada 2022,
empat penyakit katastropik, yaitu jantung,
stroke, kanker, dan gagal ginjal, menghabiskan
hampir Rp27,5 triliun dari anggaran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN). Berbagaiupaya untuk
deteksiini dan tatalaksana PTM telah dilakukan
melalui penguatan upaya promotif-preventif di
layanan primer dan kuratif di layanan sekunder
maupun tersier. Pada 2024, skrining obesitas
telah menjangkau 58.316.042 orang atau
35,83% daritarget sasaran sebesar162.752.614
orang. Capaian signifikan juga dicatat pada
skriningdiabetes melitusyangtelahmenjangkau
43.159.593 orang (36,45% dari target), serta
skrining hipertensiyang telah dilaksanakanpada
41.783.806 orang (21,59% dari target). Selain
itu, cakupan skrining untuk gangguan indra
mencapai 18,15%, kanker payudara 28,39%,
kankerleherrahim 26,21%, PPOK 29,14%, stroke
30,91%, danjantung 6,4%.

Berdasarkan data IHME, pada tahun 2040,
penyebab kematian diIndonesia diproyeksikan
tetap didominasi oleh penyakit tidak menular,
dengan stroke dan penyakit jantung iskemik
menempati peringkat pertama dan kedua
sebagai penyebab kematian terbanyak.
Penyakit tidak menular lainnya seperti penyakit
paru obstruktif kronik (PPOK), sirosis hati,
penyakit ginjal kronis, diabetes, dan berbagai

jenis kanker seperti kanker paru dan kolorektal
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juga menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap total kematian. Kondisi-kondisi terkait usia lanjut,
sepertipenyakit Alzheimer, juga menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan pergeserandemografis

menujupopulasiyanglebihtua.

Grafik1.5 Grafik1.6
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Gambarl.2

ProyeksiPenyebab Kematian Berdasarkan Kategori Penyakit dan Usia Siklus Hidup
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Dalam hal perluasan akses layanan
kesehatan esensial, Indonesia mencatatkan
kemajuan meski masih memiliki kesenjangan
yang perlu diatasi. Berdasarkan Indeks Universal
Health Coverage (UHC) Service Coverage
Index dari WHO, capaian Indonesia meningkat
menjadi 55 pada tahun 2021, naik dari 42 pada
2010. Layanan kesehatan ibu dan anak berada
pada skor tertinggi (di atas 80), menunjukkan
keberhasilan program KIA. Namun, sub-indeks
untuk pengendalian penyakit menular (48),
penyakit tidak menular (44), serta kapasitas
dan akses layanan (55) masih berada dalam
kategorimenengah. Skorini masih lebih rendah
dibandingkan rata-rata Asia Tenggara (62)
dan rata-rata global (68). Bahkan, beberapa
negara dengan tingkat ekonomi lebih rendah
sepertiVietnam (68), Filipina (58), dan Kamboja
(58) mencatatkan skor yang lebih tinggi dari
Indonesia.

Menjawab tantangan sistem kesehatan
Indonesia, sejak akhirtahun2021Indonesiatelah
melaksanakan transformasi sistem kesehatan
untuk mewujudkan sistem kesehatan yang
baik, kuat, serta terintegrasi dengan sistem
kesehatan dunia. Reformasi sistem kesehatan
nasional diterjemahkan oleh Kementerian
Kesehatan ke dalam enam pilar transformasi
kesehatan, yaitu:(a) transformasilayananprimer,

(b) transformasilayanan rujukan, (c) transformasi
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sistem ketahanan kesehatan, (d) transformasi
sistem pembiayaan kesehatan, (e) transformasi
SDMkesehatan, serta (f) transformasi teknologi
kesehatan. Secara bertahap, transformasi
kesehatan di Indonesia telah menunjukkan
kemajuan yang positif, sesuai arah dan target
yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Kementerian Kesehatan berkomitmen
untuk terus mempercepat, memperkuat,
dan memperluas pelaksanaan transformasi
kesehatan, sebagai bagian dari upaya kolektif
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan
menujuindonesiaEmas2045.

Pertama, transformasilayanan primer telah
memperkuat jaringan pelayanan kesehatan
dasar dengan fokus promotif dan preventif,
menjangkau seluruh pelosok Indonesia.
Empat inisiatif utama dalam transformasi ini
meliputi revitalisasi layanan primer, integrasi
paket layanan primer, perluasan cakupan
imunisasi, serta penguatan kader dan edukasi
masyarakat. Upayainidimulaidenganrevitalisasi
jaringan dan layanan kesehatan primer,
termasuk laboratorium kesehatan masyarakat
(Labkesmas). Hingga akhir2024, tercatat10.374
Puskesmas, 27.768 Pustu (Pusdatin, 2022),
danlebih dari 300 ribu unit jejaring Puskesmas,
seperti Posyandu (301.068) (Komdat Kesmas,
2022) yang tersebar di seluruh pelosok
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Indonesia. Revitalisasi layanan juga mencakup
Labkesmas yang kini dikembangkan secara
bertahap dan berjenjang dalam lima tingkat
untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini
penyakit.

Pemerintah mengembangkan model
integrasi layanan kesehatan primer (ILP)
yang berorientasi pada siklus hidup individu.
Pendekatan ini berorientasi pada kebutuhan
individu di setiap tahap kehidupan, melalui tata
kelola Puskesmas yang terintegrasi dengan
sistem klaster. Seluruh kabupaten/kota telah
memenuhi target 100% standar sarana,
prasarana, dan alat kesehatan (SPA) Puskesmas,
serta 92% memenuhi ketersediaan obat
sesuai standar. Dukungan terhadap pelayanan

juga diperkuat melalui penyediaan USG, alat

Grafik1.7

antropometri, dan pemenuhan sembilan jenis
tenaga kesehatan di Puskesmas. Selain itu,
cakupanimunisasijuga diperluas dari 11 menjadi
14 jenis vaksin wajib untuk memperkuat imunitas
masyarakat dan mencegah terjadinya wababh.
Di samping itu, peran kader kesehatan yang
berjumlah lebih dari 1,4 juta dan tersebar di
berbagai pelosok Indonesia diperkuat melalui
berbagai pelatihan keterampilan dasar dan
pelibatan aktif dalam kampanye kesehatan
melalui media dan platform digital. Dukungan
terhadap gerakan seperti GERMAS dan edukasi
kesehatan sejak sekolah melalui peluncuran
bahan ajar, menjadi bagian dari strategijangka
panjang untuk membentuk masyarakat yang

lebih sehat.

PerbandinganTargetdanRealisasiPersentase Kabupaten/KotadenganRata-Rata
Pemenuhan SPA Puskesmas diWilayahnya Tahun2022-2024
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termasuk jantung, stroke, kanker, dan ginjal,
dengan pemerataan layanan seperti bedah
jantung terbuka, cathlab, terapi kanker, dan
pencitraan medis PET/CT. Dari 34 provinsi, baru
10 provinsi yang sudah memiliki RS dengan
kapasitas memberikan pelayanan terhadap 10
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Peningkatan mutu juga tercermin dari
bertambahnya rumah sakit vertikal dengan
layanan unggulan internasional dan semakin
meningkatnya kepuasan pasien. Hingga tahun
2024, terdapat 28 RS vertikal dengan layanan
unggulan internasional, meningkat hampir dua
kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022
yang hanya mencapai 12 RS. Selain itu, tingkat

kepuasan pasien rujukan mencapai 98,37%,

Grafik1.9

konsistendiatas 90% selamatiga tahunterakhir.
Persentase kematian pasien rawat inap lebih
dari 48 jam menurun signifikan dari 2,7 pada
2023 menjadi 0,97 pada 2024. Pencapaian ini
didukung oleh penyusunan NSPK, Pedoman
Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), serta
penguatan layanan emergensi ibu dan anak,

sepertiSC emergensidan PONEK.

PerbandinganPersentase Kepuasan PasiendiFasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

100%

80%

80% T5%

60%
6%

4fe

20%

2022

® Target

98% 98%
1 0% :

2023 2024
Capaian

28 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

Grafik1.10

JumlahProduk BBO, AlatKesehatan, dan Vaksin Produksi Dalam NegeriTahun2022-2024

Jumlah Produk Bahan Baku Obat dan 10
Obat Terbesar Produksi Dalam Negeri

Jumlah Produk Alat Kesehatan 10
Terbesar by Volume dan Valuwe

Jumiah Produk Vaksin 10 terbesar
Produksi Dalam Negeri

Produksi Dalam Negeri

20 20
14 14
10 10
I 8 6
2022 2023 2024 2022

Ketiga, transformasi sistem ketahanan
kesehatan diIndonesia menunjukkan kemajuan
signifikan melalui tiga pendekatan utama:
penguatan produksi alat kesehatan, obat, dan
vaksin dalam negeri; peningkatan surveilans
danrespons krisis kesehatan; serta penguatan
sistempenangananbencanadankesiapsiagaan
kedaruratan. Kemandirian farmasi dan alat
kesehatan dalam negeri meningkat pesat dan
berhasil mencapai target Renstra 2020-2024,
seperti produksi 20 bahan baku obat (BBO), 17
produk alat kesehatan, dan 17 vaksin di dalam
negeri. Keberhasilanini didorong olehintervensi
strategis melalui pemerintah, sinergi triple helix
danpentahelixantaraakademisi,industri,badan/

pelakuusaha,komunitas,mediadanpemerintah,
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serta inisiatif seperti pendirian inisiatif Vaccine
Collaborating Center (VOLARE) dan kerja sama
dengan Medicines Patent Pool serta organisasi
regional dan global lainnya. Di samping itu,
Indonesia juga memperkuat sistem surveilans
untuk deteksi dan penanganan KLB, yang kini
telah mencapai cakupan 84,5% kabupaten/
kota, melebihi target nasional. Sistem ini
juga diperkuat dengan sistem penanganan
bencana dan kedaruratan kesehatan yang
diimplementasikan melalui Program Tenaga
Cadangan Kesehatan (TCK), penguatan dan
integrasiSistemPenanggulangan GawatDarurat
Terpadu di Pusat dan Daerah serta penerapan
safe hospital agar Rumah Sakit aman dan siap

terhadap berbagai ancaman risiko di masa
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depan, termasuk akibat perubahaniklim. Hingga
Mei 2025 tercatat jumlah TCK sebanyak 24.925
orang dan 271 Emergency Medical Team yang
terlatih, kompeten dan siap dimobilisasi untuk
menanganikrisis kesehatan akibatbencana.
Keempat, transformasisistem pembiayaan
kesehatan Indonesia menunjukkan capaian
positif dalam penguatan kelembagaan,
perluasan akses, dan peningkatan pembiayaan

promotif preventif. Selamasatudekade terakhir,

Grafik1.11
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total belanja kesehatan nasional meningkat
hampir dua kali lipat, dari Rp324,6 triliun men-
capai Rp614,5 triliun pada 2023, meskipun
efisiensi sistem masih perlu diperkuat karena
proporsi out-of-pocket kembali meningkat
pasca-pandemi, dari 25,1 pada 2022 menjadi
28,6 pada 2024. Upaya penguatan sistem juga
didukung oleh optimalisasi National Health
Accounts (NHA), penerapan Health Technology

Assessment (HTA), konsolidasi pembiayaan
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melalui Rencana Induk Bidang Kesehatan
(RIBK), dan penyesuaian tarif layanan JKN secara
berkala, sebagai bagian dari langkah strategis
menuju sistem pembiayaan yang lebih adil,
efisien, danberkelanjutan.

Capaian di bidang promotif dan preventif
menjadi salah satu indikator keberhasilan
transformasiini. Pemerintah berhasil melampaui
target cakupan skrining 14 jenis penyakit
bagi kelompok berisiko peserta JKN, dengan
capaian sebesar158,5% daritarget 100% pada
2024. Adapun skrining mencakup 14 penyakit
berikut: (1) hipotiroid kongenital; (2) anemia; (3)
tuberkulosis; (4) hepatitis; (5) diabetes melitus;
(6) hipertensi; (7) jantung; (8) stroke; (9) penyakit
paru obstruksi kronis (PPOK); (10) thalassemia;
(11) kanker payudara; (12) kanker leher rahim;
(13) kanker paru; dan (14) kanker usus. Selainitu,
80% kabupaten/kota yang telah memenuhi
memenuhi pembiayaan kegiatan promotif
preventif dalam Standar Pelayanan Minimal
(SPM) melebihi target nasional sebesar 75%.
Capaian ini mencerminkan komitmen bersama
dalam memperkuat layanan kesehatan dasar
danpencegahanpenyakitsecaralebihmeratadi

seluruhwilayahlndonesia.
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Kelima, transformasi SDM Kesehatan
menunjukkan perkembangan dalam
peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan
yang kompeten, merata, dan berkeadilan
di seluruh Indonesia. Sejak diberlakukannya
UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, berbagai
kebijakan diterapkan untuk menyederhanakan
prosesadministratif dantahapanregistrasiserta
perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Hal ini tercermin dari penerbitan lebih dari
1,5 juta Surat Tanda Registrasi (STR) seumur
hidup, penyederhanaan penerbitan Surat Izin
Praktik (SIP), serta kemudahan pemenuhan
Satuan Kredit Profesi (SKP) melalui platform
Plataran Sehat secara daring. Hingga Juni 2025,
tercatat 53,54% (5.879) dari10.981 faskes yang
teregistrasi dan laik operasional yang memiliki
SDM kesehatan sesuai standar. Capaian ini
terdiri dari 5.442 puskesmas yang lengkap
dengan sembilan jenis tenaga kesehatan dan
437 rumah sakit umum daerah dengan empat
jenis dokter spesialis dasar dan tiga jenis dokter
spesialis lainnya sesuai standar. Pemerintah
juga mempercepat pemenuhan kebutuhan
tenaga kesehatan melalui peningkatan akses
pendidikan, pelatihan, dan pengembangan
karir, serta pelaksanaan program pendidikan
dokter spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit
pendidikan penyelenggara utama (RSP-PU)

untuk mendistribusikan dokter spesialis ke
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Gambarl.3

Persentase Pemenuhan Sembilan Jenis TenagaKesehatan diPuskesmas Tahun 2024
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Gambarl.4

Persentase PemenuhanTujuh Jenis Dokter Spesialis Dasar diRSUD Tahun2024
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wilayah yang kekurangan, khususnya daerah
terpencil. Untuk menjamin mutu, Kementerian
Kesehatan bekerja sama dengan Accreditation
Council for Graduate Medical Education
(ACGME) guna memastikan standar dan kualitas
RSP-PUsetaradenganpraktikinternasional.
Keenam, transformasi teknologi kesehatan
di Indonesia telah menunjukkan capaian
signifikan, terutama melalui pembangunan
sistem data kesehatan terintegrasi berbasis
arsitektur satu data kesehatan. Hingga 2024,
sebanyak 49.558 fasilitas kesehatan telah
mengimplementasikan sistem data dan
aplikasi kesehatan Indonesia, melampaui
target Renstra 2020-2024 yang disesuaikan
menjadi 40.000 faskes. Transformasiini sejalan
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu
Data Bidang Kesehatan, yang mengamanatkan
bahwa sistem informasi kesehatan harus
memenubhi prinsip satu data, yaitu standar data,
metadata, interoperabilitas, serta penggunaan
kode referensi dan/atau data induk. Salah satu
tonggak penting dalaminteroperabilitas adalah
kehadiran platform SATUSEHAT yang berhasil
melakukan standardisasi format dan metadata,
sehingga memungkinkan integrasi data
kesehatanantarsisteminformasifasilitaslayanan

kesehatan. SATUSEHAT juga menyediakan
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referensi data untuk pencatatan data kesehatan
individu, menjadikannya solusi utama dalam
menghadirkan sistem yang interoperable dan
terintegrasi.

Selain teknologi informasi, Kementerian
Kesehatan juga telah mengembangkan
bioteknologi kesehatan untuk mewujudkan
precision medicine melalui inisiatif Biomedical
Genome-based Science Initiative (BGSi)
sejak 2022. BGSi bertujuan untuk mendeteksi
potensi penyakit di masa depan, sekaligus
menghadirkan pengobatan yang presisi bagi
masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
pengumpulan informasi genetik (genom) dari
manusia maupun patogen, seperti virus dan
bakteri. Untuk mewujudkannya, Indonesia
memiliki kemampuan melakukan human whole
genome sequencing (hWGS) dan targeted
next-generation sequencing (tNGS) dengan
sistem registri yang terintegrasi. Data-data
ini juga tersimpan dalam platform SatuDNA
yang terintegrasi dengan SATUSEHAT,

menggabungkan data klinis dan genomika.
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Integrasi ini membuka jalan bagi pendekatan
medis yang lebih presisi dan berbasis data,
sertamemperkuat ekosistemriset dan layanan
kesehatanberbasis bioteknologidilndonesia.
Dengan berbagai capaian nyata selama
periode 2020-2024, transformasi kesehatan
dilndonesia telah berhasilmembangun fondasi
yang kuat menuju sistem kesehatan yang
lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan.
Peningkatan angka harapan hidup, penurunan
stunting, perluasancakupanimunisasi, penguat-
an layanan primer dan rujukan, penguatan
ketahanan kesehatan, serta integrasi tek-

nologi kesehatan menjadi bukti konkret dari

[ =]
—_E
i

K

keberhasilanenampilartransformasikesehatan.
Upaya transformasiinijuga telah meningkatkan
kualitas layanan, memperkuat ketahanan
sistem kesehatan, serta memperluas akses
masyarakat terhadap pelayanan yang lebih
merata, berkualitas, adil, dan inklusif. Untuk
itu, keberlanjutan transformasi dalam Renstra
2025-2029 sangat penting agar momentum
kemajuan ini terus terjaga dan diperluas, demi
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat,
produktif, dan siap menyongsong Indonesia

Emas2045.
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|ll. Sistematika LaporanKinerja

1. BablPendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasisertapermasalahanutama (strategicissue)yang sedang dihadapiorganisasi.

2.BabllIPerencanaanKinerja
Bab inimenguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan Semester1Tahun

2025.

3.Bablll Akuntabilitas Kinerja

a. CapaianKinerja Organisasi
Sub bab inimenyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasisesuaidenganhasilpengukurankinerja organisasi.

b.RealisasiAnggaran
Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk

mewujudkankinerja organisasi sesuaidengan dokumen PerjanjianKinerja.

4.BablVPenutup
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatangyang akandilakukan organisasiuntuk meningkatkankinerjanya.
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Perencanaan
Kinerja

Visi Nasional pembangunanjangka panjang
adalah terciptanyamanusiayang sehat,
cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta
masyarakat yang makin sejahtera dalam
pembangunan yang berkelanjutan.
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|.Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun2020-2024

isi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya
manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia
serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan
yangberkelanjutan.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2025-2045, Presiden terpilih
sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi
Presiden2020-2024: “Terwujudnyalndonesia Majuyang Berdaulat,Mandiri,dan
Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian
Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan
Manusiayang Sehat, Produktif, Mandiridan Berkeadilan”.

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada tiga pilar
pembangunan, yakni, (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas,
dan (iii) pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia
berkomitmenuntuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber

dayamanusiayangsehat dancerdas, adaptif,inovatif, terampil, dan berkarakter.
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Pembangunan kesehatan bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan ekonomi.
Pembangunan kesehatan mempunyai peran
sentral sebagai fondasi dalam peningkatan
kualitas SDM, khususnya terkait aspek
pembangunan sumber daya manusia sebagai
modal manusia (human capital).
Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi
Presiden untuk terwujudnya Indonesia maju
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong royong, maka telah
ditetapkan sembilan (9) Misi Presiden 2020-
2024, yakni:
1. PeningkatanKualitasManusialndonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang
Produktif, Mandiridan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan

4.Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan
KepribadianBangsa

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas

Korupsi, Bermartabat, danTerpercaya

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER 1 2025

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,
Efektif,danTerpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam

KerangkaNegaraKesatuan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 21Tahun 2020 dan kemudian
direvisi menjadi Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024, Revisi Rencana
Strategis tersebut disebabkan karena adanya
disrupsi besar-besaran dalam kehidupan
manusia bahkan pada skala global karena
adanya pandemi COVID-19 dengan kondisi
seperti uraian di atas, dan utamanya untuk
menjalankanarahanPresidenRepubliklndonesia
yakni: 1) Percepatanpelaksanaanvaksinasiuntuk
mewujudkan herd immunity, 2) Penanganan
pandemisecaralebihbaikdanberkelanjutandan
3) Transformasi sektor kesehatan. Selainitujuga
telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan, berdampak
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pada terjadinya perubahan nomenklatur di
Kementerian Kesehatan.

Guna mendukung peningkatan kualitas
manusia Indonesia, termasuk penguatan
struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan
berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan
alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah
menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024,
sebagaiberikut:

1. Meningkatkan kesehatan reproduksi,

ibu,anak,danremaja

2. Perbaikan gizimasyarakat

3.Meningkatkan pencegahan dan

pengendalian penyakit

4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat (GERMAS)

5. Memperkuatsistemkesehatan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan
misi di atas, maka Kementerian Kesehatan
menetapkan tujuan yang akan dicapai selama
periode2020-2024 sebagaiberikut:

1. Terwujudnyapelayanankesehatanprimer
yangkomprehensifdanberkualitas,serta
penguatanpemberdayaan masyarakat

2. Tersedianya pelayanan kesehatan
rujukanyangberkualitas

3. Terciptanyasistemketahanankesehatan

yangtangguh

4. Terciptanya sistem pembiayaan
kesehatan yang efektif, efisien dan
berkeadilan

5. Terpenuhinya SDM kesehatan yang
kompetendanberkeadilan

6. Terbangunnya tata kelola, inovasi, dan
teknologi kesehatan yang berkualitas

danefektif

Dalam rangka mencapai tujuan Ke-
menterian Kesehatan tersebut di atas, maka
ditetapkan Sasaran Strategis Kementerian

Kesehatan sebagaiberikut:
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Tabel2.1
Tujuandan Sasaran Strategis Kemenkes Tahun2020-2024
Tujuan Sasaran Strategis

1.TerwujudnyaPelayanan | 1.1.Menguatnyapromotif preventifdiFasilitasKesehatanTingkatPertama
KesehatanPrimer (FKTP)melaluiUpaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
yang Komprehensif danpendekatankeluarga.
danBerkualitas 1.2. Terpenuhinyasarana, prasarana, obat, bahan medis habis pakai
sertaPenguatan (BMHP), dan alatkesehatan pelayanankesehatan primer.
Pemberdayaan 1.3.Menguatnya tata kelolamanajemen pelayanan dankolaborasi
Masyarakat publik-swasta.

2.TersedianyaPelayanan
KesehatanRujukanyang
Berkualitas

2.1. Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan BMHP
pelayanankesehatanrujukan.

2.2.Menguatnyatatakelolamanajemendan pelayananspesialistik.

2.3. Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan
pengembanganlayananlain.

3.Terciptanya Sistem
KetahananKesehatan
yangTangguh

3.1. Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat
tradisional, danvaksindalamnegeri.

3.2.Menguatnyasurveilansyang adekuat.

3.3.Menguatnya sistem penangananbencanadankedaruratan
kesehatan.

4.Terciptanya Sistem
PembiayaanKesehatan
yang Efektif, Efisiendan
Berkeadilan

4.1. Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada
kegiatan promotif danpreventif.

4.2.Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien
danberkeadilanuntuk mencapaiUniversal Health Coverage (UHC).

5.Terpenuhinya SDM
Kesehatanyang
Kompetendan
Berkeadilan

5.1. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang
berkualitas.

5.2. Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM
kesehatan.

5.3. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM
kesehatan.

6.TerbangunnyaTata
Kelola, Inovasi,dan
TeknologiKesehatan
yangBerkualitasdan
Efektif

6.1. Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem
teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam
mendukung kebijakankesehatanberbasis bukti.

6.2.Meningkatnyakebijakankesehatanberbasis bukti.

6.3.Meningkatnyatatakelolapemerintahanyangbaik.

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER 1 2025
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Untuk mencapaivisi, misi dan tujuan dariKementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta Sasaran

Gambar2.1 Pokok Pembangunan Kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis yang akan menjadi

ukuranpencapaiantujuandankinerja Kementerian Kesehatan sebagaiberikut:
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kemenkes Tahun2020-2024

‘Menciptakan Manusia vang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan®

Tabel 2.2

Meningkatkan Kesehatan

Reproduksl, lbu, Anak dan Weningkatkan Panceguhan Memparuat S5tsm

dan Pengendalian Penyakit Fesehatan

Tujuan, Sasaran Strategis danIndikator Sasaran Strategis KementerianKesehatan Tahun2020-2024

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis

1. Terwujudnya 1.1.Menguatnyapromotif | -PersentaseKabupaten/kotayangmelaksanakan
pelayanan preventif di FKTP SPM
kesehatan melaluiUKBM dan - AngkaKematianIbu/AKI(per100.000 kelahiran
primeryang pendekatankeluarga. hidup)
komprehensif - AngkaKematianBayi/AKB (per100.000 kelahiran
danberkualitas hidup)
sertaPenguatan - Prevalensistunting (pendek dansangat pendek)
Pemberdayaan - Wasting (kurus dan sangat kurus) padabalita (%)
Masyarakat -InsidensiHIV (per100.000 penduduk yang tidak

terinfeksiHIV)
-InsidensiTuberculosis(per100.000 penduduk)
- Kabupaten/Kotayangmencapaieliminasimalaria
- Kabupaten/kotayangmencapaieliminasikusta
-Indeks pengendalian penyakitmenular
-Prevalensiobesitas padapendudukusia> 18 tahun
- Persentase merokok pendudukusial0-18 tahun
- Jumlahkabupaten/kotasehat

1.2. Terpenuhinyasarana, - Persentase kabupaten/kota, dengan SPA
prasarana, obat, puskesmasyangmemenuhistandar
BMHP, danalat - Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas
kesehatanpelayanan yangmemilikiketersediaan obat sesuaistandar
kesehatanprimer

1.3.Menguatnyatata - Persentase FKTP terakreditasi(%)
kelolamanajemen - Persentaseklinik pratama dan praktek mandiri

pelayanandan
kolaborasipublik- dokteryangmelakukanpelayananprogram

swasta prioritas
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Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

2.

Tersedianya
pelayanan
kesehatanrujukan
yangberkualitas

2.1.Terpenuhinyasarana

prasarana, alat
kesehatan, obat,dan
bahanmedishabis
pakai(BMHP) pelayanan
kesehatanrujukan

2.2.Menguatnyatata

kelolamanajemendan
pelayananspesialistik

2.3.Menguatnyadan

terdistribusinya mutu
RS, layananunggulan,
danpengembangan

layananlain

- Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah
yangmemenuhi Sarana Prasarana danAlat
(SPA)sesuaistandar

- Persentase penurunanjumlahkematiandi
Rumah Sakit

- Persentase kepuasan pasiendifasyankes
rujukan

- JumlahRumah Sakit yang memilikilayanan
unggulaninternasional

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

.

Terciptanya
sistemketahanan

3.1.Menguatnya produksi

alatkesehatan,bahan

- Jumlahbahanbaku obatdanobat 10 terbesar
yangdiproduksidalamnegeri

5.Terpenuhinya SDM
kesehatanyang
kompetendan
berkeadilan

51

.Meningkatnya
pemenuhandan
pemerataan SDM
kesehatanyang
berkualitas

5.2.Meningkatnya

kompetensidansistem
pendidikan pelatihan
SDMkesehatan

5.3.Meningkatnyasistem

pembinaanjabatan
fungsional dankarir
SDMkesehatan

- Persentase faskesdengan SDMkesehatan
sesuaistandar

- Persentase faskesdengan SDMkesehatan
yangditingkatkan sesuaikompetensinya

- Persentase faskesdengan SDMkesehatan
tersertifikasi

kesehatanyang bakuobat, obat, obat -Jumlahalatkesehatan10 terbesarbyvolume
tangguh tradisionaldanvaksin danvalueyangdiproduksidalamnegeri
dalamnegeri - Jumlahvaksin10 terbesaryang diproduksidi
3.2.Menguatnyasurveilans dalamnegeri
yang adekuat - Persentase kabupaten/kotayang melakukan
3.3.Menguatnyasistem respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan
penangananbencana laboratorium, tatalaksanakasus)
dankedaruratan - Persentase provinsiyang sudah memiliki
kesehatan sistempenangananbencanadankedaruratan
kesehatanmasyarakat sesuaistandar
4. Terciptanya 4.1. Terpenuhinya - Persentase cakupankelompok berisikoyang

sistem
pembiayaan
kesehatanyang
efektif, efisiendan
berkeadilan

pembiayaankesehatan
yangberkeadilanpada
kegiatan promotifdan

preventif

4.2.Menguatnya

pembiayaankesehatan
nasional secaraefektif,
efisiendanberkeadilan
untukmencapai
UniversalHealth
Coverage (UHC)

mendapatkanlayanan skriningkesehatan

- ProporsiOut of Pocket(OOP) terhadap total
belanjakesehatan

6.Terbangunnya
TataKelola,
Inovasi,dan
Teknologi
Kesehatanyang
Berkualitasdan
Efektif

6.1

Meningkatnya sistem
pelayanankesehatan
dalamekosistem
teknologikesehatan
yangterintegrasidan
transparandalam
mendukungkebijakan
kesehatanberbasis
bukti

6.2 Meningkatnyakebijakan

kesehatanberbasis
bukti

6.3 Meningkatnyatata

kelolapemerintahan
yangbaik

- Jumlahfasilitas kesehatanyang
mengimplementasikan sistemdatadan
aplikasikesehatanIndonesia

- Jumlahsistembioteknologikesehatan
terstandardanterintegrasiyang
diimplementasikan

- Persentase kebijakanyangberkualitas dan
dapatdiimplementasikan

-Indeks capaiantatakelola Kemenkesyang
baik.
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Gambar2.2

CascadingKinerjaRenstraKementerianKesehatan2020-2024
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Kebijakan pada Rencana Strategi
Kementerian Kesehatan sesuai dengan
transformasi kesehatan yang juga merupakan
bentuk penerjemahan reformasi sistem
kesehatan nasional. Transformasi kesehatan

tersebut meliputi:

1. TransformasilLayananPrimer

2. TransformasilLayananRujukan

3. Transformasi Sistem Ketahanan
Kesehatan

4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan

5. TransformasiSDMKesehatan

6. TransformasiTeknologiKesehatan
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Gambar2.3

CascadingKinerjaTransformasiLayananPrimer
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Transformasi Layanan Primer mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif,

perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining dilayanan primer dan

peningkatanakses, SDM, obat dankualitaslayanan serta penguatanlayananlaboratoriumuntuk deteksi

penyakit ataufaktorrisiko yangberdampak padamasyarakat.
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Gambar2.4

CascadingKinerja TransformasiLayanan Rujukan

Implementasi Transformasi Layanan Rujukan yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan

peningkatanakses danmutulayananrumahsakit,danlayananlaboratoriumkesehatanmasyarakat.
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Gambar2.5

CascadingKinerja Transformasi Ketahanan Kesehatan

mml-r
g ieorgrareyd dan ‘A\ wastu m hu__ m_’q Tﬂ“ ik L
_-'"H_ jang Tagguh [ R 1 ‘ ] rm-mm

k‘w'm gl Wq‘l"-‘l b dan

AN [ mnw R g

STRATEGIS ohar shod Sl A vaka Sata agem (V) Ui "'""‘"“"‘FMH‘ e e ]
1 vt tabore Lo bl st bl 4] bt e o %o cuwagnon Kl [matich (PE_ o s, s e 7y ek ki sek
s diam fegen [F | Lekesaras et 1) prorrgaran borara N kadairalen owmn i
s vkt (LF]
15155 1 farvtah s ek, V) it by ke e e
[y v - 1 Berbn e s 6

B sk saan W) gk bt g dprdae &
s g 3

1 X ¥ et S50 dipratokad [0 1) T3 ks vk s narrelrs (1) 13, Foos s T Pamisigavess Db e
1 F ¥ttt obal iasigurahan B0 v [N OF R L T T rem———— Fadunr i Grstasn e ks s crie
* mendaimy wam ihaen beecutbe 06 L L, [t e st
3 ¥ M gt 10 it ek (4 £} W% b s S mbes pdr bt (B
o 4T e vetbllar G0 ol gt §ag sertll i iy brete il (LAY 1T Pope o g ol i) o mnlh
Bt T e 0P8 erurpatn Sron A e snetin
B 2 it sy et 8y (7 i b il 15}

¥ § v prgram g Spdt [0V |
¥ ¥ rkenn yag s TR 4t TO% 0F)
B ¥ o sk [N aneigst P VOIS (1)

TransformasiSistemKetahananKesehatandiperlukandalammenghadapiKejadianLuarBiasa
(KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan
alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta

penguatansistempenangananbencanadankedaruratankesehatan.
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Gambar2.6

CascadingKinerjaTransformasi Pembiayaan Kesehatan
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Pelaksanaan Transformasi Pembiayaan Kesehatan untuk menjamin pembiayaan yang selalu

tersediadantransparan, efektif danefisien, sertaberkeadilan.
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Gambar2.7

CascadingKinerjaTransformasi SDMKesehatan
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Transformasi SDM Kesehatan dilaksanakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan

jumlah, jenis,dankapasitas SDMkesehatan.
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Gambar2.8

CascadingKinerja Transformasi TeknologidanTataKelola
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Transformasi Teknologi Kesehatan mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data
kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan
ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/
fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi
proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai

peningkatantatakelola dankebijakankesehatan.
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l. Rancangan Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun2025-2029

VisiKementerian/Lembaga

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas
2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJIMN 2025-2029,
Kementerian Kesehatan menetapkanvisi2025-2029, yaitu: “Masyarakat Yang

Sehat DanProduktif Guna MewujudkanIndonesiaEmas 2045”.
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MisiKementerian/Lembaga
Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi
(Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode
2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4,
yaitu memperkuat pembangunan sumber daya
manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan generasi Z),
dan penyandang disabilitas. Asta Cita tersebut
dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai
Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk
mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan
Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-
2029, maka ditetapkan misi Kementerian
Kesehatan sebagaiberikut:
1. Mewujudkan Masyarakat Sehat pada
Seluruh Siklus Hidup
2. Membudayakan GayaHidup Sehat
3. Memenuhi Layanan Kesehatan yang
Berkualitas, Baik, Adil, danTerjangkau
4. Mengimplementasikan Sistem
Ketahanan Kesehatanyang Tangguh dan
Responsif
5. Menguatkan Tata Kelola dan Pendanaan
KesehatanNasionalyangBerkecukupan,
AdilDanBerkelanjutan
6. Mengembangkan Teknologi Kesehatan

yangMaju
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7. Mewujudkan Birokrasi dan Layanan

PublikyangAgile, Efektif, dan Efisien

TujuanKementerian/Lembaga
Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan
tujuh (7) tujuan Kementerian Kesehatan untuk
limatahunke depan, yaitu:
1. Masyarakat Sehat diSetiap Siklus Hidup
2. Masyarakat BerperilakuHidup Sehat
3. Layanan Kesehatan Yang Berkualitas,
Baik, AdildanTerjangkau
4.Sistem Ketahanan Kesehatan yang
TangguhdanResponsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan
yang Efektif
6. TeknologiKesehatanyangMaju
7. Kementerian Kesehatan yang Agile,

Efektif, danEfisien
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Gambar2.9

Indikator Strategis RenstraKementerianKesehatan2025-2029
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Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis

Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029 sebagaiberikut:

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran Strategis danIndikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun2025-2029

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

siklus hidup

1.Masyarakat sehat disetiap

1.1.Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
promotif dan
preventif

1.2.Meningkatnya
kualitasupaya
pencegahandan
pengendalian
penyakit

» AngkaKematianlbu

o AngkaKematianBalita

e Prevalensistunting(pendek dansangat
pendek)

o Angkaharapanhidup sehatpadaumuré60
tahun(HALE60)

o CakupanPemeriksaan Kesehatan Gratis

e Prevalensidepresidiumur=15tahun

o Kabupaten/Kotayangmencapaitarget
kekebalankelompok

» Menurunkansepertigabeban penyakitPTM
atauangkakematianakibat PTM

o AngkapopulasibebasPenyakit Menular

hidup sehat

2.Masyarakat berperilaku

2.1.Meningkatnya
kualitasbudaya
hidup sehat
masyarakat

¢ Persentase penduduk denganliterasi
kesehatan

¢ Proporsipenduduk dengantingkat
kebugarancukup

o Kabupaten/kota SanitasiTotal Berbasis
Masyarakat(STBM)

 Prevalensiobesitas>18tahun

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

57



BABII

RENCANA STRATEGIS

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

3.LayananKesehatanyang
berkualitas, baik, adildan
terjangkau

3.1.Meningkatnya
kapasitas
pelayanan
kesehatan
primer, lanjutan
danlabkes

3.2.Meningkatnya
pemerataan
SDMkesehatan

» Persentase kabupaten/kotadengan
fasyankes sesuaistandar

o Proporsifasyankesdenganperbekalan
kesehatan sesuaistandar

o Persentasefasilitas pelayanankesehatan
mencapaiakreditasiparipurna

o Tingkatkepuasanpasiendifasyankes

e Persentase belanjakesehatan out of pocket

o Persentase masyarakatmemilikiasuransi
kesehatan aktif

Rasionakes dandistribusinakesberdasarkan
bebanpenyakit terhadap populasi

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

6.Teknologikesehatanyang

maju

6.1. Meningkatnya
kualitas
ekosistem
teknologi
kesehatan

6.2.Meningkatnya
kuantitasdan
kualitas ujiklinis

» Persentase fasyankesyangterintegrasi
dalamsisteminformasikesehatannasional
(SIKN)

o Persentase masyarakatyangterpantau
kesehatannyamelalui SIKN

e Pertumbuhanlayanankesehatanberbasis
kedokteran presisiyang diimplementasikan
e Peningkatankapabilitas ujiklinik dilndonesia

7.Birokrasidanlayanan

publikyang agile, efektif

danefisien

7.1. Meningkatnya
kualitas
tatakelola
Kementerian
Kesehatan

NilaiReformasiBirokasiKementerian
Kesehatan

4.Sistemketahanan
kesehatanyangtangguh
danresponsif

4.1. Meningkatnya
kualitas sistem
ketahanan
kesehatan

e Proporsijenisobat (termasukvaksindan
produk biologi)yang dapat diproduksidalam
negeri

e Proporsijenis alkesyangdapat diproduksi
dalamnegeri

¢ Indeks alatkesehatanmemenuhistandar

 NilaikapasitasInternational Health
Regulations(IHR) dalam Joint External
Evaluation (JEE)

o Kabupaten/Kotamemenuhisyaratkualitas
kesehatanlingkungan

5.Tatakeloladan

5.1. Meningkatnya

¢ Persentase provinsidankabupaten/

pendanaankesehatan keselarasan kotayangmenyelaraskanperencanaan
yang efektif kebijakandan pembangunandanmencapaitargettahunan
prioritas bidang pembangunan
kesehatanantara
pemerintah
pusatdan
daerah
5.2.Meningkatnya e Pengeluarankesehatantotalperkapita
kualitas o Skalainvestasidisektorkesehatan
pendanaan
kesehatanyang
berkelanjutan
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lll. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
AparaturNegaradanReformasiBirokrasiNomor53Tahun2014tentangPetunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yangdisertaidenganindikatorkinerja.

Dikarenakanpadaawaltahun2025rancanganRenstra2025-2029sedang
berproses dan belum ditetapkan maka Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025
sesuaidenganindikatortahun2024 padaRenstra KementerianKesehatanyang
ditetapkandengan Peraturan MenteriKesehatan Nomor13Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Adapunrincian

indikator dantargetnyaadalah sebagaiberikut:
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Tabel2.4
PerjanjianKinerjaKementerian KesehatanTahun2025
No Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnyapelayanan kesehatan primeryangkomprehensif dan
berkualitas sertaPenguatan Pemberdayaan Masyarakat
1,1 Menguatnyapromotif preventif [ 1. Persentase kabupaten/kota 100%
diFKTP melaluiUKBMdan yang melaksanakan SPM
pendekatankeluarga [ 2. AKIl(per100.000 kelahiran 183%
hidup)
3. AKB(per1.000kelahiranhidup) 16%
4. Prevalensistunting(pendek 14,0%
dansangatpendek)(%)
5. Wasting(kurusdansangat 7,0%
kurus)padabalita(%)
6. InsidensiHIV(per100.000 0,18%
pendudukyangtidak terinfeksi
HIV) 190%
7. InsidensiTuberculosis(per
100.000 penduduk
8. Kabupaten/kotayang 405%
mencapaieliminasimalaria
9. Kabupaten/kotayang 514%
mencapaieliminasikusta
10. Indekspengendalianpenyakit 0,5889%
menular
11.  Prevalensiobesitaspada 21,8%
pendudukusia>18tahun
12. Persentase merokok 8,7%
pendudukusialO-18tahun
13. Jumlahkabupaten/kotasehat 420%
1.2 Terpenuhinyasarana,prasarana, | 1.  Persentase kabupaten/kota, 100%
obat, BMHP, danalatkesehatan dengan SPA puskesmasyang
yankes primer memenuhistandar
2. Persentasekabupaten/kota 92%
denganpuskesmasyang
memilikiketersediaan obat
sesuaistandar
1.3 Menguatnyatatakelolamanajemen|1.  Persentase FKTP terakreditasi 100%
pelayanandankolaborasi| 2  Persentaseklinik pratamadan 80%
publik-swasta praktekmandiridokteryang
melakukanpelayananprogram
prioritas
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No Tujuan/Sasaran Strategis/IndikatorKinerja Target
4 Terciptanyasistem pembiayaan kesehatanyang efektif,
efisiendanberkeadilan
4] Terpenuhinyapembiayaan|1. Persentase cakupankelompok 100
kesehatanyangberkeadilan berisikoyangmendapatkan
padakegiatanpromotif layananskrining kesehatan
danpreventif
4.2 Menguatnyapembiayaan [1.  ProporsiOut Of Pocket 20
kesehatannasionalsecara (OOP)terhadap totalbelanja
efektif, efisien danberkeadilan kesehatan
untuk mencapaiuniversal
health coverage (UHC)
5 Terpenuhinya SDMkesehatanyang kompetendanberkeadilan
51 Meningkatnyapemenuhandan|1. Persentasefaskesdengan 100
pemerataan SDMkesehatan SDMkesehatan sesuaistandar
yangberkualitas
5.2 Meningkatnyakompetensidan | 1.  Persentasefaskes 60
sistempendidikan pelatihan dengan SDMkesehatan
SDMkesehatan yangditingkatkan sesuai
kompetensinya
5.3 Meningkatnyasistempembinaan | 1.  Persentase faskesdengan 100

jabatanfungsionaldankarier
SDMKesehatan

SDMkesehatantersertifikasi

No Tujuan/Sasaran Strategis/IndikatorKinerja Target
2. Tersedianyapelayanan kesehatanrujukanyangberkualitas
2.1 Terpenuhinyasaranaprasarana, | 1.  Persentasefasyankes 100
alatkesehatan, obat,dan rujukanmilik pemerintahyang
bahan medis habis pakai memenuhi SaranaPrasarana
(BMHP) pelayanan danAlat (SPA)sesuaistandar
kesehatanrujukan
2.2 Menguatnyatatakelolamanajemen |1.  Persentase penurunanjumlah <25
danpelayananspesialistik kematiandiRumah Sakit
Menguatnyadanterdistribusinya
mutuRS, layananunggulandan
pengembanganlayananlain
2.3 Menguatnyadanterdistribusinya [ 1.  Persentase kepuasanpasiendi 90 (kum)
mutuRS, layananunggulandan fasyankesrujukan
pengembanganlayananlain | 2. JumlahRumah Sakityang 34
memilikilayananunggulan
internasional.
3. Terciptanyasistemketahanankesehatanyang tangguh
3.1 Menguatnyaproduksialat | 1. Jumlahbahanbakuobat 20
kesehatan, bahanbakuobat, danobat10terbesaryang
obat, obattradisionaldan diproduksidalamnegeri
vaksindalamnegeri [ 2. Jumlahalatkesehatan10 17
terbesarbyvolume danvalue
yangdiproduksidalamnegeri
3. Jumlahvaksin10 terbesaryang 17
diproduksididalamnegeri
3.2 Menguatnyasurveilansyang | 1.  Presentasekabupaten/kota 80
adekuat yang melakukanresponKLB/
wabah (PE, pemeriksaan
laboratorium, tatalaksana
kasus)
3.3 Menguatnyasistempenanganan | 1.  Jumlahprovinsiyangsudah 38

bencanadankedaruratan
kesehatan

memlikisistem penanganan
bencanadankedaruratan
kesehatanmasyarakat sesuai
standar
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No Tujuan/Sasaran Strategis/IndikatorKinerja Target

6. Terbangunnyatatakelola, inovasi, danteknologikesehatan
yangberkualitas dan efektif

6.1 Meningkatnyasistempelayanan | 1. Jumlahfasilitaskesehatanyang 40.000
kesehatandalamekosistem mengimplementasikan sistem
teknologikesehatanyang datadanaplikasikesehatan
terintegrasidantransparan Indonesia
dalammendukungkebijakan [ 2. Jumlahsistem bioteknologi 30
kesehatanberbasis bukti kesehatanterstandar

danterintegrasiyang
diimplementasikan

6.2 Meningkatnyakebijakan | 1.  Presentasikebijakanyang 81
kesehatanberbasis bukti berkualitas dandapat
diimplementasikan

6.3 Meningkatnyatatakelola [1. Indekscapaiantatakelola 86
pemerintahanyangbaik Kemenkesyangbaik

JumlahanggaranpaguawalyangdialokasikanpadaTahun2025sebesarRp.105.649.390.997.000
(Seratus Lima Triliun Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan

Ratus Sembilan PuluhTujuh RibuRupiah).
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Akuntabilitas
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Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam
periode Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan2025-2029.
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ahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029. Pada penyusunan

LAKIP Semester | tahun 2025 belum ditetapkan Peraturan

Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2025-2029, sehingga penyajian akuntabilitas
kinerja merupakan capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang menggunakan
target danindikator tahun 2024 dan capaian indikator sasaran strategis pada
rancanganRenstra2025-2029.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi
kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkandalam perjanjiankinerja.

Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-
masingindikator sehingga dapat ditindaklanjutidalam perencanaankegiatandi

masayang akandatang.
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3.1 Capaian Indikator Pada Perjanjian

KinerjaTahun2025

3.1.1 Indikator Sasaran
Strategis Persentase
Kabupaten/Kotayang
Melaksanakan SPM

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
menyebutkan bahwa SPM merupakan
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan
wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah
pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasarwarganegara, merupakan jenis pelayanan
dalamrangka penyediaan barang dan/ataujasa
kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh
setiapwarganegarasecaraminimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
telah menetapkan bahwa SPM Kesehatan
terdiri dari SPM Kesehatan Daerah Provinsi
dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota,
Pelayanan di dalam SPM Bidang Kesehatan ini

lebih terfokus pada pelayanan yang bersifat

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

peningkatan/promotif dan pencegahan/
preventif mencakup peningkatan kesehatan,
perlindungan spesifik, diagnosis dini dan
pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan
rehabilitasi. Hal ini dikuatkan dengan Peraturan
MenteriKesehatan Nomor 6 Tahun2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan.

Definisi operasional yang digunakan
untuk mengukur persentase kabupaten/kota
yang melaksanakan SPM adalah presentase
kabupaten/kota yang menyelenggarakan
pelayanan SPM bidang kesehatan dengan
capaian dalam kategori minimal tuntas pratama.
Tuntas pratamaadalahpencapaian SPM dengan
mutu layanan dasar nilainya sama dengan 70
sampaidengan?’9.

Cara perhitungan Indikator adalah jumlah
kabupaten/kota yang menyelenggarakan
pelayanan SPM bidang kesehatan dengan
capaian dalam kategori minimal tuntas pratama
dibagijumlahkabupaten/kotadikali100.

Realisasi Persentase kabupaten/kotayang
melaksanakan SPMdidapatkandaripengolahan
data e-Bangda. Sampai dengan 3 Juli 2025,

belumterbitdataterbaru.
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Tabel 3.1

RealisasiKinerjaIndikator Persentase Kabupaten/Kotayang melaksanakan SPM

RealisasiKinerja

IndikatorKinerja Target Realisasi Smt1 %
2025 2025 Realisasi
1. Persentase kabupaten/kota 100 N/A N/A
yangmelaksanakan SPM

Sehingga kegiatan yang dilaksanakan
untukmenunjangpencapaiantargetpersentase
Kabupaten/Kotayang melaksanakan SPM:

- Menjadikan indikator SPM sebagai isu
prioritas diKementerianKesehatan.

- Menerbitkan PMK Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal Kesehatan.

- Sosialisasi pelaksanaan SPM kabupaten/
kota.

- Meningkatan kapasitas kabupaten/kota dan
tenagakesehatanterkait pelayanan SPM,

- Penyusunan kebijakan DAK untuk men-

dukungpemenuhan SPM.

Penyebab/penghambat/kendala pen-
capaiantargetadalah:
- Penetapan target sasaran penerimalayanan
dasaryangberbeda.
- Penghitungan kebutuhan pemenuhan mutu

layanandasar.

- Ketersediaan Sarpras/Alkes/Obat yang
belummemenuhikebutuhanperkapita.

-Dukungan SDMKesehatan; seringkaliadanya
mutasi dan perpindahan dari pemegang
program.

-Keterbatasananggaran.

- Kapasitas tim penerapan SPM masih belum

maksimal.

Faktor pendukung keberhasilan pen-
capaiantargetadalah:

- Penetapan target sasaran, bisa meng-
gunakan data proyeksi BPS atau data
ril yang diyakini kebenarannya dengan
mempertimbangkan estimasi hasil dari
survei atau riset yang valid dan ditetapkan
olehkepaladaerah.

- Pemenuhan mutu layanan dasar disesuaikan

denganketersediaananggarandidaerah.
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- Ketersediaan SDM Kesehatan, didasaripada
peraturan|ILP.

- Dukungan anggaran melalui DAK Fisik dan
NonFisik.

- Penguatan regulasi di daerah dalam

pelaksanaan SPMbidangkesehatan.

Analisis solusi penyelesaian terhadap

permasalahan yang dihadapi yang dapat

dilakukanantaralain:

- Koordinasi antara pusat, provinsi, dan ka-
bupaten/kota dalam penghitungan target
sasaran, perencanaan dan penganggaran
kegiatan untuk mendukung SPM, pen-
catatan dan pelaporan dan monitoring dan
evaluasi.

- Memaksimalkan Pemanfaatan sumber
dana (DAU, DAK, dll) untuk pencapaian SPM
daerah.

- Pendampingan daerah dalam pemenuhan
standar dalam Pelayanan kesehatan ibu
hamil, ibu bersalin, bayibaru lahir, balita, usia
pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut,
penderita hipertensi, penderita diabetes
melitus, penderita gangguan jiwa berat,
orang terduga tuberkulosis, dan orang

denganrisikoterinfeksiHIV.
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3.1.2 Angka Kematian lou/
AKI (per100.000 Kelahiran
Hidup)

Salah satu fokus pembangunan kesehatan
pada tahun 2020-2024 meningkatkan status
kesehatan masyarakat dengan indikator status
kesehatan masyarakat diantaranya Angka
Kematianlbu.

Definisi Operasional yang digunakan untuk
indikator AKlper100.000kelahiranhidup adalah
jumlah kematian perempuan akibat sebab apa
pun yang berkaitan dengan atau diperburuk
oleh kehamilan atau penanganannya (tidak
termasuk sebab kecelakaan atau insidental).
Haliniterjadiselamamasakehamilan, persalinan,
atau dalam 42 hari setelah kehamilan berakhir
tanpa memandang lamanya kehamilan atau
tempat persalinan dan dinyatakan per100.000
kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu.

Secara nasional Angka Kematian lbu (AKI)
di Indonesia telah menurun dari 305 kematian
per100.000 Kelahiran Hidup (Survei Penduduk
Antar Sensus, 2015) menjadi 189 kematian per
100.000 Kelahiran Hidup (Long Form Sensus
Penduduk, 2020). Hasil tersebut masih dibawah
target di tahun 2025 yaitu 183 kematian per
100.000 Kelahiran Hidup. Data AKI didapat

dari survei/riset/sensus secara nasional yang
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dilakukanolehinstitusiresmisecaraberkala, dan
diakui oleh Pemerintah, yaitu Sensus Penduduk
dilakukan 10 tahun sekali; atau Survei Penduduk
Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan 10 tahun
sekali(diantara2 sensus penduduk).

Oleh sebab itu, capaian di tahun 2025
masih mengacu kepada hasil Sensus Penduduk
di Tahun 2020 yaitu sebesar 189 kematian per
100.000 KelahiranHidup.

Indikator AKI merupakan indikator
negatif atau semakin rendah capaian semakin
baik, sehingga presentase realisasi kinerja
didapatkan dengan perhitungan: ((Target -
(Capaian -Target))/T) x 100%. Dengan target
183/100.000 KH danrealisasi189/100.000 KH
didapatkan persentase realisasikinerja sebesar

96,72%.

Distribusi Angka Kematian lbu berdasarkan
Long Form SP 2020 sebagaimana terlihat pada
Grafik3.3diatasmenunjukkanAKltertinggimasih
berada diwilayah timuryaitu Papua pegunungan
dengan angka 638/100.000 KH. Disparitas
atau kesenjangan tersebut tampak jelas antara
provinsi dibagian barat dan timurIndonesia dan
menunjukkan pelaksanaan intervensi belum
meratadilakukandisetiap daerah.

AKI pada Tahun 2025 Semester 1 masih
merujuk kepada hasil Long Form SP 2020
yaitu 189 per 100.000 KH, walaupun terdapat
perbedaan target AKl dari2020 sampaidengan
2024, sehingga walaupunrealisasi tetap, tetapi
karena target terus meningkat maka realisasi

kinerjaterusmenurun.

Tabel 3.2
RealisasiKinerjalndikator AKI (per100.000 kelahiran hidup)
RealisasiKinerja
Indikator Kinerja Target Realisasi Smt1 %
2025 2025 Realisasi
1. AKl(per100.000 kelahiran 183 189 96,72
hidup(KH))
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Upaya-upaya yang dilakukan baik lintas
program maupun lintas sektor dalam rangka
percepatan penurunan angka kematian ibu
adalahdengan:

- Kebijakan persalinan di fasilitas kesehatan
oleh tim minimal 2 (dua) orang terdiri dari
dokter dan bidan atau 2 orang bidan atau
bidandanperawat.

- Penyediaan USG di setiap Puskesmas untuk
pemeriksaan kehamilan beserta pelatihan
USGuntuk dokter.

- Penguatan skrining ibu hamil di Puskesmas,
Puskesmas pembantu dan Posyandu
didukung dengan penguatan laboratorium
diPuskesmasdankabupaten.

- Pemeriksaan kehamilan sesuai standar
paling sedikit 6 kalidengan distribusiwaktu 1
kali padatrimesterke-1,2kalipadatrimester
ke-2,3kalipadatrimesterke-3.

- Pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan
BMHP pelayanan kesehatanibu dan anak di
Puskesmas, PustudanPosyandu.

- Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan, seperti peningkatan kapasitas
dokter dan bidan dalam pelayanan
kesehatan ibu dan bayi dan pelatihan
penanganan kegawatdaruratan maternal

danneonatalmelibatkan organisasiprofesi.

- Pendampingan RSUD oleh RS Rujukan dan
Organisasi Profesi dalam peningkatan
kualitas pelayanan maternaldanneonatal.

- Pemberian makan tambahan berbahan
panganlokalbagiibuhamilKEKdanibuhamil
resiko KEK.

- Koordinasi LP/LS dalam upaya penurunan
AKl dan AKB seperti kerjasama dengan
Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah serta Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk
peningkatan literasi, skrining anemia pada
rematri, pendampingan pemberian Tablet
Tambah Darah bagiremaja putri. Kerjasama
dengan Kementerian Agama dalam
konsultasi kesehatan bagi calon pengantin
danlain-lain.

- Pelaksanaankelasibuhamil.

-Peningkatanpelaksanaansurveilankematian
ibu melaluiMPDN, pelaksanaan AMPSR dan
Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dengan
KementerianDalam Negeri.

- Dukungan anggaran melalui menu kegiatan
terkait penurunan AKI dan AKB dalam DAK
Non Fisik.
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Adapun faktor penghambat capaian
kinerjaindikator AKI, antaralain:

-Kondisikesehatanremajaputrisebagaicalon
ibuhamilyang masihbelumoptimal.

- Distribusi sarana prasarana dan tenaga
kesehatan belum merata di seluruh wilayah
Indonesia, terutama di daerah terpencil,
perbatasandankepulauan.

- Perpindahan dan mutasi tenaga kesehatan
yangberkompetendanterlatihsangattinggi

- Kondisi geografis yang beragam menjadi

tantangandiberbagaiwilayah.

Faktor yang mendukung pencapaian
indikator Angka KematianIbu (AKI) antaralain:

- Dukungan lintas program dan lintas sektor,
termasuk organisasiprofesi.

- Dukungan regulasi dan ketersediaan
NSPK pelayanan kesehatan ibu dan
bayi, di antaranya Praturan Menteri
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Masa SebelumHamil, MasaHamil, Persalinan
dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan
Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan
Seksual.

- Dukungan APBN kepada Daerah untuk
kegiatan terkait untuk percepatan penuruan

AKI.

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER 1 2025

- Penyediaan alat kesehatan yang menunjang
pelayanan kesehatan ibu bagi masyarakat

antaralainalatUSG 2 dimensi

Adapun alternatif solusi dari faktor
penghambat tercapainya target indikator
AngkaKematianlbu (AKI) antaralain:

- Penguatan koordinasi dan kolaborasi
antara pemerintah pusat dan daerah dalam
meningkatkan sinergitas pelaksanaan
programpenurunan AKldan AKB.

- Memperkuat kerjasama denganlintas sektor
dalamlingkupnasionalmaupuninternasional
dalam mendukungintervensi penurunan AKI
danAKB.

- Memperkuat sistem rujukan kegawat-
daruratanmaternaldanneonatal

- Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu
hamil

-Meningkatkankesehatanremaja putri
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3.1.3 Angka Kematian Bayi/
AKB (per1.000 Kelahiran
Hidup)

WHO mendefinisikan angka kematian
bayi sebagai jumlah meninggalnya bayi yang
berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran
yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka ini
kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai
baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun
lingkungandisuatunegara.

Definisi Operasional yang digunakan
untuk indikator AKB (per 1.000 kelahiran hidup)
adalahbanyaknyabayiyangmeninggal sebelum
mencapai umur 1tahun pada waktu tertentu per
1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang

sama.

AKB dihitung jumlah bayi yang meninggal
sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu
tertentuper1.000 kelahiran hidup pada periode
waktu yang sama. AKB dihitung dengan Jumlah
kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup dikali
1.000

Seperti data Angka Kematian Ibu, data
Angka Kematian Bayi juga didapat dari survei/
riset/sensus secaranasionalyangdilakukanoleh
institusi resmi secara berkala, dan diakui oleh
Pemerintah, yaitu Sensus Pendudukdilakukan10
tahun sekali; atau Survei Penduduk Antar Sensus
(SUPAS) yang dilakukan 10 tahun sekali(diantara
2sensus penduduk).

Oleh karena itu pelaporan AKB tidak
tersedia secara tahunan, Capaian Kinerja
Indikator AKB pada Tahun 2025 Semester 1
masih merujuk kepada hasil Long Form Sensus
Penduduk2020yaitu16,85per1.000 KH.

Indikator AKB merupakan indikator negatif
atau semakin rendah capaian semakin baik,
sehinggaPersentaserealisasikinerjadidapatkan
dengan perhitungan: ((Target - (Capaian
-Target))/T) x 100%. Dengan target 16/1.000
KH dan realisasi 16,85/1.000 KH didapatkan

persentaserealisasikinerjasebesar94,68%.
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Tabel 3.3
RealisasiKinerjalndikator AKB (per1.000 kelahiran hidup)
RealisasiKinerja
Indikator Kinerja Target Realisasi Smt1 %
2025 2025 Realisasi
1. AKB (per1.000 kelahiran 16 16,85 94,68
hidup)
Grafik3.3
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Berdasarkan Gradfik 3.3 diatas ada lima

provinsi diwilayah timur Indonesia memiliki AKB
tertinggi, yaitu Provinsi Papua Pegunungan,
PapuaTengah,PapuaSelatan,PapuaBaratDaya,
dan Papua. Sedangkan Provnsi DKI Jakarta,
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menempatitingkat AKBterendah.
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AKB pada Tahun 2025 Semester 1 masih
merujuk kepada hasil Long Form Sensus
Penduduk 2020 yaitu 16,85 per 1.000 KH,
walaupun terdapat perbedaan target AKB dari
2020 sampaidengan2025. Sehinggawalaupun
realisasi tetap, tetapi karena target terus

meningkat makarealisasikinerjaterusmenurun.
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Grafik 3.4
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Dalam rangka percepatan penurunan AKB
upaya yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut:

- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan,
seperti peningkatan kapasitas dokter
dan bidan dalam pelayanan kesehatan
ibu dan bayi dengan metode blended
learning, manajemen bayi berat lahir
rendah (BBLR) dan pelatihan penanganan
kegawatdaruratanmaternaldanneonatal.

- Pendampingan RSUD oleh RS Rujukan dan
Organisasi Profesi dalam peningkatan
kualitas pelayanan maternaldanneonatal.

- Koordinasi LP/LS dalam upaya penurunan

AKldanAKB.

l! | .!I': .”l

2023 2024 2025

® Persentase Realisasi Kinerja

- Pelaksanaan kelas ibu baik secara daring
maupunluring.

- Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

- Peningkatan pemanfaatan sistem informasi
dan pelaporan melalui orientasi/sosialisasi
terkait pencatatan dan pelaporan kepada

pengelolaprogramdanpendampingan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja
indikator AKB antaralain:
- Distribusi sarana prasarana dan tenaga
kesehatan belum merata di seluruh wilayah
Indonesia, terutama di daerah terpencil,

perbatasandankepulauan.
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- Perpindahan dan mutasi tenaga kesehatan
yangberkompetendanterlatihsangattinggi
Kondisi geografis yang beragam menjadi
tantangandiberbagaiwilayah

- Rendahnya kepatuhan petugas program
dalam pelaporan hasil kinerja dan pe-
mahaman pengelola program mengenai

indikatorprogram

Faktor yang mendukung pencapaian
indikator AKB antaralain:

- Dukungan lintas program dan lintas
sektor, termasuk organisasi profesi dalam
pelayanankesehatanibudanbayi.

- Dukungan regulasi dan ketersediaan NSPK
pelayanankesehatanibudanbayi.

- Dukungan APBN kepadadaerahuntuk kegiat-
anterkaituntuk percepatanpenuruan AKB.

- Tersedianya sistem informasi pencatatan

danpelaporanangkakematianbayi.

Adapun alternatif solusi dari faktor peng-
hambattercapainyatargetindikatorAKBantara
lain:

- Penguatan koordinasi dan kolaborasi
antara pemerintah pusat dan daerah dalam
meningkatkan sinergitas pelaksanaan
programpenurunan AKldan AKB.

- Penguatan dan pendampingan manajemen

datarutin.
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3.1.4 Prevalensi Stunting
(Pendek dan Sangat
Pendek) (%)

Stunting adalah gangguan pertumbuhan
dan perkembangan anak akibat kekurangan
gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai
dengan panjang atau tinggi badannya berada
dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan. Hingga saat ini, stunting
masih termasuk kategori masalah kesehatan
masyarakat yang tinggi. Stunting rentan terjadi
selama periode 1000 hari pertama kehidupan
dan berdampak pada pertumbuhan fisik
dan perkembangan kognitif. Dalam jangka
panjang, stunting meningkatkan risiko penyakit
degeneratif ketika dewasa seperti diabetes
mellitus dan penyakit kardiovaskular.

Indikator prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) memiliki definisi operasional
persentase anak umur 0-59 bulan dengan
kategori status gizi berdasarkan indeks Berat
Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/TB)
memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Prevalensi
stunting (pendek dan sangat pendek) dihitung
dengan formulasi Jumlah balita pendek dibagi
jumlah balita diukur panjang atau tinggi badan
dikali100.
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Capaian prevalensi stunting masih
mengacu pada data survei, sehingga untuk
tahun 2025 mengacu pada data SSGI tahun
2024 sebesar14,0% daritarget 19,8%. Indikator
prevalensi stunting merupakan indikator negatif
atau semakin rendah capaian semakin baik,
sehingga capaian kinerja indikator prevalensi

stuntingsbesar58,57%.

Tabel 3.4

Secara nasional prevalensi stunting
mengalami penurunan, dari 21,5% di tahun
2023 (SKI, 2023) menjadi 19,8% di tahun 2024
(Survei Status Gizi Indonesia, 2022). Hasil
tersebut merupakan hal baik namun masih perlu
peningkatan, karena masih dibawah target

Tahun2025yaitu14%.

RealisasiKinerjalndikator Prevalensi Stunting

RealisasiKinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi Smt1 %
2025 2025 Realisasi
1. Prevalensistunting (pendek 14,0 19,8 58,57
dansangat pendek)(%)

Grafik3.5
Capaianlindikator Stunting 2021- Semester1Tahun2025
Tren Stunting Balita Indonesia 2017 - 2024 (%)
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Adapunsebaranuntuk masing-masing provinsisebagaimana Grafik 3.6 berikut:

Grafik3.6

- PrevalensiBalita Stunting Berdasarkan Provinsi
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268 251 240 gy stunting di bawah angka
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Sumber: Survei Status GizilndonesiaTahun2024
Ket: Papua Tengah danPegunungantidak dapat dipublikasikankarena Response Rate Rendah
Berdasarkan grafik di atas lima provinsi - Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai
dengan prevalesi stunting terbesarbedasarkan standar.
SSGI2025 yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi - Pemberian makanan tambahan untuk ibu

Barat, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Barat, hamil KEK danbalitabermasalah gizi.
dan Aceh. Sedangkan lima provinsi terendah -Pemantauan pertumbuhanbalita.
berdasarkan SKI2023 yaitu Bali, Jawa Timur, Ke- - Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan
pulauanRiau, Sumatera Selatandan Jawa Barat. balita melalui inisisai menyusui dini (IMD),
pemberian AS| Ekesklusif danMP ASI.
Intervensi yang dilakukan dalam penurun- -Imunisasidasarlengkap.
an dan pencegahan stunting adalah sebagai
berikut:
Peningkatankesehatanremaja putrimelalui
skrining anemia dan konsumsi tablet tambah
darahremajaputri.
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Faktor pendukung dalam penurunan dan
pencegahan stuntingadalah sebagaiberikut:

- Strategi nasional penanggulangan stunting
sudah diformulasikan mulai dari pusat
hinggadaerahmelalui TPPS (Tim Percepatan
Penurunan Stunting).

- Dukungan penuh dalam pelaksanaan
intervensi sensitif dan spesifik, peningkatan
kapasitas sumber daya kesehatan, hingga
pemenuhan sarana dan prasarana yang
berkualitas dan terstandar di seluruh
PuskesmasdanPosyandu.

- Kegiatan intervensi gizi sensitive yang
dilakukan oleh sektor non kesehatan
ditujukan untuk mengatasi masalah tidak

langsung darimasalah gizi.

Beberapa hal yang menjadi penghambat
dalam upaya penurunan prevalensi stunting
adalah:

- Pelaksanaan intervensi stunting belum
mencapaitarget.

- Komitmen setiap program dan sektor serta
instansi hingga masyarakat yang terlibat

masih perludiperkuat kembali.

Alternatif kegiatan untuk penurunan
prevalensistunting adalah:

- Optimalisasipelaksanaanintervensispesifik:
pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian
AS| eksklusif, imunisasi, vitamin, dan
pengobataninfeksi.

- Optimalisasi pelaksanaanintervensi sensitif:
air bersih, sanitasi, pendidikan gizi, program
keluargasejahtera, danperlindungansosial.

- Optimalisasi konvergensi lintas sektor:
kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan

masyarakat.

Gambar3.1

Percepatan Penurunan Stunting Membutuhkan
PeranLintas Sektor, Peran Aktif Pemda,
OrganisasiKemasyarakatan, Swasta,
danOrganisasiKeagamaan.
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3.1.5Wasting
(Kurus dan Sangat Kurus)
padaBalita (%)

Definisi operasional persentase wasting
(gizi kurang dan gizi buruk) pada balita adalah
persentase anak umur 0-59 bulan dengan
kategori status gizi berdasarkan indeks Berat
Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/
TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD pada

suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Angka

Tabel 3.5

prevalensitersebut didapatkan daripembagian
jumlahbalita gizikurang dangiziburuk danjumlah
balita diukur berat badan dan panjang/tinggi
badandikalil00%.
Capaianprevalensiwastingmasihmengacu
pada data survei, sehingga untuk tahun 2025
mengacu pada data SSGI Tahun 2024 sebesar
7,4% daritarget 7%. Indikator prevalensiwasting
merupakan indikator negatif atau semakin
rendah capaian semakin baik, sehingga capaian
kinerja indikator prevalensi stunting sbesar

94,29%.

RealisasiKinerjaIndikator Prevalensi Wasting

RealisasiKinerja

IndikatorKinerja Target Realisasi Smt1 %
2025 2025 Realisasi
1. PrevalensiWasting (kurus dan 7,0 7,4 94 29
sangatkurus) padabalita (%)
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Prevalensi wasting berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 belum mencapai
target RPJMN tahun 2024 sebesar 7%. Adapun tren besaran masalah wasting dalam 10 tahun terakhir
adalahsebagaiberikut.

Grafik 3.7

Capaianlindikator WastingTahun2022-2025 Semester1
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Secaraumum, terdapat penurunan prevalensi wasting di tingkat nasional, dimulai dari12,1% pada
tahun 2013 menjadi 8,5% padatahun2023. Namun, prevalensitersebutjustrulebih tinggidibandingkan
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Dari 38 provinsi, terdapat 110 provinsi yang
berada dibawah 7%, dengan capaian terendah
yaituProvinsiBali, JawaBarat, JawaTengah, Jawa
Timur dan Kepulauan Riau. Kemudian Provinsi
Kalimantan Utara, DIY, Lampung, Sumatera

Selatan,danBengkulu.

Beberapa faktor yang menghambat
pencapaian target penurunan wasting sebagai
berikut:

- Diet yang tidak adekuat dan kerawanan
panganberkontribusiterhadap status gizi.

- Akses ekonomi (keterjangkauan) pangan
dibandingkandengan ketersediaan pangan
adalahpenyebabutamakerawananpangan.

- Pengeluaran untuk makanan dan minuman
jadi, yang sebagian besar cenderung
diproses.

- Statuskesehatan, aksesyangtidakmemadai
ke pelayanankesehatan, danairdansanitasi,
terkait status gizi.

- Akses ekonomi (keterjangkauan) pangan
dibandingkan dengan ketersediaan pangan
adalahpenyebabutamakerawananpangan.

- Pengeluaran untuk makanan dan minuman
jadi, yang sebagian besar cenderung
diproses.

- Statuskesehatan, aksesyang tidakmemadai
ke pelayanankesehatan, danairdansanitasi,

terkait status gizi.
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- Pemberian makan pada bayi dan anak dan
asupan makanan ibu yang tidak adekuat
sertapraktik perawatanibudanpengasuhan
anakyangsuboptimal.

- Pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan bayi dan balita masih
belum optimal dalam aspek persiapan,
pelaksanaan,danpelaporan.Halinitermasuk
belum optimalnya kapasitas petugas serta

saranadanprasaranapendukung,

Komitmen pemerintah untuk upaya
pembinaan gizi masyarakat sangat tinggi yang
tecermin dengan menetapkan stunting dan
wasting sebagai sasaran utama pembangunan
kesehatan dalam RPJMN 2020-2024. Hal
tersebut didukung dengan ditetapkannya arah
pembinaan gizi masyarakat untuk pencegahan
dan penanggulangan permasalah beban gizi
gandayang mencakup:

- Percepatan penurunan stunting dengan
peningkatan efektivitas intervensi spesifik,
perluasan dan penajaman intervensi sensitif
secaraterintegrasi;

- Peningkatan intervensi dengan didukung
data yang kuat (evidence based policy)
termasuk fortifikasi dan pemberian multiple

micronutrient;
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- Penguatan advokasi, komunikasi sosial dan
perubahan perilaku hidup sehat terutama
mendorong pemenuhan gizi seimbang
berbasis konsumsi pangan (food based
approach);

-Penguatansistemsurveilans giziserta;

- Peningkatan komitmen dan pendampingan
bagi daerah dalamintervensi perbaikan gizi
dengan strategi sesuai kondisi setempat
dan respons cepat perbaikan gizi dalam

kondisi darurat.

Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahanmakaalternatif solusiyang dapat
dilakukanadalah:

- Peningkatan pengetahuan terkait
pemenuhan gizimasyarakat melalui peman-
faatan pangan lokal guna mendukung
pemenuhan makanan tambahan bagibalita
gizi kurang dan ibu hamil kurang energi
kronis.

-Peningkatankapasitas SumberDayaManusia
(SDM) dalam menyelenggarakan program
danintervensigizi.

- Peningkatan kualitas layanan, termasuk
sarana dan prasarana, standar pelayanan,
dan pelaksanaanevaluasinya.

- Penguatan edukasi serta Penguatan
ManajemenIntervensiGizidiPuskesmasdan

Posyandu.

- Pemantauan berkala dan berjenjang oleh
pemerintah pusat, dinas kesehatan provinsi
dan kabupaten/kota terhadap intervensi

spesifikstunting.

3.1.6InsidensiHIV
(per 1000 Penduduk yang
Tidak Terinfeksi HIV)

Definisi Operasional Insidensi HIV adalah
Jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada
populasi selama periode waktu tertentu per
1.000 populasi tidak terinfeksi. Insiden HIV
digunakan sebagai indikator dampak dalam
menilai tren perubahan penambahan kasus baru
dalam periode waktutertentu.

Insiden HIV dipengaruhi oleh upaya
pencegahan penularan dengan penggunaan
alat pencegahan diantaranya penggunaan
kondom pada hubungan seksual berisiko dan
alat suntik steril khususnya pada pengguna
narkoba suntik (penasun). Selain itu cakupan
ODHIV (orang dengan HIV AIDS) terapi ARV
dengan retensi yang baik akan mengurangi
bahkan menghilangkanrisiko penularan HIV dari
ODHIVkepadapasanganatauanaknya.

Insiden HIV didapatkan melalui perhitungan
yang dilakukan menggunakan alat bantu AEM
(AIDS Epidemic Modelling) dan spektrum

88 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

dengansumberdataantaralainl)datapemetaan
populasi kunci; 2) data cakupan program,
yaitu cakupan pengobatan dan pencegahan
penularan dari ibu ke anak (PPIA); serta 3)
data sosial kependudukan, yang kemudian
dipadankan dengan data demografi, Survei
Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP), dan data
asumsiepidemiologi.

Karena membutuhkan data program
sebagai salah satu sumber data, hasil per-

hitungan insiden HIV hanya menghasilkan

Grafik 3.9

angka proyeksi pada tahun berjalan yang
perlu dilakukan perhitungan ulang di tahun
selanjutnya dengan melakukan pembaharuan
perhitungan menggunakan data program tahun
bersangkutan.

Berdasarkan UNAIDS estimasi epidemio-
logi tahun 2024, infeksi baru di dunia menurun
sampai dengan 39% dari 2,1 juta di tahun 2010
menjadi 1,3 juta pada tahun 2023, seperti

digambarkan dalam grafik berikutini:

EstimasiJumlahInfeksiBaru HIV Global

Number

All ages estimate

-39 %
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SumberData: UNAIDS Epidemiological Estimates 2024
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Penurunan infeksi baru didunia ini sejalan
dengan penurunan insiden HIV di wilayah Asia
Pasifik pada tahun 2023 yaitu menjadi sebesar
0,07 per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi
HIV. JikadibandingkaninsidensiHIV antarnegara
ASEAN, Indonesia telah berhasil mengendalikan
kasus baru 0,10 kasus per 1000 penduduk tidak
terinfeksi, seiring dengan negara Kamboja,

Malaysia, TimurLeste,danVietnam.

HIV. Bila dibandingkan dengan target tahun
2025, yakni sebesar 0.18 per 1.000 penduduk
yang tidak terinfeksi HIV maka proyeksi capaian
insidensi HIV semester | tahun 2025 telah
melebihitarget dengan capaian kinerja sebesar
150%. Target ini masih menggunakan target
yang lama yakni target tahun 2024 sedangkan
pada RIBK dan draf Renstra Kementerian

Kesehatan Tahun 2025-2029 target insidensi

Grafik 3.10
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Di Indonesia, tren pencapaian indikator
insiden HIV menunjukan penurunan yang
signifikan sejak tahun 2015. Hasil pemodelan
menggunakan AIDS Epidemic Model (AEM)
dan spektrum menunjukkan proyeksi capaian
insiden HIV semester 1 tahun 2025 sebesar

0.09 per1.000 penduduk yang tidak terinfeksi

SumberData: UNAIDS, 2023 (* Brunei Darussalam tidak melaporkan)

HIVterdapat perubahan menjadi0.09 per1.000
pendudukyangtidakterinfeksiHIV sehinggabila
dibandingkan dengantarget barusebesar 0.09
maka dengan demikian capaiannya menjadi
100%. Tren insidensi HIV di Indonesia tahun
2020-Semester 1 tahun 2025 digambarkan

sebagaiberikut
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Grafik 3.11
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Dari grafik di atas menunjukkan target
insidensi HIV telah tercapai sejak tahun 2020
sampai dengan Semester 1 Tahun 2025
dan terjadi penurunan insidensi HIV setiap
tahunnnya. Penurunan insiden HIV sejalan
dengan peningkatan capaian ODHIV yang
mendapatkan pengobatan ARV yang cukup
signifikan dari tahun ketahun baik di tingkat
globalmaupunnasional.

Pada tingkat global, capaian pengobatan
HIV meningkat secara signifikan dari 26,2 juta
pada tahun 2020 menjadi 30,7 jutatahun 2023.
DiIndonesia sejak tahun 2024, capaian ODHIV
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SumberData: AIDS Epidemic Model (AEM)

onARTtelahmengalamipeningkatanyangcukup
baik dimana capaiannya telah melebihi target.
Data bulan Mei 2025, capaian ODHIV on ART
sebesar 68%. Peningkatan capaian ODHIV on
ART inisejalan dengan penerapan kebijakan test
and treat yang dimulai sejak tahun 2018, yakni
ODHIV dianjurkanuntukinisiasipengobatan ARV
sesegeramungkinyaknimaksimal7 haridarihasil
tesdiketahui.

Kementerian Kesehatan berkomitmen
mengakhiriendemiHIV padatahun2030 melalui
upaya penanggulangan HIV-AIDS dengan

percepatan 95-95-95, artinya mencapaitarget
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indikator 95% estimasi ODHIV hidup diketahui
status HIV-nya, 95% ODHIV tahu status sedang
pengobatan dan 95% ODHIV yang diobati
mengalami supresi virus. Capaian sampai Se-

mester| Tahun2025 sebagaiberikut:

hasil virusnya tersupresi sebanyak 137.240
(56%).

Bila dibandingkan dengan target nasional
2025 yaitu 68%-70%-62% sesuai dengan draft
Rencana Aksi Nasional (RAN) HIV PIMS Tahun

Tabel 3.6

Strategi Operasionaldanintervensi AkselerasiPencapaian Target 95-95-95

Grafik3.12
PerkembanganMenujuTarget95-95-95
600,000 564,000 B0
9%
L]
500,000 500,000
200,000 “."' 400,000
| 364,796
300,000 (65%) 300,000
5%
o
200,000 2% 200,000
T 50 2
137,240
100,00 (59%) 56%) 100,000
|
Estimasi ODHIV Hidup 2025 ODHIV hidup yang ODHIV hidup yang ODHIV dalam pengobatan  ODHIV dalam pengobatan
mengetahui statusnya  mengetahui statushya dan ARV yang dites VL ARV dengan hasil virus
dalam pengobatan ARV tersupresi

Grafik diatas menunjukkan estimasi ODHIV
hidup pada tahun 2025 adalah sebanyak
564.000, ODHIV hidup dan mengetahui status-
nya 364.796 (65%), ODHIV mengetahui status
dan sedang mendapat pengobatan ARV se-
banyak246.938(68%)dan ODHIVsedangdalam
pengobatan ARV yang dites viral load dengan

SumberData: SIHA, 6 Juni2025

2025-2030 maka masih terdapat tantangan
dalam mencapai ketiga target tersebut. Dalam
rangka akselerasi pencapaian target 95- 95-
95 menuju eliminasi HIV AIDS pada tahun 2030.

disusun4 strategioperasional yakni:
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Strategi Operasional

Penguatan populasikunci,
populasikhusus dan populasi
rentanlainnyauntuk mengakses
layanan sesuaikebutuhan
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Intervensi

1. Pemberdayaan petugas/kaderkomunitas

Komunitas populasikunciakan didoronguntuk dapatmengisi
kebutuhan sumberdayamanusiadifasilitas pelayanan
kesehatan primer, sehingga dapatikut mempromosikan
program P2HA danIMS dan sekaligus mengintegrasikannya
secaratidaklangsung. Kegiatan dalamintervensiinitermasuk
standarisasikompetensidalammelakukan penjangkauan
danpendampingan sertamemberikan perlindunganhukum
dalammelaksanakankegiatannya.

2. Meningkatkanupayapengkondisianlingkunganyang
mendukung (Condusive Environment)
Intervensiinidirancang sesuaidenganupayapenurunandan
peniadaan stigma dandiskriminasipopulasikuncidan ODHIV
dalammengakseslayanankesehatanmaupundimasyarakat
secaraumum.

3. Meningkatkanintervensipencegahan kombinasi
(kondom; PDBN; Perubahan Perilaku; Tes dankonseling)
yang terdiferensiasi
Intervensiyangberdasarpengertianbahwaupaya
pencegahanharus diberikan secarakombinasilebih dari
latauduasepertikondom, PrEP, perubahan perilaku,
pengurangandampak buruk pada penggunanapsa suntik
dsb.Harus dilakukansecarakonsistenkepadasemua
populasikunci,khusus danrentan sesuaifaktorrisikonya.

4. Memperluas akses dan meningkatkan Upayadanlayanan
skrining, tes dan pengobatan bagipopulasikunci, populasi
khusus danpopulasirentan

Konfirmasidiagnosis sebagaitindaklanjut skrining HIV
merupakanlangkahpenting. Dengandiagnosisyang
sudahditegakkanmaka ODHIV akansegeradidorong
untukmengakses pengobatan seumurhidupnyadengan
kepatuhantinggisehinggavirus didalamdarah dapat
tersupresiyang artinyarisikountuk menularke pasangan
menjadisangatkecil(U=U - Undetectable means
Untransmittable)

93




BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Strategi Operasional

Intervensi

Peningkatandanperluasanakses
masyarakat padalayananHIV,
AIDS danIMS yang komprehensif
berkelanjutan danbermutu

1. Mengoptimalkanupaya penemuankasus HIV danIMS
denganpenyediaanlayanantes/diagnosis HIV yang
bermutudanterdiferensiasi.

Intervensiiniadalah merupakanupayauntuk meningkatkan
jumlah ODHIVyang mengetahuistatusnya

2. Meningkatkan akses dan kualitaslayanan Perawatan
DukungandanPengobatan (PDP) yang terdiferensiasi
Merupakanupayauntukmeningkatkan cakupan ODHIV
yangmengkonsumsi ARV dengankepatuhantinggi
sehinggavirus tersupresidantidakmenularkanlagi.

3. Intensifikasiupayapencegahan penularanHIV danIMS
difasilitas pelayanankesehatan.

Intervensiyang dilakukanuntuk mencegahterjadinya
penularandifasilitaskesehatan.

4, MeningkatkanUpayaPencegahanPenularanHIV,
hepatitis dansifilis dariibu ke bayinya (PPIA - triple
eliminasi)

Intervensiuntukmencegah penularaninfeksiHIV, hepatitis
danIMS dariibu ke bayinyamelaluikoordinasidankolaborasi
programHIV denganprogramKIA

5. KetahananTanggap Daruratuntuk program
PenanggulanganHIV AIDS danIMS

Sebagaibentuk kesiapsiagaan menghadapikrisis
kesehatan, gunamenjagakesinambunganprogram
pengobatan ODHIV, mengingatIndonesia merupakan
negarayangrawanbencana. Kesiapsiagaaninijuga
diperlukanuntuk menghadapikemungkinanterjadinya
krisis kesehatankarenakondisilainnya sepertidalammasa
pendemiCovidl9yanglalu

6. Intervensi/tambahan khusus untuk Papua/ daerah
dengan epidemiyanglebihmeluas

Wilayah dipulaudengantingkat epidemimulaimeluas,
memerlukanintervensitambahan sesuaidengankearifan
lokal
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Strategi Operasional

PenguatanKomponen Sistem
Kesehatanuntuk Program
PenanggulanganHIV AIDS danIMS

Intervensi

1. Pengembangan SDM ProgramPenanggulangan HIV
ADIS danIMS dengandukungan TA dariMitra
Intervensiterarah padapenataandata SDMterkaitdengan
rotasiSDMkesehatanyang tidak terhindarkanuntuk
menjagakesinambungan program.

2. Penguatan SDMuntuk PengelolaanProgram
PenanggulanganHIV AIDS danIMS

Intervensiuntuk penguatan SDM pengelolaprogramdi
semuajenjangdaripusat hinggadaerahtermasuktenaga
kesehatandikomunitas, sejak daripenyediaan perangkat
lunak dan peningkatankapasitasnya

3. PenguatanTatakelolaInformasiStrategis termasuk
Surveilans

Intervensiyang meliputikegiatankegiatan pengumpulan/
pencatatandatadaninformasiuntuk keperluanprogram
denganberbagaicara, sepertisurveilans pasif difasyankes
denganmenggunakan SIHA, sureveilans aktif yang
terstandar.

4. PenguatanTataKelola Program dengan Memanfaatkan
DatadanInformasiyang Dihasilkan dari Sistem Informasi
SecaraBerkelanjutan melaluiPemantauan, Evaluasidan
Tindak Lanjut

Intervensiuntuk meningkatkanpemanfaatdatadan
informasidarisistemyang adadalammemutuskantindak
lanjut.

5. Penguatan TataKelolaRantaiPasokan ObatdanNon-
obatyangBerkualitas

Intervensiuntuk menjagakesinambunganpasokandan
menghindarikekosongan demikelancaran pemberian
layanan

6. StandarisasidanPemantauan Kualitas Layanan terkait
HIV AIDS danIMS diFasyankes
Intervensiuntuk menjagakualitaslayanan

7. Penguatan Sistem Komunitas
Intervensiuntuk meningkatkanketerlibatankomunitas
secaraberkualitas.
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Meskipuninsidensi HIV Semester1tahun 2025 telah tercapai, namunjika dilihat berdasarkan

capaian 95-95-95 sampai dengan Mei 2025 masih ditemukan beberapa permasalahan utama

dantindaklanjutuntukmenyelesaikanmasalahyakni:

Tabel 3.7
TantangandanUpaya Tindak Lanjut Program HIV AIDS dan PIMS
No | Permasalahan Penyebab Upaya
Utama Tindak Lanjut
1. Sebanyak a.Sebanyak 22 Kab/KotaBelum | a.Skriningdantestingmelalui
30% ODHIV mencapaitarget tesestimasi kolaborasipublic private community
hidup belum ODHIV partnership (PPCP).
mengetahui b.Capaiantespadapasangan b.OJTPercepatanPenemuanKasus
statusnya ODHIVbelummencapaitarget Melalui StrategiPendekatanNPAdi4

ODHIVyangditesHIV

57,4%

c. Capaian SkriningHIV pada
pasienTBC barumencapai

barusebanyak 3.028 pasangan Kab/Kota

c.KolaborasiTBC HIVuntuk One
Stop Service (OSS)

2. Sebanyak27% a.Pengetahuan ODHIVuntuktes | a.Melakukankoordinasidengan

ODHIV hidup VLmasihkurang Provinsi/Kab/Kota dalammelakukan
tahustatus b. Terdapat 419% ODHIV dalam monitoring VL pada ODHIV
tidakdalam pengobatanyangtidaktesVL b.Melakukankoordinasidengantim
pengobatan ARV PDP/komunitasuntuk kepatuhan

danketersediaanobat ARV bagi
ODHIVterutamabagiODHIVyang
jauhdanopsipenggantianrejimen

3.1.7 Insidensi Tuberkulosis
(per100.000 penduduk)
(Indikatorpada PK2025
danbukan Indikatorpada
rancangan Renstra
2025-2029)

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah
kesehatan utama di dunia, dengan lebih dari 10
jutaorangterjangkit penyakitinisetiap tahunnya,
namun demikian TBC merupakan penyakit yang
dapat dicegah dan diobati. Pada tahun 2023,
TBC menempati peringkat ke-2 penyebab
kematian tertinggi dari agen infeksius tunggal

setelah Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan
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tindakan mendesak untuk mengakhiri epidemi
global TBC pada tahun 2030, yang sudah
diadopsi dan disepakati oleh semua negara
anggotaPBBdanWHO.

Merujukpada Global TBReporttahun2024,
diperkirakan lebih dari 10 juta orang di dunia
terinfeksi tuberkulosis dan jumlahnya sudah
melambat dan mulai stabil. Pada tahun 2023,
jumlah total kasusinsiden TBC sebesar10,8 juta
orang, sedikit meningkat dari 10,7 juta pada
tahun 2022, meskipun masih jauh lebih tinggi
dari10,4 jutapadatahun2021dan10,ljutapada
tahun2020.

Sebagian besar peningkatan kasus insiden
TBC secara global antara tahun 2022 dan 2023
mencerminkan pertumbuhan populasi. Angka
insiden TBC global pada tahun 2023 adalah 134
kasus per 100.000 penduduk, peningkatan
yang sangat kecil (0,2%) dibandingkan dengan
tahun2022. Sebagianbesar orangyangterkena
penyakit TBC berada di 30 negara dengan
bebanTBCtinggi,yangmencakup 87% daritotal
kasus globalpadatahun2023.

Lima negara mencakup 56% dari total di
seluruh dunia berturut-turut yakni India (26%),
Indonesia (10%), Tiongkok (6,8%), Filipina (6,8%)
danPakistan(6,3%).Padatahun2023,55%orang
yang terkena TBC adalah laki-laki, 33% adalah
perempuan dan 12% adalah anak-anak dan

remajamuda. Diantarasemuakasus TBCinsiden,
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6,1%terjadipadaorangyanghidup denganHIV.

Estimasi insidensi TBC Indonesia tahun
2023 sebesar1.090.000 atau 387 per100.000
penduduk; TBC-HIV sebesar 25.000 kasus
per tahun atau 8,8 per 100.000 penduduk.
Kematian karena TBC diperkirakan sebesar
125.000 atau 44 per 100.000 penduduk dan
kematian TBC-HIV sebesar 6.200 atau 2,2 per
100.000 penduduk.

Insidensi TBC tidak diperoleh dari laporan
melainkan dari survei, yakni survei prevalensi
TBC dan inventori studi, kemudian dilakukan
pemodelan matematik. Perhitungan insidensi
TBC dilakukan oleh WHO dan diumumkan
pada triwulan IV setiap tahunnya sebagaimana
tertuang pada Global Tuberculosis Report (GTR)
tahun berikutnya sehingga capaian tahun ini
adalahcapaianinsidensiTBC tahunsebelumnya.
InsidensiTahun2024 menunjukkaninsidensiTBC
padatahun2023.

Rumus perhitungan Insidensi TBC adalah
jumlah semua kasus TBC pada waktu tertentu
dibagi jumlah penduduk pada periode waktu
yang sama kemudian dikali 100.000. Global
TB Report tahun 2025 akan dipublish sekitar
Bulan Oktober2025 sehingga capaian insidensi
TBC saat ini berdasarkan Global TB Report
tahun 2024 sebesar 387 per100.000 dengan
targetinsidensi TBC tahun 2025 senilai 190 per
100.000 penduduk.
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Grafik3.13

Targetdan CapaianinsidensiTBC dilndonesia Tahun 2020 hingga Semester1Tahun2025
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Grafik diatas menunjukkan tren insidensi
TBC setiap tahunnya yakni sebesar 312 per
100.000 penduduk pada tahun 2020 dan 301
per100.000pendudukpadatahun2021.Seiring
terjadinya pandemi Covid-19, insidensi TBC
meningkat menjadi 354 per100.000 penduduk
pada tahun 2022, kemudian meningkat lagi
pada tahun 2023 menjadi 385 per 100.000
penduduk, dan angka ini telah melampaui
insidensiTBC padatahun2000.

Padatahun 2024, insidensi TBC meningkat
menjadi 387 per 100.000 penduduk. Capaian
tahun2024 inimenjadicapaian Semester| Tahun
2025 karena Global TB Report tahun 2025 akan
dikeluarakanpada Oktober2025.

Meningkatnya insidensi TBC ini bukan saja
menunjukkan tidak tercapainya target tapijuga
menunjukkan semakin banyaknya kasus TBC di
masyarakat sehingga perlu dilakukan kegiatan
penemuan dan pengobatan kasus yang bersifat
aktif dan masif. Indikator ini adalah indikator
negatif yang artinya jika semakin besar realisasi
maka semakin rendah capaian kinerjanya dan
sebaliknya jika semakin kecil realisasi maka
semakin tinggi capaian kinerjanya. Grafik
3.13 di atas menunjukkan bahwa tren capaian
insidensi TBC selama tahun 2020-2024 tidak
tercapaikarenainsidensi TBC yang ditargetkan
untuk turun tetapi mengalami kenaikan angka

insidensi.
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Meskipun telah mengalami penurunan
insidensi selama 20 tahun terakhir tetapi
penurunan insidensi di Indonesia cenderung
lambat dan lebih kecil dibanding kenaikan
jumlah penduduk. Bila dibandingkan penurunan
insidensi TBC di Indonesia dengan negara
bebankasus TBC tertinggiyaknilndiadan China,
maka Indonesia belum dapat mengimbangilaju
penurunan dua negara tersebut pada periode
2016 - 2019, namun pada tahun 2020 China
mengalami kenaikan insidensi sehingga posisi
Chinamenjadiranking 2,namun padatahun 2021
India dan Indonesia mengalami peningkatan
juga sehingga pada tahun 2022 Indonesia
menduduki peringkat kedua setelah India

sebagaimanapadatabelberikutini:

Tabel 3.8

Tabel diatas menunjukkan bahwa
penurunan angka insidensi per 100.000
penduduk di Indonesia dari tahun 2016 ke
tahun 2019 rata-rata 1% per tahun, lebih kecil
dibanding kenaikan jumlah penduduk yang
mencapai1,2% per tahun, hal ini menyebabkan
angka absolut estimasi insidensi cenderung
tetap bahkan naik. Namun, pada tahun 2020,
Indonesia mengalami penurunan angka
insidensi yang cukup bermakna, sementara
Tiongkok mengalami kenaikan insidensi TBC
sehingga kembali menempati urutan kedua
negara dengan beban TBC tertinggi. Tahun
2021, India dan Indonesia mengalami kenaikan
insidensi TBC sedangkan Tiongkok mengalami

penurunan sehingga peringkat Indonesia

Perbandingan Penurunaninsidensi3NegaraBebanTBC Tertinggi

No Negara Insidensi 2016 2017

2019 2020 2021 2022 2023

1. India Absolute 2,8jt 2,7jt

rate 21 204

% penurunan

2. Tiongkok Absolute 890rb 884rb

rate 63 62

2,71t | 2,64it | 2,6t 3jt 2,8jt 2,8jt

866rb | 833rb | 842rb | 780rb 748rb 747rb

193 186 210 199 195
(-18%)

58 60 55 52 52

3. Indonesia Absolute 843rb 884rb

rate 322 319

% penurunan 0.92 0.93
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845rb | 845rb | 824rb | 969rb | 1,060jt | 1,090jt

312 301 354 385 387

0.94 1.27
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menjadi kedua setelah India, sedangkan tahun
2022, insidensi di Indonesia masih mengalami
kenaikan sementaradilndiadanTiongkok sudah
mengalami penurunan. Tanda negatif pada
persentase penurunan menunjukkan bahwa

yangterjadibukanpenurunan, tetapikenaikan.

Grafik 3.14

yang belum terjangkau, belum terdeteksi mau-
pun tidak terlaporkan. Diharapkan pada akhir
tahun 2025, jumlah kasus TBC yang ditemukan
akan mencapai minimal target 981.000 kasus
(90%).

Insidensi tuberkulosis merupakan

NotifikasiKasus TBC Semester1Tahun2025
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Grafik di atas menunjukkan capaian pe-
nemuan kasus TBC sampai dengan semester |
tahun 2025 baru mencapai 29% (316.438 kasus)
dari estimasi 1.090.000 kasus yang harus di-
temukan dalam satu tahun atau masih terdapat

71% kasus TBC yang belum ternotifikasi, baik

gambaran kasus TBC yang terdapat di
masyarakat danterdapat kendalayangdihadapi
dalam mencapai target Insidensi Tuberkulosis
yaitu:
-DeteksikasusTBCyangbelumoptimalkarena

pelaksanaan skrining TBC pada populasi
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risiko tinggi belum optimal, pelaksanaan
investigasi kontak belum berjalan di seluruh
wilayah.

- Adanya pasien TBC yang sudah didiagnosis
TBC tetapi tidak melakukan pengobatan
TBC.

- Masih ada pasien TBC yang tidak berobat
teratur karena efek samping sehingga akan
menyebabkanloss to followup pengobatan
gagalpengobatan.

- Pemberian terapi pencegahan tuberkulosis
pada kontak serumah pasien TBC masih
rendah salah satunya adanya ketidaktahuan
manfaat TP penolakan dari keluarga untuk
meminum TPT dan kekhawatiran efek
samping.

- Masih adanya pasien TBC yang mengalami
diskriminasi di masyarakat atau tempat
kerja, yang menyebabkan enggan mencari
pengobatan.

- Adanya beberapa daerah dengan kondisi
geografis yang sulit sehingga sebagian
masyarakat memiliki akses yang terbatas
untuk menjangkau pelayanan fasilitas
kesehatandalampelayananTBC.

- Masih adanya under reporting dari fasilitas
pelayanan kesehatan dalam melaporkan

dataTBC
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Untuk mengatasi kendala dan per-
masalahan dilakukan strategi pemecahan
masalahantaralain:

- Meningkatkan kegiatan Active Case Finding
TBC menggunakan X-Ray dengan sasaran
populasi berisiko tinggi (kontak serumah,
kontak erat, ODHIV, penyandang DM, orang
kurang gizi dan perokok aktif) dan lapas
rutandiseluruhIndonesia.

- Meningkatkaninvestigasikontak terintegrasi
TPT dengan melibatkan kader/komunitas
danstake holdermaupunlintas sektor.

- Ekspansi dan penguatan jejaring akses tes
cepat molekuler (TCM) untuk penegakan
diagnosisTBC.

- Meningkatkan koordinasi dengan komunitas
dalam pendampingan pasien TBC dan
melakukan kontak tracing pasien TBC
yang mangkir agar bersedia melanjutkan
pengobatan.

- Upaya mengurangi stigma tentang TBC
yang ada melalui kampanye TB bersama
masyarakat dan multisektor pada Hari
Tuberkulosis Sedunia & Hari Kesehatan
Nasional serta media sosial dan tokoh
masyarakat.

- Melakukan Workshop Komunikasi Motivasi

OrganisasiPenyintas Tuberkulosis.
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- Pendekatan berbasis komunitas dalam
program TBC yang bertujuan untuk
mendeteksi, mencegah, dan menang-
gulangi TBC secara aktif di tingkat desa
melaluidesasiagaTBC.

- Membuat dan menyampaikan umpan balik
capaian program TBC kepada daerah
sebagai informasi pencapaian kinerja
untuk dapat meningkatkan perhatian dan
dukunganterhadap program TBC

Komitmen global dalam mengakhiri
TBC dituangkan dalam End TB Strategy,
menargetkan 2 hal yaitu penurunan insidensi
tuberkulosis 80% pada tahun 2030 dan
penurunan angka kematian akibat tuberkulosis
hingga90% padatahun2030.

Kementerian Kesehatan Rl telah menyusun
Peta Jalan Eliminasi sesuai dengan target
global yaitu pada tahun 2030 insidensi turun
80% menjadi 65 per 100.000 penduduk dan
pada tahun 2030 angka kematian akibat TBC
turun menjadi 6 per 100.000 penduduk. Hal ini
akan dicapai dengan beberapa upaya antara
lain yakni meningkatkan cakupan penemuan
dan inisiasi pengobatan TBC = 90%, angka
keberhasilan pengobatan TBC sebesar = 90%,
TerapiPencegahanTBC(TPT) = 80%.

Upaya menuju Eliminasi Tuberkulosis di
Indonesia pada tahun 2030 seperti yang telah
diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan

Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis
2020-2024 dan Rencana Interim 2025-2026
yang akan dicapaidengan penerapan é strategi,
yakni:

- Penguatan komitmen dan kepemimpinan
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/
kotauntukmendukungpercepataneliminasi
tuberkulosistahun2030;

- Peningkatan akses terhadap layanan
tuberkulosis bermutu dan berpihak pada
pasien;

- Optimalisasi upaya promosi dan pen-
cegahan, pemberian pengobatan pen-
cegahan tuberkulosis serta pengendalian
infeksi;

- Pemanfaatan hasil riset dan teknologi
skrining, diagnosis, dan tata laksana
tuberkulosis;

- Peningkatan peran serta komunitas, mitra,
dan multisektor lainnya dalam eliminasi
tuberkulosis; dan

- Penguatan manajemen program melalui

penguatansistemkesehatan.

Langkah-langkah strategis yang lebih
spesifik untuk mencapai target indikator
Insidensi TBC yang dilaksanakan pada periode
jangka menengah berikutnya dijelaskan dalam

tabelberikutini:
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Tabel 3.9
Permasalahan TBC danTindak Lanjut
No [ Permasalahan Penyebab Strategi
Utama
1. Sebanyak 133 a.DiRS,SDMterbatas a. IntegrasisisteminformasiTB
ribukasusunder | sedangkanbebankerjatinggi, denganE-claim(Jan2025), RS
reporting yakni turnover petugastinggi,belum (Maret2025) danLab (April2025)

72.2%RS,19.4%
PKMdan8.4%
klinik swastadan
DPM

terhubung SITB terutamaswasta.

b.DiPKM, SDMterbatas
sedangkanbebankerjatinggi,
turnover petugasyangtinggi,
kendalajaringan.

c. Padaklinik swastadanDPM,
belumterhubung SITB, SDM
belumpahamuntuk pelaporan.

b. PADKberkoordinasidenganBPJS
untukintegrasidataPcaredengan
RME dan hasilnya dikirim BPJS
sebulansekali.
c.PenggunaankodelCDlainnya
untuk menjaring kasus TBlebih
banyaklagi

d. Pemberian SKP padanameddan
nakesuntuknotifikasikasus

e. SEtentangpengentasan

TB: kewajibanpelaporankasus
maksimal7 hari(pertengahan Januari
2025)

f.Pemberianinsentif untuk notifikasi
kasusTB padaFKTP pemerintah
200.000/pasiendan FKTP swasta
250.000/pasien (Quick Win). Juknis
terintegrasidengan SE pengentasan
TBpadapertengahanJanuari2025)

2. Sebanyak +463 a. Mayoritaskliniklangsung a.SuratEdaranPuskesmas
ribupasien(+)TB | merujukterdugaTB memperluasMoU denganklinik di
datang ke klinik b. KeterbatasanPPI,BMHP, dan wilayahnya (W2 Januari2025)
swastadantidak | sarprasklinik b.Sistemkontrakuntuk transportasi
terdiagnosis spesimen(Mei2025)

c.PeluangPluslife (hasilriset UNPAD
Februari2025)
3. Sebanyak +1,69 a.KeterbatasansebaranTCM a.RevisiSEopen PCRuntuk seluruh

jutapasien
terdugaTBtidak
diperiksaTCM
(72% PKM, 26%
RS), Potensi1l2
rb(+)TB

(saatini2.407 TCMtersebardi

2.159 faskes, RANTB tahun2025:

sebaranminimal di2.588 faskes)
b.Keterbatasantransportasi
spesimen
c.Belumadamekanisme untuk
memastikan pasiendatangke
laboratorium setelah dirujuk
untuk pemeriksaanTB

reagenber-NIEhttps://bit.ly/
SEOpenPCR
b.PemberianTCM padafaskes
swastaterbaik
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3.1.8 Kabupaten/Kotayang
Mencapai Eliminasi Malaria

Definisi Operasional Indikator eliminasi
malaria adalah suatu kabupaten/kota yang
telah memenuhi kriteria eliminasi malaria sesuai
Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2022
tentang Penanggulangan Malaria. Kabupaten/
kota tersebut selama tiga tahun terakhir
memenuhikriteriautama, yaitu:

a. Annual Parasite Incidence (API) kurang
dari satu per seribu penduduk (< 1per1000
penduduk).

b.Positivity Rate (PR)kurangdarilimapersen(<

5%)

c. Tidakadakasuspenularanmalariasetempat

(kasusindigenous).

Gambar 3.2

Kriteria lainnya adalah kabupaten/kota
tersebut mempunyai sistem manajemen dan
surveilans malaria yang kuat. Meskipun sudah
tidak ada kasus malaria impor dan vektor
malaria di wilayah tersebut, tetap dibutuhkan
kewaspadaan untuk mempertahankan
status bebas malaria. Status eliminasi malaria
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Rl berupa
pemberian sertifikat eliminasi malaria kepada
kabupaten/kotayangtelahmemenuhisyarat.

Indikator kabupaten/kota yang mencapai
eliminasi malaria dihitung dari akumulasi
jumlah kabupaten/kota yang mencapai
eliminasi malaria dalam kurun waktu satu tahun.
Berdasarkan peta endemisitas di bawah ini,
diketahui bahwa mayoritas wilayah endemis
tinggi malaria berada diwilayah timur Indonesia.
Sedangkan untuk wilayah di Pulau Jawa hampir

semuawilayahtelahdinyatakaneliminasimalaria.

Peta Endemisitas Malariadilndonesia Semester1Tahun2025

No | Permasalahan Penyebab Strategi
Utama

4. | Sebanyakl1,9juta [ a.Pemeriksaanrontgentidak a. ACF denganXray (Quick Win, GF,
pasienterduga masuk ke biaya kapitasiBPJS UEA)

TBdengan untuk FKTP b. HasilkoordinasidenganKepala
TCM(-)diFKTP PADKBKPK. Sambilmenunggu proses
tidak diperiksa dengan BPJSuntuk tarif nonkapitasi
rontgen (98% X-ray, menggunakandanaquickwin
PKM, 2% klinik

swasta)

5. | Sebanyak%4ribu | a. Pengetahuannakesterkait | a. Pemberian SKPbaginakes
pasienTBSO pengobatanTBmasihkurang dannameduntukkasus berhasil
tidak memulai b. SDMkurang pengobatan
terapi(67% c. Puskesmashanya b. Pemberianinsentif faskesuntuk
dinotifikasioleh memantaukasusdifaskesnya | kasusberhasilpengobatan(FKTP
RS, 30% Pkm) pemerintah200.000/pasien; FKTP

swasta250.000/pasien)

6. | Keberhasilan Hasil SKI2023: Pasienberhenti | a. AksesmonitoringPuskesmasdi
pengobatan obatTBkarenaobat tidak sisteminformasiTB terhadap seluruh
kasusyang tersedia(34,3%), merasa kasus diwilayahnya (W2 Januari2025)
dinotifikasiRS sehat(32,4%),bosan/malas b. Perluasandukungankomunitas:
69,6%,PKM (12,2%), tidak tahanefek Penambahan285kab/kota(Februari
84,5%,danklinik | samping(7,5%,). 2025)
swasta 66,1% c. Perluasanaksese-learningTBdiLMS

Plataran Sehatuntuk nakes (bekerja
samadengan USAID)(April2025)

d. Pemberiansertifikattandatangan
MenkesbagipasienTByangtelah
menyelesaikanpengobatan.

e. E-warningbagipasien & fasyankes

7. | CakupanTPT a.HasilSKI2023: Sasaran a. RevisijuknisTPTkontak serumah
tahun2023 merasatidakbergejala tanpatestuberkulinbila TB aktif (<), (W2
yakni2,3% (56,2%), sasarantidak diberi Januari2025)

2024 (hingga TPTolehtenagakesehatan b. IntegrasipemberianTPT dengan
November): (35,2%), 0bat tidaktersediadi | ACFJanuari-Desember2025 (Dana GF,
14,5% (target fasyankes(2,5%), ataulainnya APBN, UEA)
50%) (6,1%)
b.LessonlearnKemenkesdan
Penabulu:
c. Pasientidak kembaliuntuk
dicekhasiltuberkulinnya
d.Pasiendannakesingin
mendapatkanobat 3HP
(diminum satukaliseminggu
selama 3 bulan)padahal
jumlahterbatas
e. Penolakankontak TPToleh
masyarakatyangeligible TPT
1 04 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025
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SumberData:
LaporanTimKerja
Malaria, 2025
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Endemisitas malaria dibagi atas endemis tinggi, sedang, rendah dan bebas malaria, penyebaran

No Provinsi Jumlah Jumlah Persentase Jumlah Kab/
penduduk diwilayahendemis malariadigambarkan dalamtabel berikut ini: Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota KotayangBelum
Eliminasi Eliminasi Eliminasi
Tabel 3.10 3. Dl Yogyakarta 5 5 100%
Endemisitas Malaria Semester1Tahun2025 4. JawaTimur 38 38 100% 0
. - PendudukS : —" 5. Banten 8 8 100% 0
o ndemisitas enduduk Semester ab/Kota
2025 / 6. Bali 9 9 100% 0
Jumlah % Jumlah % 7. Riau 12 12 100% 0
.. 8. Bengkulu 10 10 100% 0
1. Eliminasi 256,084,995 91% 407 78%
(Bebas Malaria) 9. JawaTengah 35 34 97% 1
2. EndemisRendah 15,437,731 5% 54 12% 10. Sulawesi 24 23 96% 1
(APl <1%0) Selatan
3. Endemis Sedang 5,572,401 2% 23 4% 1. Aceh 23 23 100% 0
(API1 -5 %o) 12. Sumatera 19 18 95% 1
4. Endemis Tinggi 4,508,672 2% 514 100% Barat
(AP1> 5 %o) 13 Sumatera 17 17 100% 0
Total 281,603,799 100% 514 100% Selatan
14 Sulawesi 17 15 88% 2
SumberData: Laporan TimKerjaMalaria, Juni2025 Tenggara
15 Lampung 15 14 93% 1
Daritabeldiatas menunjukkanbahwa 91% pendudukIndonesiatelahhidup didaerahbebasmalaria. 16 Kepulauan 7 6 86% 1
Adapun sekitar 9% penduduk Indonesia masih tinggal di daerah endemis malaria baik endemis rendah, BBaIchka
elitung
sedang dan tinggi. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sampai akhir tahun 2024 17 Kalimantan 14 1 86% >
sebanyak 407 kabupaten/kota dari target yang ditentukan sebesar 405 kabupaten/kota dengan Tengah
pencapaian kinerja sebesar 99%. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah kabupaten/kota eliminasi 18 Gorontalo 6 S 83% 1
, o L 19 SulawesiBarat 6 5 83% 1
malaria perprovinsisebagaiberikut:
20 Kalimantan 13 12 92% 1
Selatan
Tabel 3.11
2] Sumatera 33 25 76% 8
JumlahKabupaten/Kota dengan EliminasiMalaria sampai Semester1Tahun2025 Utara
22 | KepulauanRiau 7 6 71% 1
No Provinsi Jumlah Jumlah Persentase JumlahKab/ P : OO
Kab/Kota | Kab/Kota Kab/Kota KotayangBelum 23 | SulawesiUtara 15 10 67%
Eliminasi Eliminasi Eliminasi 24 Kalimantan 14 12 85%
DKl Jakarta 6 6 100% 0 Barat
H o,
2. | JawaBarat 27 27 100% 0 25 Jambi i 8 73% 5
107
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No Provinsi Jumlah Jumlah Persentase JumlahKab/
Kab/Kota | Kab/Kota Kab/Kota KotayangBelum
Eliminasi Eliminasi Eliminasi

26 NusaTenggara 10 8 80% 2
Barat

27 Kalimantan 5 4 80% 1
Utara

28 MalukuUtara 10 6 60% 4

29 Kalimantan 10 5 50%
Timur

30 Sulawesi 13 8 62% 5

Tengah

31 NusaTenggara 22 9 41% 13
Timur

32 Maluku il 4 57% 7

33 Papua 9 0 0% 9

34 PapuaTengah 8 0 0% 8

35 Papua Selatan 4 0 0% 4

36 Papua 8 0 0% 8

Pegunungan

37 PapuaBarat 1 14% 6

38 PapuaBarat 2 33%
Daya

INDONESIA 514 407 79% 106

Tabel di atas menunjukkan, sebanyak 79%
kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai
eliminasimalaria. Terdapat tiga kabupaten/kota
di tanah Papua yang telah berhasil mencapai
eliminasi malaria yaitu Kabupaten Sorong
Selatan, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2022;
Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua
Barat tahun 2024; dan terbaru Kabupaten
Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya yang

SumberData: LaporanTimKerjaMalaria, Juni2025

mendapatkan sertifikat eliminasi malaria pada
tahun2025.

Terdapat 10 provinsi dengan seluruh
kabupaten/kotanya (100%) telah eliminasi
malaria yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat,
DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Riau,
Bengkulu, Sumatera Selatan dan Aceh. Namun,
baru lima Provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Jawa

Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali) yang telah

108 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

mendapat sertifikat eliminasi malaria tingkat
provinsi. Tren capaian eliminasi malaria dapat

digambarkan padagrafik dibawahini:

kota berasal dari enam provinsi, yaitu Provinsi
Aceh (1 kabupaten), Kalimantan Selatan (1

kabupaten), Kalimantan Utara (1 Kabupaten),

Grafik3.15

Capaian EliminasiMalaria dilndonesiaTahun2020 - Semester1Tahun2025
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7

400 - 345 347 365.372
350 318 101,9%
300 l
250 100,6%
200
150
100 97,8%

50

0

2020 2021 2022

s Target

3gs 389 405 401 405 407 103,0%
102,0%
- I 101,0%
101,0% . .
100,5% 000%
99,09
99,0% 98,0%
97,0%
96,0%
95,0%
2023 2024 Semester |
Tahun 2025
Capaian Kinerja

Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi
peningkatancapaianrealisasijumlahkabupaten/
kota yang mencapai eliminasi dalam kurun
waktu tahun 2020 sampai dengan Juni tahun
2025. Secara nasional untuk target kumulatif
tahun 2025 sebanyak 405 kabupaten/kota,
tapi capaian sampai Juni tahun 2025 sebanyak
407 kabupaten/kota yang mencapai eliminasi
malariadengancapaiankinerjal00,5%.

Penambahan jumlah kabupaten/kota yang
mencapai eliminasi malaria sampai Juni tahun

2025 terdapat penambahan enam kabupaten/

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

Nusa Tenggara Barat (1 Kabupaten), Maluku (1
Kabupaten)danPapuaBarat Daya(1Kabupaten).
Diproyeksikan sebesar 415 Kabupaten/Kota
dapat mencapai eliminasi malaria sampai akhir
tahun 2025. Namun, target proyeksi ini masih
dibawahtarget usulanteknokratik RPJIMN 2025-
2029 di mana tahun 2025 ditargetkan 425
kabupaten/kotamencapaieliminasimalaria.
Untuk mencapai target eliminasi malaria,
perlu didukung oleh beberapa indikator
komposit, yaitu persentase konfirmasi

pemeriksaan sediaan darah dan persentase
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pengobatan standar. Persentase pemeriksaan
sediaan darah adalah persentase suspek
malaria yang dilakukan konfirmasilaboratorium,
baik menggunakan mikroskop maupun Rapid
Diagnostik Test (RDT) dari semua suspek

yang ditemukan. Target dan capaian indikator

Grafik 3.16

telah diperiksalaboratorium sebanyak 1,867,651
orang.

Pemberian terapi pengobatan pada pasien
malaria saat ini telah diatur sesuai Kepmenkes
No. 556 Tahun 2019 tentang Pedoman Nasional

Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malaria,

Persentase KonfirmasiPemeriksaan Sediaan Darah Semester1Tahun2025

wf PO, anerw- SR,
wq.«" @f? :;f 2

RO g; }*if
@ﬁ}?ffg é%@ﬁg *9‘ 4 ¥

% Sumberdata:
LaporanTim
—  Suspek Konfimasilab s Tt KerjaMalaria,
Juni2025

persentase konfirmasi pemeriksaan sediaan
darahadalah sebagaiberikut.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat
bahwa 37 provinsi di Indonesia (97%) telah
mencapai target nasional dalam konfirmasi
laboratorium terhadap suspek malaria hanya
satu provinsi yaitu Jawa Tengah yang tidak
mencapai target. Target nasional adalah 95%
dengancapaiansampaiJunitahun2025 sebesar
99,5% dengan Jumlah suspek hingga laporan
ini dibuat tercatat sebanyak 1,875,621 dan yang

di mana pasien positif malaria (berdasarkan
pemeriksaan laboratorium) diobati dengan
menggunakan ACT (Artemisinin based
Combination Therapy) dengan dosis yang
disesuaikan dengan berat badan pasien. ACT
merupakan obat yang saat ini dianggap paling
efektif untuk membunuh parasit malaria. Target

dancapaianindikator persentase pasien malaria
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Grafik3.17

Persentase Pengobatan Standar Semester1Tahun2025

LGRS *“Fﬁf IO LOILITIISSEEN g‘- &
+‘,ﬁn¢b¢§$¢ d‘ #4‘9)‘#*@?; W*‘rﬁf y\u#&# _')g*
& \‘" af? Sumberdata:
LaporanTim
Y Pergobatan SLANGAT s Target KerjaMalaria,
Juni2025

positif yang diobati sesuai standar ACT sebagai
berikut:

Dari grafik di atas tercatat dari 38 Provinsi,
baru enam Provinsi yang memenuhi target
pengobatan standar nasional yaitu Sumatera
Selatan,Aceh, Gorontalo,MalukuUtara, Riau,dan
Banten.TargetcapaianpengobatanstandarACT
yaitu sebesar 95% sementara capaian sampai
Juni tahun 2025 yaitu sebesar 84% dengan
jumlah positif malaria sebanyak 260,733 orang
dan jumlah yang diobati dengan pengobatan
standar sebanyak 218,415. Berdasarkan hal
tersebut, capaian indikator persentase pasien
malaria positif yang diobati sesuai standar
sampailunitahun2025belummencapaitarget.

Untuk mencapai target kabupaten/kota
mencapai eliminasi malaria dilakukan beberapa

kegiatanantaralain:

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

1. Diagnostik Malaria

-Kebijakanpengendalianmalariaterkinidalam
rangka mendukung eliminasi malaria adalah
bahwa diagnosis malaria harus terkonfirmasi
melalui pemeriksaan laboratorium
baik dengan mikroskop ataupun Rapid
Diagnostic Test(RDT).

- Penegakan diagnosa tersebut harus ber-
kualitas dan bermutu sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat
dan memberikan data yang tepat dan
akurat. Berbagai kegiatan dalam rangka
meningkatkan mutu diagnosis terus
dilakukan. Kualitas pemeriksaan sediaan
darah dipantau melalui mekanisme uji silang

ditingkatkab/kota, provinsi,danpusat.
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- Kualitas pelayanan laboratorium malaria
sangat diperlukan dalam menegakan
diagnosis dan sangat tergantung
pada kompetensi dan kinerja petugas
laboratorium di setiap jenjang fasilitas
pelayanan kesehatan. Penguatan labo-
ratorium pemeriksaan malaria yang
berkualitas dilakukan melalui pengem-
bangan jejaring dan pemantapan mutu
laboratorium pemeriksa malaria mulai dari
tingkat pelayanan seperti laboratorium
Puskesmas, Rumah Sakit serta laboratorium
kesehatan swasta sampai ke laboratorium
rujukan uji silang ditingkat kabupaten/kota,
provinsi dan pusat. Kegiatan dalam rangka
peningkatan kualitas diagnostik malaria
telah dilaksanakan sampai Junitahun 2025,
antaralain:

a. On The Job Training (OJT) Mikroskopis
Malaria.

b.PelatihanPenyegaranMikroskopis Malaria
bagiTenaga AhliTeknologi Laboratorium
Medik (ATLM).

c. Pelatihan penyegaran mikroskopis bagi
ATLM di Kabupaten/Kota di Provinsi
Papua.

obat pilihan yaitu kombinasi derivate
artemisinin dengan obat anti malaria lainnya

yang biasa disebut dengan Artemisinin

based Combination Therapy (ACT). ACT

merupakan obat yang paling efektif untuk

membunuh parasit sedangkan obat lainnya
sepertiklorokuintelahresisten.

- Padatahun 2019 telah ditetapkan Pedoman
NasionalPelayananKedokteranTataLaksana
Malaria dalam bentuk Keputusan Menkes
Rl Nomor HK.01.07/Menkes/556/2019.
Berdasarkan Kepmenkes tersebut juga
diterbitkan buku pedoman tatalaksana
kasusmalariasesuaidenganperkembangan
terkini dan hasil riset mutakhir. Adapun
penggunaan ACT harus berdasarkan hasil
pemeriksaan laboratorium, sebagai salah
satu upaya mencegah terjadinya resistensi
obat.

- Selainpenggunaan OAMyangrasional, salah
satu pilar untuk mencapai eliminasi malaria
adalah menjamin universal akses dalam
pencegahan, diagnosis dan pengobatan,
sehingga diperlukan keterlibatan semua
sektor terkait termasuk swasta (public

private mix partnership). Berikut beberapa

a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Tatalaksana Malaria, PPM (Public Private
Mix) dan Jejaring Layanan Malaria di
Rumah Sakit Tingkat ProvinsiJawa Barat.

b. Supervisi dalam Rangka Pertemuan
Penguatan Pengobatan Tatalaksana

Malaria.

3. SurveilansMalaria

- Surveilans merupakan kegiatan penting

dalam upaya eliminasi, karena salah satu
syarat eliminasi adalah pelaksanaan
surveilans yang baik untuk mengidentifikasi
daerah atau kelompok populasi yang
berisiko malaria dan melakukan peren-
canaan sumber daya yang diperlukan untuk

pengendalianmalaria.

- Kegiatan surveilans malaria dilaksanakan

sesuai dengan tingkat endemisitas. Daerah
yang telah masuk pada tahap eliminasi
dan pemeliharaan harus melakukan
penyelidikan epidemiologi terhadap
setiap kasus positif malaria sebagai upaya
kewaspadaandinikejadianluarbiasamalaria
dengan melakukan pencegahan terjadinya

penularan.

fasyankes telah melaporkan data malaria

melalui SISMAL V2 pada Tahun 2022. Untuk

memudahkaninteroperabilitas datadengan

data yang lainnya maka sejak tahun 2021,

SISMAL V3 sudah mulai dikembangkan dan

di tahun 2022 dilakukan sosialisasi awal

SISMAL V3. Berikut beberapa kegiatanyang

telah dilakukan dalam mendukung kegiatan

surveilans, sistem informasi dan monitoring
danevaluasimalaria:
a.ValidasidataFinaltahun2024.

b. Supervisi dalam Rangka Validasi Data
Pencatatan Pelaporan SISMAL V.3
(Februari-Maret 2025).

c. Supervisi dalam Rangka Pelatihan Teknik
Analisis Spasial Untuk Penyakit Infeksi
MenggunakanR (24 -26 Februari2025).

d. Pendampingan Penanggulangan
Bencana Non Alam KLB Malaria
Gorontalo(2-8Maret2025).

e. Supervisi dalam Rangka Monev dan
Validasi Data Malaria Plasmodium
Knowlesi dan Penjaminan Mutu
Pemeriksaan Laboratorium Plasmodium
Knowlesi(14 -17Mei2025).

f. Pendampingan Advokasi dalam

kegiatan yang telah dilakukan dalam - Sistem informasi malaria yang disebut Penanganan KLB Malaria (31 Mei - 5 Juni

2. TatalLaksanaKasusMalaria mendukung kualitas tatalaksana malaria SISMAL V2 mulai disosialisasikan pada 2025).

- Kementerian Kesehatan telah merekomen- sampailJunitahun2025yaitu: Tahun 2018 dan sepenuhnya digunakan

dasikan pengobatan malariamenggunakan pada Tahun 2019. Sebanyak 10.609

113
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g. Supervisi dalam Rangka Monev dan
Validasi Data Malaria Plasmodium
Knowlesi dan Penjaminan Mutu Pe-
meriksaan Laboratorium Plasmodium
Knowlesi(14-17Mei2025).

h. Pendampingan Advokasi dalam Pe-
nanganan KLB Malaria di Aceh Singkil (31
Mei-5Juni2025).

4. PengendalianVektorMalaria

- Sampai saat ini nyamuk Anopheles telah
dikonfirmasi menjadi vektor malaria di
Indonesia sebanyak 25 jenis (spesies). Jenis
intervensi pengendalian vektor malaria
dapat dilakukan dengan berbagai cara
antaralain memakai kelambu berinsektisida
(LLINs = Long lasting insecticide nets),
melakukan penyemprotan dinding rumah
dengan insektisida (IRS = Indoor Residual
Spraying), melakukanlarviciding, melakukan
penebaran ikan pemakan larva, dan
pengelolaanlingkungan.

- Penggunaan kelambu berinsektisida me-
rupakan cara perlindungan dari gigitan
nyamuk anopheles. pembagian kelambu
ke masyarakat dilakukan dengan dua
metode, yaitu pembagian secara massal
(mass campaign) dan pembagian rutin.
Pembagian secara massal dilakukan pada

daerah/kabupaten/kota endemis tinggi

dengan cakupan minimal 80%. Pembagian
ini diulang setiap tiga tahun, jika belum ada
penurunan tingkat endemisitas. Pembagian
kelambu secara rutin diberikan kepada ibu
hamil yang tinggal di daerah endemis tinggi.
Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi
populasi prioritas, yaitu ibu hamil dari risiko
penularan malaria. Selain itu, pembagian
kelambu juga dilakukan pada daerah yang

terkenabencana.

- Beberapa kegiatan yang telah dilakukan

dalam mendukung kegiatan pengendalian
vektor malaria yakni kegiatan Surveilans
Pengendalian Faktor Resiko Malaria dan

Pemetaan DaerahReseptif Malaria.

5. Promosi, Advokasi dan Kemitraan dalam
Upaya Pengendalian Malaria

- Sosialisasi pentingnya upaya pengendalian

malaria merupakan halyangpentingdengan
sasaran pengambil kebijakan, pelaksana
teknis dan masyarakat luas. Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) kepada
masyarakatluasdilakukandenganmembuat
Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai
Malaria. Beberapa kegiatan sampai
Semester | Tahun 2025 dalam mendukung
promosi, advokasi dan kemitraan dalam

upayapengendalianmalariaantaralain:
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a. Rapat Core Team Koordinasi Persiapan
Malaria Summit APLMA.

b. Bimbingan Virtual Eliminasi Malaria
pada Kabupaten/Kota dalam rangka
percepatan Eliminasi Malaria (Februari-
Juni 2025).

c. Workshop Keberhasilan Kabupaten/Kota
dalam Menanggulangi Kasus Malaria
pada Populasi Khusus/ Mobile Migrant
Population(MMP) (10 Maret2025).

d. Asesmen Penilaian Eliminasi Malaria di
Kabupaten/Kota Potensial Eliminasi
Malaria (Maret-Mei2025).

e. SidangPasca-Penilaian Eliminasi Malaria
(22-23Mei2025).

f.Indonesia and Timor-Leste Joint Capacity
Building Workshop on Malaria and
Lymphatic Filariasis Elimination Program
inTimorlsland(11-15Februari2025).

g. Supervisi dalam Rangka Mikroplanning
Percepatan Eliminasi Malaria di Tanah
PapuaRegional Papua.

h. Malaria Summit APLMA (Asia Pacific
Leaders Summit on Malaria Elimination)

tanggal16-17JunidiBali.

6. AlatdanBahanserta MediaKIEPencegahan
danPengendalianMalaria

- Sarana dan prasarana malaria adalah

bangunan beserta alat dan bahan yang
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digunakan pada program pengendalian
malaria di Indonesia. Alat dan bahan
digunakan dalam kegiatan diagnostik
(deteksi), pengobatan dan pengendalian
vektor. Ketersediaan sarana dan prasarana
malaria sangat penting dalam pencapaian
eliminasi malaria. Selain itu media kie juga
sangat berperan sebagai media untuk
promosidan sosialisasi terkait pencegahan

danpengendalianmalaria.

- Dalam melaksanakan program dan kegiatan

untuk mencapai eliminasi malaria di
Indonesia, ditemukan permasalahan yang
menjadi penghambat dalam pencapaian
target, yaitu:

Efisiensi Anggaran APBN untuk kegiatan
prioritas dalam mendukung percepatan
eliminasimalaria.

Penangguhan kegiatan hibah Global
Fund sehingga sebagian kegiatan yang
yang sudah direncanakan tidak dapat
terimplementasikanditahun2025.
Sebanyak 70% dari 50 kabupaten/kota
stagnan mencapai eliminasi malaria adalah
masih ditemukannya kantong-kantong
penularan terutama pada populasi khusus
seperti perambah hutan, penambang, dan
masyarakat adat terpencil menjadi salah

satuakarpermasalahan.
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- Munculnya kembali kasus indigenous di - Intervensi Paket hutan termasuk IPTF dan 319 Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Kusta
11 kabupaten/Kota yang sudah eliminasi TDA, Kelambu, AFS (Active Fever Screening).
Definisi Operasional Indikator kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta adalah
malaria seperti Aceh Singkil, Serdang - Deteksi dini kasus melalui peningkatan
kabupaten/kota yang tidak ditemukan kasus baru kusta anak selama lima tahun. Indikator
Bedagai, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kota penemuan aktif, pelibatan masyarakat,
kabupaten/kota tersebut dihitung dari akumulasi jumlah kabupaten/kota yang telah
Batam, Tanjung Pinang, Minahasa, toma/toga/komando.
mencapaiangka prevalensikurang darilkasus per10.000 penduduk padatahuntertentu.
Pohuwato, Boalemo, Kota Poso, dan Parigi - Notifikasidankoordinasiantarwilayah.
Data Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta 2024 per Desember 2024
Moutong. - Koordinasi lintas sektoral (Kemendagri,
memperlihatkan capaian kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta Semester 1
- Terbatasnya komitmen pemerintah daerah Kemendes PDT, Kemenko PMK, BPBD, TNI/
tahun 2025 adalah sebesar 395 kabupaten/kota daritarget indikator 514 kabupaten/kota
baik kebijakan maupun pembiayaan di POLRI).
dengan capaian kinerja sebesar 76,85%. Target dan capaian indikator tersebut dari tahun
daerah yang sudah eliminasi bahkan tidak - Upaya intervensi pada populasi khusus
2020-Semester1tahun 2025 digambarkan dalam grafik sebagaiberikut:
ada sehingga kegiatan surveilans/program denganpenanggulanganpakethutan.
malariatidakberjalan. - Surat Edaran terkait Pembinaan dan
Grafik 3.18
- Kegiatan penemuan aktif seperti surveilans Pengawasan pada daerah yang sudah
migrasi malaria dan Penyelidikan eliminasi. Target dan Capaian Kabupaten/Kotayang mencapaieliminasikusta
, ) o ) o Tahun 2020 - Semester1Tahun2025
epidemiologi di daerah dengan APl < 1 per - Surat Edaranpemberitahuantarget eliminasi
1000 penduduk kurang berjalan sehingga malariatahun2025-2029. 600 120,0%
menimbulkanKLB. - Koordinasi lintas sektoral antar negara di 500 100,0%
- Mobilisasi penduduk yang tinggi sertalintas Asia-Pasifik dengan para stakeholderuntuk T St
batasdengandaerahendemis. tetapberkomitmenindonesiabebasmalaria 395 o
3 0,096
- Daerah yang sangat reseptif dan intervensi ditahun2030. o 0
pengendalian vektor yang kurang berjalan -Kolaborasidankoordinasimalariapadaantar 200 40,0%
sesuaifokus penularan. wilayah negara seperti Indonesia-Timor 100 20.0%
Leste maupunIndonesia-PapuaNugini. o -
Dengan masih terdapatnya beberapa - Koordinasi lintas program dan lintas sektor Semester | -
Tahun 2025 Sumberdata:
permasalahan maka alternatif solusi yang dalam rangka penanganan KLB malaria di LaporanTim
m Trpet Capaian =—FKinerja KerjaNTDs,
dapatdilakukan yakni: wilayah eliminasidanendemisrendah. Juni2025
- Asesmen uji petik eliminasimalaria.
- Finalisasiupdate target pemeriksaan malaria Grafik di atas menunjukkan bahwa target indikator kabupaten/kota yang mencapai
perkabupaten/kotatahun2025. eliminasikusta2020 sampaiSemester1tahun2025tidakpernahtercapai.Halinidisebabkan
- SidangPenilaian EliminasiMalaria. karena deteksikasustidak dilakukan secaraintensif danberkelanjutan.
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Transmisi kusta di masyarakat tetap ber-
lanjut dan kasus baru terus bermunculan. Hal
tersebut diperparah dengan kurangnya komit-
men dan alokasi sumber daya dari pemerintah
daerah setempat dan pemangku kebijakan
terkait, sehingga program penanggulangan
kustaberjalankurang optimal.

Adanya stigma dan diskriminasi terhadap
Orang yang Pernah Menderita Kusta (OYPMK)
dankeluarganya, serta adanya kelangkaan stok
MDT ditingkat pusat dan daerah juga turut ber-
peran dalam tidak tercapainya target indika-
tor nasional tersebut. Penggunaan angka pre-
valensi dibawah 1per10.000 penduduk dalam
penetapan status eliminasikusta juga dianggap
kurang mampu menggambarkan status eli-

minasikustadisuatudaerah.

Gambar3.3

Status eliminasi kusta berdasarkan angka
prevalensi saja menjadi sangat dinamis dan
mudah berubah, bergantung pada besarjumlah
penduduk di wilayah tersebut. Pada periode
selanjutnya2025-2029,dalampenetapanstatus
eliminasi dalam pengusulan Renstra perubahan
definisi kabupaten/kota mencapai eliminasi
kustayaitutidakadakasuskustaanakselamalima
tahundantidak adakasuskustasamasekalipada
dewasa selama tiga tahun. Sehingga sampai
Semester 1 tahun 2025 jumlah kabupaten/
kota mencapai eliminasi enam kabupaten kota
(54,55%) daritarget 1Tkabupaten/kota.

Di tingkat global, WHO melaporkan se-
banyak182.815kasuskustabaruyangditemukan
sepanjangtahun2023,denganjumlahpenderita
terdaftar di akhir tahun sebesar172.570 kasus.
Peta kasus kusta di dunia digambarkan dalam

grafikberikutini:

© Rmegraphas datrilbs of srw lepreey osi 9611

PetaKasusKustadiDunia

Sumberdata: Weekly
Epidemiological Report
WHO,2024
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Sebanyak 95,7% kasus di seluruh dunia
berasal dari23 negara prioritas global, termasuk
Indonesia. Indonesia telah mencapai eliminasi
di tingkat nasional (angka prevalensi < 1 per
10.000 penduduk) sejak tahun 2000. Peta di
atas menggambarkan dari 23 negara prioritas,
Brazil, Comoros, Kiribati, dan Sudan Selatan
masih memiliki angka prevalensi>1per10.000
penduduk.

Di Indonesia, berdasarkan data Program
Pencegahan dan Pengendalian Kusta per 7
Januari 2025, penderita yang terdaftar masih
dalam pengobatan pada akhir tahun 2024
diketahui sebanyak 19.825 kasus dengan angka
prevalensi0,71per10.000 penduduk. Meskipun
demikian, jikadilihatdarijumlahkasuskustabaru,
Indonesia masih menempatiurutan ke-3 negara
penyumbang kasus kusta baru terbesar di
dunia, setelah India dan Brazil. Sebanyak 14.698
kasus baru ditemukan pada tahun 2024 dengan
angka penemuan kasus baru 5,24 per100.000
penduduk.

Indikator Sasaran Strategis (ISS) tersebut
dipengaruhi oleh pencapaian Indikator
Kinerja Program (IKP) proporsi kasus kusta
baru tanpa cacat dengan target tahun 2025
sebesar 90%, serta Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu

dengantarget tahun 2025 sebesar 90%, begitu
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pula sebaliknya. Status eliminasi kusta yang
sebenarnya dapat tercapai dengan melakukan
deteksi dini kasus kusta secara intensif dan
berkelanjutan dalam rangka penghentian
transmisi kusta di masyarakat. Pelaksanaan
kegiatan deteksi dini tersebut memungkinkan
penderita dapat ditemukan sedini mungkin
sebelum berkembangnya disabilitas, sehingga
turut mempengaruhi capaian indikator
proporsi kasus kusta baru tanpa cacat. Selain
itu, pengobatan yang tepat bagi penderita
disertai pemantauan pengobatan yang baik
memungkinkan penderita kusta menyelesaikan
pengobatan tepat waktu yang akanberdampak
padapencapaian eliminasikusta suatuwilayah.
Penggunaan angka prevalensi di bawah
1 per 10.000 penduduk sebagai indikator
tercapainyaeliminasikustamenyebabkanstatus
eliminasi kusta mudah berubah setiap tahunnya
dan sangat dinamis. Perubahan status eliminasi
kusta mungkin terjadi apabila ada penurunan
ataukenaikankasus secarasignifikan.
Dalamrangka pemutusan transmisi kusta di
masyarakat dan menekan penemuankasus baru
serendah mungkin, perlu dilakukan deteksi dini
kasus secara intensif dan berkelanjutan diikuti
dengan pengobatan secara tepat. Akan tetapi,
pendanaan untuk kegiatan deteksi dini melekat
pada anggaran BOK yang peruntukannya

tergantung prioritas masalah kesehatan di
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daerah tersebut. Pada beberapa kabupaten/
kota yang memiliki kantong kusta sekalipun,
Program P2 kusta tidak dipandang sebagai
prioritas masalah kesehatan masyarakat.
Akibatnya, program tidak mendapat dukungan
sumber daya yang adekuat dari pemerintah
daerah tempat. Selain itu, adanya stigma dan
diskriminasi terhadap penderita kusta dan
keluarganya menghambat penemuan kasus di
masyarakat.

Selain hal tersebut, angka prevalensi kusta
yang tinggijuga dipengaruhi oleh jumlah kasus
terdaftar menerima pengobatan di akhir tahun.
Semakinbanyakkasusyangtidakmenyelesaikan
pengobatan secara tepat waktu, akan semakin
memperbanyak jumlah kasus terdaftar dan
memperberat angka prevalensi. Pasien kusta
tipe PB seharusnya menghabiskan enam blister
dalamwaktu 6-9 bulan, sedangkan pasienkusta
tipe MB seharusnya menghabiskan 12 blister
dalamwaktu 12-18 bulan. Keterlambatan pasien
dalam menyelesaikan pengobatan tepat waktu
dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya
adanya kelangkaan stok MDT di tingkat
pusat dan daerah, masih adanya stigma dan
diskriminasi yang menyebabkan pasien enggan
mengambil obat secara rutin, kesulitan akses
menuju fasyankes, serta kurang maksimalnya
dukungan dari keluarga sebagai pengawas

minum obat. Keterlambatan menyelesaikan

pengobatan tepat waktu mengakibatkan
tingginya prevalensi yang mengarah pada tidak

tercapainya statuseliminasikusta

Untuk mencapaiindikator eliminasi kusta telah
dilakukanbeberapakegiatanyakni:

1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas
petugas kesehatan dalam tatalaksana
penderita dengan menyelenggarakan
Workshop Laboratorium Kusta Frambusia
bagi Laboratorium Rujukan pada tanggal
23-27 Juni 2025 di Kota Jayapura, dengan
total 29 peserta yang berasal dari Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah dan
analis laboratorium dari Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota terpilih di wilayah
Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya,
Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua
Pegunungan.

2. Advokasi dan sosialisasi program Pen-
cegahandanPengendalian Kustamelalui:
a. Menyelenggarakan Temu Media (press

briefing) dalam rangka peringatan
hati NTD Sedunia (secara daring) yang
dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025.
Sebagai narasumber komite ahli kusta
dari Departemen Dermatologi dan
VenereologiFKUI-RSCMdanKomite ahli
Filariasis dari Departemen Parasitologi

FKUI, dihadiri tenaga kesehatan
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dan wartawan media cetak maupun
elektronik. Kegiatan bertujuan untuk
meningkatkan komitmen pemerintah
daerah dalam penanggulangan
NTDs dan meningkatkan awareness
masyarakatterhadap NTDs.

b. Menyelenggarakan Kegiatan Gerakan
Masyarakat Kampanye Eliminasi Kusta
dan Frambusia bersama DPR Rl Komisi
IX. Kegiatan dilaksanakan di Kota
Bandar Lampung tanggal 17 Juni 2025.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah
melakukan advokasi kepada pimpinan
setempat sertalintas programdanlintas
sektor untuk mendapatkan dukungan
kebijakan dan kemitraan daerah
serta melakukan sosialisasi kusta dan
frambusiakepadamasyarakatdiwilayah
tersebut.

c. Melaksanakan kegiatan Penguatan
Advokasi Program NTDs di Provinsi
Papua tanggal 18-21 Februari 2025
dihadiri kabid/kasie P2 dan pemegang
program kusta frambusia dan filariasis
dari Provinsi Papua dan kabupaten/
kota. Kegiatan ini bertujuan untuk
menyampaikan kebijakan dan strategi
percepatan eliminasi kusta sekaligus
membahas berbagaipermasalahandan
pemecahan masalah diwilayah Provinsi

Papua.
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d. Penguatan Advokasi dalam rangka
Pengendalian Kusta di Provinsi Papua
Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan
dan Papua Tengah di Kota Sorong
tanggal 16-19 Juni 2025. Sebagai
peserta kabid/kasie P2 dan pemegang
program kusta frambusia dan
filariasis dari Provinsi dan Kabupaten/
Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk
menyampaikan kebijakan dan strategi
percepatan eliminasi kusta sekaligus
membahas berbagaipermasalahandan
pemecahan masalah di wilayah tanah

Papua.

3. Pertemuan Integrasi Evaluasi, Validasi

Data dan Perencanaan NTDs Tahun 2025
secara daring tanggal 4-7 Februari 2025.
Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan
Tim RR Kusta Frambusia dan pemegang
program kusta frambusia dari 38 provinsi.
Kegiatan ini bertujuan melakukan
monitoring, evaluasi, finalisasi dan validasi
data, serta perencanaan program P2 Kusta
dan Frambusia yang telah dilaksanakan
di Tingkat Provinsi sesuai dengan tujuan
Program Nasional Pengendalian Kusta dan

Frambusia.

4. Active Case Finding pada 55 kabupaten/

kotaterpilihberkolaborasidenganProgram

TBC.
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5. Menyusun petunjuk teknis integrasi pelak-
sanaan skrining aktif kusta dengan program
ACFTB.TelahdilaksanakandiPKMPasrepan
kabupaten Pasuruan dan PKM Brondong
KabupatenLamonganpadaJanuari2025.

6. Menyiapkan program integrasi penemuan
kusta pada anak dengan kegiatan UKS
bekerja sama dengan Direktorat Gizi dan
KesehatanlbudanAnak.

7. Merencanakan dan koordinasi Asesmen
Eliminasi Kusta pada 5 Kabupaten/Kota
yang telah memasuki eliminasi kusta fase 1
dan2.

8. Melakukan pemeliharaan pengembangan
dan penyempurnaan Sistem Informasi
KustadanFrambusia (SITASIA).

9. Mengawal proses penyediaan obat
MDT dalam negeri bekerja sama dengan
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan.

10. Melaksanakan SOP tatalaksana penderita
bahwa penderita perlu diberikan edukasi
dan konseling oleh nakes sebelum memulai
pengobatan, pemberian obat MDT kepada
penderita kusta di fasyankes dilakukan
sebulan sekali, dengan maksimal diberikan
untuk 3 bulan, agar petugas kesehatan
dapat memantau keteraturan pengobatan
serta memonitor perkembangan

kecacatan. Apabila ada penderita yang

tidak datang mengambil obat, agar
petugas kesehatan melakukan kunjungan

rumahdanmencaritahupenyebabnya.

Indikator Kab/Kota yang mencapai eliminasi
kusta belum mencapai target pada tahun
2025. Data capaian indikator ini belum final
menunggu validasi data Program Kusta Tahun
2025. Beberapa faktor penghambat dalam
pelaksanaanprogram, diantaranya:

- Di beberapa daerah kantong sekalipun,
Program Pencegahan dan Pengendalian
kusta belum menjadi prioritas masalah
kesehatan masyarakat sehingga dukungan
sumber daya dari pemerintah daerah dan
stakeholderterkait kurang memadai.

- Masih adanya stigma dan diskriminasi ter-
hadap penderita kusta maupunkeluarganya
akibat kurangnya pengetahuan dan pe-
mahamanterhadap penyakitkustasehingga
menghambat penemuan kasus sedini
mungkin.

- Angka mutasi petugas kesehatan cukup
tinggi menyebabkan program pencegahan
dan pengendalian kusta di daerah berjalan

kurangmaksimal.

Surveilans kusta berjalan kurang maksimal
dengan cakupan kontak yang belum sesuai
dengan standar 20 kontak per 1 kasus

indeks.
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- Kelengkapan dan ketepatan pelaporan
data Program P2 kusta terkendala karena
sistem pelaporan lama masih dijalankan
secara manual dan berjenjang, sehingga
membutuhkan waktu untuk perekapan dan
validasidata. Sistemonlinebarumasihdalam
tahap pemeliharaan dan penyempurnaan
sistem.

- Adanya kelangkaan stok MDT di tingkat
pusat dan daerah akibat keterlambatan
penyediaan obat baik dari donor maupun

penyediaanobatdalamnegeri.

Berdasarkan permasalahan di atas, beberapa

solusiyang dapat dilakukanadalah:

- Melakukan bimbingan teknis dan supervisi
terhadap kabupaten/kota/provinsi dengan
capaian indikator-indikator utama program
P2 kusta yang belum sesuai dengan target
nasional.

- Meningkatkan kegiatan advokasi dan
sosialisasi program terhadap pemangku
kepentingan terkait agar dapat mening-
katkan komitmen dalam pencapaian target
indikatorprogram.

- Mengawal penyusunan draf Rancangan
RPJMN 2025-2029 untuk upaya pengen-

dalian penyakitmenularkhususnyakusta.
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-MengawalimplementasiActive CaseFinding
Kustaintegrasidengan TB di 55 kabupaten/
kotaterpilih.

- Membuat SE Dirjen P2 terkait pemeriksaan
kontak kasus kusta sesuai standar dan
pemberian kemoprofilaksis, terkhusus di
daerahendemis setiap pemeriksaanadanya
bercak.

- Memperluas cakupan kegiatan penemuan
kasus kusta secara aktif dan berkelanjutan
sertainisiasidankeberlanjutanimplementasi
kemoprofilaksis terhadap kontak kusta.

- Mendata kembali pengelola program,
dokter, dan analis laboratorium rujukan
kabupaten/kota/provinsi yang belum
mengikuti pelatihan program P2 kusta
nasional dan menyelenggarakan kegiatan
peningkatan kapasitas bagi tenaga
tersebut.

- Meningkatkan kegiatan promosi serta
penyebaran media KIE untuk penurunan
stigmadandiskriminasi.

Finalisasi Juknis dan Tools Eliminasi Kusta

sesuai Kebijakan WHO terbaru serta
melakukan sosialisasi terhadap kebijakan

barutersebut.
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- Melaksanakan asesmen eliminasi kusta,
terutama pada kabupaten/kota yang telah
mencapai eliminasi kusta fase 2, tidak
adanya kasus anak asli baru setidaknya
selama 5 tahun terakhir serta tidak adanya
kasus aslibarudalam 3 tahun terakhir.

- Sosialisasi sitasia ke provinsi/kab/kota/
fasyankes secara berjenjang, penyem-
purnaan sistem serta mengawal integrasi
dengan SatuDataKesehatan.

- Sosialisasi kebijakan penggunaan Uniform
MDT kepada provinsi/kab/kota hingga
fasyankes.

- Mengawal proses penyediaan dan distribusi
obat MDT dalam negeri termasuk rifampisin

untuk kegiatankemoprofilaksis.

3.1.10 Indeks Pengendalian
Penyakit Menular

Indikator indeks pengendalian penyakit
menular mempunyai definisi operasional yaitu
Indekspenyakitmenularschistosomiasis,rabies,
DBD, filariasis,malariadankustayangbesarannya
berkisar antara O-1. Untuk mengetahui indeks
pengendalianpenyakitmenulardihitungdengan
cara penghitungan komposit dengan formulasi
indeks melalui pembobotan menggunakan

USG (Urgency, Seriousness and Growth) dari

indikator desa yang eliminasi schistosomiasis,
kabupaten/kota eliminasi rabies, kabupaten/
kota dengan insiden rate (IR) DBD < 10 per
100.000 penduduk, kabupaten/kota eliminasi
filariasis, kabupaten/kota eliminasi malaria dan
kabupaten/kotaeliminasikusta.Indikatorindeks
Pengendalian Penyakit Menular terdiri darienam
indikatorkomposit sebagaiberikut:
1. Jumlah desa endemis schistosomiasis yang
mencapaieliminasi.
2.Jumlahkabupaten/kotaeliminasirabies.
3.Jumlahkabupaten/kotadenganinsidenrate
DBD <10 per100.000 penduduk.
4. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis
yangmencapai eliminasi.
5. Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi
malaria.
6. Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi

kusta.
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Tren capaian Indikator Indeks Pengendalian Penyakit Menular tahun 2022-2025

Semesterldapatdilihat padagrafik berikut:

Grafik 3.19

Target dan Capaianindeks Pengendalian Penyakit Menular
Tahun2022 - Semester1Tahun2025

0.5878 0.5878 0.5889

0.8 0.56818

06162
0.5889 0.5859

0.5372
04873
0.4
0.2
0.0
2022 2023 2024

B Target Capaian

2025 Semester 1 Proyeksi Akhir

2025 SumberData:
Direktorat P2PM,
Juni2025

Grafik di atas menunjukkan capaian
indikator indeks pengendalian penyakit
menular tahun 2025 mengalami peningkatan
jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu
sebesar0.6162 daritarget 0.5889 atau sebesar
104.64%. Capaian inilebih tinggi dibandingkan
capaian semester 1 tahun 2024 yaitu sebesar
0.5846(99.2%).

Capaian Indeks Pengendalian Penyakit
Menular berbanding lurus dengan banyaknya
indikator komposit yang telah memenuhi target
di mana semakin banyak indikator komposit

yang mencapai target maka indeks semakin
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tinggi. Pembobotan pada indikator komposit
didalamindeks pengendalian penyakit menular
jugaberpengaruhterhadap hasil capaian.

Pada indikator indeks pengendalian
penyakit menular yang mempunyai bobot lebih
besar yaitu indikator Jumlah kabupaten/kota
eliminasirabies, jumlahkabupaten/kotadengan
insiden rate DBD < 10 per 100.000 penduduk
dan kabupaten/kota yang mencapai eliminasi
malaria. Hal ini disebabkan karena pada ketiga
indikator inimemiliki tingkat penularan danrisiko
hingga kematian. Oleh karenanya, capaian pada

ketiga indikator tersebut dapat mempengaruhi
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nilai indeks lebih besar daripada indikator lainnya. Capaian setiap indikator komposit pada indeks

pengendalian penyakitmenulartahun2025 Semester1digambarkan dalam grafik berikut ini:

Grafik3.20 TargetdanCapaianKompositIndeksPengendalian Penyakit
Menular Semester1Tahun2025
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Grafik diatas menunjukkan gambaran capaian ke-6indikatorkomposit adalah sebagaiberikut:
1. Indikator Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi

Capaianindikator Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi pada Semester
1tahun 2025 adalah sebanyaklé desa dari 28 desa endemis schistosomiasis. Perbandingan target dan

capaiantahun2020-Semester1tahun2025 sebagaiberikut:

Grafik3.2]1 largetdanCapaianJumlah DesaEndemis Schistosomiasisyang
i MencapaiEliminasiTahun2020 - Semester1Tahun2025
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Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2021jumlah desa endemis schistosomiasis
yang mencapai eliminasi berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi pada tahun 2022-
Semester1tahun 2025 capaian stagnan hanya 16 desa yang mencapai target. Pada Semester1tahun
2025 dari 28 desa endemis dengan hasil survei prevalensi schistosomiasis 0% pada manusia secara
kumulatif hanya tercapai16 desayang prevalensi schistosomiasisnya 0% pada manusia. Berdasarkan
Permenkes Nomor19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Eradikasi Demam Keong tahun 2018-2025
yang dimaksud Eliminasi Schistosomiasis adalah angka kejadian penyakit pada manusia turun menjadi
0%. Capaian desa endemis yang sudah berhasil menurunkan prevalensi schistosomiasis 0% pada

manusia dikabupaten endemis bisadilihat pada grafik berikut:

Grafik3.22 Target dan Capaian Jumlah Desa Endemis Schistosomiasis yang
Mencapai Eliminasi per Kabupaten Endemis Semester1Tahun2025
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Fase dalam menuju eliminasi schistosomiasis yaitu fase akselerasi (2018-2019), fase memelihara
prevalensi 0% (2020-2024), serta fase verifikasi dan deklarasi eliminasi (2030). Upaya eliminasi
schistosomiasis meliputi strategi untuk penanganan manusia, hewan dan lingkungan secara terpadu
dan menyeluruh didukung ketersediaan layanan air minum dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat,
dan sistem pemantauan dan evaluasi kemajuan hasil yang penting untuk mencapai target yang telah
ditetapkan. Namun demikian masih banyak upaya yang masih belum selaras dengan Roadmap Eliminasi
Schistosomiasis tahun 2018-2025, POPM dilaksanakan pada manusia yang berpotensi terkena

schistosomiasis, tetapiPOPM Schistosomiasis belum dilaksanakan padahewanreservorr.
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Secara global terdapat 78 negara endemis
schistosomiasis dan 51 diantaranya memiliki
tingkat penularan sedang hingga tinggi.
Penyakit ini masih ditemukan di tiga negara
yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Filipina, dan
Indonesia. Berdasarkan Global Neglected
Tropical Disease (NTDs) Roadmap 2021-2030
ditargetkan tahun 2030 tercapai eliminasi
schistosomiasis sebagai masalah kesehatan di
seluruhnegara,denganindikatorutamaproporsi
infeksiberatkurang dari1% pada manusia.

Pada usulan Rencana Strategis Kemen-
terian Kesehatan periode 2025-2029, indikator
jumlah desa endemis schistosomiasis yang
mencapai eliminasi mengalami perubahan
definisi operasional menjadi jumlah kumulatif
desa endemis schistosomiasis yang memiliki
proporsiinfeksi schistosomiasis denganinten-

sitasberatpadamanusia <1%

2. Indikator jumlah kabupaten/kota eliminasi
rabies menggambarkankabupaten/kota
Indikator Jumlah kabupaten/kota eliminasi
rabies dimulai dari awal tahun 2022 seiring
dengan Revisi Renstra periode tahun 2020-
2024. Indikatorini dapat diketahui dengan per-
hitungan jumlah kabupaten/kotayang tidak ada
kasus kematian akibat rabies padamanusia atau
spesimenpositifpadahewandalam?2(dua)tahun
terakhir. Sesuai dengan definisi operasional,
realisasi capaian indikator kinerja tahun 2025
menggunakan data kasus rabies tahun 2023
dan 2024. Data capaian target indikator Jumlah
kabupaten/kota eliminasi rabies dapat dilihat

daritabeldibawahini:

Grafik3.23 JumlahKabupaten/KotaEndemisRabiesyangmencapai
: EliminasiTahun2022 - Semester1Tahun2025
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Grafik diatas menunjukkan pada tahun
2022 capaian indikator jumlah kabupaten/
kota eliminasi Rabies dari target 211
kabupaten/kota, berhasil dicapai sebanyak
263 kabupaten/kota (124,64%), pada tahun
2023 mengalami penurunan menjadi 247
kabupaten/kota (104,66%) namun masih
memenuhi target yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2024 capaian indikator jumlah
kabupaten/kotaeliminasirabiesdaritarget261
kabupaten/kota, berhasil dicapai sebanyak
225 kabupaten/kota (86,2%). Sementara itu
capaian jumlah kabupaten/kota yang telah
mencapai eliminasi rabies pada tahun 2025

kembali menurun menjadi 224 kabupaten/

kota dari target 237 kabupaten/kota atau
sebesar94,51%.

Capaian indikator tahun 2025 sebanyak
224 kabupaten/kota (94.5%), capaianindikator
tahun2025mengalamipenurunandibandingkan
tahun sebelumnya dan belum memenuhi target
yangtelahditetapkan.Penurunaninidisebabkan
oleh adanya kematian pada manusia akibat
rabies di beberapa kabupaten/kota bebas
atau yang sudah mencapai eliminasi. Adapun
kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi
sasaran sebanyak 321 kabupaten/kota yang
merupakan daerah endemis rabies. Distribusi
kabupaten/kota eliminasirabies sepertigrafik di

bawahini:

Grafik3.24
JumlahKabupaten/KotaEliminasiRabies perProvinsi
Tahun2024 - Semester1Tahun2025
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Berdasarkan grafik di atas, distribusijumlah
kabupaten/kota eliminasi rabies terdapat di
38 provinsi di Indonesia, di mana 26 provinsi
diantaranya merupakan endemis rabies.
Capaian eliminasi rabies tahun 2024 dan
tahun 2025 di tiap provinsi tersebut berbeda-
beda. Setidaknya ada 19 provinsi yang 100%
kabupaten/kotanya telah mencapai eliminasi
rabies pada tahun 2024 dan 2025 yaitu Provinsi
Aceh, Lampung, Banten, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Maluku Utara, Kalimantan
Utara, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Kemudian Provinsi Jakarta, Jawa Tengah, Jawa
Timur, DI Yogyakarta, Papua, Papua Barat, Papua
Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah
danPapuaSelatan.

Jumlah ini sama bila dibandingkan dengan
provinsi yang 100% kabupaten/kotanya telah

mencapai eliminasi rabies pada tahun 2023

dan 2024 hanya ditambahkan dengan provinsi
bebasrabies. Halini disebabkan karena provinsi
tersebut melakukan tatalaksana kasus GHPR
dengan baik sehingga tidak ada kematian
manusia akibatrabies.

Padatahun 2024 terjadi kematian manusia
akibat rabies di daerah bebas rabies yaitu
Kabupaten Kupang, Belu dan Kota kupang
di Provinsi NTT Kematian akibat rabies ini juga
menambah jumlah kabupaten/kota endemis
rabies, sehingga jumlah kabupaten/kota
endemistahun2025bertambahdari 317 menjadi
321Kabupaten/kota

3. Indikator Jumlah kabupaten/kota dengan
insidenrate DBD =10 per100.000 penduduk
Jumlah kabupaten/kota denganinsidenrate
DBD <10per100.000 pendudukselamaperiode
2020-2024 dapatdilihat padagrafikberikut:

Grafik3.25 JargetdanCapaianJumlahKab/Kotadenganinsidenrate DBD <10 per
; 100.000 penduduk Tahun2020 - Semester1Tahun2025
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Berdasarkan grafik diatas, sebanyak 197
(40.37%)kabupaten/kotayangsudahmencapai
targetindikatorInsidens Rate (IR) <10/100.000
penduduk dari target 488 kabupaten/kota
(95%). Capaian tahun 2025 Semester 1 lebih
tinggi jika dibandingkan dengan capaian
tahun 2024 semester 1 yaitu 115 (23.56%)
kabupaten/kota yang memiliki Insidens Rate (IR)
<10/100.000 penduduk.

Tahun 2020-2021, nilai insiden rate DBD
yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes
Tahun 2020-2024 yaitu =< 49/100.000 pen-
duduk. Tren capaian persentase kabupaten/
kota yang mempunyai IR = 49/100.000
penduduk pada tahun 2020 dan 2021 capaian
telah melebihi target yang ditentukan. Tahun
2022 targetindikator berubah dari sebelumnya
persentase kabupaten/kota IR < 49/100.000
pendudukmenjadilR =10/100.000 penduduk.

Kabupaten/kotayang mencapaitarget95% dengan IR<10/100.000

Tabel 3.12 pendudukberdasarkan Provinsi Semester1Tahun2025
No Provinsi Jumlahkab/ Jumlahkab/ %
kota kotadenganIR
<10/100.000
penduduk
1 Aceh 23 13 57%
2 SumateraUtara 33 14 42%
3 SumateraBarat 19 6 32%
4 Kep. Riau 7 2 28%
5 Riau 12 3 25%
6 Lampung 15 2 13%
7 Jambi 1 1 9%
8 Sumatera Selatan 17 4 24%
9 Bengkulu 10 3 30%
10 Kep. Bangka Belitung 7 1 14%
1 Jakarta 6 1 16%
12 JawaBarat 27 1 4%
13 D.lYogyakarta 5 1 20%
14 JawaTengah 35 16 46%
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No Provinsi Jumlahkab/ Jumlahkab/ %
kota kotadenganIR
<10/100.000
penduduk
15 JawaTimur 38 7 18%
16 Banten 1 13%
17 Bali 1 11%
18 NusaTenggaraBarat 10 1 10%
19 NusaTenggaraTimur 22 7 32%
20 Kalimantan Barat 14 11 79%
2] KalimantanTengah 14 5 36%
22 Kalimantan Selatan 13 1 85%
23 Kalimantan Timur 10 1 10%
24 KalimantanUtara 5 1 20%
25 SulawesiUtara 15 1 7%
26 SulawesiTengah 13 7 54%
27 SulawesiSelatan 24 6 25%
28 SulawesiTenggara 17 8 47%
29 Gorontalo 1 16%
30 SulawesiBarat 2 33%
31 Maluku 1 10 91%
32 MalukuUtara 10 8 80%
33 PapuaBarat 7 7 100%
34 PapuaBaratDaya 6 6 100%
35 Papua 9 8 89%
36 Papua Selatan 4 4 100%
37 PapuaTengah 8 7 88%
38 PapuaPegunungan 8 8 100%
Total 514 197 38.33%
SumberData: Direktorat P2PM, Juni2025
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Tahun 2025 Semester 1 sebanyak 197
kabupaten/kota yang memiliki IR <10/100.000
penduduk. Sementara provinsi yang belum
mencapai IR =10/100.000 penduduk
sebanyak 28 provinsi. Sebanyak 4 provinsi
yang seluruh kabupaten/kota-nya (100%)
telah mencapai target IR <10/100.000
penduduk. Target program DBD tercapai di 3
provinsi dapat merupakan gambaran kondisi
yang sesungguhnya di wilayah tersebut atau
terdapat kemungkinan merupakan gambaran
dari adanya hambatan dalam mendeteksi
kasus karena fasilitas diagnostik (RDT NSI
Combo) yang kurang memadai karena adanya
efisiensipengadaan logistik sehingga tidak ada
kasus yang dilaporkan dan sistem surveilans
yang lemah karena adanya masalah di SIARVI
yang mengalami insiden credential sehingga

terkendala dalam melaporkan kasus dengue/

Grafik3.26

DBD secaraonline danyang sebenarnya terjadi

(underreporting)karenadelayreport.

4. Indikator jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapai eliminasi

Indonesia telah menetapkan sebanyak
236 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/
kota adalah daerah endemis filariasis. Seluruh
kabupaten/kota endemis Filariasis tersebut
telah dibuat peta proses tahapan menuju
eliminasi filariasis berdasarkan data dimulainya
POPMfilariasis seluas kabupaten/kota, cakupan
POPM filariasis, serta hasil tahapan survei
evaluasifilariasis. Dari data tersebut maka dapat
ditentukan jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis telah berhasil mencapai eliminasi
filariasis pertahunnya. Capaian eliminasi
filariasis tahun 2020-Semester 1 tahun 2025

digambarkandalam grafik berikut ini:

Targetdan capaiankabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai
eliminasiTahun2020 - Semester1Tahun2025

150 1550} .,-... SumberData:
11 113 Direktorat P2PM,
i 5 Juni 2025
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Dalam kurun waktu lima tahun pada
rentang Tahun 2020 hingga Semester 1 tahun
2025 terlihat bahwa capaian indikator eliminasi
filariasis cukup fluktuatif. Tahun 2020 dan 2021
capaiannyaadalahsebesar80%dan77%.Tahun
2022 capaian meningkat menjadi 97%. Namun
tahun2023 dan2024 menurunmenjadi72% dan
59%.Padatahun2025 capaiantidak mengalami
perubahan dan tetap sebesar 59%. Hal ini
disebabkan karena adanya efisiensi anggaran
APBN serta penghentian dana Hibah USAID
menyebabkan kegiatan survei evaluasi dalam
penilaian menuju eliminasi filariasis tidak dapat
dilaksanakan.

Sampai dengan semester 1 tahun 2025,
sebanyak 113 kabupaten/kota dari target
190 kabupaten/kota endemis telah berhasil
mencapai eliminasi filariasis atau dengan
pencapaian sebesar 59%. Berdasarkan grafik
di atas maka dapat diproyeksikan pada tahun
2025, target kabupaten/kota endemis filariasis

berhasil mencapai eliminasi belum dapat

tercapai dengan optimal. Pada tahun 2025,
seiring dengan keluarnya pedoman surveilans
filariasis dari WHO, dilaksanakan penyesuaian
definisi operasional indikator kabupaten/
kota endemis filariasis telah berhasil mencapai
eliminasi menjadi jumlah kabupaten/kota
endemis filariasis yang telahlulus surveipenilaian
penularan tahap akhir dan berhak mendapat
sertifikat eliminasi. Seiring dengan perubahan
tersebut maka dilakukan penyesuaian target
indikatortersebut.

Capaian jumlah kabupaten/kota yang
mencapai eliminasi filariasis menunjukkan
bahwa upaya penanggulangan filariasis telah
dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya
baik di tingkat pusat hingga daerah mulai
melalui POPM filariasis selama minimal 5 tahun
dengan cakupan minimal 65% total penduduk
hingga pelaksanaan kegiatan surveilans. Data
kabupaten/kota endemis filariasis yang telah
berhasilmencapaieliminasi filariasis per provinsi

dapatdilihatdalam grafikberikutini:

Grafik3.27
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Dari data di atas terdapat provinsi yang
seluruh kabupaten/kota endemis dinilai telah
mencapai eliminasi filariasis yaitu Provinsi
Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung,
BantendanJawaBarat. Sedangkanprovinsiyang
capaian eliminasinya masih 0% dikarenakan
kabupaten/kota endemis masih melaksanakan
POPM ataumasuk dalamtahap surveilans pasca
POPM adalah Provinsi Kalimantan Barat, Maluku,
dan wilayah Papua Pegunungan, Papua Barat
danPapuaBaratDaya.

Secaraglobal, terdapat 72 negaraendemis
filariasis di dunia. Berdasarkan laporan WHO
hinggatahun 2024, terdapat 17 negara endemis
filariasis yang berhasil mencapai eliminasi, 11
negara memasukitahap surveilans pasca POPM
filariasis, 35 negaratahap POPMfilariasisdengan
cakupan geografis 100%, tujuh negara tahap
POPM filariasis dengan cakupan geografis
<100%, dan dua negara belum melaksanakan
POPM filariasis. Indonesia adalah salah satu
negara endemis filariasis yang saat ini masih
memasuki tahap POPM filariasis dengan
cakupan geografis sebesar 100% yang artinya
seluruh kabupaten/kota endemis filariasis telah
memulai tahapan POPM filariasis. Pada tahun
2024, sebanyak 23 kabupaten/kota masih
melaksanakan POPM filariasis, dimana sebagian
besar masih belum mencapai target cakupan

terutama di wilayah Indonesia Timur termasuk
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tambahan dua putaran bagi kabupaten/kota

yanggagal evaluasi.

5. Indikator kabupaten/kota yang mencapai
eliminasimalaria

Indikator komposit lainnya adalah
kabupaten/kota yang mencapai eliminasi
malaria, capaian tahun Semester 1 Tahun 2025
sebesar 407 kabupaten/kota dari target
405 kabupaten/kota atau sebesar 99%. Jika
dibandingkan dengan tren capaian eliminasi
malaria pada periode tahun 2020-2024
cenderung mengalami peningkatan setiap
tahunnya dan telah mencapai target eliminasi
malaria. Tren capaian eliminasi malaria dapat

digambarkan pada grafik berikut:
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Grafik3.28
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Grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi
peningkatancapaianrealisasijumlahkabupaten/
kota yang mencapai eliminasi dalam kurun
waktu tahun 2020 sampai dengan Juni tahun
2025. Secara nasional untuk target kumulatif
tahun 2025 sebanyak 405 kabupaten/kota,
tapu capaian sampai Junitahun 2025 sebanyak
407 kabupaten/kota yang mencapai eliminasi
malariadengancapaiankinerjal00,49%.

Penambahan jumlah kabupaten/kotayang
mencapai eliminasi malaria sampai Juni tahun
2025 terdapat penambahan enam kabupaten/
kota berasal dari enam Provinsi, yaitu Provinsi
Aceh (1 kabupaten), Kalimantan Selatan (I
kabupaten), Kalimantan Utara (1 Kabupaten),

Nusa Tenggara Barat (1 Kabupaten), Maluku (1

Kabupaten)danPapuaBaratDaya(1Kabupaten).
Diproyeksikan sebesar 415 kabupaten/kota
dapat mencapai eliminasi malaria sampai akhir
tahun 2025. Namun target proyeksi ini masih
dibawah target usulan teknokratik RPJMN
2025-2029dimanatahun2025ditargetkan425

Kabupaten/Kotamencapaieliminasimalaria.

6. Indikator kabupaten/kota yang mencapai
eliminasikusta

Capaian kabupaten/kota yang mencapai
eliminasi kusta Semester 1 Tahun 2025 adalah
sebesar 395 kabupaten/kota dari target
indikator 514 kabupaten/kota (capaian kinerja
76.84%). Data capaian dapat mengalami

perubahan karena belum dilakukan validasi dan
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finalisasi datatahun 2025. Validasi dan finalisasi data tahun 2024 direncanakan akan dilakukan di akhir
Januari2025. Target dan capaianindikator tersebut dari tahun 2020-2024 digambarkan dalam grafik

sebagaiberikut:

Grafik 3.29
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Grafik di atas menunjukkan bahwa target indikator kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta
2020-2024 tidak pernah tercapai. Di tingkat global, WHO melaporkan sebanyak 182.815 kasus kusta
baruyang ditemukan sepanjang tahun 2023, dengan jumlah penderita terdaftar di akhir tahun sebesar
172.570 kasus. Sebanyak 95,7% kasus di seluruh dunia berasal dari 23 negara prioritas global, termasuk
Indonesia.

Indonesia telah mencapai eliminasi di tingkat nasional (angka prevalensi < 1per10.000 penduduk)
sejaktahun2000. Sebagaipembanding, dari23 negara prioritas tersebut, Brazil, Comoros, Kiribati, dan
Sudah Selatan masih memiliki angka prevalensi > 1per 10.000 penduduk. Di Indonesia, berdasarkan
data Program P2 Kusta per 7 Januari 2024, penderita yang terdaftar masih dalam pengobatan pada
akhirtahun 2024 diketahuisebanyak 19.825 kasus dengan angka prevalensi 0,71 per10.000 penduduk.
Meskipun demikian, jika dilihat dari jumlah kasus kusta baru, Indonesia masih menempati urutan ke-3
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negara penyumbang kasus kusta baru terbesar
didunia, setelahIndiadanBrazil. Sebanyak11.399
kasus baru ditemukan pada tahun 2024 dengan
angka penemuan kasus baru 4,08 per100.000
penduduk.

Status eliminasi kusta yang sebenarnya
dapat tercapai dengan melakukan deteksi dini
kasus kusta secara intensif dan berkelanjutan
dalam rangka penghentian transmisi kusta di
masyarakat. Pelaksanaan kegiatan deteksi
dini tersebut memungkinkan penderita
dapat ditemukan sedini mungkin sebelum
berkembangnya disabilitas, sehingga turut
mempengaruhicapaianindikatorproporsikasus
kusta baru tanpa cacat. Selain itu, pengobatan
yang tepat bagi penderita disertai pemantauan
pengobatan yang baik memungkinkan
penderita kusta menyelesaikan pengobatan
tepat waktu yang akan berdampak pada
pencapaian eliminasikusta suatuwilayah.

Penggunaan angka prevalensi di bawah
1 per 10.000 penduduk sebagai indikator
tercapainyaeliminasikustamenyebabkanstatus
eliminasi kusta mudah berubah setiap tahunnya
dan sangat dinamis. Perubahan status eliminasi
kusta mungkin terjadi apabila ada penurunan

ataukenaikankasus secara signifikan.

Untuk mencapai target indikator indeks
pengendalian penyakit menular, Kementerian
Kesehatan telah melakukan berbagai kegiatan

selamasemesterlsebagaiberikut:

1. Penyusunan dan Penguatan norma, standar,
prosedur, dankriteria
a. Jumlah desa endemis schistosomiasis
yang mencapaieliminasi
Advokasi dan Koordinasi program
eliminasi schistosomiasis dan
sinkronisasi kegiatan oleh Direktur
PenyakitMenularkepada Wakil Gubernur
Sulawesi Tengah dan jajaran Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Dinas
KesehatandanOPDterkait)diKabupaten
PaludanKabupatenPoso.
b.Jumlahkabupaten/kota eliminasirabies
- Harmonisasi Permenkes
Penanggulangan Penyakit (Penyusunan
Permenkes) sebagai dasar hukum
pelaksanaan pengendalian penyakit
menulardanpenganggaran.
- Advokasi dan audiensi pengendalian
rabies kepada pemerintah daerah
(Walikota Ambon dan Asisten 1
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku),
karena meningkatnya kasus rabies di
Kota Ambon. Kegiatan advokasi dan

audiensi dilaksanakan oleh perwakilan
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dari Kementerian Pertanian, Dinas
Kesehatan Kota Ambon, Dinas yang
Membidangi fungsi Kesehatan Hewan
Kota Ambon, Dinas Kesehatan Provinsi
Maluku serta Dinas yang Membidangi
Fungsi Kesehatan Hewan Provinsi
Maluku sebagai tindak lanjut dari rapat
koordinasi lintas sektor penanggulagan
rabies diKotaAmbon.

- Surat Edaran Nomor ;
HK.02.02/C/508/2025 tentang Ke-
waspadaan Terhadap Kasus Rabies ke
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
serta B/BKK dan Loka Kekarantinaan
KesehatandiseluruhIindonesia

Rapat Koordinasi Lintas Sektor. Rapat
koordinasi pengendalian zoonosis
dalam kerangka One Health tanggal
17 Februari 2025. Rapat ini membahas
apa yang bisa dilakukan oleh masing-
masing kementerian/ lembaga dalam
penanggulanganzoonosis.

- Rapat Koordinasi Teknis
Penanggulnagan Rabies tanggal 4 Juni
2025. Rapat koordinasi yang dipimpin
oleh Asisten Deputi Peningkatan

Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan
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Kemenko PMK dengan peserta rapat
dari K/L terkait sehubungan dengan
meningkatnya kasus rabies dan
dukungan prioritas RPIMN 2025 -2029.

- Rapat Koordinasi Rabies tanggal 23
Juni 2025 Membahas tentang daerah
yangmenjadipritoritas olehKementerian

Pertaniandalampembebasanrabies

c. Jumlah kabupaten/kota denganinsiden

rate DBD =10 per100.000 penduduk

- Sosialisasi SE Kewaspadaan
peningkatan kasus dan KLB DBD dan
Chikungunya Tahun 2025 yang telah
dilaksanakantanggal 22 Januari2025.

- Penyusunan NSPK pelaksanaan P2
Dengue dan arbovirosis lainnya dilak-
sanakan melalui kegiatan Penyusunan
Kurikulum Pelatihan Program
Dengue, Penyusunan Petunjuk Teknis
Sistem Surveilans Sentinel Dengue-
Chikungunya-Zika(S3D).

Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapai eliminasi
Kegiatan yang dilaksanakan yakni
penyusunan petunjuk teknis tatalaksana
kasus kronis filariasis, Manajemen
Morbiditas dan Pencegahan Disabilitas

Akibat Filariasis (MMPDF).
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e. Kabupaten/kota yang mencapai

eliminasimalaria

- Menyusun Petunjuk teknis Intervensi
PenanggulanganMalariadiHutan

- Surat edaran nomor NOMOR :
HK.02.02/C/375/2025 tentang
Pemberitahuan dalam Rangka
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria
tanggal 24 Februari2025.

- Penetapan Target pemeriksaan dan
surat nomor PV.01.02/C/437/2025
tanggal 5 Februari 2025 yang meningkat
dari 4,3 juta menjadi 8,3 juta di tahun
2025 terutama di kabupaten/kota
dengan endemis tinggi malaria untuk
meningkatkan kegiatan penemuan
baik secara aktif melalui kunjungan
rumah maupun melalui pasif dengan
pemeriksaan kepada seluruh orangyang
sakitdidaerahendemistinggimalaria.

- MenyusunKeputusan Direktur Jenderal
Penanggulangan Penyakit (Kepdirjen)
Nomor HK.02.02/C/246/2025 tentang
Tingkat Endemisitas Malaria Kabupaten/
Kotatanggal 27 April2025.

. Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasikusta

- Menyusun petunjuk teknis integrasi

pelaksanaan screening aktif kusta

dengan program ACF TB. Telah
dilaksanakan di PKM Pasrepan
Kabupaten Pasuruan dan PKM Brondong
Kabupaten Lamongan pada Januari
2025. Advokasi dan sosialisasi program
Pencegahan dan Pengendalian Kusta
melalui penyelenggaraan Temu Media
(press briefing) dalamrangka Peringatan
Hari NTD Sedunia (secara daring) yang
dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025.
Sebagai narasumber komite ahli Kusta
dari Departemen Dermatologi dan
Venereologi FKUI-RSCM dan Komite ahli
Filariasis dari Departemen Parasitologi
FKUI, dihadiri tenaga kesehatan
dan wartawan media cetak maupun
elektronik. Kegiatan bertujuan untuk
meningkatkan komitmen pemerintah
daerah dalam penanggulangan
NTDs dan meningkatkan awareness
masyarakatterhadap NTDs.

- Penguatan Advokasi Program NTDs
di Provinsi Papua tanggal 18-21Februari
2025 dihadiri kabid/kasie P2 dan
pemegang program kusta frambusia
dan filariasis dari Provinsi Papua dan
Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan
untuk menyampaikan kebijakan
dan strategi percepatan eliminasi

kusta sekaligus membahas berbagai
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permasalahan dan pemecahan masalah
diwilayah provinsiPapua.

- Penguatan Advokasi dalam rangka
Pengendalian Kusta di Provinsi Papua
Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan
dan Papua Tengah di Kota Sorong
tanggal16-19Juni2025. Sebagaipeserta
kabid/kasie P2 dan pemegang program
kusta frambusia dan filariasis dari
provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan
ini bertujuan untuk menyampaikan
kebijakan dan strategi percepatan
eliminasi kusta sekaligus membahas
berbagaipermasalahandanpemecahan

masalah diwilayahtanah Papua.

2. Surveilans Penemuan Kasus dan Asesmen
daerahendemis

a. Jumlah desa endemis schistosomiasis

yang mencapaieliminasi
Pemberantasan fokus keong melalui
kegiatan:

- Penyelesaian pembuatan saluran
irigasidié desaendemis Schistosomiasis
yang dibiayai oleh Rotary Club Kyoto
melalui Rotary Club Palu yaitu Desa
Alitupu sepanjang 103.3 meter, Desa
Maholo, panjang 903.5 meter, Desa
Watutau, panjang 245 meter, Desa

Dodolo, panjang 196 meter ,Desa
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Kaduwaa,panjang 223.4 meterdan Desa
BumiBanyusari,panjangirigasi 217 meter.
- Penyerahan Hand Tractor dan
Sepatu Boot dari Rotary Club Kyoto
ke Bupati Poso yang akan digunakan
untuk pemberantasan fokus keong
Oncomelania hupensis lindoensis di

dataranNapu.

. Jumlahkabupaten/kotaeliminasirabies

- Pelaksanaan Assessment Rabies
Center di Kabupaten Tapanuli Utara
(SumateraUtara)dan Sumbawa (NTB).

- Kewaspadaan Dini KLB Pencegahan
dan Pengendalian Zoonosis di
Kabupaten Badung (Bali) dan Kota
Ambon(Maluku).

. Jumlah kabupaten/kota denganinsiden

rate DBD =10 per100.000 penduduk

Kegiatan Respons Peningkatan Kasus
dan KLB Dengue dan arbovirosis lainnya.
Kegiatanini bertujuan untuk mengetahui
apakah upaya respon peningkatan
kasus dan KLB seperti pelaksanaan
penyelidikan epidemiologi kasus
dengue, mengetahui gambaran kasus
dengue di wilayah tersebut selanjutnya
untuk dilakukan upaya penanggulangan
dengue. Kegiatan ini dilakukan secara
daring terkait respon peningkatan

kasus dan KLB dengue dan arbovirosis
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lainnya di Kabupaten Dompu, Provinsi
NTB; Kabupaten Solok Selatan. Provinsi
Sumatera Barat; Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepri; dan Kabupaten Ciamis,
ProvinsiJawaBarat.

Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapaieliminasi
- Pelaksanaan Survey Coverage Tools
(SCT)diKabupatenSorongSelatan19-25
Januari2025. SCT adalah kegiatan survei
cepat untuk memantau masyarakat
benar minum obat di depan petugas.
Upaya ini merupakan upaya cepat dan
efektif dilapangan untuk meningkatkan
kepatuhanminumobat.
- Survei Evaluasi Penularan Filariasis
(Transmission Assessment Survey/TAS)
tahapldiKabupatenBiakNumfortanggal
13-24 Januari 2025 dan di Kabupaten
Mimikatanggal17-28 Februari2025
- Survei Evaluasi Penularan Filariasis
(Transmission Assessment Survey/TAS)
tahap 3 diKabupaten Sidrap tanggal 19 -
28Mei2025
- Surveilans KasusKronisFilariasis diKab.
Indramayu, Bandung, Kolaka dan Kota
Kendaritanggal 14-17 Mei 2025 serta di
Kab. Pali dan Kota Palembang tanggal
20-23Mei2025

e Kabupaten/kota yang mencapai

eliminasimalaria

- Koordinasi untuk kewaspadaan
koordinasibencananonalamKLBMalaria
tanggal 12-14 Maret di Bogor terkait
penyusunan rencana kontingensi. Di
mana saat ini telah terjadi peningkatan
kasus maupun KLB malaria di daerah
yang sudah eliminasi sehingga
diharapkan adanya pedoman rencana
kontinjensi terkait KLB malaria sebagai
petunjuk teknis dan sebagai pedoman
lintas program dan lintas sektoral dalam
penangananKLBMalaria

- Bimbingan virtual eliminasi malaria di
Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep.
Bangka Belitung; Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi; Kabupaten Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau; Kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan
Barat; dan Provinsi Jawa Tengah
selama periode Januari-Maret 2025.
Bimbingan virtual eliminasi dilakukan
untuk mendorong kabupaten/kota dan
provinsi untuk melakukan percepatan
eliminasi malaria dan mendapatkan
rencana tindak lanjut (RTL) dari para
tim ahli malaria dan program sebelum

dilakukan uji petik eliminasi.
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f. Kabupaten/kota yang mencapai

eliminasikusta

- Active Case Finding pada 55
kabupaten/kota terpilih berkolaborasi
denganProgramTBC.

- Menyiapkan program integrasi
penemuan kusta pada anak dengan
kegiatan UKS bekerja sama dengan
Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak.

- Merencanakan dan koordinasi
Asesmen Eliminasi Kusta pada 5
Kabupaten/Kota yang telah memasuki

eliminasikustafaseldan?2.

3. Penguatan Data danInformasi

a. Jumlah desa endemis schistosomiasis

yang mencapaieliminasi

Pengumpulan data kasus
schistosomiasis dilakukan secara
berjenjang berdasarkan hasil
pemeriksaan spesimen yang kemudian
dilaporkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten ke Dinas Kesehatan Provinsi
hinggake KementerianKesehatan. Tahun
2025 semester 1, anggaran surveilans
dan deteksi dini schistosomiasis
masih terblokir. Hal ini berpengaruh
terhadap pengumpulan data kasus

schistosomiasistahun2025.
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PadausulanRencanaStrategisKementerian
Kesehatanperiode2025-2029,indikatorJumlah
desa endemis schistosomiasis yang mencapai
eliminasimasuk dalamindikatorkinerjaprogram.
Namun, definisi operasional indikator ini
mengalami perubahan dimana semula adalah
jumlah desa endemis schistosomiasis yang
berhasil menurunkan prevalensi pada manusia
menjadi 0% menjadi Jumlah kumulatif desa
endemis schistosomiasis yang memilikiproporsi
infeksi schistosomiasis dengan intensitas berat

padamanusia <1%.

b.Jumlahkabupaten/kotaeliminasirabies
Pertemuan validasi data dan capaian
rabies center melibatkan pengelola
program zoonosis di 38 provinsi dan
seluruh kabupaten/kota secara daring

tanggal20Maret 2025

¢. Jumlah kabupaten/kota denganinsiden
rate DBD =10 per100.000 penduduk
Pertemuan Validasi Data Dengue
Nasional Tahun 2025 pada tanggal 11-13
Februari 2025 yang dilaksanakan secara

daring.
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Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapai eliminasi
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi
Program Filariasis dengan jejaring
Laboratorium Kesehatan Masyarakat di
Indonesia di Jakarta tanggal 7-8 Januari

2025.

. Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasimalaria
Sistem informasi malaria yang disebut
SISMAL V2 mulai disosialisasikan pada
Tahun 2018 dan sepenuhnya digunakan
pada Tahun 2019. Sebanyak 10.609
fasyankes telah melaporkan datamalaria
melalui SISMAL V2 pada Tahun 2022.
Untuk memudahkan interoperabilitas
data dengan data yang lainnya maka
sejak tahun 2021, SISMAL V3 sudah
mulai dikembangkan dan ditahun 2022
dilakukan sosialisasi awal SISMAL V3.
Berikut beberapa kegiatan yang telah
dilakukan dalam mendukung kegiatan
sistem informasi dan monitoring dan
evaluasimalariayaitu:
- Validasi data malaria tanggal 3-5
Februari 2025 untuk validasi data final
tahun 2024 dengan melibatkan seluruh
tim kerja malaria 38 provinsi dan seluruh

kabupaten/kota yang dilakukan secara

virtual sebelum close data final yang
disepakati tanggal 1 Maret 2025 Dinas
Kesehatan Provinsi secara berjenjang
dilakukan validasi sampai ke tingkat
fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah
kerjanya.

- Supervisi validasi data di Kabupaten
Mimika, Kalimantan Timur, Jayapura dan
Keerom baik secara daring dan tatap
muka dilakukan untuk memastikan dan
mengoptimalkan pencatatan pelaporan
malaria untuk meminimalisir terjadinya
under reporting data malaria terutama
Kabupatenyangmemilikikadermalaria.
- Workshop transisi SISMAL V.2 tanggal
20-23 Maret di Jakarta pembahasan
terkait data malaria terintegrasi dan
terkait pencatatan pelaporan kader
malaria yang belum ada pada SISMAL

saatini.

Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasikusta
Pertemuan Integrasi Evaluasi, Validasi
Data dan Perencanaan NTDs Tahun
2025 secara daring tanggal 4-7 Februari
2025. Kegiatan dilaksanakan dengan
melibatkan Tim RR Kusta Frambusia dan
pemegang program kusta frambusia

dari 38 provinsi. Kegiatan ini bertujuan
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melakukanmonitoring, evaluasi, finalisasi
dan validasi data, serta perencanaan
program P2 Kusta dan Frambusia yang
telah dilaksanakan di Tingkat Provinsi
sesuai dengan tujuan Program Nasional

PengendalianKustadanFrambusia.

Beberapa faktor penghambat pencapaian

target indikator indeks pengendalian penyakit

menularantaralain:

1. Kurangnya komitmenlintas sektor

a.

Jumlah desa endemis schistosomiasis
yang mencapaieliminasi

- Kurangnya komitmen lintas sektor
dalam upaya pemutusan mata rantai
penularan melalui hewan dan keong
Oncomelania hupensis lindoensis
perantara, hal ini disebabkan karena
program schistosomiasis bukan
merupakan program prioritas bagilintas
sektor.

- Kegiatan pengendalian schisto-
somiasis hanya bersumber dari APBN
danhibah, sehinggaupayapengendalian
olehpemerintahdaerahsangat terbatas.
- Kesadaran masyarakat terkait
pemakaian alat pelindung diri seperti
memakai sepatu boot pada saat
beraktifitas di sekitar fokus keong

penularschistosomiasismasihrendah
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b. Jumlahkabupaten/kotaeliminasirabies

Pengendalian rabies pada
hewan masih kurang mendapatkan
perhatian baik di tingkat pusat maupun
daerah, terlihat dari rendahnya cakupan
vaksinasi HPR sebesar 20- 40% dari
cakupan minimal yang harus dicapai
(70% dari total populasi HPR). Selain itu
anggaran untuk penanggulanganrabies
danzoonosislainnya di sektor kesehatan
hewan relatif minim baik di tingkat pusat
dandaerah. CakupanvaksinasiHPRyang
rendah berpotensi semakin banyak HPR
yang mudah terinfeksi rabies. Kejadian
rabies manusia sangat erat kaitannya
dengan rabies pada hewan. Selain itu
masih belum maksimalnya pembinaan
Rabies Center oleh Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota.

. Jumlahkabupaten/kotadenganinsiden

rate DBD =10 per100.000 penduduk
Pencegahan dan pengendalian
DBD memerlukan kerjasama dari semua
sektor, termasuk penguatan pokjanal
dan pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1
Jumantik (G1R1J). Hal ini masih belum
menjadi kegiatan prioritas di beberapa
daerah sehingga belum optimal dalam

penanggulangandengue dilndonesia.
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d.

Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasimalaria
- Efisiensi Anggaran APBN termasuk
kegiatan prioritas untuk mendukung
percepataneliminasimalaria.
- Penangguhan kegiatan hibah Global
Fund sehingga sebagian kegiatan yang
yang sudah direncanakan tidak dapat
terimplementasikanditahun2025.
- Terbatasnya komitmen peme-
rintah daerah baik kebijakan maupun
pembiayaan di daerah yang sudah
eliminasi bahkan tidak ada sehingga
kegiatan surveilans/program malaria

tidakberjalan.

Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasikusta
Dibeberapa daerah kantong sekalipun,
Program Pencegahan dan Pengendalian
kusta belum menjadi prioritas masalah
kesehatan masyarakat sehingga
dukungan sumber daya dari pemerintah
daerah dan stakeholder terkait kurang

memadai.

2. Pencatatan dan Pelaporan data yang
tidak tepat waktudantidak terlaporkan
a. Jumlahkabupaten/kota eliminasirabies
Sistem pencatatan dan pelaporan P2
rabies dilakukan melalui eZoonosis.
Namun demikian, masih banyak
daerah yang mengirimkan laporan
secara manual melalui grup whatsapp
pengelolaprogramkepadaKementerian
Kesehatan dan kelengkapan penyam-

paianlaporanmasih dibawah 80%.

b. Jumlahkabupaten/kotadenganinsiden
rate DBD =10 per100.000 penduduk
Sistem Informasi Arbovirosis (SIARVI)
mengalami kendala incident credential
sehingga selama TW 1 tidak dapat
diakses dan laporan dilakukan secara

manual

c. Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasimalaria.
- Sistem Pencatatan dan pelaporan
malaria menggunakan SISMAL dengan
sistem online web based dari tingkat
fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes)
sampai ke pusat sehingga untuk faskes
yang tidak memiliki jangkauan internet

akansusahmengirimkanlaporan.
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- Pelaporan kasus positif malaria pada
SISMAL adalah individual case dengan
SDMpencatatan pelaporan malariayang
sangat terbatas dibandingkan dgjumlah
kasus yang sangat banyak sehingga
ada kasus-kasus yang belum semua
terlaporkanpada SISMAL.

- Belumsemualayananswastaterutama
di daerah dengan endemis tinggi yang
mempunyai akun SISMAL sehingga
kemungkinan ada kasus ditemukan

namuntidak dilaporkanpada SISMAL.

d. Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasikusta
Kelengkapan dan ketepatan pelaporan
dataProgramP2kustaterkendalakarena
sistem pelaporanlama masih dijalankan
secaramanual dan berjenjang, sehingga
membutuhkan waktu untuk perekapan
dan validasi data. Sistem online baru
masih dalam tahap pemeliharaan dan

penyempurnaansistem.

3.Rujukanlayanandanjejaring tatalaksana
belumoptimal

Kondisi geografis beberapa wilayah
di Indonesia yang sulit terjangkau sehingga
akses pelaksanaan kegiatan pencegahan

dan pengendalian penyakit menular sulit
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menjangkau seluruh sasaran. Selainitu, cakupan
layanan baik Rumah Sakit maupun klinik masih

belummemadai.

4. Pengetahuan dan kesadaran
masyarakat masihrendah

Umumnya masyarakat masih belum
memahami akan risiko penyakit menular dan
masih mengabaikan upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, terlebih pada
penyakit yang tidak langsung menyebabkan
sakit atau penyakit yang dianggap memiliki
stigma negatif pada masyarakat. Pada
penyakit seperti schistosomiasis, filariasis dan
kusta merupakan penyakit yang terabaikan di
masyarakat. Durasi pengobatan penyakit kusta
yang panjang juga membuat kejenuhan minum
obat pada kasus positif. Pada masyarakat di
daerah endemis malaria pun masih banyak
yang tidak patuh dalam penggunaan kelambu
berinsektisida. Pada penanggulangan DBD,
masyarakat baru meningkat kepatuhannya
ketika ada kasus di sekitarnya, pada tahap
pencegahan, masyarakat masih enggan yang

melakukan3Mplus.
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Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan dalam mencapai indeks
pengendalian penyakit menular maka alternatif
solusiyangdapat dilakukanyakni:

1. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
lintas sektor serta mengoptimalkan peran dan
tugas masing-masinglintas sektor.

a. Jumlah desa endemis schistosomiasis

yang mencapaieliminasi

Pertemuan Advokasi kepada lintas
sektordanlintas program secaraintensif
dalamupayapemutusanrantaipenularan
melalui hewan dan keong penular yang
dilaksanakan secara daring tanggal 1-2

Juli2025

b. Jumlahkabupaten/kotaeliminasirabies
- AdvokasipembentukanTimKoordinasi
Daerah (TIKORDA) Pencegahan dan
Pengendalian Zoonosis dan PIE,
sebagai wadah koordinasi lintas sektor
dalam pengendalian zoonosis dalam
kerangka pendekatan One Health atau
Satu Kesehatan yang sudah diperkuat
oleh Kementerian Dalam Negeri melalui
Surat Kemendagri kepada Gubernur/
Bupati/Walikota nomor 300.2.8/e.597/
BAK tanggal 19 April 2024 dalam upaya
penanggulangan zoonosis termasuk

rabies.

- Surat dari Menteri Kesehatan kepada
Menteri Pertanian Nomor PV.03.02/
MENKES/357/2025 Hal Permohonan
AkselerasiVaksinasi Anjing pada Provinsi
dengan Gigitan Hewan penular Rabies
(GHPR) dan Kematian Akibat Rabies
Tertinggi5tahunTerakhir.

- Rapat koordinasi teknis penang-
gulangan rabies lanjutan yang
akan membahas kesiapan dalam
pembebasan rabies oleh masing -
maisng provinsi prioritas yang sudah
ditentukan bersama Kementerian
Pertanian, kegiatan ini direncanakan

BulanJuli2025.

c. Jumlah kabupaten/kota denganinsiden

rate DBD =10 per100.000 penduduk

- Penguatan peran serta pemerintah
daerah dalam penanggulangan Dengue
dengan menghadirkan narasumber dari
Dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan
terkait praktik baik pelaksanaan Gerakan
1 Rumah 1 Jumantik yang melibatkan
masyarakat diacara seminar peringatan
AseanDengue Day2025yangdiikutioleh
peserta dari seluruh Dinas kesehatan
provinsi dan kabupaten/kota se-
Indonesia akan dilaksanakan dibulan Juli

2025
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- Dalam webinar series-4 akan
dilaksanakan bulan Juli 2025 yang
merupakan rangkaian kegiatan dalam
rangka peringatan Asean Dengue Day
2025 akan menghadirkan narasumber
dari Kemendagri terkait dengan topik
peran pemerintah daerah dan lintas
sektordalam penanggulanganDengue.
- Dalam webinar series-5 akan
dilaksanakan bulan Agustus 2025 yang
merupakan rangkaian kegiatan dalam
rangka peringatan Asean Dengue
Day 2025 akan mengundang peserta
dari pelaku industri, usaha dan sektor
pariwisata dengan harapan bersama
kita dapat menanggulangi Dengue di

Indonesia.

Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapai eliminasi
Koordinasi dengan lintas sektor dalam
rangkapemutusanrantaipenularanpada
daerah dengan ditemukannya penularan
zoonotic (daribinatang: kucing, keradan
anjing) sehingga dapat berpengaruh
terhadap tahapan pencapaian eliminasi

filariasis dilndonesia
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e. Kabupaten/kota yang mencapai elimi-

nasimalaria

- Penyusunan teknokratik RPJIMN 2025-
2029danRenstrakemenkes2025-2029
bersama kementerian/lembaga lainnya
terkait dengan indikator-indikator
programkhususnya programmalaria

- Koordinasi lintas batas antar negara
terkait dengan crossborder kasus
malaria antarnegara(Timor Leste-Papua
Nugini-Indonesia)

- Advokasi pada acara Asia Pacific
LeadersMalaria Alliance (APLMA) tanggal
16-17 Juni2025 diBali.

Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasikusta
Mengawal penyusunan draf Rancangan
RPJMN 2025-2029 untuk upaya
pengendalian penyakit menular
khususnya kusta. Membuat SE Dirjen
P2 terkait pemeriksaan kontak kasus
kusta sesuai standar dan pemberian
kemoprofilaksis, terkhusus di daerah
endemis setiap pemeriksaan adanya
bercak. Finalisasi Juknis dan Tools
Eliminasi Kusta sesuai Kebijakan WHO
terbaru serta melakukan sosialisasi

terhadap kebijakanbarutersebut.
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2. Monitoring dan evaluasi pencatatan

pelaporankasus

150

a. Jumlah desa endemis schistosomiasis

yang mencapaieliminasi

Pelaporan data kasus schistosomiasis
berdasarkan hasil pemeriksaan
spesimen yang kemudian dilaporkan
oleh petugas puskesmas ke Dinas
Kesehatan Kabupaten kemudian ke
Dinas Kesehatan Provinsi hingga ke
Kementerian Kesehatan. Selanjutnya
berdasarkan hasil tersebut dilakukan
pemantauan serta tindakan lebih lanjut
dalam pengendalian schistosomiasis.
Tahun 2025, sebagai salah satu bentuk
kegiatan monitoring dari hasil survei
sebelumnya, akan dilakukan Pembinaan
Teknis Survei Prevalensi Schistosomiasis
dan Pembinaan Teknis Penyemprotan

Fokus Keong Schistosomiasis.

b. Jumlahkabupaten/kotaeliminasirabies

- Validasi data dan capaian rabies center

triwulan I, melibatkan pengelola
program zoonosis di 38 provinsi dan
seluruh kabupaten/kota secara daring,
yang akan dilaksanakan pada akhir Bulan

Juli2025.

- Mengintegrasikan RME zoonosis yang
sudah terdaftar di SATU SEHAT pada
sistem pencatatan dan pelaporan di
daerah, untuk mendapatkan data yang

akurat, terintegrasidanreal-time.

. Jumlahkabupaten/kota denganinsiden

rate DBD =10 per100.000 penduduk

Kementerian Kesehatan melaksanakan
validasi data kasus DBD dan arbovirosis
lainnya setiap triwulanyang dilaksanakan

secaradaring.

Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapai eliminasi
- Koordinasi dengan jejaring
Laboratorium Kesehatan Masyarakat
di Indonesia dalam rangka monitoring
dan evaluasi pelaksanaan survei evaluasi
yangakandilaksanakanbulanJuli2025.
- Monitoring dan evaluasi terhadap data
kasus filariasis yang dilaksanakan secara

berjenjangsetiap bulan.

Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasimalaria
- Validasi data malaria capaian semester

lyangakandilaksanakanbulanJuli2025.
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- Monitoring dan Evaluasi serta umpan
balik capaian semester 1 yang akan
dilaksanakanbulanJuli2025.

- Perbaikan logic pengobatan pada
SISMAL pada yang akan dilakukan pada

semester2tahun2025.

. Kabupaten/kota yang mencapai

eliminasikusta

- Validasi data kusta capaian semester]
yang akandilaksanakanbulanJuli2025.
- Monitoring dan Evaluasi serta umpan
balik capaian semester 1 yang akan
dilakukanbulanJuli2025

- Mengawal proses pemeliharaan dan
pengembangan Sistem Informasi Kusta

danFrambusia(SITASIA)

Peningkatan Jejaring Layanan

Kesehatan

a. Jumlah desa endemis schistosomiasis

yang mencapaieliminasi

Pelaksanaan Pemberian Obat
Pencegahan Massal (POPM)
schistosomiasis pada seluruh penduduk

endemispadaBulanJuli- Agustus 2025

b. Jumlahkabupaten/kota eliminasirabies

Pembentukan serta assessment Rabies

Center sebagai pusat penanganan

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER 1 2025

kasus gigitan hewan penularrabies pada
manusia. Layanan dalam rabies center
ini meliputi vaksinasirabies, pengobatan
pasca pajanan dan memberikan edukasi

kepadamasyarakat sekitar.

. Jumlahkabupaten/kota denganinsiden

rate DBD =10 per100.000 penduduk

Peningkatan jejaring pelayanan
kesehatan dalam penanggulangan
DBD dilaksanakan mulai dengan
pembentukan Pokjanal (Kelompok Kerja
Operasional Pemberantasan Demam
Berdarah Dengue) dari tingkat desa/
kelurahan dengan tujuan menggerakan
masyarakatdalamprogram PSN 3Mplus.
Apabila terdapat kasus terkonfirmasi
maka pelaporan dilakukan secara
berjenjang dan pihak puskesmas akan
melakukan penyelidikan epidemiologi
untuk menentukan tindakan selanjutnya.
Apabila terjadi KLB, Kementerian
Kesehatan akan melakukan koordinasi
Respon Peningkatan Kasus dan KLB

Dengue.
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Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapai eliminasi
Pelaksanaan POPM filariasis pada
20 kabupaten/kota yang masih
melaksanakan POPM filariasis pada
seluruh penduduk usia >2 tahun mulai
bulan Agustus 2025 secara optimal

sehiggadapatmencapaicakupan>65%

Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasimalaria
Peningkatan jejaring layanan dengan
penunjukan faskes rujukan di setiap
Kabupaten/Kota terutama di daerah
endemis rendah dan eliminasi. Selain
itu juga dengan publik private mix
(PPM) terkait kegiatan penemuan,
pengobatan dan pelaporan pada
SISMAL dengan pelibatan peran swasta.
Layanan kesehatan di program malaria
juga melibatkan peran serta kader
yang terlatih untuk dapat melakukan
penemuan kasus di daerah yang sulit
dijangkau oleh fasilitas pelayanan

kesehatan.

f.

Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasikusta
Memperluas cakupan kegiatan
penemuan kasus kusta secara aktif
dan berkelanjutan serta inisiasi
dan keberlanjutan implementasi
kemoprofilaksis terhadap kontak
kusta. Integrasi skrining kusta dengan
CKG serta mandatory skrining kusta
di fasyankes. Pilot di lima kabupaten/
kota, yaitu Kab. Tegal, Kab. Jember,
Kab. Sampang, Kota Makassar dan Kota
Jayapura bulan Juli2025. Melaksanakan
asesmen eliminasi kusta, terutama pada
kabupaten/kota yang telah mencapai
eliminasi kusta fase 2, tidak adanya
kasus anak asli baru setidaknya selama
lima tahun terakhir serta tidak adanya
kasus asli baru dalam 3 tahun terakhir.
Jejaring layanan dengan Labkesmas
empatwilayah(Sulawesi,NTT,Malukudan
Papua)untuk pemeriksaan penunjang P2
kusta (pemeriksaan alergi dapson dan

konfirmasiframbusia).
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4. Pemenuhan kebutuhan alat dan
bahan pencegahan, pengendalian, dan
pemberantasan penyakit menular

a. Jumlah desa endemis schistosomiasis

yang mencapaieliminasi

Penyediaan bahan pencegahan dan
pengendalian schistosomiasis berupa
bahan survei prevalensi schistosomiasis

padamanusia.

. Jumlahkabupaten/kota eliminasirabies

Untuk mendukung upaya pencegahan
dan pengendalian rabies pada manusia
makadilakukanpemberianregimenguna
mencegah rabies dengan membentuk
antibodi terhadap virus rabies. Oleh
karena itu, Kementerian Kesehatan
melalui Ditjen Farmalkes berkoordinasi
dengan Ditjen Penanggulangan Penyakit
menyediakanvaksinantirabies (VAR) dan

serumantirabies(SAR).

. Jumlah kabupaten/kota denganinsiden

rate DBD =10 per100.000 penduduk

Penyediaan alat dan bahan kesehatan
pencegahan dan pengendalian DBD
dan arbovirosis lainnya diantaranya
berupa penyediaan telur wolbachia dan
pakannya, larvasida DBD, insektisida

DBD, RDT DBD Combo serta RDT
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Chikungunya (masih menunggu arahan
pimpinan terkait adanya efisiensi

anggaran).

Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapai eliminasi
Penyediaan alat dan bahan kesehatan
pencegahan dan pengendalian filariasis
dan kecacingan berupa penyediaan alat
dan bahan deteksi dini filariasis. Bahan
deteksi dini filariasis ini meliputi RDT
Brugia rapid, FTS Filariasis dan lancet
serta pengiriman obat dan logistik

lainnya.

Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasimalaria
Penyediaan alat dan bahan kesehatan
pencegahan dan pengendalian malaria
di antaranya berupa penyediaan bahan
diagnostik malaria (RDT combo malaria
dan bahan pemeriksaan malaria) dan
penyediaan bahan pengendalian vektor
malaria (larvasida, insektisida malaria
dan kelambu anti nyamuk malaria) serta

distribusilogistik malaria.
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f. Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasikusta
Sebagai upaya pencegahan dan
pengendalian kusta, Kementerian
Kesehatan menyediakan obat MDT yang
bersumber dana APBN dan hibah luar

negeri.

5. Peningkatankapasitastenagakesehat-
andanpengelolaprogram
a. Jumlahkabupaten/kota denganinsiden
rate DBD <10 per100.000 penduduk
- Workshop deteksi dini dengue bagi
pengelolaprogram.
- Workshopimplementasipilot project

wolbachia.

b. Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapaieliminasi
- Workshop manajemen kasus kronis

filariasis.

c. Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasimalaria
- Onthe Job Training Mikroskopis Malaria
dan workshop sosialisasi pencatatan

danpelaporan SISMAL-SMILE.

d. Kabupaten/kota yang mencapai

eliminasikusta

Mendata kembali pengelola program,
dokter, dan analis laboratorium rujukan
kabupaten/kota/provinsi yang belum
mengikuti pelatihan program P2
kusta nasional sebagai data dukung
perencanaan kegiatan peningkatan
kapasitas bagi tenaga tersebut.
Sosialisasisitasiake provinsi/kabupaten/
kota/fasyankes secara berjenjang,
penyempurnaan sistem serta mengawal
integrasi dengan Satu Data Kesehatan.
Sosialisasi kebijakan penggunaan
Uniform MDT kepada provinsi/
kabupaten/kotahinggafasyankes.

. Kabupaten/kotaeliminasirabies

Peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan di fasyankes dengan
sosialisasi tatalaksana kasus GHPR
secara daring tanggal 17-18 Maret
2025 untuk pengelola program dinas
kesehatan provinsi/kabupaten/kota
Puskesmas, tenaga medis di Puskesmas

danRumah Sakit.
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6. Peningkatan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat dilakukan melalui kegiatan
promosi kesehatan tentang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular. Selain itu,
ketersediaan media KIE sangat penting dalam
pencapaian program. Khusus pada program
malaria sudah terdapat web yaitu malaria.
kemkes.go.id sebagai media update kasus
yang terintegrasi dengan SISMAL dan media
sosialisasi lainnya seperti pedoman, juknis,
banner,lembarbalik dan mediainformasilainnya
yang dapat diakses secara umum. Dengan
meningkatnya kesadaran dan pengetahuan
masyarakat diharapkan stigma dan diskriminasi

yangtelahadadimasyarakatdapatmenurun.

3.1.11 Prevalensi Obesitas
padaPenduduk Usia
>18 tahun

Obesitastelahmenjadimasalahglobalyang
berdampak pada 2 miliar penduduk dunia dan
mengancam kesehatan masyarakat termasuk
di Indonesia. Pada tahun 2030 diperkirakan 1
dari 5 wanitadan1dari7 pria akan hidup dengan
obesitas (setara dengan lebih dari1miliar orang

diseluruh dunia. Prevalensi obesitas globallebih
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tinggi pada perempuan dibanding laki-laki dan
jumlah terbesar orang dengan obesitas berada
di negara berkembang, di mana beban ganda
malnutrisi terus berlanjut dan sistem sangat
kurang siap dan tidak dilengkapi dengan baik
untuk mengatasi obesitas dan konsekuensinya
secaraefektif.

Secara global, lebih dari 160 juta tahun
kehidupan sehat yang hilang disebabkan oleh
indeks massa tubuh (IMT) yang tinggi pada
tahun 2019, dan angkanya kemungkinan akan
lebih tinggi setiap tahun. Ini berarti lebih dari
20% dari semua tahun kehidupan sehat yang
hilang yang disebabkan oleh kesehatan kronis
yang dapat dicegah. Jika kita ingin mengatasi
PTM yang dapat dicegah, maka keberhasilan
dalam mengatasi obesitas sangat penting. Di
Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terjadi
peningkatan obesitas yang cukup signifikan,
dari10,5% ditahun 2007 menjadi 21,8% ditahun
2018. Obesitas menjadi faktor risiko terjadinya
penyakit tidak menular seperti diabetes
melitus, jantung, kanker, hipertensi dan penyakit
metabolik maupun non metabolik lainnya
serta berkontribusi pada penyebab kematian
akibat penyakit kardiovaskular (5,87% dari total
kematian), penyakit diabetes dan ginjal (1,84%

daritotalkematian).

155



BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Definisi Operasional Indikator prevalensi
obesitas pada penduduk usia = 18 tahun adalah
kasus obesitas pada penduduk usia = 18 tahun
dengankategorilMT > 27 pada periode tertentu.
Indikator ini dihitung dari jumlah penduduk usia
= 18 tahun dengan IMT >27 dibagi dengan total
pendudukusiaz 18 tahundikalil0OO persen, pada
periodetertentu.

Obesitas merupakan penyakit, sekaligus
merupakansalah satufaktorrisiko penyakit tidak
menular lain yang mendorong munculnya faktor
metabolik (penyakit jantung, diabetes, kanker,
hipertensi, dislipidemia). Prevalensi obesitas

(Indeks Masa Tubuh (IMT) = 27) meningkat dari

Grafik3.30

15,4% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada
tahun 2018. Hal ini sejalan dengan peningkatan
proporsiobesitassentraldari26,6%ditahun2013
menjadi 31% di tahun 2018 (Riskesdas, 2018).
Pada tahun 2023 dilakukan Survei Kesehatan
Indonesia (SKI) untuk menilai Prevalensi Status
Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun) berdasarkan
kategori IMT dan diperoleh hasil prevalensi
obesitas penduduk usia = 18 tahun sebesar
23.4%. Bila dibandingkan dengan hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan
padatahun2018 maka perbandingannyaterlihat

sebagaiberikut:

Prevalensi Obesitas padaPenduduk Usia = 18 tahunpada Semester1Tahun2025

15.40%

Riskesdas 2013

21.80%

Riskesdas 2018 SKI 2023

B Obesitas

23.40%

Sumberdata: Riskesdas 2013, Riskesdas 2018 dan SKI2023
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Grafik di atas menunjukkan dari hasil survei,
prevalensi obesitas meningkat dari tahun 2012
sebesar 15.4% meningkat menjadi 21.8% pada
tahun 2018 dan meningkat menjadi23.4% pada
tahun2023. Prevalensiobesitasyangdiharapkan
menurunjustru meningkat pada tahun2023. Bila
dibandingkan dengan target sebesar 21.8%
maka capaian tahun 2024 sebesar 23.4% tidak
tercapai. Bila dibandingkan dengan target
tahun 2021-2024 maka perbandingannya

digambarkan sepertiberikut:

Grafik 3.31

Prevalensi obesitas idealnya diperoleh dari
data survei, tapikarena tahun 2021-2022 belum
dilakukan survei maka data yang digunakan
adalah datarutin. Datarutin prevalensi obesitas
diperoleh dari data Aplikasi Sehat IndonesiaKu
(ASIK). Tahun 2023 dilakukan Survei Kesehatan
Indonesia (SKI) dan diperoleh Prevalensi
Obesitas sebesar 23.4%. Tahun 2024-2025
tidak dilakukan lagi survei untuk menghitung
prevalensi obesitas sehingga data capaian

yang dipergunakan adalah hasil survei 2023
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Sumberdata: DataASIK2021-2025dan SKI2023
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yakni sebesar 23.4%. Meskipun demikian
dilakukan juga perhitungan prevalensi obesitas
berdasarkan data ASIK yang menunjukkan
capaian olahan data rutin selama tahun 2021-
2025 telah mencapai target setiap tahunnya.
Data ASIK tahun 2021-2025 menunjukkan
capaian yang melebihi target dengan gap
yang besar, meskipun demikian perlu dilakukan
perhitungan lebih lanjut karena jumlah yang
diperiksa tidak mewakili jumlah sasaran yang
seharusnyamenjadisasaran.

Upaya pengendalian obesitas menjadi
sangat strategis dalam mencegah terjadinya
penyakit tidak menular (PTM) pada masyarakat
dilndonesia. Salah satu upaya mengendalikan
peningkatan prevalensi obesitas adalah dengan
melakukan deteksi dini faktor risiko PTM melalui
upaya-upaya kolaboratif yang melibatkan
seluruh elemen masyarakat termasuk
kementerian/Lembaga, TNIdan POLRI, institusi
pendidikandanpihak swasta.

Skrining obesitas merupakan langkah awal
dalam upaya promotif dan preventif, dengan
melakukan pengukuran indeks massa tubuh
(IMT), lingkar perut, dan parameter lainnya untuk
mengidentifikasi individu dengan risiko berat
badan berlebih. Kegiatan ini sangat relevan
untuk dilaksanakan secararutindiberbagailevel
pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas

dan Posyandu, serta pada kelompok rentan

seperti anak-anak sekolah, remaja, dan orang
dewasausia produktif.

Berdasarkan data capaian pada Semester
| 2025 didapatkan bahwa jumlah orang yang
telah dideteksi dini hingga awal bulan April 2025
sebanyak 9.573.727 atau sekitar 5% dari total
sasaran sebesar204.462.129. Darijumlah orang
yang telah dideteksi dini ditemukan sebanyak
1.132.532 yang dikategorikan sebagai penderita
Obesitas (IMT >27). Berdasarkan hasil skrining
telahdihitung prevalensiobesitas sesuaidengan

data ASIK, capaianperprovinsisebagaiberikut:
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Prevalensi Obesitas >18 Tahun, SemesterI Tahun2025
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Grafik di atas menunjukkan bahwa provinsi
dengan prevalensi obesitas tertinggi terdapat
di provinsi Gorontalo yaitu sebanyak 2%. Selain
itu, masih ada provinsiyang tidak terdapat kasus
obesitas namun disebabkan oleh karena masih
rendahnya orang yang dideteksi dini seperti
yangterjadidibeberapaprovinsi.

Dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan strategis organisasi, koordinasi capaian
indikator kinerja menjadi elemen krusial dalam
siklus manajemen kinerja. Proses koordinasi ini
dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan
antara unit perencana, unit pelaksana, serta unit
pemantauan dan evaluasi guna memastikan
bahwa setiap indikator Renstra dapat dicapai

secara efektif dan efisien. Sepanjang periode

pelaksanaan, koordinasi dilakukan melalui
forum-forum strategis sepertirapat koordinasi
kinerja.

Melalui forum tersebut, dilakukan iden-
tifikasi terhadap progres capaian indikator,
hambatan yang dihadapi, serta strategi
percepatan yang diperlukan untuk memenuhi
targetyangtelahditetapkan. Selainitu dilakukan
upaya lainnyayakni:

- Penguatan surveilans faktor risiko
Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui
sistem informasi berbasis web (SIPTM)
maupun berbasis mobile (ASIK) yang
merupakan sistem pelaporan PTM.
Sistem pelaporan yang menunjang

pelaporan indikator dioptimalkan agar
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setiap unit kerja dapat menyampaikan
capaian indikator secara periodik dan
terstandar.

- Analisis data capaian indikator untuk
melihat konsistensi antara output
programdenganoutcome strategis.

- Penguatan deteksi dini melalui
pemanfaatandanaBantuan Operasional
Kegiatan penyelenggaraan Posbindu
PTM.

- Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas) dan melaksanakan
kampanye danwebinartentangobesitas

dengansasaranmasyarakatumum.

Dalam pencapaian indikator prevalensi
obesitas terdapat beberapa kendala dan faktor
penghambat pencapaiantargetantaralain:

- Kurangnya kesadaran dan edukasi
masyarakat yang mengakibatkan
banyaknya masyarakat yang belum
menyadari pentingnya deteksi dini
obesitas.

- Masyarakat masih beranggapan bahwa
obesitas bukan sebiah penyakit
sehingga fokus sering kali hanya pada
penyakit yang sudah muncul (misalnya:
diabetes dan hipertensi), bukan pada

faktorrisikonya.

- Terbatasnya akses ke layanan kesehatan,
terutama di daerah terpencil, belum
optimal dalam menyediakan layanan
skrining dan deteksi dini obesitas dan
kurangnya tenaga kesehatan yang
terlatih dalam penanganan obesitas
secarakomprehensif.

- Gayahiduptidak sehat sepertipolamakan
tinggi kalori dan rendah gizi (fast food,
minuman manis, dsb), aktivitas fisik yang
rendah karena gaya hidup sedentari
(banyak duduk dankurangbergerak) dan
paparan terhadap iklan makanan tidak
sehat, terutama padaanak-anak.

- Faktor sosial ekonomi yaitu masyarakat
berpenghasilan rendah cenderung
memiliki akses terbatas ke makanan

sehatdanfasilitasolahraga.

Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan maka alternatif solusiyang dapat
dilakukan antaralain:

- Melakukan edukasi kepada masyarakat
tentang pentingnya deteksi dini faktor
risiko PTM.

-Melakukankoordinasidengankabupaten/
kota dengan capaian skrining yang
rendah untuk mengoptimalkan kegiatan
deteksidini obesitas. Selainitu dilakukan

juga kolaborasi dengan unit utama
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lainnya untuk melakukan deteksi dini
faktor risiko pada kegiatan-kegiatan
yang melibatkan masyarakat dalam
jumlah besar dan melakukan kegiatan
promosi kesehatan dalam bentuk

gerakandeteksidinifaktorrisiko PTM.

- Melakukan advokasi dan sosialisasi yang

bersifat masif dan terintegrasi dalam
mendukung kegiatan Posyandu sebagai
saranasaranadeteksidiniobesitas.
Melakukan pemantauan pelaporan
deteksi dini mulai dari level provinsi
hingga kabupaten/kota dan melakukan
evaluasi capaian per triwulan dengan
Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi
tantanganyangtimbul ditiap daerah dan
melaporkansecaraberkala.
Melakukan koordinasi dengan Ke-
menterian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK),
Kementerian Keuangan, Balai POM,
Kementerian Koperasi, Kementerian
UMKM, Kementerian Pariwisata dan
Kementerian Ekonomi Kreatif khususnya

tentang pentingnyamakanan sehat.
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3.1.12 Prevalensi Merokok
pada Penduduk
usia10-18 tahun

Indonesia dengan jumlah penduduk yang
besar merupakan pasar potensial bagiindustri
rokok. Pertumbuhan perokok aktif di Indonesia
tidak terlepas dari industri produk tembakau
yang secara gencar memasarkan produknya di
kalangan masyarakat terutamaanak danremaja.
Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023
menunjukkan prevalensi merokok penduduk
umur10-18 tahun sebesar7,4% dengan adanya
peningkatan dua kali lipat pada penggunaan
rokok elektronik yang mana sebelumnya
sebesar 0,06% (Riskesdas 2018) menjadi
0,13% (SKI12023). Berdasarkan data, usia mulai
merokok penduduk Indonesia juga semakin
tahunsemakinmuda denganusiamulaimerokok
terbanyak adalah 15-19 tahun (56,5%) dan
selanjutnyaadalah10-14tahun(18,4%).

Persoalan perokok usia remaja merupakan
ancaman besar, karena anak yang sudah
mulai merokok di bawah usia 18 tahun berisiko
memiliki kualitas kesehatan yang buruk. Seiring
waktu, jika kebiasaan merokok tidak dihentikan,
perokok remaja berpotensi mengidap kanker
paru, penyakit jantung, ginjal, pembuluh darah,
gangguan kesehatan reproduksi, masalah

tulang danotot,gangguanparudanotak.
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Di Indonesia, tembakau membunuh 290
ribu orang setiap tahunnya, dan merupakan
penyebab kematian terbesar akibat PTM,
sebesar 59,6% mengakibatkan kanker, trakea,
bronkus dan paru-paru; 59,3% mengakibatkan
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK); 28.6%
mengakibatkan penyakit jantung; 20,6%
mengakibatkan Diabetes Melitus (DM); dan
19.7% mengakibatkan stroke (IHME, 2019).

Definisi operasional prevalensi merokok
pada penduduk usia 10-18 tahun adalah
perbandingan antara jumlah penduduk umur
10-18 tahun yang merokok dengan jumlah

penduduk umur 10-18 tahun dalam satu tahun.

Capaian indikator ini dihitung dari persentase
merokok pada penduduk usia 10-18 tahun
berdasarkan hasil survei nasional dan data rutin
program. Pada tahun 2020-2024, capaian
indikator ini didapatkan dari Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas), Survei Indikator Kesehatan
Nasional (Sirkesnas) dan Survei Kesehatan
Indonesia (SKI). Tahun 2025, capaian indikator
prevalensi merokok pada usia 10-18 tahun
didapatkan berdasarkan data rutin program
melalui Sehat Indonesiaku (ASIK). Hasil capaian
persentase merokok pada pendudukusial0-18
tahun berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013,

2018 dan SKI12023 adalah sebagaiberikut:

Grafik3.33
Targetdan CapaianIndikator Persentase Merokok pada Penduduk
Usia10-18 Tahun sampaidengan Semester| Tahun2025
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SumberData: (1)Riskesdas, 2013;(2) Sirkesnas, 2016; (3) Riskesdas, 2018;(4) SKI,2023; dan (5) ASIK-PTM perMei 2025
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Grafik di atas menunjukkan terjadi
peningkatan persentase merokok penduduk
usia 10-18 tahun dari mulai 7,2% pada tahun
2013, menjadi 8.8% pada tahun 2016, dan
9.1% pada tahun 2018. Namun, pada tahun
2023, berdasarkan hasil SKl tahun 2023, terjadi
penurunan menjadi 7,4%. Pada tahun 2025,
berdasarkan data persentase yang bersumber
dari Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) hingga
bulan April 2025, menunjukkan bahwa capaian
persentase merokok pada pendudukusial0-18

tahunsebesar5,2%.

Data ini adalah data skrining faktor risiko
PTM yang dilakukan oleh Puskesmas yang
diinput ke dalam ASIK mobile. Jumlah seluruh
peserta skrining faktor risiko PTM yang telah
diinput dalam ASIK per 31 Mei 2025 sebanyak
7.746.216 jiwa, dan 6,1% dari seluruh peserta ini
adalah anak-remaja usia 10-18 tahun (472.004
jiwa) yang juga di wawancara terkait perilaku
merokok. Persentase perokok usia 10-18 tahun
berdasarkandataASIKperProvinsidigambarkan

dalamgrafik berikutini:

Tabel 3.13
Persentase Merokok Penduduk Usia10-18 Tahun Berdasarkan
DataASIK Semester1Tahun2025
No Provinsi Persentase
1 Aceh 6,0
2 SumateraUtara 5,2
3 SumateraBarat 7,4
4 Riau 6,3
5 Jambi 6,2
6 SumateraSelatan 4,5
7 Bengkulu 7,3
8 Lampung 8,6
9 Kep. BangkaBelitung 5,0
10 Kep. Riau 6,5
1 DKlJakarta 4,8
12 JawaBarat 10,2
13 JawaTengah 5,8
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No Provinsi Persentase
14 Dl Yogyakarta 7,3
15 JawaTimur 6,6
16 Banten 9,2
17 Bali 2,5
18 NusaTenggaraBarat 9.8
19 NusaTenggaraTimur 5,5
20 Kalimantan Barat 5,5
21 KalimantanTengah 6,1
22 Kalimantan Selatan 54
23 Kalimantan Timur 6,3
24 KalimantanUtara 10,4
25 SulawesiUtara 6,1
26 SulawesiTengah 6,1
27 SulawesiSelatan 2,4
28 SulawesiTenggara 2,6
29 Gorontalo 3,1
30 SulawesiBarat 3,8
31 Maluku 5,6
32 MalukuUtara 8,2
33 PapuaBarat 7,2
34 Papua 4,2
35 PapuaBaratDaya 12,0
36 PapuaTengah 3,4
37 Papua Selatan 22,5
38 PapuaPegunungan 33,3

INDONESIA 7,2
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SumberData: ASIK, 2025
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Tabel di atas menunjukkan bahwa
persentase merokok penduduk usia 10-18
tahun tertinggi di Provinsi Papua Pegunungan
(33.3%), Papua Selatan (22.5%) dan Papua
Barat Daya (12%). Selain di Indonesia, diperoleh
data perbandingan perokok anak danremaja di
beberapanegara.Perbandinganangkaperokok
anak dan remaja usia 13-15 tahun di negara-
negara ASEAN sebagian besar menggunakan
sumber data Global Youth Tobacco Survey

(GYTS), tapi beberapa negara menggunakan

Grafik3.34

sumberdatadankelompokumuryangberbeda,
seperti Indonesia (10-18 tahun), Malaysia (13-
17 tahun) dan Singapura (13-20 tahun). Pada
kelompok usia 13-15 tahun, negara dengan
prevalensi perokok tertinggi adalah Filipina
sebesar10%. Namun, jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk maka Indonesia adalah
negaradenganjumlah perokok anak danremaja
tertinggi berdasarkan angka absolut. Secara

lengkap dalam grafik berikutini:
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SumberData: TobaccoAtlas 6th Edition,2024
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Pengendalian konsumsi rokok harus
dilakukan secara komprehensif dan sinergis
antara strategi nonfiskal dan fiskal. Kenaikan
berkala cukai rokok (10-12 % per tahun)
menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET)
sebagai kebijakan fiskal, menurunkan daya
beli terutama anak-anak dan masyarakat
berpenghasilanrendah. Sedangkan kebijakan

nonfiskal meliputi:

1. Penguatan regulasi melalui PP Nomor 28
Tahun 2024 yang mengatur lebih ketat
terkait:

a. Larangan penjualan pada penduduk
dibawah usia 21 tahun dan ibu hamil,
secara eceran per batang, radius 200
meter dari tempat belajar mengajar dan
tempatbermainanak, melaluimesinlayan
diri,danaplikasielektronik komersial.

b. Larangan iklan, promosi dan sponsor
produk tembakau dan rokok elektronik
dimediasosialberbasis digital, situsweb
danaplikasielektronik komersial.

c. Pengaturan batas maksimal kadar
nikotin dan tar produk tembakau dan
rokok elektronik dan penetapan bahan
tambahanyang berbahaya pada produk

tembakau danrokok elektronik.

2. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

(KTR).

3. Optimalisasi Layanan Upaya Berhenti
Merokok (UBM).

4. Pengaturan pencantuman pesan dan
peringatan kesehatan pada kemasan
produk tembakaudanrokok elektronik.

Capaian penurunan angka perokok
dapat dibandingkan dengan capaian strategi
pengendalian konsumsi tembakau lainnya
yang juga menjadi indikator kinerja Renstra

Kementerian Kesehatan, yaitupenerapanKTR:
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Grafik3.35
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Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah
area atau ruangan yang dinyatakan dilarang
untuk kegiatan merokok atau kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/
atau mempromosikan produk tembakau. Tujuan
utama KTR adalah untuk melindungi masyarakat,
terutama non-perokok, dari dampak negatif
asap rokok. Grafik di atas menunjukan capaian
indikator KTR tahun 2020-2024 adalah
sebanyak 482 kabupaten/kota menerapkan
KTR (93,8%) pada tahun 2024 dengan dasar

telah menetapkan regulasi KTR berupa
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SumberData: Direktorat P2PTM, Juni2025

*Targetindikator KTR sesuaiRenstra Kemenkes tahun2025-2029

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala
Daerah (Peraturan Bupati/ Walikota). Pada
tahun 2025, Pemerintah Daerah ditugaskan
untuk menetapkan Peraturan Daerah KTR
sesuai UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor
28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Sebanyak
378 kabupaten/kota telah menetapkan Perda
KTR atau 95,2% dari target. Diperlukan upaya
bersama dari semua komponen/unsur baik
pemerintah, swasta, organisasi masyarakat,
tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk

mendukung penerapan KTR melalui berbagai
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kegiatanyang lebih produktif bagi anak-remaja
dan edukasi secara berkelanjutan. Daerah-
daerah yang telah berhasil dalam penerapan
KTR perlu mendapatkan apresiasi sebagai
pemicu bagi daerah lain untuk ikut serta
mengembangkan penerapan KTR diwilayahnya.

Layanan konseling berhenti merokok
adalah upaya promotif dan preventif dalam
membantuperokokuntukberhentimerokokdan
mengatasigejalaputusnikotindiPuskesmasdan
melalui layanan Quitline.INA. Capaian layanan

UBMsebagaiberikut:

Grafik di atas menunjukkan selama tahun
2020-2024, capaian terus meningkat setiap
tahunnya. Namun, pada akhir tahun 2024 tidak
mencapai target sebesar 350 kabupaten/kota
tercapai 340 kabupaten/kota atau sebesar
97,1%. Ketersediaan SDM dan anggaran
di masing-masing daerah perlu diperkuat
dan perlu ada komitmen bersama untuk
mewujudkan layanan UBM sebagai salah satu
upaya dalam menurunkan prevalensi perokok
pada penduduk usia 10-18 tahun. Pada tahun
2025, target layanan UBM ditingkatkan menjadi

Grafik 3.36
Targetdan CapaianKabupaten/KotayangMenyelenggarakan
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*Targetindikator KTR sesuaiRenstra Kemenkes tahun2025-2029
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minimal50% Puskesmasdi276 kabupaten/kota,
namun capaiannya belum tersedia dikarenakan
sistem pencatatan dan pelaporannya yang
belumtersedia.

Bila capaian indikator prevalensi perokok
pada penduduk usia 10-18 tahun dibandingkan
dengan capaianindikatorimplementasiKTR dan
layanan UBM, maka prevalensi perokok pada
penduduk usia10-21tahundapat terus menurun
jika KTR dapat diimplementasikan secara
optimal dan akses serta efektivitas layanan
UBM dapat tercapai. Analisis keberhasilan
pencapaiantersebut adalah sebagaiberikut:

1. Komitmen dan dukungan kepala daerah

dalam pengendalian konsumsi rokok
di masing-masing daerah melalui
penerapan praktik baik KTR.

2. Integrasi program skrining dan deteksi
dinifaktorrisiko merokok.

3. Penguatan regulasi dan NSPK dalam
rangka pengendalian konsumsi produk
tembakau dan rokok elektronik sebagai
pedomandanacuanpemerintahdaerah.

4. Peningkatan kapasitas SDM dan
pemerintah daerah untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan pengendalian
konsumsi produk tembakau dan rokok

elektronik.
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5. Koordinasi dan dukungan kementerian/
lembaga terkait dan jejaring pengen-

daliantembakau.

Untukmencapaitargetindikatorpenurunan
merokok penduduk usia 10-21 tahun dilakukan
kegiatan-kegiatan selama Semester 1 Tahun
2025, antaralain:

1. Peningkatan skrining PTM dan faktor
risiko PTM terintegrasi dengan Cek
Kesehatan Gratis (CKG), meliputi:

a. Skrining perilaku merokok anak dan
remaja usia 10 - 21 tahun di satuan
pendidikan terintegrasi dengan CKG
anak sekolahdankomunitas

b. Skrining PPOK pada penduduk laki-laki
usia>40tahundankankerparupadausia
45-70 tahun yang merokok dan/atau

memilikiriwayat kanker.

2. Penguatan kebijakan pengendalian
konsumsi produk tembakau dan rokok
elektronik amanah PP nomor 28 tahun
2024 melalui:

a. Pembahasan draf Rancangan Per-
aturan Menteri Kesehatan tentang
Pencantuman Pesan dan Peringatan
Kesehatan pada Kemasan Produk

tembakau dan Rokok Elektronik.
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b. Pembahasan pengaturan batas kadar

maksimal nikotin dan tar dikoordinir oleh

Kementerian Koordinator PMK.
.Pembahasan draf rancangan Keputusan

Menteri Kesehatan tentang Penetapan

BahanTambahanyangBerbahaya.

d.PenyusunanPetunjuk TeknisPengawasan

Iklan, Promosi dan Sponsor Produk
Tembakau dan Rokok elektronik diMedia
Sosial Berbasis Digital, Situs Web dan

AplikasiElektronik Komersial.

. Sosialisasi PP No. 28 Tahun 2024
terkait Kawasan Tanpa Rokok bersama
KementerianDalamNegeribekerjasama
denganjejaringpengendaliantembakau

padatanggal12Juni2025

Peningkatan kapasitas penerapan
Kawasan Tanpa Rokok dan advokasi
larangan iklan, promosi dan sponsor
rokok untuk seluruh kabupaten/kota
di Provinsi Banten pada bekerjasama

denganWHO pada11-14Juni2025.

. PenguatanlayananUpayaBerhentiMe-

rokok (UBM) melalui:

a. Meningkatkan kualitas layanan UBM

di Puskesmas dan jumlah minimal
Puskesmas yang memiliki layanan UBM
dari> 40% menjadi> 50% dikabupaten/
kotapadatargetindikatorRenstra2025-
2029.

. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor

TM.04.01/C/417/2025 tentang
Upaya Percepatan Capaian Program
Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok
BagiKesehatan melaluiprogram Skrining
Perilaku Merokok Anak dan Remaja dan
programLayananUBMdiPuskesmas.
Penyusunan konsep Nasihat Singkat
Berhenti Merokok oleh konsultan
berupa buku saku dan leaflet sebagai
upaya peningkatan akses layanan UBM
di Puskesmas terintegrasi dengan alur

layananPuskesmas.

. Keberlanjutan layanan Quitline.INA

Berhenti Merokok, layanan mulai

beroperasibulanJuni2025.

. Penyusunan rancangan Petunjuk Teknis

pemanfaatanDanaBagiHasil CukaiHasil
Tembakau (DBHCHT) untuk penguatan
layanan UBM di daerah dengan Biro
Perencanaan dan Anggaran dan lintas
program di Kemenkes berkoordinasi
dengan Direktorat Jenderal Perimbang-

anKeuanganKementerianKeuangan.
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7. Kolaborasi penguatan implementasi

KTR di daerah melalui Kabupaten/Kota
Sehat (KKS) dan Kabupaten/Kota Layak
Anak (KLA)

8. Penyediaan dukungan anggaran DAK

nonfisik tahun 2025 untuk pengendalian
konsumsi rokok di daerah, berupa pe-
latihan konseling UBM dan follow up
klienlayanan UBM.

Dalam pelaksanaan kegiatan KTR dan UBM
serta upaya pencapaian penurunan perokok
ditemukankendaladanpermasalahanyakni:

1. Belum optimalnya penerapan kebijakan

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Ke-
sehatan dan Peraturan Pemerintah
Nomor28Tahun2024 tentangPeraturan
Pelaksanaan Undang-UndangNomor17
Tahun 2023 tentang Kesehatan bagian
Pengamanan Zat Adiktif berupa Produk
tembakau dan Rokok Elektronik, ter-
utama karena tingginya penolakan dari

sektorindustri.
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2. Masih lemahnya komitmen pemerintah

daerah dalam menetapkan dan mene-
rapkan kebijakan KTR. Sampai dengan
Juni 2025, masih ada 137 kabupaten/
kota belum memiliki Peraturan Daerah
dan 28 kabupaten/kota belum sama
sekali memiliki regulasi KTR. Kepatuhan
penerapan KTR di masing-masing
daerah belum mencapai100% di setiap
tatanan KTR karena belum optimalnya
pengawasan oleh Satuan Tugas

PengawasImplementasiKTR.

. Masih minimnya kabupaten/kota (<

30) yang menerapkan praktik baik
implementasi KTR larangan total iklan,

promosidan sponsorrokok.

. AplikasiSehatIndonesiaku (ASIK) belum

optimal menyediakan data capaian

skrining PTM dan faktorrisiko PTM

. Sistem pencatatan pelaporan melalui

aplikasi mobile KTR tidak dapat
digunakan sejak awal Januari 2025
dikarenakan perlu update dan tidak
ada biaya pemeliharaan, sedangkan
Dashboard eMonev KTR tidak dapat
digunakan sejak 5 Mei 2025 karena ter-

indikasiterkena serangancybercrime.
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6. Sistem pencatatan pelaporan layanan

UBMyang semulamenggunakan Sistem
Informasi PTM tidak beroperasi lagi
dan sistem cadangan melalui formulir
offline di aplikasi ASIK belum disediakan
dashboard-nya.

. Kurangnya anggaran untuk operasional

layanan Quitline sehingga layanan baru

dimulaibulanJuni2025.

. Masifnya iklan, promosi dan sponsor

produk tembakau dan rokok elektronik
di berbagai media yang menargetkan
anak dan remaja sebagai konsumen

masadepan.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan

sebagaiberikut:
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1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
kepada kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, organisasi profesi,
akademisi, tokoh/pemuka agama,
tokoh masyarakat, para pemerhati
pengendalian tembakau dan para
stakeholder sesuai kewenangan

kementerian/lembaga terkait.

2. Melanjutkan proses penyusunan

dukungan regulasi dalam rangka im-
plementasi PP Nomor 28 Tahun 2024

berupa:

. Melakukan pembahasan lanjutan RPMK

pencantuman pesan dan peringatan
kesehatan pada kemasan produk

tembakaudanrokok elektronik.

. Finalisasi Petunjuk Teknis Pengawasan

Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor
Produk Tembakau dan Rokok Elektronik
di Media Sosial Berbasis Digital, Situs
Web dan Aplikasi elektronik Komersial

danpenetapanKepmenkes.

. Melakukan kajian bahan tambahanyang

berbahaya pada produk tembakau dan
rokok elektronik dan ditetapkan melalui

Kepmenkes.

Melakukan advokasi dan sosialisasi
penetapan regulasi KTR di empat
kabupaten/kota yang sama sekali
belum memiliki regulasi KTR atau
memerlukan pendampingan proses
Rancangan Peraturan Daerah KTR pada

bulan Juli-Oktober2025.
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4.

Peningkatan kapasitas penerapan
Kawasan Tanpa Rokok dan advokasi
larangan iklan, promosi dan sponsor
rokok untuk seluruh kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama

dengan WHO padabulanJuli2025.

Melakukan uji coba draf Buku Saku
Nasihat Singkat Berhenti Merokok
kepada tenaga kesehatan Puskesmas
dan praktik uji coba pemberian Nasihat
Singkat Berhenti Merokok terintegrasi
dengan alur layanan Puskesmas di
empat lokasi, yaitu Provinsi DKl Jakarta,
Kota Surabaya(Jawa Timur), Kota Bekasi
danKotaDepok (JawaBarat) padabulan
Juli2025.

6. Melakukanpeningkatanfiturpencatatan

dan pelaporan implementasi KTR
melalui eMonev KTR berbasis web mau-
pun aplikasi menyesuaikan dengan
pengaturan PP Nomor 28 tahun 2024
bekerja sama dengan WHO pada bulan
Juli-Desember2025.

. Melakukan monitoring evaluasilayanan

UBM di enam kabupaten/kota yang
belum mencapai > 50% Puskesmas
menyelenggarakan layanan UBM pada

bulan Agustus-November2025.
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8. Pelibatan anak dan remaja di wilayah

Provinsi DKI Jakarta dalam kampanye
generasi muda sehat tanpa rokok
bekerja sama dengan WHO, UNICEF
dan jejaring pengendalian tembakau

padabulanJuli2025.

. Penyusunan peta jalan pengendalian

dampak konsumsi tembakau terhadap
kesehatan menyesuaikan PP Nomor
28 tahun 2024 dan target RPJMN serta
Renstra2025-2029.

Revisi Petunjuk Teknis KTR
menyesuaikan kebijakan baru sesuai
PP Nomor 28 tahun 2024 pada bulan
September-Desember2025.

11. Melakukan uji coba farmakoterapi

layanan UBM bersama organisasi
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
(PDPI) di 10 Puskesmas di Provinsi DKI
JakartadanKotaBogor,JawaBaratpada

bulanSeptember-Desember2025.
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3.1.13 Jumlah Kabupaten/
Kota Sehat

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan
suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih,
nyaman,aman,dansehatuntukdihunipenduduk,
yang dicapai melalui terselenggaranya
penerapan semua tatanan dengan kegiatan
yang terintegrasi yang disepakati masyarakat
danpemerintah daerah. Pendekatan Kota Sehat
pertama kali dikembangkan oleh WHO di Eropa
padatahun1986 sebagaistrategimenyongsong
Ottawa Charter dengan penekanan bahwa
status kesehatan masyarakat dapat dicapai dan
berkesinambungan jika semua aspek sosial,
ekonomi, lingkungan, dan budaya diperhatikan.
Oleh karenaiitu, konsep Kota Sehat tidak hanya
memfokuskan kepada pelayanan kesehatan
yanglebihditekankankepadasuatupendekatan
kondisi sehat dan problem sakit saja, tapi
kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi
kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun
rohani. Indonesia telah mengimplementasikan
pendekatanKKSsejaktahun2005dengandasar
pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun
2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang
Penyelenggaraan KKS. Penyelenggaraan KKS

juga menjadi salah satu strategi kesehatan

nasional dalam pembudayaan perilaku hidup
sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2020-
2024 bidangkesehatan.

Definisi operasional KKS pada Renstra
Tahun 2020-2024 adalah kabupaten/kota
yang melaksanakan seluruh tatanan, memiliki SK
Tim Pembina, memiliki SK forum, rencana kerja
dan mempunyailaporan hasil verifikasi oleh tim
pembina tingkat provinsi. Capaianindikator KKS
dihitung dari jumlah kabupaten/kota yang telah
memenuhikriteriapenyelenggaraan KKS.

Capaian indikator KKS pada tahun 2024
sebanyak 422 kabupaten/kota dan telah
melampaui target yang ditetapkan sebanyak
420 kabupaten/kota sehingga capaian
kinerja KKS terhitung sebesar 100,48%. Pada
Tahun 2025, setelah disahkannya Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, indikator
Kabupaten/Kota Sehat yang semula pada
tahun 2022-2024 sebagai Indikator Sasaran
Strategis (ISS) berubah menjadilndikatorKinerja
Program (IKP) di RPJMN 2025-2029 dengan
penyesuaiandalamdefinisioperasionaldancara
perhitungan. Dengan menggunakan definisi
operasional dan cara perhitungan yang lama
dalam Renstra 2020-2024 capaian indikator
jumlah Kabupaten/Kota Sehat sebanyak 422
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kabupaten/kotadaritarget420kabupaten/kota
atau dengankinerja100.5%. Bila dibandingkan
dengan target dan capaian tahun 2020-2025

sebagaiberikut:

yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar
182 kabupaten/kota dengan capaian sampai
Semester | Tahun 2025 sebesar 10 kabupaten/
kota atau sebesar 5.49%. Adapun kabupaten/

Grafik 3.37
Targetdan CapaianJumlah Kabupaten/Kota Sehat
Tahun2020-Semester|Tahun2025
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Definisi operasional jumlah Kabupaten/
Kota Sehat pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan
draft Renstra Tahun 2025-2029 mengalamipe-
rubahan dari definisi operasional sebelumnya.
Yakni kabupaten/kota dengan capaian nilai
minimal 70% untuk setiap tatanan KKS, dengan
cara perhitungan jumlah kumulatif kabupaten/
kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk
setiap tatanan Kabupaten Kota Sehat (KKS).

Dengan definisi operasional yang baru ini target
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kota yang telah mencapai berasal dari Provinsi
Sumatera Barat, yaitu KabupatenPesisir Selatan,
Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten
Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya,
Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota

Payakumbuh danKotaPariaman
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Berbagai kegiatan dilakukan untuk men-

capaitargetindikatorantaralain:

1. Pertemuan koordinasi dengan seluruh
Tim Pembina KKS dan Forum KKS di
semua tingkatan dengan beberapa
agenda antara lain evaluasi pencapaian
penyelenggaraan KKS serta monitoring
dan evaluasi implementasi KKS melalui
penilaianPenghargaan SwastiSaba;

2. Workshop peningkatan kapasitas
advokasidanverifikasi penyelenggaraan
KKS bagi Tim Pembina KKS Tingkat
Provinsi;

3. Workshop peningkatan kapasitas
self assessment dan pengembangan
kegiatan pendukung KKS bagi Tim
Pembina KKS tingkat kabupaten/kota
danForumKKS;

4.Penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden tentang Penyelenggaraan KKS
sebagai revisi dari Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan tentang Penyelenggaraan
KKS sebagai penguatan dan perluasan
payung hukum bagi penyelenggaraan
KKS;

5.Pengembangan sistem informasi
berbasis teknologi informasi sebagai
upaya dalam monitoring dan evaluasi

penyelenggaraanKKS.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan
beberapa faktor penghambat pencapaian
targetantaralain:

1. Masih terdapat perbedaan interpretasi
dalam menerjemahkan definisi
operasional indikator di daerah yaitu
antara penyelenggaraan KKS dengan
Penghargaan SwastiSaba;

2.Belum semua pemerintah daerah
memahami pendekatan KKS ini
sebagai salah satu kendaraan dalam
mengevaluasi pembangunan kesehatan
di daerah sehingga pendekatan KKS
ini belum menjadi prioritas untuk
mendapatkandukungan sumberdaya;

3. Belum optimalnya mekanisme moni-
toring dan evaluasi penyelenggaraan

KKS dipusat.

Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan maka alternatif solusiyang dapat
dilakukanadalah:

1. Optimalisasi sosialisasi dan koordinasi
terkait penyelenggaraan KKS kepada
seluruh Tim Pembina KKS dan Forum KKS
disemuatingkatan;

2. Melakukanadvokasikepadapemerintah
daerah yang belum menyelenggarakan

KKS melibatkanmitrapembangunan;
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3. Monitoring dan evaluasi secara berkala

terhadap pencapaianindikator KKS.

3.1.14 Persentase
Kabupaten/Kota dengan
SPA Puskesmasyang
Memenuhi Standar

Pusat Kesehatan Masyarakat atau
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif
di wilayah kerjanya. Seperti termuat dalam
Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
2019 dinyatakan bahwa adanya keharusan
bagi puskesmas untuk memenuhi standar
sarana, prasarana dan alat kesehatan yang
dinyatakan dalam persyaratan pendirian dan
pengembangan suatu Puskesmas. Sebagai
tindak lanjutnya dalam permenkes tersebutjuga
mengisyaratkan adanya suatu kewajiban untuk
melakukan upaya pemeliharaan, perawatan
dan pemeriksaan secara berkala bagi sarana,
prasarana dan alat agar tetap layak pakai dan
fungsi. Melalui upaya tersebut Puskesmas

diharapkan mampu memberikan pelayanan
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yang lebih baik dan bermutu untuk masyarakat
melalui kesiapan sarana prasarana dan alat
kesehatan yang memenuhi standar pelayanan,
keamanan, keselamatandankesehatankerja.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan
tersebut juga dinyatakan bahwa persyaratan
peralatan telah terpenuhi paling sedikit 60%
juga dinyatakan bahwa adanya keharusan
bagi Puskesmas untuk memenuhi standar
sarana, prasarana dan alat kesehatan yang
dinyatakan dalam persyaratan pendirian dan
pengembangan suatu Puskesmas. Gambaran
terkait pemenuhan sarana prasarana dan alat
kesehatan dapat dilihat pada data ASPAK
yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi
sesungguhnya terkait SPA di Puskesmas
tersebut. Selanjutnya untuk menjamin
keterpenuhan sarana, prasarana dan alat
kesehatan bagi puskesmas diperlukan evaluasi
terhadap pemenuhan yang sudah dilakukan.
Melalui upaya tersebut diharapkan adanya
gambaran yang jelas mengenai situasi dan
kondisi sarana prasarana dan alat kesehatan
yang ada di Puskesmas. Mengingat jumlah
Puskesmas yang cukup besar, maka dibutuhkan
evaluasi yang detail untuk dapat menkonfirmasi
kondisi SPA yang ada di tiap Puskesmas. Dalam
melakukan evaluasi tersebut Kementerian
Kesehatanbersama-samadenganlintas sektor/

kementerian/lembaga memberikan dukungan
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kepada daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dalam bentuk koordinasi dan

konsultasi.

Puskesmas yang baru didirikan dan /atau belum memilikiizin
operasional, untuk mendapatkanizin operasional pertama kali

dapat memenuhi persyaratan peralatan paling

sedikit 60% (enam puluh persen)
Perkemenkes No. 43 Tahun 2019

1. Definisi Operasional

Definisi operasional indikator adalah
persentase kabupaten/kota dengan rata-rata
pemenuhan SPA puskesmas diwilayahnya

minimal 60% sesuaidengandata ASPAK.

2. CaraPerhitungan

Jumlah kabupaten/kota dengan rata-rata
pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan
(SPA)Puskesmasminimal60%berdasarkandata
ASPAK dibagitotaljumlah kabupaten/kota dikali
100. Caramelakukanperhitunganpadaindikator
ini adalah dengan menghitung kabupaten/kota
yang rata-rata SPA di puskesmas mencapai
nilai minimal 60% berdasarkan data ASPAK
kemudian dibagi dengan jumlah kabupaten/
kota diindonesia sebesar 514 kabupaten/kota

dikalikan100%.

3. Rencana Aksi yang Dilakukan Untuk
MencapaiTarget

a. PelaksanaKegiatan
Penanggung jawab dari indikator ini
adalah Tim Kerja Sarana Prasarana
FasyankesPrimer

b. Metode Pelaksanaan
Pencapaian indikator Persentase
kabupaten/kota, dengan SPA puskes-
mas yang memenuhi standar dengan
cara mengolah data pemenuhan SPA
PuskesmasdariASPAK

c. JenisKegiatan
Jenis Kegiatan untuk dapat mencapai
target indikator Persentase kabupaten/
kota, dengan SPA puskesmas yang me-

menuhistandardilaksanakanmelalui:

Jumlah kabupaten/kota denganrata-ratapemenuhan Sarana, Prasarana,
Alat Kesehatan (SPA) puskesmas minimal 60% berdasarkan data ASPAK

x100%

Total Jumlah kabupaten/kota (514 kabupaten/kota)*
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1) PembinaandanPengawalanPemenuhan
SPAPuskesmas
Kementerian kesehatan melakukan upaya
pemenuhan SPA puskesmas melalui alokasi
DAK. Untuk mendukung hal tersebut pelu
dilakukan pembinaan dan pengawalan yang
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau
KL lain sehingga proses dapat berjalan sesuai
targetyangdiharapkan.
a.Pendampingantahap awal
Tahapan ini dilakukan secara daring
melalui Zoom dan dilakukan sebagai
kegiatan persiapan. Tujuan dari kegiatan
ini adalah mempersiapkan segala
sesuatu terkait kegiatan pembinaan
dan pengawalan antara lain penyusunan
SK tim dan mengidentifikasi daerah-
daerah yang mengalami kendala dalam
hal proses pemenuhan SPA melalui
DAK, penentuan jadwal kegiatan serta
penyusunaninstrumenpendukung.
b.Pendampingantahapl
Merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk memberi dukungan kepada
daerah dalam pemenuhan persyaratan
penarikan DAK tahap | sampai dengan
batas waktu 21 Juli. Dilakukan dengan
cara Zoom terhadap seluruh target dan
kunjunganlapangan padalokasitertentu

dengan tujuan untuk memastikan bahwa
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semua daerah sudah dapat memenubhi
persyaratan penyaluran. Persyaratan
tersebut antara lain Perda APBD tahun
anggaran berjalan, laporan realisasi
penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang
telah direviu APIP, rencana kegiatan
yang telah disetujui oleh kementerian/
lembaga teknis dan daftar kontrak

kegiatan.

c.Pendampingantahapl|

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi
dukungan kepada daerah dalam
pemenuhan persyaratan penarikan DAK
tahap Il sampai dengan batas waktu 21
Oktober, melakukan evaluasi terkait
progres pelaksanaan pemenuhan SPA
serta mengidentifikasi permasalahan-
permasalahan yang menjadi kendala
dalam pelaksanaan tersebut. Kegiatan
dilakukan dengan cara Zoom terhadap
seluruh target dengan tujuan untuk
memastikan bahwa semuadaerah sudah
dapatmemenuhipersyaratanpenyaluran
serta kunjungan lapangan pada lokasi
yang terkendala. Persyaratan tersebut
antara lain Perda APBD tahun anggaran
berjalan, laporan realisasi penyerapan

dana dan capaian output kegiatan DAK
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Fisik TA sebelumnya yang telah direviu
APIP, rencana kegiatan yang telah
disetujui oleh kementerian/lembaga
teknisdandaftarkontrak kegiatan.
d.Pendampingantahaplli

Merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk memberi dukungan kepada
daerah dalam pemenuhan persyaratan
penarikan DAK tahap Ill sampai dengan
batas waktu 15 Desember, melakukan
evaluasi terkait progres pelaksanaan
pemenuhan SPA serta mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan yang
menjadi kendala dalam pelaksanaan
tersebut. Kegiatan dilakukan dengan
cara zoom terhadap seluruh lokus
penerima DAK dengan tujuan untuk
memastikan bahwa semua daerah
sudah dapat memenuhi persyaratan
penyaluran tahap akhir serta kunjungan
lapangan pada lokasi yang terkendala.
Persyaratan tersebut antara lain Perda
APBD tahun anggaran berjalan, Laporan
realisasi penyerapan dana dan capaian
outputkegiatan DAKFisik TAsebelumnya
yangtelahdireviuAPIP,RencanaKegiatan
yang telah disetujui oleh kementerian/
lembaga teknis dan daftar kontrak

kegiatan.

2) Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan
SPA sesuai Standar Puskesmas
Upaya pemenuhan SPA dilakukan
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD dan
dana pendukung lainnya. Selanjutnya untuk
meningkatkan mutu SPA Puskesmas yang
sudah dipenuhi tersebut perlu dilaksanakan
juga kegiatan monitoring dan evaluasi serta
bimbingan teknis di fasilitas pelayanan
kesehatan.Melaluikegiatantersebutdiharapkan
akses dan mutu pelayanan Kesehatan dapat
ditingkatkan. Maksud kegiatan monev
pemenuhan SPA di FKTP adalah untuk menjamin
pemenuhan standar sarana prasarana dan alat
kesehatan (SPA) Puskesmas agar pelayanan
Kesehatan di puskesmas dapat sesuai dengan
standar. Kegiatan Monitoring dilakukan dengan
tahapansebagaiberikut:
a.Persiapan
Dilakukan secara daring, bertujuan
untuk melakukan persiapan monev
pemenuhan SPA melalui data ASPAK.
Kegiatan persiapan tersebut antara
lain penyusunan SK, penentuan jadwal
kegiatan, penentuan metode kegiatan
dan penyusunan instrumen pendukung.
Kegiatan ini dilakukan dengan
melibatkan Dinas Kabupaten/Kota dan

DinkesProvinsi.
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b. Analisis Data ASPAK

Dilakukan secara hybrid yang
dilaksanakan di Kementerian Kesehatan.
Peserta pada pertemuan ini adalah Staf
Direktorat Fasyankes, lintas program
terkait ASPAK serta narasumber dengan
melibatkan lintas sektor yang terkait
dengan ASPAK. Pertemuan ini juga
melibatkan Dinkes Dinas Kabupaten/

Kotadan Dinkes Provinsi.

. KroscekData ASPAK

Merupakan perjalanan Dinas ke Daerah
untuk melakukan kroscek terhadap
kebenaran data SPA yang ada di ASPAK.
Kegiatan ini dilakukan tiap tiga bulan
setelah dilakukan analisis terhadap data

ASPAK.

. PenyampaianHasil EvaluasiPemenuhan

SPA

Merupakan pertemuan yang dilakukan
secara daring yang bertujuan
untuk menyampaikan hasil evaluasi
pemenuhan SPA pada triwulan berjalan.
Peserta pada pertemuan ini adalah staf
Direktorat Fasyankes, lintas program
dengan melibatkan narasumber yang

terkaitdengan ASPAK.
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3) Koordinasi Pemenuhan SPA di
Puskesmas

Untuk mendukung pemenuhan SPA
melalui DAK tahun 2024 perlu diselenggarakan
koordinasi bagi seluruh penerima DAK sebagai
upaya peningkatan kemampuan daerah untuk
melaksanakan kegiatan pemenuhan secara
tepat, cepatdansesuaidenganaturan. Kegiatan
Koordinasi Pemenuhan SPA di Puskesmas
dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan
evektivitas pelaksanaan kegiatan pemenuhan
standar SPAdiPuskesmas.

Kegiatan ini termasuk kegiatan yang
direvisi karena perubahan arah kebijakan
program di Kementerian Kesehatan yaitu terkait
Transformasi Sistem Kesehatan, kegiatan
ini terdiri dari beberapa kegiatan. Targetnya
adalah penerima alokasi DAK Fisik Dasar tahun
2024 yaitu 514 Dinkes Kabupaten/Kota dan 38
provinsi. Kegiatantersebutmeliputi:

a.KoordinasidiPusat
Dilakukan secara online yang bertujuan
untuk melakukan koordinasi dengan
semua unit yang terkait dengan
pemenuhan SPAmelalui DAK.
b.KoordinasidiDaerah
Dilakukan secara hybrid dengan
melibatkan seluruh unit yang terkait pe-
laksanaan pemenuhan SPA Puskesmas

melalui DAK. Pelaksanaan kegiatan
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koordinasi tersebut dilaksanakan
denganmetode hybrid(daringdanluring)
dengan peserta yang berasal dari Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/

Kota.

Berbagai kegiatan dilakukan untuk
mencapaitargetindikatorantaralain:

1) Melakukan Monitoring Supervisi
Pembangunan Infrastruktur Puskesmas
PrototipeModern

a.PelaksanaanMonev SecaraDaring

Kegiatan moitoring dan evaluasi
dilakukan dengan pertemuan secara
daring, dengan Dinas Kabupaten/
Kota terkait pembangunan Puskesmas
bersumber DAK. Pertemuan ini untuk
mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi oleh daerah dalam proses
pembangunan Puskesmas. Dalam
pertemuaninimenghadirkanlintassektor
antara lain dari Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri, dan lintas

programsebagainarasumber.

Gambar 3.4

Monitoring SupervisiSecara
DaringPembangunan
Infrastruktur Puskesmas
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b. Pelaksanaankunjunganlangsungke

lokasipembangunan

Pada kegiatan ini tim teknis Direktorat
Fasyankes melakukan pendampingan
dan supervisi ke lokasi pembangunan
Puskesmasberdasarkanhasilidentifikasi
pada pertemuan daring. Melibatkan
lintas program dari Biro Perencanaan
Kemenkes, Setditjen Yankes, serta
Dinkes Provinsi. Dalam kegiatan ini
tim teknis Kemenkes meninjau lokasi
pembangunan, kesiapan lahan,
kesesuaian perencanaan daerah
dengan juknis dan Permenkes terkait,
serta memberikan arahan serta
bimbingan terkait proses pelaksanaan

pembangunan.

2) Memberikan Pembinaan dan
Pengawalan Pukesmas dalam Rangka Pem-
bangunan Infrastruktur Prototipe Puskesmas
Modern melaluiAnggaran DAK

a.Pendampingan SecaraDaring

Kegiatan ini merupakan pertemuan
koordinasi dengan sasaran kabupaten/kota
penerimaDAKtahun2024yangdilakukansecara
daring. Tujuan kegiatan untuk mengidentifikasi
permasalahan dilokasi prioritas pembangunan
Puskesmas di kecamatan tanpa Puskesmas.
Pertemuan ini melibatkan lintas program yaitu
dariBiro Perencanaan, Ditjen TenagaKesehatan,
Setditjen Yankes, dan lintas sektor seperti dari
Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas, serta
Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
menjadi lokasi pembangunan Puskesmas di

kecamatantanpaPuskesmas.

Gambar3.5

Kunjungan Langsung ke Lokasi Pembangunan
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4.PencapaianKinerja Gambar3.7
Gambar3.6

Berikut tabel realisasi tahun 2024 untuk Pendampingan dan Supervisike Lokasi Pembangunan Pembangunan Puskesmas

Pendampingan SecaraDaring indikator persentase kabupaten/kota diKecamatan tanpaPuskesmas
dengan SPA puskesmas yang memenuhi
standar:

a. Analisis PencapaianKinerja
Capaian tahun 2024 adalah sebanyak

— 514 kabupaten/kota (100%) memiliki

B Puskesmas sesuai standar. Angka ini
' § diperoleh dari data ASPAK akhir bulan
: Desember 2024 dengan menghitung

persentase kabupaten/kota dengan

SPApuskesmasyangmemenuhistandar,

b.Kunjunganke Lapangan

sebanyak 514 kabupaten/kota telah
Pada kegiatan ini tim teknis Direktorat

memiliki sarana, prasarana dan alat
Fasyankes melakukan pendampingan

kesehatan sesuai standar atau sebesar
dan supervisi ke lokasi pembangunan

100% pencapaian target diharapkan

Puskesmas di kecamatan tanpa

dapat tercapai mengingat sudah
Puskesmasberdasarkan hasilidentifikasi

dilakukan berbagi Upaya salah satu nya
pada pertemuan daring. Kegiatan

dengan pemenuhan SPA di Puskesmas Tabel3.14
,elibatkan lintas program dari Biro

baik melalui DAK atau sumber dana

Perencanaan Kemenkes, Setditjen . . . . Indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan SPA Puskesmas yang Memenuhi Standar
lainnya (hibah) dan juga dilakukan

Yankes, serta Dinkes provinsi. Dalam

pendampingan pengisian ASPAK yang RealisasiKinerja
kegiatan ini tim teknis Kemenkes oaikdanb Indikator Kineri

aikdanbenar. naikator Kinerja i o i
meninjaulokasi pembangunan, kesiapan Target Realisasi % Realisasi

2024 2024
lah k i
ahan, kesesualan perencanaan Persentase kabupaten/kota 100 100 100
daerah dengan juknis dan permenkes dengan SPA Puskesmasyang
memenuhistandar.

terkait, memberikan arahan serta

bimbingan terkait proses pelaksanaan

pembangunan.
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Seluruh dari 514 kabupaten/kota telah
memiliki Puskesmas dengan ketersediaan
sarana, prasarana, dan alat kesehatan di atas
60%, hal inimenunjukkan bahwa bahwa seluruh
wilayah administratif Indonesia telah memiliki
setidaknya satu Puskesmas yang memenuhi
standar minimal SPA, mendukung upaya
pemerataan akseslayanankesehatandasar.

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
inidengantahunlaludanbeberapatahunterakhir

terlihat dalam grafikberikut:

Grafik3.38

Realisasi kinerja indikator persentase
kabupaten/kota dengan SPA Puskesmas yang
memenuhi standar menunjukkan tren yang
sangatpositif selamaperiode2022-2024.Pada
2022, capaian sebesar 73% telah melampaui
target64%.Tahun2023 menunjukkankelanjutan
capaian positif denganrealisasi 81% dari target
80%. Puncaknya, pada 2024 target 100%
berhasil dicapai sepenuhnya. Artinya, seluruh
514 kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki
Puskesmas dengan ketersediaan sarana,

prasarana,danalatkesehatandiatas 60%.

Persentase Kabupaten/kotadenganRata-rataPemenuhan
SPA Puskesmas diWilayahnya

Persentase Kabupaten/kota dengan Rata-rata
Pemenuhan SPA Puskesmas di Wilayahnya

80

2022 2023

B Target

81

100 100

2024

B Capaian
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Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan
beberapa faktor penghambat pencapaian
targetantaralain:

1. Beberapa puskesmas yang baru te-
registrasi belum dapat mengisi data SPA
padaASPAKdenganbaikdanbenar.

2. Puskesmas belum melakukan
pengisian SPA perolehan tahun
sebelumnya ke ASPAK hal ini disebabkan
karena masih ada daerah yang belum
menyelesaikanproses serahterima.

3. Masih ada puskesmas yang belum
melakukan update SPA pada ASPAK
terkait kondisi SPA.

Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan maka solusi yang dapat
dilakukanadalah:

1. Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota melakukan
pendampingan ke Puskesmas dalam
pengisian data SPA ke ASPAK dengan
baikdanbenar.

2. Mendorong faskes untuk melakukan
update pada aplikasi ASPAK, melakukan
persuratan ke seluruh fasyankes, Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi
terkait update data ASPAK dan validasi
data ASPAK.
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3. Melaksanakan peningkatan
kompetensi tentang pengisian dan
validasi ASPAK yang baik dan benarbagi
petugas ASPAK puskesmas dan Dinas
KesehatanKab/Kota.

Berikut analisis terhadap faktor-faktoryang
memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan,
serta peningkatan atau penurunan kinerja
dalam pelaksanaan program. Analisis melalui
pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, and Threats) pada masing-

masingunsurpembentukindikator:
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Tabel 3.15
Indikator Analisis melaluiPendekatan SWOT
Strengths Weaknesses Opportunities Threats
(Kekuatan) (Kelemahan) (Peluang) (Ancaman)
Pendampingan BeberapaPuskesmas Peningkatanliterasi Ketergantungan

aktif dariDinas
KesehatanProvinsi
danKabupaten/
Kotakepada
Puskesmasdalam
pengisiandata
ASPAK.

barubelummampu
mengisidata SPA
secarabenardan
lengkap di ASPAK.

digital petugas
danpemanfaatan
sisteminformasi
yang makinmeluas
difasyankes.

padakesiapan
administratif
(misalnyaserah
terima) yang dapat
memperlambat
proses pengisian
data.

Adanyainisiatif DataSPAtahun

Pemanfaatanforum

Kualitasdata

pelatihandan sebelumnyabelum koordinasiregional ASPAKyangbelum
peningkatan diinputkarenaproses ataunasionaluntuk merataberisiko
kompetensibagi serahterimaaset berbagipraktik baik menurunkan akurasi
petugas ASPAK yangbelumselesaidi pengisian ASPAK. pemetaan SPA
diPuskesmasdan beberapadaerah. nasional.

Dinas Kesehatan.

Dinaskesehatan Masihterdapat Dukungan Pergantian
melakukan puskesmasyang kebijakan daripusat petugas atauSDM
komunikasi aktif belum melakukan untukmendorong dipuskesmas
melaluisuratedaran update kondisi SPA digitalisasidan tanpapelatihan
kepadaseluruh terbarudi ASPAK. validasidata lanjutandapat
fasyankesdan kesehatan primer. menyebabkan
pemerintahdaerah stagnasiinputdata.

me

Analisis program/kegiatan yang

nunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaiankinerjayakni sebagaiberikut:
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1. Adanya dukungan dari lintas program,
organisasi profesi, lembaga terkait
lainnya berupapendampingan teknis.

2. Advokasi dan sosialisasi yang terus
menerus padapimpinandinaskesehatan

daerah dalam setiap pertemuan
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dan kunjungan tentang pentingnya
pengisian data ASPAK, pelaksanaannya
berupa pemantauan data ASPAK dan
memberikan laporan data ASPAK

terutamauntukdaerahyangnilaikumulasi

SPAnyamasihdibawah 60%.

3. Adanya keterikatan pengisian data

ASPAK denganpengusulananggaran

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
berdasarkan Oganisasi dan Tata Kelola
Kementerian Kesehatan terbaru, maka indikator
ini berpindah pengampuan di Direktorat

Pelayanan Kesehatan PrimerdanKomunitas.

3.1.15 Persentase
Kabupaten/Kota dengan
Puskesmas yang Memiliki
Ketersediaan Obat Sesuai
Standar

Penyediaan obat di sektor publik
dilaksanakan secara konkuren antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintahpusatmengambilperanmemastikan
bahwa pasokan obat program kesehatan dan
stok penyangga (buffer stock) memadai, serta
memastikan keamanan, efikasi dan kualitasnya.
Salah satu tolak ukur penting dalam menilai
keberhasilan transformasi sistem kesehatan
nasional adalah memastikan akses masyarakat

terhadap obat-obatan esensial. Ketersediaan

obat di fasilitas pelayanan kesehatan terutama
puskesmas sangat penting untuk menjamin
pelayanan kesehatan yang optimal, terutama di
daerah-daerahyangjauh darifasilitas kesehatan

lanjutan.

Indikator ini mengukur persentase
kabupaten/kota di mana puskesmas memiliki
ketersediaanobatindikatordengantujuanuntuk
memastikan ketersediaan obat yang merata di
seluruhwilayahdanmengurangiangkakesakitan
dan kematian yang dapat dicegah melalui
pengobatanyangtepatwaktudantepatjumlah.

Definisi operasional indikator adalah
persentase kabupaten/kota yang memiliki
minimal 80% puskesmas dengan ketersediaan
minimal 80% dari 40 item obat indikator pada
saatdilakukanpemantauan.

Cara perhitungan indikator adalah jumlah
kabupaten/kota yang memiliki minimal 80%
puskesmas dengan ketersediaan minimal
80% dari 40 item obat indikator dibagi jumlah
kabupaten/kota yang melapor dikali seratus

persen.

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 80% puskesmas
dengan ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator

jumlah kabupaten/kota yang melapor
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Tabel 3.16

Target, Realisasidan CapaianIndikatorPersentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas
yangMemilikiKetersediaan Obat Sesuai Standar

RealisasiKinerja

Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian
2025 Smt12025 Smt12025
Persentase kabupaten/kotadengan 92% 92,34% 100,37%

Puskesmas yang memilikiketersediaan
obat sesuaistandar

1. Analisis Pencapaian Indikator

Salah satu strategi dalam mewujudkan
pelayanan kesehatan primer yang
komprehensif dan berkualitas adalah
melalui pemenuhan obat. Upaya yang
telah dilakukan salah satunya dengan
pemantauan obat untuk menjamin
pemenuhanobatterlaksanadenganbaik
yakni dilakukan terhadap 40 item obat
esensialyangharustersediadipelayanan
kesehatan dasar. Obat-obat tersebut
merupakan obat pendukung program
tuberkulosis, malaria, kesehatan ibu
dan anak, gizi, serta obat pelayanan
kesehatan dasar esensial yang terdapat
di dalam Formularium Nasional. Daftar
obat indikator dapat dilihat pada tabel
3.17 berikut:

Pada tahun 2023, realisasi indikator
persentase kabupaten/kotadenganPuskesmas
yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar
memiliki target sebesar 90% dan realisasi
sebesar 90,59%, sehingga capaian yang
diperoleh sebesar100,66%. Pada tahun 2024,
realisasi indikator persentase kabupaten/kota
dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan
obat sesuai standar sebesar 92,34%, dengan
capaiansebesar100,37%.

Realisasi indikator di tahun kelima Renstra
menunjukkan hal yang positif karena telah
melampaui target periode akhir tahun Renstra
2020-2024 yakni 92%. Realisasi dan capaian
indikator di semester | tahun 2025 ini masih
sama denganrealisasi dan capaian diakhirtahun
2024 karena indikator kinerja program ini akan
digantikan denganindikator yang komprehensif

dan relevan di dalam Rencana Induk Bidang

190 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

Tabel 3.17
Daftar ObatIndikator
No Nama Obat Bentuk Sediaan
1 Albendazol/Pirantel Pamoat Tablet
2 Alopurinol Tablet
3 Amlodipin/Kaptopril Tablet
4 Amoksisilin500 mg Tablet
5 Amoksisilinsirup Botol
6 Antasidatablet kunyah/antasida suspensi Tablet/Botol
7 Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCI) Tablet
8 Asam Askorbat (VitaminC) Tablet
9 Asiklovir Tablet
10 Betametasonsalep Tube
1 Deksametasontablet/deksametasoninjeksi Tablet/Vial/Ampul
12 Diazepaminjeksi5mg/mi Ampul
13 Diazepam Tablet
14 Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin Tablet
15 Difenhidramininj. 10 mg/ml Ampul
16 Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagaiHCI) Ampul
17 Fitomenadion (Vitamin K) injeksi Ampul
18 Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) Tablet
19 Garam Oralit serbuk Kantong
20 Glibenklamid/Metformin Tablet
21 Hidrokortisonkrim/salep Tube
22 Kotrimoksazol (dewasa) kombinasitablet/ Tablet/Botol
Kotrimoksazol suspensi
23 Ketokonazoltablet200 mg Tablet
24 Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet4mg Tablet
25 Lidokaininj Vial
26 Magnesium Sulfatinjeksi Vial
27 Metilergometrin Maleatinjeksi 0,200 mg-1ml Ampul
28 Natrium Diklofenak Tablet
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No NamaObat Bentuk Sediaan
29 OATFDCKat1 Paket
30 Oksitosininjeksi Ampul
31 Parasetamol sirup120mg/5ml Botol
32 Parasetamol 500 mg Tablet
33 Prednison5mg Tablet
34 Retinol100.000/200.0001U Kapsul
35 Salbutamol Tablet
36 Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik Tube
37 Simvastatin Tablet
38 Tablet Tambah Darah Tablet
39 VitaminBé6 (Piridoksin) Tablet
40 Zinc20mg Tablet

Kesehatan (RIBK) atau Rancangan Renstra Tahun
2025-2029 yakniindikator persentase fasilitas
kesehatan yang memiliki obat, vaksin, dan

BMHP sesuaistandar. Hingga saatini, belumada

standar nasional/internasional yang dijadikan

Grafik 3.39

Target, Realisasi
danCapaian
Indikator Persentase
Kabupaten/Kota
denganPuskesmas
yang Memiliki
Ketersediaan Obat
Sesuai Standar
Semester1Tahun
2025
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benchmarkterkait “Persentase kabupaten/kota
dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan
obat sesuaistandar”. Sepertiterlihat pada grafik

berikut:

Target [ Realsasi [ Capakan

6]

2023 2024 Semester | 2025

Sumberdata: Direktorat Jenderal Farmasidan Alat Kesehatan
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Capaian tertinggi persentase kabupaten/
kota dengan puskesmas yang memiliki
ketersediaan obat sesuai standar pada tahun
semester 1 tahun 2025 yakni sebesar 100%
yang dicapaioleh 24 (dua puluh empat) provinsi
antara lain Provinsi Papua Pegunungan, Papua
Selatan, Papua, Gorontalo, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan
Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan
Selatan. Kemudian Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Bali, Jawa Timur, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten,
DKl Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera
Barat. Namun, masih terdapat provinsi dengan
capaian persentase kabupaten/kota dengan
puskesmas yang memiliki ketersediaan obat
sesuai standar di bawah target nasional yaitu
Provinsi Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara
Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat,
Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sumatera
Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku
danPapuaTengah

Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan
kabupaten/kota dengan puskesmas yang
memiliki ketersediaan obat sesuai standar
sebanyak 470 kabupaten/kota yang memiliki
minimal 80% puskesmas dengan ketersediaan
minimal 80% dari 509 kabupaten/kota yang

melapor. Adapuntingkat pelaporan kabupaten/
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kota pada periode semester1tahun 2025 yakni
sebesar 99,03% dari 514 kabupaten/kota di
seluruh Indonesia. Seperti terlihat pada grafik

berikut:

193



BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel3.18 Persentase Kabupaten/Kota denganPuskesmas yang Memiliki Ketersediaan Masih adanya provinsi yang memiliki - Berkoordinasi dengan provinsi dan

Obat Sesuai Standar Semester1Tahun2025 perProvinsi kabupaten/kota melalui penyampaian
persentase yang rendah menjadi indikasi
PAPUA PEGUNUNGAN I 100, 00% . . _ feedback laporan ketersediaan obat
PAPUA SELATAN I 100, 00% perlunya intervensi dan kolaborasi bersama ,
secara berkala untuk meningkatkan
PAP LA e 100, 00% Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
GORONTALD I 10, 00% o . kepatuhan pelaporan indikator
SULAWESI TENGAH I 100.00% memperbaikitatakelolamanajemen obat. .
; ; ketersediaan obat program dengan
SULAWESI UTARA I 100, 00%
KALIMANTAN UTARA I 1 0. 00% tepatwaktu.
KALIMANTAN TIMUR e 100, 00% Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
_ - Mendorong daerah untuk memantau
KALIMANTAN SELATAN I — 1 00.00% o o ketersediaanobat secaraberjenjang.
NTE E——  100.00% indikatorkinerjaadalah:
; - Mendorong percepatan pen-
BALI . | 00, 00% _Mendorong penguatan penganggaran
JAWA TIMUR I 100, 00% . . distribusiandanpemenuhandariInstalasi
DIy — 100 00% penyediaan obat melalui APBD oleh . - .
' . . . FarmasiPusatsertamenganalisis potensi
JAWATENGAH I 100 00% Pemerintah Daerah dari Kementerian .
JAWA BARAT I — ] 00.00% DalamNegeri relokasi.
alamNegeri.
AN s - Menyediakan obat buffer stock di
DKl JAKARTA e — 100, D0 - Mendorong pemanfaatan Dana
BANGKA BELITUNG I — 1 00. 00% _ , InstalasiFarmasiPusatdanProvinsi.
e —_— Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG)
A e — . ; .
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam
BENG KL L — 1 00.00% untuk penyediaan dan distribusi obat
KEPULAUANRIAL I | 00, 00% | keseh d penerapan sistem pengelolaan logistik
RIAL 100.00% pelayanankesenhatandasar. obat
SUMATERA BARAT I — 1 00 0% - Mendorong optimalisasi pemanfaatan
SULAWES! TENGGARA I 54,12 % L - Perluasanpenggunaan SMILEATMyang
i ) dana kapitasi oleh puskesmas dalam . o .
TARGET I O (/0% rangka memenuhi kebutuhan obat . o
ACEH I——— 91.30% puskesmas terdapat di empat provinsi
_ pelayanankesehatandasar.
\ . 7. 50} i ingi
SULAWESI SELATAN 87.50% yakni provinsi DI Yogyakarta, NTT, Papua
NTT I 565 365 - Monitoring dan pembinaan secara .
KALIMANTAN BARAT I £5. 71% . . . danJawaTimur.
intensif kepada provinsi yang belum
SULAWESI BARAT I §3.33%
SUMATERA SELATAN I 82 35% mencapaitargetnasional. )
MALUKU UTARA | 50.00% Beberapafaktorpenghambatpencapaian
SUMATERA UTARA I 75. 76% targetadalah:

PAPUA BARAT I /1.4 3%
PAPUA BARAT DAYA I 6. 6 7%

MALUKL e — 364 obat pelayanankesehatandasardiDinas
PAPUA TENGAH N 16.67%

- Keterbatasan anggaran penyediaan

KesehatanKabupaten/Kota.

Sumber data: Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
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- Belum optimalnya pemanfaatan dana
kapitasi Puskesmas sebagai anggaran
utama dalam menjamin ketersediaan
obatdipuskesmas.

- Beberapa Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota tidak membangun
sistem buffer untuk mengantisipasi

kekuranganobat.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi beberapa permasalahan
tersebutadalah sebagaiberikut:

- Mengupayakan pemenuhan obat
melaluitahapanrevisiAPBD-Perubahan.
-Mengawalusulanbesaranpemanfaatan
dana kapitasi untuk belanja obat dalam
revisiPeraturanMenteriKesehatanNomor
6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah, guna optimalisasi
anggaran kapitasi alokasi biaya

operasionaluntukbelanjaobat.

- Melakukan pendampingan dalam
pengendalian ketersediaan obat
melalui sistem informasi manajemen
logistik di wilayah yang terindikasi
memerlukan dorongan dalam capaian
dan/atau kepatuhan pelaporan, serta
mendapatkan gambaran pengelolaan
dan dampak atas tidak tercapainya
indikator ketersediaan terhadap

pelayanan.

Analisis efisiensi sumber daya yang
dilakukanantaralain:

- Hal-hal yang mendukung dalam
pencapaian efisiensi penggunaan
sumber daya terhadap capaianindikator
persentase kabupaten/kota dengan
puskesmas yang memiliki ketersediaan
obat sesuaistandarantaralain:
- Beberapa metode pengerjaan
kegiatan yang bersifat koordinasi,
evaluasi, optimalisasi melibatkan lintas
program, kementerian/lembaga, dan
stakeholderlainnya dilaksanakan secara
hybrid sehingga dapat menghemat
penggunaananggaran.
- Adanya kolaborasi dalam kegiatan-
kegiatan yang mendukung pencapaian

outputprogram.
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- Percepatan kontrak pengadaan obat
dan vaksin melalui kegiatan penjaminan
dan optimalisasi pengadaan obat dan
vaksin.

- Pemantauan stok obat dan indikator
melalui sistem informasi secara berkala
sehingga pemanfaatannyamenjadilebih

efisiendanrealtime.

3.1.16 Persentase FKTP
Terakreditasi

1. Definisi Operasional

Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) yang memiliki sertifikat
akreditasi yang masih berlaku secara kumulatif
pada tahun berjalan. FKTP yang dimaksud terdiri

atas Puskesmas danKlinik Pratama.

berjalan dibagi dengan jumlah Puskesmas dan
Klinik Pratama sesuai baseline dikalikan 100%.
DataFKTPyangdigunakansebagaidenominator
adalah jumlah FKTP pada akhir Desember 2022
(dengan penyesuaian jumlah Puskesmas pada
akhir 2023) yaitu sebanyak 21.656 yang terdiri
atas10.212Puskesmasdan11.444Klinik Pratama.
Rumus Perhitungan Indikator Persentase FKTP

Terakreditasi,adalah:

Jumlah Puskesmas dan Klinik Pratama
Terakreditasi Pada Tahun Berjalan
x100%
Jumlah Seluruh Puskesmas
DanKlinik Pratama
(SesuaiBaseline =21.656)

Adapun penggunaan angka baseline
Desember 2022 untuk capaian tahun 2024
didasarkan pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan
suatu fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilakukan

penilaian bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut telah

memenuhi standar akreditasi.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022

2. CaraPerhitungan tentang AkreditasiPusat Kesehatan Masyarakat,

Cara penghitungan indikator ini adalah Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi
dengan menghitung jumlah Puskesmas dan Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan
Klinik Pratama yang terakreditasi pada tahun Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang
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menjelaskan bahwa akreditasi dilakukan paling
lambat setelah Puskesmas, Klinik, Laboratorium
Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG beroperasi
2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan
berusaha untuk pertamakali. Dengan demikian,
FKTP yang wajib melaksanakan akreditasi pada
akhir tahun 2024 merupakan FKTP yang telah

teregistrasisejak akhirtahun2022.

3.RencanaAksiUntuk MencapaiTarget:
a. Penguatan sistem penyelenggaraan
akreditasi melalui penyusunan
kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan
pembiayaan.
b. Pengoordinasian kebijakan dan
implementasi dengan lintas program,
lintassektordanpemangkukepentingan.
c. Penyiapan SDM pelaksana survei
akreditasi FKTP.
d. Peningkatan kapasitas pemerintah
pusat, daerah dan pemangku ke-
pentingan.
e. Pembinaan dan pengawasan penye-
lenggaraan akreditasi FKTP.
f. Pengembangan Sistem Informasi
Nasional Akreditasi Fasilitas Pelayanan

Kesehatan (SINAF).

g. Pengukuran Indikator Nasional Mutu
(INM)danpelaporaninsidenKeselamatan
Pasien (IKP) untuk mendorong budaya
mutu di FKTP.

h. Pengalokasian anggaran APBN, DAK-
Nonfisik, dan dana Dekonsentrasi untuk
peningkatan mutu dan percepatan
akreditasi FKTP.

i. Pengembangan aplikasi mutu-
fasyankes sebagai sistem pelaporan
Indikator Nasional Mutu (INM)dan Insiden
Keselamatan Pasien (IKP).

j. Melakukan percepatan survei
akreditasi Puskesmas dengan kondisi
khusus sesuai dengan Kepmenkes
Nomor HK.02.01/Menkes/389/2024
tentang Penyelenggaraan Akreditasi
Pada Puskesmas dengan Kondisi
Khusus oleh Kementerian Kesehatan,
dimana kondisi khusus ini meliputi
Puskesmas yang terletak pada daerah
dengan kondisi keamanan yang tidak
stabil, di wilayah pulau kecil atau gugus
pulau dengan jarak tempuh ke ibu kota
kabupaten lebih dari 6 (enam) jam, dan/
atau rawan bencana. Puskesmas yang
sulit dijangkau karena keterbatasan
aksesibilitas, yaitu transportasi darat/
air/udara dari dan ke ibu kota kabupaten

terbatas, jarak tempuh pulang atau pergi
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dari ibu kota kabupaten ke puskesmas
lebih dari 6 (enam) jam, transportasiyang
ada sewaktu-waktu dapat terhalang
iklim dan cuaca tidak terdapat fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama
lainnya dan Puskesmas terkendala

saranakomunikasidanjaringaninternet.

4. Upaya yang Dilaksanakan Untuk

MencapaiTarget

a. Penguatan sistem penyelenggaraan
akreditasi melalui penyusunan
kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan
pembiayaanmelalui:

(1). Penetapan Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/Menkes/32/2023 Tentang
Lembaga Penyelenggara Akreditasi
Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi
Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter,
DanTempat Praktik MandiriDokter Gigi.
(2).Penetapan Standar Akreditasi
Puskesmas (Kepmenkes Nomor
HK.01.07/MENKES/165/2023)

(3). Penetapan Tarif Survei Akreditasi
(Kepmenkes Nomor HK.01.07/
MENKES/110/2023).
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(4). Penetapan Instrumen Survei
Akreditasi Klinik (Kepdirjen Nomor
HK.02.02/1/105/2023)
(5). Penetapan Tim Pembina dan
Pengawas Penyelenggaraan Akreditasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kepdirjen
NomorHK.02.02/D/8097/2023).
(6). Penetapan Tim Adhoc Pendukung
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Mutu Pelayanan
Kesehatan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Kepdirjen Nomor
HK.02.02/D/8098/2023)
(7). Penetapan Penyelenggaraan
Akreditasi Pada Puskesmas dengan
Kondisi Khusus oleh Kementerian
Kesehatan, )Kepmenkes Nomor
HK.02.01/Menkes/389/2024)
(8). Pengoordinasian kebijakan dan
implementasi penyelenggaraan
akreditasi FKTP dengan lintas program,
lintassektordanpemangkukepentingan:
a. Koordinasi lintas program yang
dilaksanakan:
i. Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatanterkait pemenuhan ASPAK
ii. Direktorat Jenderal Tenaga
Kesehatan terkait implementasi

SISDMK
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iii. Digital Transformation Office

Kementerian Kesehatan terkait

integrasidengan Satu Sehat.

b. Koordinasi lintas sektor dengan
Kementerian Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Bappenas,
Kementerian Dalam Negeri, Ke-

menterian Keuangan, dan BPJS

Kesehatan

c. Koordinasi implementasi

penyelenggaraan akreditasi FKTP

denganasosiasi FKTP.

d. Advokasikebijakan dan koordinasi
denganDlInasKesehatan Provinsidan
Kabupaten dengan puskesmas di

daerahdengankondisikhusus.

b. Penyiapan SDM pelaksana survei

akreditasi FKTP melalui:

1. Penetapan kurikulum dan modul

pelatihan calon surveyor akreditasi

FKTP.

2. Pelaksanaan Placement Test
bagi calon surveyor akreditasi me-
manfaatkan aplikasiPelataran Sehat.
3. Pelaksanaan Training of Trainer

(TOT) bagi calon surveior akreditasi

FKTP.

4. Pelaksanaan Peningkatan
Kompetensi surveiyor melalui Uji

Kompetensi.

c.Peningkatankapasitaspemerintah
pusat, daerah dan pemangku
kepentinganmelalui:

1. Peningkatan kapasitas Tim Adhoc
Pendukung Kegiatan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan
Mutu Pelayanan Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
meningkatkan pemahaman tentang
standarakreditasi FKTP.

2. Bimbingan Teknis Akreditasi FKTP
kepadaDinas Kesehatan.

3. Bimbingan Teknis Akreditasi
kepadaFKTP.

d. Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan akreditasi FKTP
melalui:

1. Pemantauan dan Evaluasi
implementasi standar dan petunjuk
teknis surveiakreditasidi FKTP.

2. Pemantauan dan Evaluasi kepada
surveior akreditasi dan Lembaga

Penyelenggara Akreditasi(LPA).
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3. Percepatan survei akreditasi
FKTP oleh LPA melalui pemantauan
progress pencapaian akreditasi
melalui aplikasi Sistem Informasi
Nasional Akreditasi Fasilitas

Pelayanan Kesehatan (SINAF).

e. Pengembangan Sistem Informasi
Nasional Akreditasi Fasilitas Pelayan-
anKesehatan (SINAF).

Pengembangan sistem informasi
dilakukan melalui pemantauan
dan evaluasi pemanfaatan sistem
informasi serta penyampaian umpan
balik kepada Tim Kerja Informasi
dan Humas, Setditjen Yankes.
Sistem informasi akreditasi yang
dikembangkan terintegrasi dengan
sistem informasi registrasi fasilitas
pelayanan kesehatan (DFO), ASPAK,
SISDMK, dan sistem informasi mutu

fasyankes.

f. Pengukuran Indikator Nasional
Mutu (INM) dan pelaporan Insiden
Keselamatan Pasien (IKP) untuk
mendorong budaya mutu di FKTP

melalui:

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

1. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan
Diseminasi hasil Pengukuran dan
Pelaporan Indikator Nasional Mutu
(INM)diPuskesmas.

2. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan
Diseminasi hasil Pengukuran dan
Pelaporan Indikator Nasional Mutu
(INM)diKlinik Pratama.

3. Sosialisasi, Bimbingan Teknis,
dan Diseminasi hasil pelaporan
Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di
Puskesmas.

4. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan
Diseminasi hasil pelaporan Insiden
Keselamatan Pasien (IKP) di Klinik

Pratama.

g. Pengalokasian anggaran
APBN, DAK-Non Fisik, dan dana
Dekonsentrasi untuk peningkatan
mutu dan percepatan akreditasi
FKTP.

Dukungan akreditasi Puskesmas
melalui Dana Alokasi Khusus dan
Dekonsentrasi Kegiatan yang
dilakukan dalam mendukung
penilaian akreditasi yaitu dukungan
alokasi anggaran untuk survei serta

pemantauan mutu bagi Puskesmas
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melalui DAK NF. Selain dengan
anggaran DAK NF, penguatan pem
binaan mutu FKTP juga dilakukan oleh
Dinas Kesehatan menggunakan dana

dekonsentrasi.

h. Pengembangan aplikasi mutu-
fasyankes sebagaisistem pelaporan
Indikator Nasional Mutu (INM) dan
Insiden Keselamatan Pasien (IKP).

Pengembangan sistem informasi
dilakukan melalui pemantauan
dan evaluasi pemanfaatan sistem
informasi serta penyampaian umpan
balik kepada Tim Kerja Informasi dan
Humas, Setditjen Yankes. Sistem

informasi mutu fasyankes terintegrasi

dengan Sistem Informasi Nasional
Akreditasi Fasilitas Pelayanan

Kesehatan (SINAF).

5. PencapaianKinerja

Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP) pada Desember 2022 adalah sebanyak
21.656 yang terdiri atas 10.212 Puskesmas dan
11.444 Klinik Pratama. Target pencapaian pada
tahun 2024 adalah sebesar 100% atau 21.656
FKTP.

Pencapaian Indikator Kinerja Program
Persentase FKTP Terakreditasi tahun 2024
adalah sebesar 92,51% atau 20.033 FKTP
(10.021 Puskesmas dan 10.012 Klinik Pratama),
sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.3
berikut.

Tabel 3.19
CapaianlindikatorKinerja Program
JenisIndikator Indikator Target Capaian Persentase
2024 2024 Realisasi
IndikatorKinerja Persentase FKTP 100% 92.51% 92.51%
Program Terakreditasi (21.656) (20.033)

Sumberdata: SINAF (Sistem InformasiNasional Akreditasi Fasyankes), 2024
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6. Analisis CapaianKinerja

Berdasarkan data tabel 3.18 di atas dapat
disimpulkan bahwa indikator Persentase FKTP
Terakreditasi belum tercapai. Hal ini mulanya
disebabkan pada masa Pandemi COVID-19
terjadi penghentian sementara kegiatan yang
terkait dengan akreditasi fasyankes, termasuk
FKTP,yangmengacupadaSEMenteriKesehatan
Nomor 455 Tahun 2020 tentang Perizinan dan
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada masa
PandemiCoronaVirus Disease 2019 (COVID-19).

Kemudian, sejalandengankondisipandemi
COVID-19 yang mulai terkendali, Kementerian
Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Menteri
Kesehatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang
Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang mengatur tentang
penerapan kembali akreditasi fasyankes,
termasuk FKTP. Namun, sesuai dengan
transformasi sistem akreditasi, regulasi terkait
pelaksanaan survei akreditasi belum ditetapkan
seperti kebijakan mengenai penyelenggaraan
akreditasi (Permenkes Nomor 34 Tahun 2022
diterbitkan pada bulan Desember tahun 2022),
penetapanlembaga penyelenggara akreditasi,

tarif dan standarakreditasi FKTP.

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER 1 2025

Percepatan penyelenggaraan survei
akreditasi FKTP berlangsung sepanjang tahun
2023 sampai dengan 2024 dengan sejumlah
tantangan seperti kendala sinyal, kurangnya
jumlah SDM, letak geografis yang sukar
diakses, hingga potensi gangguan keamanan
pelaksanaan survei akreditasi. Pencapaian
92,51% tersebut sudah relatif tinggi dengan
hanya menyisakan 191 Puskesmas yang belum
terakreditasi ataupun masih dalam proses
akreditasi dan 1.432 Klinik Pratama yang belum
memilikianggaranuntukakreditasiataupuntidak
memprioritaskan pelaksanaan akreditasikarena

tidak bekerjasamadenganBPJS Kesehatan.
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7. Analisis CapaianKinerjaTahun2024 Dibandingkan2023

Tabel 3.20
CapaianlindikatorKinerjaProgram: Persentase
FKTP TerakreditasiTahun2024

Judul 2023 2024
Ll Target | Capaian | Realisasi | Target | Capaian| Realisasi
Persentase 90% 68,69% 76,3% 100% 92,51% 92,51%
FKTP
terakreditasi

Sumberdata: SINAF (SistemInformasiNasional AkreditasiFasyankes),2024

Merujuk padatabeldiatas, meskipuntarget
yang ditetapkan masih belum tercapai, terjadi
peningkatan baik pada angka capaian maupun
persentase realisasi capaian terhadap target
sejak tahun 2023 hingga tahun 2024. Untuk
capaian, meningkat dari 68,69% pada tahun
2023 menjadi 92,51% pada akhir tahun 2024.
Sementara untuk persentase realisasi capaian
terhadap target, terjadi peningkatan dari 76,3%
pada tahun 2023 menjadi 92,51% pada tahun
2024. Hal ini dikarenakan terjadi percepatan
akreditasi FKTP yang berlangsung sejak
pertengahan tahun 2023 hingga akhir tahun

2024.
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Analisis capaian kinerja dibandingkan

dengantahun2024 didukungdenganadanya:

1. Penyempurnaan Aplikasi Mutu
Fasyankes sebagai sarana pelaporan
mutu dan keselamatan pasien, dengan
harapan mempermudah Puskesmas dan
Klinik Pratama melaporkan komitmen
mutu FKTP, hasil pengukuran indikator
nasional mutu dan pelaporan insiden
keselamatanpasien.

2. Kegiatan bimbingan teknis mutu
dan akreditasi pelayanan kesehatan
dilakukan dalam rangka upaya
pemantauandanevaluasiterhadap mutu
pelayanan kesehatan, melihat fasyankes
primer melakukanupaya perbaikan mutu

termasuk strategi Puskesmas dan Klinik
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Pratama dalam memberikan pelayanan
di masa pandemi COVID-19 yang harus
memperhatikan protokol kesehatan
serta mengetahui masalah dan
hambatan Puskesmas danKlinik Pratama
dalam melakukan pelayanan esensial di
masapandemiCOVID-19.

3. Kegiatan pertemuan koordinasi
dilakukan dalam rangka memperoleh
dukungan sekaligus penguatan peran
dari stakeholder terkait meliputi Dinas
Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, FKTP, Organisasi
Profesi, swasta. Hal ini dilakukan
karena akreditasi Fasyankes termasuk
dalam program prioritas nasional yang
tercantum sebagai indikator Renstra
dan RPJMN sehingga dalam pencapaian
targetnya perlu kerja sama dengan

stakeholderterkait.

Tabel 3.21

8. Membandingkan antara Realisasi
Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan
Tahun Laludan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022 diterbitkan Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Program
FKTP Terakreditasi merupakan indikator yang
baru muncul pada Permenkes No. 13 Tahun
2022 tersebut. Pada Renstra sebelumnya yang
tertuangpadaPermenkesNomor21Tahun2020,
terdapat indikator yang hampir bersesuaian
yakni Persentase FKTP Sesuai Standar dengan
target 46% pada tahun 2020 dan 60% pada
tahun2021.

PerbandinganIndikatorKinerja Program: Persentase FKTP Terakreditasidengan FKTP Sesuai Standar
(Target & CapaianTahun2020-2024)

Judul 2020 2021
el Target | Capaian | Realisasi | Target | Capaian| Realisasi
Persentase FKTP 46% 56,4% 122,6% 60% 56,4% 94,0%
sesuaistandar
Persentase FKTP
terakreditasi
205
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Tabel 3.22

(Target & CapaianTahun2020-2024)

PerbandinganIndikatorKinerja Program: Persentase FKTP Terakreditasi dengan FKTP Sesuai Standar

Judul 2022 2023
indlkator Target | Capaian | Realisasi | Target | Capaian| Realisasi
Persentase FKTP
sesuaistandar
Persentase FKTP 80% 56,4% 70,5% 90% 68,69% 76,3%
terakreditasi
Judul 2024
Indikator Target | Capaian | Realisasi
Persentase FKTP
sesuaistandar
Persentase FKTP 100% 92,51% 92,51%
terakreditasi

Sumberdata: SINAF (Sistem InformasiNasional Akreditasi Fasyankes), 2024

Merujuk pada tabel di atas, telah terjadi
peralihan dari Indikator Kinerja Program FKTP
Sesuai Standar menjadi Persentase FKTP
Terakreditasi, target capaian tetap disusun
meningkat setiap tahunnya. Sedangkan secara
capaian, sejak tahun 2020, masih berada
pada angka 56,4% lalu meningkat pesat sejak
tahun 2022 menjadi 92,51% pada akhir 2024.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 telah
terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan
penundaan/penghentian sementara semua

kegiatan terkait akreditasi seluruh fasyankes

9. Analisis Capaian Kinerja 2024 di-
bandingkan dengan Target Jangka Menengah
RENSTRA2020-2024:

Target pada Indikator Kinerja FKTP
Terakreditasi pada tahun 2024 adalah
sebesar 100% yaitu 21.656 FKTP yang terdiri
atas Puskesmas dan Klinik Pratama. Capaian
indikator Persentase FKTP Terakreditasi akhir
tahun2024 adalah20.033FKTP dari21.656 FKTP
atau 92,51% (belum tercapai). Capaian FKTP
Terakreditasi merupakan capaian yang didapat

dari hasil percepatan survei akreditasi FKTP di

termasuk Puskesmas dan Klinik Pratama, namun Indonesia.

dilakukan percepatan survei akreditasi FKTP

yang dilaksanakan hingga penghujung tahun

2024.
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Judul 2020 2021

Indikator Target | Capaian | Realisasi | Target | Capaian| Realisasi
PersentaseFKTP |  46% 56,4% | 122,6% | 60% | 564% | 94,0%
sesuaistandar
Persentase FKTP

terakreditasi

Judul 2022 2023

Indikator Target | Capaian | Realisasi | Target | Capaian| Realisasi
Persentase FKTP

sesuaistandar
Persentase FKTP 80% 56,4% 70,5% | 70,5% | 68,69% 76,3%
terakreditasi

terakreditasi

Judul 2024
il Target | Capaian | Realisasi
Persentase FKTP
sesuaistandar
Persentase FKTP 100% 92,51% 92,51%

Sumberdata: SINAF (SistemInformasiNasional Akreditasi Fasyankes), 2024

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan
bahwa pencapaian pada tahun 2022, hingga
2024 belum memenuhi target kinerja yang
ditetapkan.

Kemudian dalam mendukung pencapaian
indikatorkinerjaprogram(IKP)FKTPterakreditasi,
terdapat capaianindikator kinerja kegiatan (IKK)

yakni persentase Puskesmas yang terakreditasi
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sejumlah 10.021 Puskesmas, didominasi oleh
status kelulusan utama dan paripurna, dengan
rincian paripurna 6.367 (62,3%), 2.680 utama
(26,2%), 814 madya (8%), dan 160 dasar (1,6%),
serta 191(1,9%) dalam proses validasi penilaian
dan penerbitan sertifikat akreditasi. Seperti

terlihat pada grafikberikut:
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Beberapa faktor permasalahan yang
Grafik3.40 Distribusi Status Kelulusan Akreditasi Puskesmas

- Kurangnya motivasi untuk terakreditasi

dihadapi dalam upaya mencapaitarget kinerja pada klinik yang tidak bekerjasama

160; 2% 191;2% tersebutantaralain: dengan BPJS Kesehatan. Hal ini
B14: 8% Paripurna - Waktu pelaksanaan survei akreditasi disebabkan tidak ada konsekuensi lain
® Utama pada tahun 2023 ini sangat terbatas. bagi klinik jika tidak terakreditasi selain
2680: 26% m Madya Survei baru dapat dilakukan pada Mei diputuskontrak oleh BPJS Kesehatan.
Dasar 2023 karena menunggu regulasi- - Bagi klinik yang bekerjasama dengan
6367;62% m Belum/Proses Akreditasi regulasi pendukung seperti tarif, juknis BPJS Kesehatan namun kapitasi masih
surveidanpenetapanlembaga. rendah, tidak memiliki anggaran untuk
Sumberdata: SINAF (Sistem Informasi Nasional AkreditasiFasyankes), 2024 - Jumlah surveyor masih kurang serta surveiakreditasi.
distribusisurveyor akreditasi FKTP belum - Bagi klinik swasta, komitmen dan
Selanjutnya, untuk capaian persentase Adapun perbandingan realisasi kinerja
meratadiseluruhwilayah. dukungan pemilik klinik untuk pe-
klinik pratama terakreditasi adalah sejumlah tahunini dengan standar nasional tidak tersedia.
- Pelaksanaan registrasi klinik belum menuhan standar akreditasi masih
10.012Klinik (87%) terakreditasiyang didominasi Karena Tidak adastandar nasional untuk di-
optimal sehingga masih ada klinik rendah.
oleh status kelulusan utama dan paripurna, jadikan pembanding (benchmarking) pada
yang tidak memiliki nomor register - Kesiapan Puskesmas (SDM,
dengan rincian paripurna 8.130 (71%), 1.506 realisasikinerjauntukindikatorini.

utama (13%), dan 376 madya (3%), serta 1.432
(13%) dalam proses validasi penilaian dan pe-

nerbitan sertifikat akreditasi. Seperti terlihat

padagrafik berikut:
S Distribusi Status Kelulusan AkreditasiKlinik Pratama
1432;13%
376 3% Paripurna
1506; 13% "
Madya

m Belum/Proses Akreditasi

8130;71%
Sumberdata: SINAF (Sistem

InformasiNasional Akreditasi
Fasyankes),2024
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(kode fasyankes), sehingga tidak bisa
mendaftar survei melalui aplikasi DFO,
mengakses pelaporan INM, ASPAK
dan SISDMK. Pelaporan pada aplikasi-
aplikasi tersebut menjadi persyaratan
akreditasi FKTP.

- Tidak tersedianya alokasi anggaran
akreditasi FKTP pada sebagian
Puskesmas yang tidak mendapatkan
anggaranDAKNonfisik. Sementarauntuk
klinik, tidak tersedia alokasi anggaran

DAKNonfisikuntuk akreditasi.
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Infrastruktur dan pemahaman tentang
standar) untuk disurvei masih kurang
sehinggamenunda pelaksanaansurvei.
- Kendala pada jaringan internet
dibeberapa daerah sehingga
mempengaruhi pemanfaatan aplikasi
terkait Akreditasi FKTP di daerah
tersebut.

- Pada pertengahan tahun 2023, survei
akreditasi sudah berproses, namun
sebagian besar FKTP masih mengalami
kendala proses dalam sistem informasi

(SINAF&DFO).
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Adanya permasalahan tersebut maka

perlu dilakukan upaya pemecahan masalah

yaitu:
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- Percepatan akreditasi melalui
penambahan jumlah surveyor oleh
Lembaga Penyelenggara Akreditasi
FKTP.

- Pelatihan calon surveyor untuk
menambah surveyor serta memper-
timbangkan distribusi calon surveyor
dalam menentukan penyelenggaraan
pelatihan seperti di Papua, Papua Barat,
Maluku danMaluku Utara.

- Koordinasi dengan lintas program
di Kementerian Kesehatan yang
bertanggungjawab dalam registrasi
fasilitas pelayanankesehatan.

- Bagi Puskesmas yang tidak men-
dapatkan alokasi DAK Nonfisik maka di-
upayakanpenganggaranmelaluisumber
lainsepertiDBHCT(DanaBagiHasil Cukai
Tembakau), APBD Pemerintah Setempat
atau pembiayaan mandiri ( Puskesmas
BLUD).

- Mendorong Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota mengadvokasi Kklinik-
klinik di wilayahnya untuk melakukan
akreditasi walaupun tidak ada

konsekuensi/sanksi serta meningkatkan

komitmen Pemilik Klinik terkait akreditasi
klinik. Advokasi dilakukan dengan Desk
one on one dengan Dinas Kesehatan
Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota untuk mendorong pencapaian
akreditasi FKTP.

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis,
Workshop dan Sosialisasi Standar
Akreditasi FKTP oleh Kementerian
Kesehatan dan Dinas kesehatan.
Terkait infrastruktur, advokasi kepada
Pemerintah Daerah yang ber-
tanggungjawab pada penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di Puskesmas
tersebut.

- Meminimalkan penggunaan aplikasi
dan menggunakan sistem manual
sementara.

- Koordinasi dengan DFO untuk
pengembangan aplikasi berdasarkan

umpanbalikkeluhandari FKTP.,

Kegagalanpencapaiantargetdipengaruhi

hal-halsebagaiberikut: .

- Waktu pelaksanaan survei akreditasi
FKTP cukup terbatas, mulai pertengahan
tahun 2023 hingga akhir tahun 2024
untuk mengejar target 100% FKTP
Terakreditasi, sedangkan capaian pada

akhirtahun2023punhanya 68,69%. Oleh
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karenaitu,untukmengejarlebihdari30%
daritotaltargetcapaianpadatahun2024
sangat menantang dan memerlukan
strategilainnya.

- Pelaksanaan Registrasi klinik belum
optimal sehingga masih ada klinik yang
terkendala dengan nomor registrasi
tidak memiliki nomor register (kode
fasyankes), sehingga kesulitan dalam
mendaftar survey melalui aplikasi DFO,
mengakses pelaporan INM, ASPAK
dan SISDMK. Pelaporan pada aplikasi-
aplikasi tersebut menjadi persyaratan
akreditasi FKTP.

- Kurangnya motivasiuntuk terakreditasi
pada klinik yang tidak bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan. Hal ini
disebabkan tidak ada konsekuensi
lain/punishment bagi klinik jika tidak
terakreditasi selain diputus kontrak oleh
BPJS Kesehatan.

- Bagi klinik yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan namun kapitasi masih
rendah, tidak memiliki anggaran untuk
surveiakreditasi.

- Bagi klinik swasta, komitmen
dan dukungan pemilik klinik untuk
pemenuhan standar akreditasi masih

rendah.
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- Kendala pada jaringan internet
di beberapa daerah sehingga
mempengaruhi pemanfaatan aplikasi
terkait AkreditasiKlinik Pratamadidaerah
tersebut.

- Pemenuhan sarana prasarana sebagai
syarat akreditasi dirasakan cukup berat
olehklinik swasta

- Belum ada kebijakan yang mengatur
sanksi dan konsekuensi bagi klinik yang

tidak melakukan akreditasi.

Pelaksanaan akreditasi Puskesmas
sudah menggunakan aplikasi SINAF (Sistem
Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes) dan
DFO (Data Fasyankes Online) yang terhubung
dengan Lembaga penyelenggara akreditasi
Puskesmas, sehingga penilaian, pelaporan
dan penandatanganan sertifikat akreditasi
dilakukan secara elektronik. Sehingga dapat
mempercepat waktu pelaksanaan, hasil
penilaian, penetapan kelulusan akreditasi

puskesmas danwaktutungguterbit sertifikat.
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Program-program yang dilakukan
untuk mendukung pencapaian target kinerja
indikator persentase FKTP Terakreditasiadalah
sebagaiberikut:

- Penguatan sistem penyelenggaraan
akreditasi melalui penyusunan
kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan
pembiayaan. Kebijakan-kebijakan yang
diterbitkan mempermudah pelaksanaan
akreditasi FKTP

- Pengoordinasian kebijakan dan
implementasi penyelenggaraan
akreditasi FKTP dengan lintas program,
lintas sektordanpemangkukepentingan
ditujukan untuk menyelesaikan masalah
dan hambatan dalam penyelenggaraan
akreditasi.

- Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi
surveiyor melalui UjiKompetensi.

- Peningkatan kapasitas pemerintah
pusat, daerah dan pemangku
kepentingan untuk mendorong
pelaksanaan surveiakreditasi.

- Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan akreditasi FKTP
ditujukan untuk meningkatkan mutu

penyelenggaraan akreditasi FKTP

- Pengembangan Sistem Informasi
Nasional Akreditasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (SINAF) untuk mendukung
pelaksanaanakreditasiFKTP

- Pengukuran Indikator Nasional Mutu
(INM)danpelaporaninsidenKeselamatan
Pasien (IKP) untuk mendorong budaya
mutu di FKTP sebagai bagian persiapan
akreditasi FKTP.

- Pengalokasian anggaran APBN, DAK-
Nonfisik, dan dana Dekonsentrasi
sehinggasurveidapatdilaksanakan.

- Pengembangan aplikasi mutu-
fasyankes sebagai sistem pelaporan
Indikator Nasional Mutu (INM) dan
Insiden Keselamatan Pasien (IKP) untuk
mempermudah pelaporan INM dan
IKP dalam rangka mendorong budaya
mutu di FKTP sebagai bagian persiapan
akreditasi FKTP.

- Padarancangan Renstra tahun 2025-
2029, Indikator Sasaran Strategis ini
sudah tidak menjadi tanggung jawab
Ditjen Kesehatan Lanjutan, karena sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi,Ditjen

KesehatanLanjutan.

Pada tahun 2025, indikator FKTP
Terakreditasi tidak diukur kembali sebagai

indikator sasaran strategis. Adapun terkait
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akreditasi, pada tahun 2025 telah dilakukan
pengukuran indikator sasaran strategis
terkait akreditasi melalui persentase fasilitas
pelayanan kesehatan mencapai akreditasi
paripurna dengan definisi operasional yang
telah menyesuaikan denganrancangan Renstra

KementerianKesehatanperiode 2025-2029.

3.1.17 Persentase Klinik
Pratama dan Praktek
Mandiri Dokteryang
Melakukan Pelayanan
Program Prioritas

1. Definisi Operasional Indikator

Persentase klinik pratama dan praktik
mandiri dokter yang telah melakukan jejaring
dengan puskesmas dan melakukan pelayanan
program prioritas nasional. Program prioritas
nasional yang dimaksud yang terdiri atas TBC,
Hipertensi dan DM. Klinik pratama dan praktik
mandiri dokter adalah yang telah bekerja sama

denganBPJS sampaiDesember2021.

2. CaraPerhitunganindikator

Jumlah klinik pratama dan praktik mandiri
dokter yang bekerja sama dengan BPJS dan
berjejaring dengan puskesmas yang telah

melakukan pelayanan TBC, Hipertensi dan DM
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dibagijumlah seluruh klinik pratama dan praktik
mandiri dokter yang bekerja sama dengan BPJS

dikaliseratuspersen.

3. Rencana Aksi yang Dilakukan untuk
MencapaiTarget

Adanya perubahan struktur dan organisasi
tatakerja dilingkungan Kementerian Kesehatan
sesuaidengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022
menyebabkan terjadinya perubahan indikator
pada unit teknis sejalan dengan terbitnya
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
2020-2024. Salah satu indikator yang baru
ditetapkanpadatahun2022adalah“Persentase
klinik pratama dan praktik mandiri dokter yang
melakukan pelayananprogram prioritas”.

Targetindikatorsampaidengantahun2024
sebesar 80% dengan pertimbangan masih
terdapat perbedaan kapasitas antar FKTP.
Disamping itu, pada saat target ditetapkan,
belum terdapat regulasi yang mewajibkan FKTP
lain untuk terlibat dalam melaksanakan program
prioritas. Indikator ini tidak lagi dipantau oleh
Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Ditjen
Pelayanan Kesehatan pada periode 2025-2029
dikarenakan perubahan tugas pokok dan fungsi
sesuaidenganPermenkesNomor21Tahun2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan.
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4. Upaya yang Dilaksanakan untuk
MencapaiTarget

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka
mendukung pencapaian target tidak
dilaksanakan padatahunanggaran 2025. Hal ini
mengacupadaPermenkesNomor21Tahun2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatanyangmenetapkanadanyaperubahan
struktur serta tugas dan fungsiunit utama selaku

pengampuindikatorpadaperiode 2022-2024.

5.PencapaianKinerja

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS
Kesehatan terkait data kunjungan tuberkulosis,
hipertensi, dan diabetes melitus di FKTP
terdapat 7.331Klinik pratama dan 3.933 praktik
mandiri dokter yang telah melakukan jejaring

dengan puskesmas melakukan pelayanan

Tabel 3.23

program prioritas, yakni TB, Hipertensi, dan
DM. Baseline yang digunakan adalah jumlah
klinik pratama dan praktik mandiri dokter yang
telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per
Desember 2021 adalah 11.928 klinik pratama
dan praktik mandiri dokter. Perhitunganrealisasi
indikator dilakukan dengan cara membagi total
11.264 Klinik pratama dan praktik mandiri dokter
yang telah melaksanakan pelayanan program
prioritasdengan11.928klinikpratamadan praktik
mandiri dokter yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatansehinggadiperolehrealisasiindikator
tahun2025 sebesar94,43%.
Targetkumulatif yangharus dicapaiditahun
2025 adalah 80% atau 9.545 klinik pratama
dan praktik mandiri dokter. Berdasarkan hal
tersebut maka persentase capaian kinerja

terhadaptargettahun2025adalah118,04%. Jika

Target danRealisasilndikator Persentase Klinik Pratama Dan Praktik Mandiri Dokter
YangMelakukan PelayananProgramPrioritas

Judul 2025
Lnelleien Target (%) Realisasi
Persentase klinik pratama dan praktik mandiri dokter 90% 94.43%

yang melakukan pelayanan program prioritas
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dibandingkan dengan data capaian tahun 2022
dan 2023 terdapat peningkatan jumlah capaian
klinik dan praktik mandiri dokteryang melakukan
jejaring dengan puskesmas dan melakukan
pelayanan program prioritas nasional pada
tahun 2025. Sesuai dengan Permenkes Nomor
13 Tahun 2022 indikator inibaru ditetapkan pada
tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan
dengan target maupun capaian di tahun 2020

dan2021.

6. Analisis CapaianKinerja

Pencapaiantarget kinerja padatahun 2025
ini menunjukkan bahwa upaya dan program
kerja yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian indikator telah sesuai dan berjalan
secara on track. Hal ini juga didukung oleh
kebijakan yang mendorong keterlibatan klinik
pratama dan praktik mandiri dokter dalam
melakukan pelayanan program prioritas.
Undang-Undang Nomor17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan serta PP Nomor 28 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor17 Tahun
2023 memuat bahwa dalammenyelenggarakan
pelayanan Kesehatan dapat dilakukan integrasi
pelayanan antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk mendukung pelaksanaan program
pemerintah.

Di samping itu, spesifik untuk program

TBC, terdapat SE Dirjen P2P tentang Pelibatan
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Seluruh Fasyankes dalam Program TBC dan
Penguatan Implementasi Jejaring Layanan TBc
di Indonesia. Kebijakan lain yang mendukung
adalah Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program JKN, disebutkan
bahwa salah satu kriteria penentuan besaran
tarif kapitasi FKTP adalah komitmen pelayanan
yang salah satunya berdasarkan pelayanan
promotif dan preventif termasuk pelaksanaan
Prolanis mencakup penyakit Hipertensi dan DM.
Kementerian Kesehatan (Direktorat Pelayanan
Kesehatan Primer Bersama lintas program
terkait) baik secara langsung maupun secara
berjenjang melalui Dinas Kesehatan telah
melakukan sosialisasi dan advokasi kepada
Puskesmas selaku pembina wilayah kerja untuk
berkolaborasi bersama klinik pratama dan
praktikmandiridokterdalampemberianlayanan.
Selain itu telah dialokasikan dukungan DAK
Nonfisik kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota maupun Puskesmas mulai tahun 2024. Hal
ini diharapkan dapat mendukung terlaksananya
kolaborasi FKTP dalam melakukan pelayanan
program prioritas. Berikut grafik dan tabel

dsitribusinya:
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Grafik 3.42 1 DKIJAKARTA 114 301 391
12 JAWABARAT 271 1193 1952
JumlahKlinik Pratama danPraktik Mandiri Dokter yang Melakukan Jejaringdengan 13 JAWATENGAH 144 1031 1767
Puskesmas danMelakukanPelayanan Program Prioritas Nasional
14 DIYOGYAKARTA 42 131 216
- 15 JAWATIMUR 248 940 1425
|7 16 BANTEN 124 269 438
| T 17 BALI 36 154 281
e i | I 18 NUSATENGGARA 12 70 124
. s 0 = ” 4 BARAT
T. |i| 1;’,| 2l 7 Li 1 .Tl \1' | T a2l sosnourun,s» 19 NUSATENGGARATIMUR 3 129 134
;i;;jgfizﬁig;g:%:giﬁg‘i§5§§§§§;§jga 20 KALIMANTAN BARAT 12 93 161
i3 § g%“"zﬁi gh:s“;gi $ i ggﬁj 21 KALIMANTANTENGAH 2 76 131
o : g 33333313 s i e 22 KALIMANTAN SELATAN 4 162 227
e - 23 KALIMANTANTIMUR 21 179 261
24 KALIMANTANUTARA o 22 44
25 SULAWESIUTARA 5 178 183
Tabel3.24 26 SULAWESITENGAH 2 49 84
27 SULAWESISELATAN 55 226 363
DistribusiJumlahKlinik Pratama dan Praktik Mandiri Dokter yang Telah Melakukan Jejaringdengan 28 SULAWESITENGGARA 1 51 69
Puskesmas danMelakukan Pelayanan Program Prioritas Nasional
29 GORONTALO 2 30 47
No. Provinsi JumlahKlinik PratamadanTPMD 30 SULAWESIBARAT 0 26 38
2022 2023 2024 31 MALUKU 1 34 53
32 MALUKUUTARA o 15 42
! ACEH 29 137 235 33 PAPUABARAT o 13 18
2 SUMATERAUTARA 130 499 626 34 PAPUA 3 33 59
3 SUMATERA BARAT 30 154 245 35 PAPUASELATAN 0 0 18
4 RIAY 53 223 547 36 PAPUATENGAH o 0 21
S JAMBI 4 88 131 37 PAPUAPEGUNUNGAN o 0 3
6 SUMATERA SELATAN 69 326 469 38 PAPUABARAT DAYA 0 0 29
’/ BENGKULU 1 67 123 TOTAL 1474 7173 1264
8 LAMPUNG 42 177 315
9 KEP.BANGKA BELITUNG 4 32 57
10 KEPULAUANRIAU 30 65 137
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Targetkumulatif yangharus dicapaiditahun
2025 adalah 80% atau 9.545 klinik pratama dan
praktik mandiri dokter. Perhitungan realisasi
indikator dilakukan dengan cara membagi total
11.264 klinik pratama dan praktik mandiri dokter
yang telah melaksanakan pelayanan program
prioritasdengan11.928klinikpratamadanpraktik
mandiri dokter yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatansehinggadiperolehrealisasiindikator

tahun2025sebesar94,43%.

7. Perbandingan Realisasi dan Capaian
KinerjadenganRealisasidanCapaianBeberapa
Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan data capaian

tahun 2022 dan 2023 terdapat peningkatan

Tabel 3.25

jumlah capaianklinik dan praktik mandiridokter
yang melakukan jejaring dengan puskesmas
dan melakukan pelayanan program prioritas
nasional. Capaian indikator tahun 2025
cenderung stagnan pada jika dibandingkan
dengan tahun 2024 dikarenakan adanya
perubahan struktur serta tugas dan fungsi
unit utama selaku pengampu indikator
pada periode 2022-2024. Sesuai dengan
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 indikator ini
baru ditetapkan pada tahun 2022 sehingga
tidak dapat dibandingkan dengan target
maupun capaian di tahun 2020 dan 2021.
Sepertiterlihat padatabel berikut;

Realisasidan CapaianKinerja denganRealisasi dan Capaian Beberapa Tahun Terakhir

Indikator

Judul 2022

2023

2024

2025

Target
(%)

Realisasi
(%)

Target
(%)

Realisasi | Target| Realisasi

(%) (%) (%)

Target
(%)

Realisasi
(%)

Persentase
klinik
pratama
danpraktik
mandiri
dokteryang
melakukan
pelayanan
program
prioritas

20

12.36

60

60.1 80 94.43

80

94.43

218

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

Berdasarkan Permenkes Nomor 21
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan yang menetapkan
adanya perubahan struktur serta tugas dan
fungsi unit utama selaku pengampu indikator
pada periode 2022-2024, maka indikator
perbandingan realisasi kinerja dengan target
jangka menengah tidak lagi dipantau dalam
dokumen perencanaan strategis tingkat
Kementerian.

Adapun untuk perbandingan realisasi
kinerja dengan standar nasional belum ada data
pembanding secara nasional terkait persentase
klinik pratama dan praktik mandiri dokter
yang melakukan pelayanan program prioritas
sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan
realisasikinerja.

Beberapa hal yang menjadi tantangan
terhadap pencapaiantargetantaralain:

Komitmen sejumlah daerah masih belum
optimal dalam pelaksanaanintegrasi pelayanan
kesehatan diFKTP.

Pemahaman klinik pratama dan praktik
mandiri dokter terhadap pelayanan program
prioritas masih belum komprehensif, antara
lain masih mengharapkan adanya reward dan
punishment dalam melaksanakan program
tersebut.

Dukungan anggaran untuk implementasi

integrasi pelayanan program prioritas antara
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Puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD
masihterbatasdanbelumdimanfaatkandengan
optimal.

Sistem informasi untuk pencatatan dan
pelaporanpelayananmasihbelumterintegrasi.

Dengan masih terdapatnya beberapa
tantangan maka alternatif solusi yang dapat
dilakukan adalah:

Menyampaikan kepada Dinas Kesehatan
untuk mendorong serta memastikan klinik
pratama dan praktik mandiri tenaga medis atau
tenaga kesehatan memberikan pelayanan
komprehensif sesuai dengan kapasitas dan
kompetensinya dalammendukung pelaksanaan
program pemerintah melalui Surat Edaran
DirekturJenderal.

Mendorong Dinkes untuk memastikan
seluruh FKTP di wilayah masing-masing
memanfaatkan RME terintegrasi SATU SEHAT
untuk mendukung pencatatan dan pelaporan
program prioritas.

Berkoordinasidenganlintas programuntuk
tersedianya reward bagi tenaga kesehatan di
FKTP yang terlibat dalam pelayanan program
prioritas misalnya dalam bentuk Satuan Kredit
Profesi(SKP).

Pengusulan pembiayaan melalui DAK

Nonfisikjangka menengah.
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Faktor -faktor yang mendukung
pencapaiantarget adalah:

- Keterlibatan lintas program dan lintas
sektor terkait, di antaranya Kementerian
Dalam Negeri, Bappenas dan BPJS
Kesehatan serta asosiasi fasilitas
pelayanankesehatan
- Komitmen dari para pemangku
kebijakan di pemerintah pusat dan
pemerintahdaerah
- Adanya skema pembiayaan kegiatan
melalui APBN (dekonsentrasi) dan DAK
NF (DAK nonfisik untuk menu Penguatan
kolaborasi puskesmas dengan klinik
pratama dan TPMD dalam pelayanan
program prioritas dialokasikan pada
tahun2024).
- Tersedianya sumber daya manusia
yang kompeten dalam melaksanakan
kegiatansesuaitugasdanfungsinya.
- Koordinasi yang baik dalam rangka
menciptakan suasana kerja yang

kondusif.

Terkait analisis efisiensi sumber daya
tidak dapat dilakukan karena tidak ada alokasi
anggaran yang diberikan untuk mendukung
capaianindikatorpadatahun2025. Kebijakanini

menyesuaikan dengan adanya perubahantugas

pokok dan fungsi sesuai dengan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
TataKerjaKementerianKesehatan.

Sementara, analisis program/kegiatan
yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
dalam rangka mendukung pencapaian target
tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.
Hal ini mengacu pada Permenkes Nomor 21
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan yang menetapkan
adanya perubahan struktur serta tugas dan
fungsi unit utama selaku pengampu indikator

padaperiode 2022-2024.

3.1.18 Persentase
Fasyankes Rujukan Milik
Pemerintah yang Memenuhi
SaranaPrasarana danAlat
(SPA) Sesuai Standar

1. Definisi Operasional

Persentase Rumah Sakit dan Laboratorium
Kesehatan Pemerintah yang sudah memiliki izin
operasional yang memiliki SPA sesuai standar
berdasarkan pedoman survei Akreditasi Rumah
Sakit tercantum bahwa pemenuhan sarana,

prasarana dan alat kesehatan minimal 60% dari
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standar yang ditetapkan dan di inputkan pada
Aplikasi Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan

(ASPAK).

2.CaraPerhitungan

Jumlah Rumah Sakit Milik Pemerintah yang
memiliki SPA minimal 60% kelengkapan ASPAK
dibagiJumlahtotal Rumah Sakit Milik Pemerintah
dikalil00%

Jumlah Laboratoirum Milik Pemerintah yang
memiliki SPA sesuai standar dibagi Jumlah Total
Laboratorium Milik Pemerintah dikalil00%

Persentase Rumah Sakit Milik Pemerintah
yang memiliki SPA minimal 60% kelengkapan
ASPAK ditambah Persentase Laboratorium Milik
Pemerintah yang memiliki SPA sesuai standar

dibagidua

3. Rencana Aksi yang Dilakukan untuk
MencapaiTarget

Target tahun 2024 sebanyak 100%
fasyankes rujukan milik pemerintah memiliki
SPA sesuai standar. Aksi yang dilakukan yakni
pelaksana kegiatan dan penanggung jawab
dari indikator ini adalah Tim Kerja Standarisasi
Alat Kesehatan, Tim Kerja Sarana Prasarana
Fasyankes Rujukan dan Tim Kerja Sarana
PrasaranaFasyankesLainnya.

Pencapaian indikator fasyankes rujukan

milik pemerintah yang memenuhi sarana
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prasarana dan alat (SPA) sesuai standar dengan
cara mengolah data pemenuhan SPA RS dan
Laboratorium di dalam ASPA. Jenis Kegiatan
untukdapatmencapaitargetindikatorfasyankes
rujukan milik pemerintah yang memenuhi
sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

dilaksanakan melalui:

a. Monitoring dan Supervisi Pemenuhan
Standar SPA dan Diinstruksikan Fokus Lokus RS
Rujukan Nasional, Regional danProvinsi

Monitoring dan Supervisi Pemenuhan
Standar SPA dan diinstruksikan Fokus Lokus RS
UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, RS Rujukan
Nasional, Regional dan Provinsi dilaksanakan
dengan kunjungan langsung ke RS dan
menganalisis data ASPAK terutama digunakan
untuk menganalisis data SPA RS untuk layanan
unggulankanker, jantung, stroke dan Uro-Nefro
serta KIA sesuai dengan stratifikasi Madya,
Utama maupunParipurna.

Selain itu monitoring dan evaluasi juga
dilaksanakan melalui analisis usulan dana
DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk RS Rujukan
Nasional, Regional dan Provinsi. Dasar analisis
selain dari data ASPAK juga secara berkala
melakukan pertemuan secara daring dan
melakukan kontak rumah sakit bersangkutan
untuk melakukan klarifikasi kebenaran dalam

pengisiannya. Standar pemenuhan Sarana
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Prasarana dan Alat RS sesuai dengan program
layanan dan peraturan yang berlaku, mengacu
standar SPArumah sakit serta standar akreditasi

baik nasionalmaupuninternasional.

b. Pembinaan Teknis Pemenuhan
Standar SPA di Laboratorium Kesehatan Milik
Pemerintah

Melakukan advokasi ke Dinas Kesehatan
agar Laboratorium Kesehatan Daerah
(Labkesda) masing-masing dilengkapi
Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai
standar dan mampu melakukan pemeriksaan
dan skrining 9 penyakit prioritas. Dilakukan
sosialisasipedomandesain tikipal Laboratorium
Kesehatan Daerah. Selain itu dilakukan juga
sosialisasipedomandesain tipikal Laboratorium
Kesehatan Daerah dan Pedoman Prasarana dan
Peralatan Laboratorium Biosafety Level 2 (BSL-
2)danBiosafetyLevel 3(BSL-3)danPengelolaan

Alat KesehatandilLaboratoriumKesehatan.

4. Upaya yang dilaksanakan untuk
mencapaitarget
A. Pemenuhan SPA di Rumah Sakit Milik
Pemerintah
- Melakukan pertemuan daring lewat
Zoom secara kontinu dan berkala untuk
memantau capaian pemenuhan SPA di

RS untuk melakukan pembahasan terkait

capaian ketersediaan sarana, prasarana,
alkes dalam ASPAK. Hal teknis tentang
pengisian data ASPAK, kendala yang
dialamisertasolusiyang bisa digunakan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi
(monev) secara langsung ke RSUD
dengan menggunakan instrumen
monev berupa form tarikan data ASPAK,
dilakukan pengecekan bagian mana
yang belum dilakukan update data
dengan baik. Kemudian dibandingkan
dengan inventaris yang dimiliki serta
dibandingkan juga dengan usulan
kegiatanyang telah dilaksanakan melalui
DAK.

- Melakukan advokasi ke RSUD dengan
melaksanakan Sosialisasi NSPK Bidang
Alat Kesehatan untuk mendorong
implementasi NSPK bidang peralatan
kesehatan, sehingga fasilitas pelayanan
kesehatandapatmemberikanpelayanan
kesehatan sesuaistandar.

- Melakukan verifikasi ketersediaan
SPA di ASPAK untuk rumah sakit yang
direncanakanmendapatkanpemenuhan
alatkesehatanlayanan KISUKIA.

- Melakukan desk untuk verifikasi usulan

pemenuhan SPAmelaluiDAK

222 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

Gambar 3.8

Monitoring dan Evaluasi Kesiapan RSUD dalam Pemenuhan Alat Kesehatan

B. Pemenuhan SPA di Laboratorium

KesehatanMilik Pemerintah

- Melakukan Pemetaan Pemenuhan SPA
Laboratorium Kesehatan serta Bimbingan
Teknis Peningkatan Kemampuan Labkesda
SesuaiStandar

Pemetaan pemenuhan Sarana Prasarana
dan Alat Laboratorium di Laboratorium
Kesehatan Daerah (Labkesda) milik Pemerintah
yang pemenuhannya dilakukan dari berbagai

sumber antara lain Dana Alokasi Khusus
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(DAK), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
(PHLN), Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan Anggaran Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) serta sumber-sumber
pembiayaan sesuai dengan peraturan yang
berlaku agar terpenuhi secara merata dan tidak
tumpang tindih pembiayaan bersama dengan

lintas sektor.
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Gambar3.9

Peta JalanPemenuhanLabkesda
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Gambar3.10
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PetaJalanPemenuhanLabkesda

- Bimbingan Teknis pemenuhan SPA serta

pengisian ASPAK di Laboratorium Kesehatan
Milik Pemerintah
Kondisi dan permasalahan saat ini adalah

Labkesda belum terintegrasi, sehingga belum

terbangunnya jejaring laboratorium baik milik
pemerintah maupun swasta, belum optimalnya
surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan
berbasis laboratorium, belum tersistemnya

pembinaan sumber daya laboratorium baik SDM,
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kalibrasi alat dan quality assurance serta belum
adanya sisteminformasilabkes yang terintegrasi.
Darikondisidanpermasalahantersebutmakape-
nataan laboratorium kesehatan bertujuan untuk
mewujudkan layanan laboratorium kesehatan
yang bermutu, meningkatkan akses masyarakat
dalam deteksi dini dan diagnostik penyakit,
mendukung surveilans penyakit dan faktor risiko
kesehatan berbasis laboratorium untuk pe-
mantauan wilayah setempat status kesehatan
masyarakat serta membangun kesiapsiagaan
laboratorium kesehatan dalam menghadapi

ancaman penyakitdankejadianluarbiasa.

Gambar3.11

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan
KemampuanLabkesda sesuaistandar

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

Untuk itu dilakukan bimbingan teknis ke
LaboratoriumKesehatanDaerah(Labkesda)agar
seluruh Sarana Prasana serta Alat Laboratorium
di Labkesda sesuai dengan standar. Maka
dilakukan Bimtek melalui mekansime daring
(online) serta luring (mengunjungi Labkesda)

untuk diberikanpembinaan.

Gambar3.12

Kegiataan Pembinaan Pengisian ASPAK di
LaboratoriumKesehatan Milik Pemerintah

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Laboratorium
Kesehatan

Strategi pengembangan Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan perlu dilakukan
untuk meningkatkan efektivitas dan mutu

penggunaan Sarana, Prasarana dan Alat
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Kesehatan di Indonesia. Dalam pelaksanaan
seluruh kegiatan di bidang fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya untuk menunjang pencapaian
indikator pembinaan fasyankes lainnya yaitu
Persentase fasyankes rujukan yang melakukan
pengujian dan kalibrasi sarana prasarana dan
alat kesehatan serta Fasyankes yang memiliki
sarana prasarana alat sesuai standar pada tahun
2024.

Dalam rangka peningkatan mutu dan
pelayanan laboratorium kesehatan kepada

masyarakat dan akibat terjadinya pandemi

Gambar3.13

Covid-19, maka pada alokasi DAK tahun 2024,
terdapat menu renovasi pembangunan gedung
laboratorium kesehatan. Dalam pembangunan
renovasi laboratorium kesehatan untuk
mendukung pemeriksaan covidl? dengan
sarana prasarana BSL-2. Untuk mendukung
terlaksana pembangunan renovasi gedung
laboratorium kesehatan BSL-2 diperlukan
pengawasan dan pengawalan pembangunan
renovasi tersebut agar proses pembanguan
berjalan sesuai Standar pedoman laboratorium

yangtelahdisusun.

Kegiatan Monitoring danEvaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
LaboratoriumKesehatan secaraDaring

{5 B Q- e €Cr*»nfsae ~ b vew LN
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Gambar3.14

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK)
Laboratorium Kesehatan melalui Kunjungan Lapangan

Gambar3.15

LaboratoriumKesehatanyang BersumberDana Alokasi Khusus (DAK) Laboratorium Kesehatan
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5. PencapaianKinerja

Pada tahun 2024 97,12% Fasyankes
Rujukan (Rumah Sakit dan Laboratorium
Kesehatan milik pemerintah) telah memenuhi
sarana prasaranadan alat (SPA) sesuai standar.
Berdasarkan data ASPAK per Desember 2024
dari 747 Rumah Sakit milik pemerintah yang
telah memiliki SPA diatas 60% sebanyak 704
Rumah Sakit dan untuk SPA Laboratorium
Kesehatan dari 259 Laboratorium Kesehatan
yang terdaftar di ASPAK terdapat 259
Laboratorium Kesehatan yang memiliki sarana

prasaranadanalat (SPA)sesuaistandar.

Tabel 3.26

Capaian 2024 sebesar 97,12% Fasyankes
Rujukan milik pemerintah daerah telah
memenuhi 60% kelengkapan sarana dengan
kumulatif proporsiyaitu 50% untuk sarana, 20%
untuk prasarana dan 30% untuk alat Kesehatan,
denganrinciansebagaiberikut:

Sebanyak 94,24% RS Milik Pemerintah
Daerah yang telah memenuhi sarana prasarana
dan alat (SPA) sesuai standar yaitu 704 RS milik
pemerintahdaerahdariTotal 747 RS.

Sebanyak 100% Laboratorium Kesehatan
milk Pemerintah telah memenuhi sarana
prasarana dan alat (SPA) sesuai standar yaitu
259 Laboratorium Kesehatan dari Total 259

LaboraoriumKesehatan.

Indikator Fasyankes Rujukan Milik Pemerintah yang Memenuhi SPA Sesuai standar

Indikator Target Target

Capaian Capaian

2023 2024

2023 2024 2023 2024

Persentase 95% 100%
fasyankesrujukan
milik pemerintah
yang memenuhi
SaranaPrasarana
danAlat(SPA)
sesuaistandar

95% 97,12% 100% 97,12%
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Komponen yang menyebabkan capaian
indikator persentase fasyankes rujukan milik
pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana
dan Alat (SPA) sesuai standar tidak tercapai
adalah terdapat pada komponen SPA Rumah
Sakit, dimana capaian presentase SPA Rumah
Sakit hanya mencapai nilai 94,24%, nilai
tersebut mengalami penurunan dibandingkan
dengan data tahun 2024 yaitu 95,05%. Hal ini
disebabkankarena:

Pemenuhan Alat Kesehatan perlu waktu
dalam pencapaiannya karena terkait dengan hal
yang lain terutama terkait dengan anggarannya.
Di sisi lain Sarana dan Prasarana lebih mudah
dicapai pemenuhannya mengingat jenisnya
tidak banyak. Pemenuhan alkes untuk RS milik
pemerintah daerah ini masih diperlu dukungan
berbagai pihak. Sebab sebagian besar RS
pemerintah daerah masih mengandalkan
anggaran DAK sebagai sumber utama dalam
pemenuhanalkesnya. Belumdapatdianggarkan
penuh menggunakan APBD ataupun anggaran
RS sendiri. Sedangkanuntuk DAK saatinisifatnya
Tematik seperti untuk prioritas pada KISU-KIA,
tidak seperti DAK tahun-tahun sebelumnyayang
berfokus pada pelayanan dasar seperti untuk
layananIGD,rawatinap,rawatjalan,|ICU, OK,dsb.

Bagi RS yang menjadi Lokus KJSU-KIA ini,
maka pemenuhannya dapat dilakukan. Namun,

bagi RS pemerintah daerah yang tidak masuk
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lokus KJSU-KIA ini pemenuhannya menjadi
terhambat. Di sisi lain, RS juga menghadapi
kondisi di mana alkes ini mengalami penurunan
fungsi/rusak sehingga hal ini tentu saja
menyumbang penurunan nilai capaian SPA di
ASPAK.

Data yang sampaikan dalam LAKIP ini
merupakan tarikan data pada Desember
2024, namun proses update dan validasi
masih dilakukan oleh pihak RS dan Dinas
Kesehatan sehubungan dengan update data
hasil pemenuhan SPA pada tahun 2024. SPA
yang diadakan baik dari sumber DAK ataupun
sumber anggaran lainnya ini oleh RS tidak
segera diupload, hal ini juga kami perkirakan
menyumbang peran penting dalam penurunan
capaian SPA ASPAK. Tingkat kepatuhan dan
keaktifan RS dalam pengisian ASPAK yang masih
belum optimalmempengaruhihasil tarikan data.

Saat ini RS pemerintah daerah sedang
melakukan update data berkala, dengan
melakukan kroscek ulang terutama terkait
dengan ketersediaan alkesnya. Temuan data
RS antara lain memasukkan alkes yang belum
dimiliki sehingga harus dikeluarkan dari dalam
ASPAK, kemudian ada penyesuaian ruang
yang mengalami alih fungsi. Sehingga hal ini
akan berpengaruh pada alkesnya. Selain itu,
ada perbedaan pemahaman penamaan alkes

ASPAK antara tim RS dengan nomenklatur
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alkes di ASPAK (misal: mesin anestesi dianggap
sama dengan mesin anestesi ventilator).
Sehingga hal ini kemudian disisir kembali oleh
RS bersangkutan untuk melihat kesesuaian
antara alkes di ASPAK dengan alkes yang ada
di lapangan. Updating data berkala ini bila
mengurangi jenis alkes di suatu layanan, maka
otomatis juga akan menyebabkan penurunan

capaian SPAdiASPAK.

3.1.19 Presentase
Penurunan Jumlah Kematian
di Rumah Sakit

Untuk indikator kinerja ini, target capaian
indikator tahun 2024 sebesar < 2,5 dengan
realisasikinerjasebanyak 0,97.Realisasitersebut
sudah tercapai sesuai dengan target tahun
2024. Namun pada tahun 2025 Indikator ini
tidak lagi diukur capaiannya karena sudah bukan

merupakanindikatorkinerja.

Tabel 3.27

Terlihat capaian kinerja tahun 2023 sempat
mengalami penurunan dibandingkan tahun
2022. Namun, di tahun 2024 mengal Jika
dibandingkan dengan target 2024, realisasi
Semester1Tahun2025 sudahtercapai.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
mencapai target penurunan jumlah kematian
yaitu penyusunan NSPK dankegiatanbimbingan
teknis terkait pelayanan PONEK dan SC
emergensi Kategori | untuk menekan angka

KematianlbudanAnak.

Rencana aksi yang dilakukan untuk
mencapaitarget:

Pemerataan akses pelayanan yang diiringi
peningkatan SDM terutama spesialis dengan
koordinasilintas unit Kemenkes dan Organisasi
Profesi.

Bimtek dan Monev RS dalam Penerapan
PNPK dalam bentuk PPK serta penyusunan,

implementasidan evaluasialurklinis (CP).

PerbandinganTargetdanRealisasilndikator Persentase Penurunan Jumlah Kematian diRumah Sakit
Semester1Tahun2025 denganTahun Sebelumnya

Target Realisasi2023 | Realisasi2024 | RealisasiSmt12025
<2,5 2,7 0,97 0,97
(CapaianTahun2024)
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Meskipun Indikator ini sudah tidak menjadi
Indikator Sasaran Strategis Kemenkes pada
rancangan Renstra 2025-2029, namun NDR
masih menjadi variabel yang harus dilaporkan

olehRS didalamaplikasiSIRS.

3.1.20 Pesentase Kepuasan
Pasien di Fasyankes
Rujukan

1. Definisi Operasional
Definisi operasional indikator adalah
persentase kepuasan pasien di fasyankes

rujukan.

2. PerhitunganIndikator

Cara perhitungan indikator persentase
kepuasan pasien di fasyankes rujukan yakni
jumlah kumulatif pernyataan kepuasan pasien
atas pelayanan fasyankes rujukan sampai pada
tahun berjalan dibagi jumlah total pasien yang
mengikuti survei kepuasan pada pelayanan

Rumah Sakit, dikali100%.
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3.RumusPerhitungan

Jumlah kumulatif pernyataan kepuasan pasien
ataspelayananfasyankes rujukan sampai
pada tahun berjalan

x100%

Jumlahtotal pasienyang
mengikuti Survei Kepuasanpada pelayanan
Rumah Sakit(SesuaiBaseline = 21.656)

4. Pencapaian Indikator Kepuasan Pasien
diFasyankes Rujukan

Pengukuran kepuasan pasien dihitung
melalui pernyataan kepuasan pasien terhadap
pelayanan yang diterima dari fasyankes rujukan.
Hal ini sesuai dengan definisi operasional dan
rumus perhitungan yang ada dalam Peraturan
MenteriKesehatanNomor13Tahun2022tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-
2024. Capaian persentase kepuasan pasien
difasyankes rujukan pada tahun 2024 sebesar
98,37%.

Selain mengukur dengan cara tersebut,
Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan juga
melakukanpengukurankepuasanpasienberupa
Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan
Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2017
tentangPedomanPenyusunanSurveyKepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
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Publik. Kegiatan survei ini diselenggarakan
pada 60 RS (pada akhirnya menjadi 67 RS untuk
pemenuhan jumlah responden) di seluruh
Indonesia melalui kerja sama dengan Dinas
Kesehatan Provinsi di 38 Provinsi sebagai
enumerator (pencacah/pengambil data) yang
telah mendapatkan pelatihan/coaching dari
lembaga penelitian salah satu perguruan tinggi
negeriyang dilibatkan dalam survey ini sebagai
narasumber/konsultan survei kepuasan pasien
tahun2024.

Perguruan tinggi negeri dimaksud juga
berkontribusi untuk mendesain metodologi
pelaksanaan survei kepuasan pasien tahun
2024, mulai dari kerangka pemilihan sampel
hingga teknik pengumpulan data. Untuk
kerangka pemilihan sampel digunakan metode
stratified random sampling berdasarkan: (a)
Jenis rumah sakit yaitu RS umum dan RS Khusus;
(b) Kepemilikan rumah sakit yaitu RS milik
pemerintah dan RS milik swasta; dan (c) Kelas
rumah sakit yaitu RS kelas A, kelas B, kelas C,
dan kelas Tujuan utama dari metode ini adalah
memastikan bahwa setiap sub kelompok dari
populasi diwakili dalam sampel, sehingga hasil
penelitian atau survei menjadi lebih akurat dan
dapatdipertanggungjawabkan.

Kemudian, untuk teknik pengambilan data
yangdilaksanakanolehDinasKesehatanProvinsi

saat turun ke lapangan meliputi: (a) Menyiapkan

instrumen survei kepuasan pasien (kuesioner)
yang disusun berdasarkan Permenpan-RB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; (b)
Enumerator mewawancarai responden yang
menerima pelayanan rawat inap dan rawat jalan
dirumah sakit terpilih; (¢) Enumerator melakukan
wawancara mendalam untuk menggali
pertanyaan yang memiliki kepuasan rendah/
kurang dan mendapatkan masukan guna
perbaikan pelayanan; (d) Proses wawancara
yang dilakukan oleh enumerator didampingi tim
Kementerian Kesehatan; (e) Supervisi dilakukan
oleh tim ITAPS FEM IPB pada sebagian rumah
sakit; dan (f) Mengumpulkan hasil survei melalui
googleform.

Terkait responden, pada tahap
awal, penentuan jumlah responden yang
diwawancarai minimal 30 pasien rawat jalan
dan 30 pasien rawat inap. Namun, pada saat
pelaksanaan survei terdapat rumah sakit
yang tidak bisa mencapai batas minimal
responden yang telah ditentukan. Oleh sebab
itu, dilakukan penyesuaian dengan menambah
responden dari pasien rawat inap ataupun
rawat jalan sesuai dengan ketersediaan pada
saat pelaksanaan survei, maupun dengan
melakukan penambahan responden dari

rumah sakit lain. Jumlah total responden rawat
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jalan sebanyak 1.977 pasien dan responden
rawatinap sebanyak1.700 pasien.

Adapun hasil pengukuran angka indeks
kepuasan masyarakat atau dalam hal ini adalah
pasiendifasyankesrujukanadalah78,66% untuk
layananrawatjalan, 80,25% untuk layanan rawat
inap, dan 79,40% untuk gabungan rawat inap
dan rawat jalan. Pencapaian Indeks Kepuasan
Masyarakatyang memenuhikategoribaik sesuai
Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2017
adalah angkaindeks = 76,61%. Sehingga angka
indeks kepuasan masyarakat yang didapat

masuk dalamkategoriBaik.

Grafik3.43

5. Analisis pencapaiantarget

Pencapaian persentase kepuasan pasien
di fasyankes rujukan pada 2024 (98,37%)
melebihi target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 90% untuk 2024. Hasil pengukuran
ini melampaui target yang ditetapkan secara
signifikan. Pencapaian ini didukung oleh skor
hasil pengukuran indeks kepuasan Masyarakat
yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
PAN RB No. 14 Tahun 2017 dimana hasil yang
didapatkansebesar79,40 melebihi skorminimal
yaitu 76,61. Walaupun pasien menyatakan puas
pada pengukuran kepuasan pasien, pasien
tetap memberikan beberapa catatan sebagai
harapanperbaikanpelayanan.

Sepertiterlihat padatabel berikut:

PencapaianPersentase Kepuasan PasiendiFasyankes Rujukan

100.00%

80.00%
80.00%
60.00%
60.00%
40.00%
20.00%
G-GG'}.‘\
2022
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B Target

75.00%

98.39% 98.37%
90.00%
2023 2024
Capaian
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Adapun masukan yang disampaikan telah
dikategorikan sesuai unsur pelayanan dalam
instrumen pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat yaitu:

a. UnsurSaranadanPrasarana:
Gedung rumah sakit perlu diperhatikan
kebersihannyadan perawatannya

- Toilet dibersihkan dan diberikan
perawatanyangrutin
-Perluasanruangtunggudanpenyediaan
kursitambahan
- Layout musholla perlu dibuat dekat,
bersih,danterawat
- Penyediaan lahan parkir yang luas dan
terjangkau (secara letak dan tarif) agar
mempermudahproses mobilisas
-Penambahanpendinginruanganseperti
AC dan kipas angin, terutama pada
ruang tungguyangramai
- Pemasangan lampu yang mencukupi
danberkualitas
- Penyediaangordenpadalayananrawat
inap
- Penyediaan fasilitas penunjang pasien
(sepertikursiroda, nurse call, dantempat
tidurrawat inap) yang bersih dan mudah

digunakan

-Penyediaanfasilitas pendukunglainnya
(seperti monitor antrean dan farmasi,
informasi dokter di pintu ruangan, pe-
nunjuk ruangan/ denah rumah sakit,
hiburan seperti TV, kantin, airminum, dan
areabermainkhusus anak)
-Penyediaanairbersihdanstabil

- Penyediaan listrik dan stopkontak yang
stabildanterjangkau
-Perbaikaninstalasilistrik dangenset
-Penyediaanjaringaninternetyangstabil
(sepertiwifi)
-Perbaikanlayoutrumahsakituntukmem-
permudah proses administrasi hingga

pengambilanobat.

. UnsurKecepatanPelayanan

- Penyediaan layanan pengaduan yang
terpusat yang jelas dan penanindak-
lanjutanyang cepat

- Penyesuaian kelas BPJS pasien dengan
ruanganyang akanditempati

- Melengkapiobat dibagianfarmasiagar
pasientidak perlu membeli diluarrumah
sakit

- Perlunya birokrasi pelayanan yang
cepat, tidak berubah-ubah, dan tidak

mempersulit pasien
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- Mempermudah prosedur pendaftaran
daring serta memberikan layanan
bantuan

- Penyesuaian jadwal dokter antara
jadwaldaring danjadwal sebenarnya

- Percepatan pelayanan pasien,
khususnya pasiendarurat

- Penyediaan sistem pembayaran non-
tunai

- Pelayanan administrasi, pendaftaran,
dokter, dan farmasiyanglebih cepatdan

informatif.

. UnsurInformasi dan Publikasi

- Penyediaan flyeratauinformasilayanan
rumah sakit di media cetak maupun
mediasosial

- Keterbukaan informasi biaya pe-
nanganandanobatbagipasienumum

- Keterbukaan persyaratan administrasi
yangharusdipersiapkan

- Keterbukaan informasi terkait jadwal
dokterhinggadurasipemrosesanobat
- Keterbukaan durasi peracikan obat
kepadapasien

- Keterbukaan informasi jika jadwal

dokterberubah.
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d. Unsur Tenaga Kesehatan dan Staf

Pelayanan

- Staf pelayanan perlu lebihramah, gesit,
responsif, komunikatif, dantepat waktu
- Jadwal pelayanan dokter untuk rawat
jalandanrawatinapperlulebihtepatwaktu
sertamemilikiperiode waktuyangjelas

- Dokter perlu lebih komunikatif dan
responsif terhadap pasien
-Penambahanstafpelayanandandokter
spesialis

- Penyediaan dokter pengganti apabila
dokteryang bersangkutan berhalangan
praktik

- Perbaikan komunikasi antara tenaga

kesehatanagartidak merugikanpasien

Dalam mencapai target indikator yang
telah ditetapkan Direktorat Mutu Pelayanan
Kesehatan telah melaksanakan kegiatan untuk

mencapaitarget:

- AkreditasiRumah Sakit.

- SosialisasiIndikator Nasional Mutu bagi
SDM Dinas Kesehatan dan SDM Rumah
Sakit.

- Alokasi dana dekonsentrasi untuk
melakukan monitoring dan evaluasi
peningkatan mutu di fasilitas pelayanan

Kesehatanrujukandi 38 provinsi.
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- Pemantauan dan evaluasi capaian
IndikatorMutuperprovinsi.
- Diseminasi dan Analisa hasil pelaporan

Indikator Nasional Mutu.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk
mendorong pencapaian indikator kepuasan
pasien, ditemukan faktor yang mempengaruhi

pencapaiantarget sebagaiberikut:

a.Penghambat pencapaiantarget
- Masih banyak Rumah Sakit yang
memiliki keterbatasan anggaran untuk
memeliharan dan memperbaiki sarana
danprasarana.
- Masih ada Rumah Sakit yang belum
memahami Indikator Nasional Mutu
pelayananKesehatan
-Masihadarumahsakityangbelumpatuh
dalamPelaporanIndikatorMutu.
- Belum semua Dinas Kesehatan
memahami mengenai tata cara
pengukuran Indikator Mutu dan
pelaporan Indikator Mutu sehingga tidak
mampumendampingiRumah Sakit.
- Sistem Informasi Pelaporan Indikator
- Mutu yang digunakan terkadang
bermasalah.
- Kendalajaringan dibeberapawilayah di

Indonesia.

b.Pendukungpencapaiantarget

- Akreditasi Rumah Sakit dijadikan
persyaratan Kerjasama dengan BPJS
sehingga mendorong Rumah Sakit untuk
melakukan perbaikan sesuai dengan
StandarAkreditasiRumah Sakit.

- Kewajiban melakukan pengukuran
kepuasan pasien di dalam Indikator
Nasional Mutu pelayanan Kesehatan
yang harus dilaporkan berkala ke

Kementerian Kesehatan.

Adapun terkait dengan beberapa faktor
penghambat maka alternatif solusi yang dapat

dilakukan adalah:

- Advokasi kepada pemilik Rumah Sakit
berkomitmen untuk memenuhi harapan
pasien yang disampaikan melalui survei
kepuasanpasien.

- Peningkatan pemahaman Rumah Sakit
dan Dinas Kesehatan melalui kegiatan
refreshingdaring/Iluring.

- Peningkatan dengan monev terpadu
lintas direktorat.

- Pengembangan dan update sistem
informasi mutu pelayanan kesehatan

secaraberkesinambungan..
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Gambar3.16

Pelaksanaan SurveiKepuasanPasienTA2024

"ﬂw

'Ili-
. il m 2 o ltds | H

Pada rancangan Renstra 2025-2029, dengannamaindikatortingkat kepuasan pasien
indikator ini berubah nomenklatur dan menjadi terhadap pelayanankesehatandandiampuoleh
indikatorkomposit bersama Ditjen Kesprimkom DitjenKesehatanLanjutan.
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3.1.21 Jumlah Rumah Sakit
yang Memiliki Layanan
UnggulanInternasional

1. Definisi Operasional

Jumlah rumah sakit vertikal yang
mengembangkan layanan unggulan melalui
kerja sama internasional dengan Rumah Sakit

atauinstitusi kesehatanluarnegeri.

2. CaraPerhitungan

Jumlah RS Vertikal yang memiliki minimal
satu layanan unggulan setara internasional.
Cara menghitung dan mengukur indikator ini
adalah dengan menghitung jumlah RS Vertikal
yang telah melakukan kerja sama luar negeri
dengan rumah sakit atau institusi Kesehatan
luar negeri berdasarkan pembuktian adanya
dokumen kerjasama luar negeri seperti Letter
of Intent (Lol), Memory of Understanding (MoU),

Implementing Agreement (I1A), dan sebagainya.

3. Rencana Aksi yang Dilakukan untuk
MencapaiTarget
Menyusun pedoman kerja sama luar negeri
rumah sakit.
- Melakukan sosialisasi dan advokasi
program kerja sama luar negeri kepada
pemangku kepentingan lain di lintas

sektorataukementerian/lembaga.

- Melakukan pendampingan upaya
penjajakan kerja sama hingga
tercapainya kesepakatan dalam
menandatanganidokumenkerjasama.
- Melakukan pembinaan program kerja
samaluarnegeri.

- Melakukan monitoring dan evaluasi
selama kurun waktu proses kerja sama

berjalan.

4. Upaya yang Dilaksanakan untuk
MencapaiTarget
Pencapaian target indikator “RS Vertikal
yang memiliki layanan unggulan internasional”
dilakukan bersama dan melalui koordinasi
dengan RS Vertikal, dengan upaya yang
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing sesuai peraturan yang berlaku. Upaya
yang dilakukan oleh Direktorat TKPK mengacu
pada Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, dan
KMK Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022,
khususnya tugas dan fungsi terkait kerja sama
luar negeri bidang pelayanan kesehatan, yakni
dengan:
a. Dalamrangka optimalisasipencapaian
target pada tahun 2024, diperlukan
adanya kesesuaian antara redaksi
indikator, redaksi definisi operasional,
danbukticapaiantargetyangdiharapkan

sesuaiyang tertuang dalamtransformasi
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layanan rujukan yaitu “Kemitraan dengan
World Top Health Care Centre”. Maka
telah disampaikan usulan perubahan DO
pada IKP dengan menambahkan salah
satunya memiliki kerja sama dengan RS
luar negeri, sudah ditetapkan sebagai
RS pengampu layanan prioritas baik
nasionalmaupunregional,RSmerupakan
RS pendidikan dan RS memilikirencana
strategis dalam menetapkan layanan
unggulannya.

b. Mengumpulkan data untuk RS
Vertikal yang berpotensi memiliki
layanan unggulan yang dapat bertaraf
internasional dengan melakukan analisis
visi dan misi RS sampai rencana bisnis
strategis RS, pendataan kerja sama RS
dengan RS atau institusi kesehatan luar
negeri terkait peningkatan kompetensi
SDM berbentuk fellowship dan kerja
samadenganRSluarnegeri.

c. Melakukan penyusunan feasibility
study untuk menetapkan layanan
unggulanRS.

d. Melakukan sosialisasi dan advokasi
bagi RS untuk bekerja sama dengan luar
negeri yang dapat mendukung layanan
unggulan RS tersebut dengan tujuan

untuk meningkatkankualitaslayananRS.
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e. Melakukan advokasi, fasilitasi dan
atau penjajakan, negosiasi, diskusi
dengan lintas sektor (Kemenlu dan
KBRI), dan pihak mitra asing (Kedubes
negara terkait, RS diluar negeridan atau
institusi kesehatan di luar negeri), agar
dapat melakukan kerja sama dengan RS
Vertikal.

f. Melakukan pendampingan dalam
penyusunan dokumen kerja sama luar
negeri RS (proposal, lol, MoU dan lain-
lain).

g. Memfasilitasi proses koordinasi dan
komunikasi (tertulis dan atau komunikasi
langsung) dengan pihak mitra luar negeri
dalam rangka pembahasan dan atau
penyampaiandokumenkerjasama.

h. Memfasilitasi penyelesaian masalah
dalam proses terwujudnya kerja sama
dan atau dalam proses implementasi
kerjasama.

i. Melakukan monitoring dan evaluasi

implementasikerjasamaRSluarnegeri.

5. PencapaianKinerja
Pencapaian kinerja untuk indikator kinerja
program ini adalah sebesar 29 Rumah Sakit

Vertikaldaritarget sebanyak 34 RS Vertikal.
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6. Analisis CapaianKinerja

Analisis capaian kinerja diperoleh dengan
merujuk pada kriteria capaian yang ditetapkan
sebelumnya,sertamelakukankoordinasidengan
RSdanunitterkaitdiKementerianKesehatan. Hal
tersebutdilakukandenganmempertimbangkan
bahwa pencapaian indikator dilakukan melalui
duapendekatan, yaitu:

Kerja sama yang dilakukan adalah
merupakan kesepakatan antara Kementerian
Kesehatan dengan RS atau institusi kesehatan
luar negeri yang dituangkan dalam dokumen
kerja sama yang ditandatangani para pihak
terkait. Implementasi kerja sama tersebut

kemudian didelegasikan kepada RS Vertikal

Tabel 3.28

sesuaipreferensilingkupbidangkerjasamayang
dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian
implementasi kerja sama masing-masing RS
Vertikal dengan pihak RS dan atau institusi
terkait. Dalam konteks pendekatanini, capaian
target yang dihitung adalah berdasarkan
dokumen perjanjian kerja samarumah sakit yang
memanfaatkankerjasamaini.

Pendekatan kedua berdasarkan inisiasi
dan kebutuhan dari RS Vertikal yang melakukan
kerja sama dengan RS atau intitusi kesehatan
luar negeri. Kedua cara ini cukup efektif dalam

percepatanpencapaiantarget.

Indikator Jumlah RS Vertikal yang memilikilayananunggulaninternasional

ISS : Jumlah
RS Vertikal
yang

memiliki 2021 2022
layanan
unggulan
internasional

Semester
2023 2024 1Tahun
2025

Realisasi 0 4.225.465.566
Kinerja

1.103.257.786 1.106.450.946

Capaian 0 12
Kinerja

24 29 34
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Untuk indikator sasaran strategis “Jumlah
RS Vertikal yang memiliki layanan unggulan
internasional” , capaian target indikator tahun
Semester1Tahun2025adalahsebesar34Rumah
Sakit Vertikal dengan realisasi kinerja sebanyak
29 Rumah Sakit Vertikal.

TargetrealisasiSemester| 2025 tidak dapat
dibandingkan dengantarget jangka menengah
(target 2024) yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi karena tidak
ada indikator RPJMN yang menunjang Indikator
KinerjaProgram Direktorat Tata Kelola Pelayanan

Kesehatanjugadenganstandarnasional.

Permasalahan dalam pencapaian target
indikator “Jumlah RS Vertikal yang memiliki
layanan unggulan internasional” dipengaruhi
oleh kondisi RS Vertikal dan pihak RS dan
institusi luar negeri yang akan menjadi calon
mitra kerjasama sebagaiberikut:

- Lamanya waktu proses reviu teknis,
administratif dan birokrasi yang berlaku
dipihakcalonmitrakerjasamaluarnegeri,
mempengaruhi waktu pencapaian
output target kinerja. Umumnya
membutuhkan waktu antara 3 bulan
sampaidengan 1tahun.

- Ketersediaan anggaran di Rumah Sakit

Vertikal untuk melaksanakan kerja sama
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dengan RSluar negeri, dipengaruhioleh:
- Status pengelolaan keuangan (BLU/
Non BLU) dan Pendapatan Rumah
Sakit Vertikal. RS Vertikal yang secara
finansial belum menunjukkan kinerja
keuangan yang baik akan sulit untuk
dapat mengembangkan layanan
unggulannya melalui kerja sama luar
negeri menggunakan dana BLU RS.
- Siapa yang menginisiasi kerja sama.
Jika inisiasi berasal dari kebutuhan RS,
maka umumnya RS telah membuat
perencanaan anggaran untuk
implementasi kerja sama tersebut.
Namun, jika kerja sama berasal dari
penugasan Kementerian Kesehatan
yang diLakukan di tahun anggaran
berjalan, maka diperlukan waktu bagiRS
untuk melakukan reviu terhadap alokasi
anggaran dengan potensi jika terdapat
sumber anggaran yang dimungkinkan
untuk realokasi maka diperlukan waktu
untuk melakukan revisi anggaran
tersebut. Jika tidak ada, potensinya
adalah dilaksanakan ditahun anggaran
berikutnya, atau tidak dilaksanakan oleh

RS.
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- Terdapat pembiayaan kerja sama
yang bersifat beli jasa, terutama untuk
Perjanjian Berkarakter Internasional.
Ada beberapa kerja sama yang
memberlakukan kerja sama sebagai
suatu service agreement (beli jasa)
dengan biaya yang besar berdasarkan
paket yang di dalamnya terdapat

beberapatahapanyangharusdilalui.

Terdapat beberapa upaya yang telah
dilakukan guna mengatasi kendala dalam
pencapaianindikator, yakni:

- Penyusunan pedoman kerja sama RS
luarnegeri.

- Sosialisasi dan advokasi program kerja
sama luar negeri kepada pemangku
kepentingan lain di lintas sektor atau
kementerian/lembaga.

- Pendampingan upaya penjajakan
kerjasama hingga tercapainya
kesepakatan dalam menandatangani
dokumenkerjasama.

- Pembinaan program kerja sama luar
negeri

- Monitoring dan evaluasi selama kurun

waktu proseskerjasamaberjalan.

Terdapat kendala yang ditemukan dalam
pencapaianindikator sasaranstrategisiniyaitu:
- Diperlukan proses dalam penetapan
layananunggulan.
- Persiapan SDMdaninfrastruktur.
- Menetapkan standarlayanan dan perlu
waktu dalam melakukan penjajakan
dengan RS terbaik di luar negeri dalam
melakukankerjasama.
-RSmembutuhkanpenganggaranbesar
untuk implementasi yang mana prioritas
penganggaran ini masih dibawah
prioritas dengan kebutuhan operasional

danprogramlainnyadiRS.

Untuk mencapai keberhasilan capaian
indikator dilakukan strategi yakni melakukan
advokasiRSVuntukpenetapanlayananunggulan
sesuai dengan Renstra RS, fasyankes dan
perencanaan kerja sama dengan RS luar negeri.
Dengan perencanaanyang tepat diharapkan RS
sudah dapat memprediksikebutuhan anggaran
untukimplementasikerjasamaluarnegerinya

Pada Tahun 2025 Indikator tersebut sudah
dipantau sebagai Indikator Sasaran Strategis
tetapisebagailndikatorKinerjaKegiatandengan

nomenklaturdansasaranyangberbeda
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3.1.22 Jumlah Bahan Baku
Obatdan Obat 10 Terbesar
yang Diproduksi Dalam
Negeri

Indikator ini bertujuan untuk mewujudkan
sistem ketahanan kesehatan yang tangguh
melalui penguatan kemandirian bahan baku
obatkimiadanprodukbiologidalamnegeri.

Definisioperasionalindikatoradalahjumlah
kumulatif bahan baku obat dan obat terbesarby
valueyangdikembangkandandiproduksidalam
negeri.

Cara perhitungan indikator adalah jumlah
bahanbakuobatdanobatterbesarbyvalueyang
dikembangkan dan diproduksi dalam negeri

setiap tahunyangdihitung secarakumulatif.

Tabel 3.29

1. Analisis Upaya Keberhasilan Pencapaian
Targetindikator

Pada tahun 2023, realisasi indikator jumlah
bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang
diproduksidalamnegerimemilikitarget sebesar
14 dan realisasi sebesar 14 bahan baku obat
dan obat, sehingga capaian yang diperoleh
sebesar 100,00%. Pada tahun 2024, realisasi
indikator jumlah bahan baku obat dan obat 10
terbesaryang diproduksi dalam negeri sebesar
20 daritarget sebesar 20 bahan baku obat dan
obat, sehingga capaianyang diperoleh sebesar
100,00%. Realisasi indikator di tahun kelima
Renstra menunjukkan hal yang positif karena
telah mencapai target periode akhir tahun

Renstra2020-2024yakni20.

Target, Realisasidan CapaianIndikatorJumlahBahan Baku Obat dan Obat10
TerbesaryangDiproduksi Dalam Negeri

Tahun2025
INDIKATORKINERJA Target RealisasiSmt1 CapaianSmt1
2025 2025 2025
Jumlahbahanbakuobatdanobat10 20 20 100%
terbesaryangdiproduksidalamnegeri
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Realisasiindikator disemester|tahun 2025
masih sama dengan realisasi indikator 2024,
di mana jumlah bahan baku obat dan obat 10
terbesar yang diproduksi dalam negeri belum
ada penambahan. Indikator kinerja ini akan

digantikan denganindikatoryang komprehensif

Tahun 2025-2029 yakni indikator proporsi
jenis bahan baku obat yang dapat diproduksi
dalam negeri. Hingga saat ini, belum ada
standar nasional/internasional yang dijadikan
benchmark terkait “Jumlah bahan baku obat dan

obat 10 terbesaryang diproduksi dalam negeri”.

Hasiltersebut diperolehdaribahanbakukimia sebanyak10 danprodukbiologisebanyak10 dengan

rinciantabelberikut:

Tabel 3.30

DaftarBahan Baku Obat dan Obat 10 Terbesaryang Diproduksi Dalam Negeri

danrelevandenganRIBKdanRancanganRenstra Sepertiterlihat dalam grafik berikut: SemesteriTahun2025
NO BAHAN BAKU OBAT INDUSTRIFARMASI
A. Bahan Baku Kimia
Crafik 3.44 1 Parasetamol PTRiasimaAbadiFarma
2 Omeprazol PTFerronParPharmaceutical
Target, Realisasidan Cgpaian InglikatorJumIah_Bahan BakuObatdanObat10 Terbesar 3 Atorvastatin PTKimia Farma Sungwun Pharmacopia
yang DiproduksiDalamNegeri Semester1Tahun2025
4 Clopidogrel PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia
5 Amlodipin PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia
Target [ Realisssl [ Capaian 6 Candesartan PTKimia Farma SungwunPharmacopia
7 Bisoprolol PTKimia Farma SungwunPharmacopia
8 Azitromisin PTKimia Farma SungwunPharmacopia
9 Sitagliptin PTKimia Farma SungwunPharmacopia
10 Imatinib PTBrightGene BiomedicallIndonesia
B. ProdukBiologi
1 Erithropoetin Alfa PTKalbio Global Medika
2 Enoxaparin PTBioFarma
3 Insulin Glargine PTKalbio GlobalMedika
4 Rituximab PTKalbio GlobalMedika
5 Insulin Aspart PTSanbeFarma
6 HyFC EPO PTKalbe Farma
7 Bevacizumab PTEtanaBiotechnologiesIndonesia
8 Filgrastim PTKalbio GlobalMedika
2022 2023 2024 Semester | 2025 9 Albumin (PODP) PTTriman/PT SKPlasma Core Indonesia
10 IVIG (PODP) PTTriman/PT SKPlasma Core Indonesia
Sumberdata: Direktorat Jenderal FarmasidanAlat Kesehatan
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Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam

rangka menunjang keberhasilan pencapaian

indikatorkinerjaadalah:

246

- Mengusulkan penerapan tata niaga
impor 22 BBO dalam negeri melalui
surat Menteri Kesehatan pada tanggal 4
Oktober 2024 ditujukan kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.

- Pertemuan pembahasan strategi
mencapai kemandirian dan ketahanan
kesehatan dengan lintas kementerian/
lembaga terkait Penerapan Tata Niaga
Impor22BBO.

- Mengupayakan prioritisasi registrasi
variasi dan sertifikasi TKDN amlodipin
dan candesartan menggunakan BBO
produksidalamnegeri.

- Sinergisme ABGCI dalam percepatan
pengembangan produk biologi dalam
negeri melalui perluasan kerja sama,
peningkatan akses pendanaan, riset dan
penelitian, transfer teknologi, business
matching dan pameran baik dengan
mitra global maupun dengan mitra
dalam negeri. Salah satu kegiatan yang
dilaksanakan adalah Indonesia-China
Healthcare & Biotech Investment Forum
di mana dilakukan penandatanganan
MoU antara PT Etana Biotechnology

IndonesiadanPTBrightGene Biomedical

Indonesia untuk pengembangan
antibodimonoklonal untuk terapikanker.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
serta koordinasi secara intensif dengan
industri terkait progres pengembangan
produk biologi dalam negeri. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui progres
pengembangan, kendala serta
merumuskan solusi/rekomendasi terkait
pengembangan produk biologi dalam
negeri.

- Pembahasan prioritisasi VTD (Vaccine,
Therapeutic and Diagnostic) dilakukan
bersama dengan stakeholder terkait
seperti industri, akademisi, pakar,
kementerian/lembaga lainnya dan
sebagainya. Dilakukan penentuan
komoditas prioritas untuk vaksin, obat
dan diagnostik untuk pengembangan
dan produksi dalam negeri. Dengan
adanya prioritas VTD tersebut makariset,
pengembangan dan sumber daya dapat
lebihfokus dikerahkanuntuk tercapainya
akses dan ketersediaan VTD yang
dibutuhkandilndonesia.

- Koordinasi teknis untuk pelaksanaan
pilot project kerja sama dengan MPP
(The Medicines Patent Pool) sebagai
implementasi dari MoU yang telah di-

tandatangani. Pilot project yang akan
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dilakukan adalah transfer teknologi
untuk 1 produk biosimilar di mana
MPP technology transfer team akan
memfasilitasi, mendampingi serta
terlibat langsung dalam proses transfer
teknologi. Pembahasan tengah
dilakukan dalam hal pemilihan molekul
serta rencana strategi pendanaan
bersama dengan lembaga/mitra
pembiayaan.

- Dalam rangka mendukung produksi
PODP dengan sumber plasma dalam
negeri, telah dilakukan berbagai
kegiatan bekerja sama dengan unit lain
yang terkait diantaranya monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan fraksionasi
plasma kepada kedua fraksionator,
penunjukkan UPD RS Vertikal sebagai
penyedia plasma, penandatanganan
Plasma Supply Agreement antara
fraksionator dengan UPD RSUP Dr.
Sardjito, penyusunan regulasi teknis
sertaWorkshop PlasmaMasterFile.

- Monitoring dan evaluasi serta ber-
koordinasi secara berkala dengan
industri terkait pengembangan produk

biologi.
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Beberapa faktor penghambat pencapaian

targetadalah:

- Belum adanya jaminan pasar yang
membuat industri BBO mampu
memproduksi sesuai jumlah minimal
keekonomian.

- Industri farmasi belum memaksimalkan
BBO produksidalamnegeri.

- Ketidaktepatan waktu dalam
penyiapan infrastruktur karena kendala
regulasi, kompleksitas investasi, serta
status keberhasilan dalam melakukan
pengembangan/validasi kualitas
produk.

- Produksi Produk Obat Derivat
Plasma (PODP) dimulai dari tahapan
toll manufacturing menggunakan
sumber plasma dalam negeri. Selain
kendala dalam keterbatasan fasilitas
penyimpanan, jumlah UPD (RS Vertikal
dan PMI) yang tersertifikasi CPOB
untuk melakukan pengolahan plasma
juga masih terbatas. Untuk persiapan
pengiriman plasma, beberapa hal
yang sedang berproses antara lain
persetujuan Plasma Master File dan

validasiproses pengiriman.
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Alternatif solusi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi beberapa permasalahan
tersebut adalah sebagaiberikut:

- Melakukan langkah strategis dalam
pemberian jaminan pasar bagi BBO
produksi dalam negeri melalui substitusi
produk impor dengan memberikan
fasilitasichange source.

- Melakukan kerja sama lintas kemente-
rian/lembaga dalam memastikan
penggunaanBBO produksidalamnegeri
melaluiimplementasi kebijakan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan
penerapantataniagalmpor.

- Mendorong tercapainya volume
plasmayang dibutuhkan, telah dilakukan
Workshop Plasma Master File, fasilitasi
pembahasanPlasmaSupplyAgreement,
fasilitasi percepatan sertifikasi CPOB
UPD RS Vertikal, serta pelaksanaan
monitoring dan evaluasi secara
berkala bersama dengan unit kerja lain
untuk penyelenggaraan fraksionasi
plasma. Selain itu, juga perlu dilakukan
koordinasi untuk pengembangan
sistem pengelolaan plasma dan sistem

distribusiplasma.

- Melakukan monitoring dan evaluasi
serta koordinasi secara intensif dengan
Industri dan stakeholder terkait untuk
percepatan pengembangan dan per-
setujuan izin edar untuk mengatasi ket-
erlambatan pengembangan produk
biologi.

- Memberikan fasilitasi perluasan pasar
dalam dan luar negeri melalui business
matching, pameran serta penarikan
investor dan principaluntuk transfer tek-
nologi yang dapat dimanfaatkan oleh
industri.

- Membangun ekosistem pasar nasional
yang mendukung penyerapan produk
biologi melalui perluasan dalam
pembiayaan kesehatan pengembangan
produk bioteknologi berbasis Health

Technology Assessment.

Analisis efisiensi sumber daya yang
dilakukanantaralain:

-Monitoringdanevaluasidenganindustri
farmasi, tim teknis, serta kementerian/
lembaga terkait, sehingga mendukung
efisiensi penggunaan anggaran yang
bersumberdariAPBN.
- Proses fasilitasi pertemuan industri
dalam negeri dalam penjajakan mitra
kerja sama internasional juga dilakukan

secaradaring.
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3.1.23 Jumlah Alat
Kesehatan 10 Terbesar by
Volume dan Value yang
Diproduksi Dalam Negeri

Indikator ini bertujuan untuk mewujudkan
sistem ketahanan kesehatan yang tangguh
melalui penguatan kemandirian alat kesehatan
dalamnegeri.

Definisioperasionalindikatoradalahjumlah
kumulatif alat kesehatan 10 terbesar by volume
dan by value yang telah mampu diproduksi di
dalamnegeri.

Cara perhitungan indikator adalah jumlah
alat kesehatan 10 terbesar by volume dan by
value yang telah mampu diproduksi di dalam
negeri yang dihitung secara kumulatif setiap

tahun.

Tabel 3.31

1. Analisis Pencapaian TargetIndikator

Indonesia mulaibangkitdengankesadaran
penuh akan perlunya memperkuat sektor alat
kesehatan dalam negeri. Namun, saat ini pasar
alat kesehatan di Indonesia masih didominasi
dengan produk impor, terutama untuk produk
alat kesehatan teknologi menengah dan tinggi.
Dari total transaksi alat kesehatan sebesar
Rp 29,2 triliun, sebesar 51,8% atau Rp 15 triliun
masih merupakan produk impor. Dominasi alat
kesehatanimpor dilndonesia harus diantisipasi
dengan penguatan kemandirian, di antaranya
yaitu meningkatkan daya saing industri alat
kesehatandalamnegeriyangdikerahkanmelalui

pengembanganinovatif berbasisriset.

Target, Realisasidan CapaianIndikator Jumlah Alat Kesehatan10 Terbesar
by Volume dan Value yang Diproduksi DalamNegeri

Tahun2025
INDIKATORKINERJA Target Realisasi Capaian
2025 Smt12025 Smt12025
Jumlahalatkesehatan10 terbesar by volume dan 17 17 100,00%
value yang diproduksidalamnegeri
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Pemerintah telah menetapkan program
dan kebijakan untuk mendorong ketahanan alat
kesehatan, salah satunya melalui pendekatan
Triple helix. Triple helix adalah suatu pendekatan
dalam menciptakan sinergi kerja sama dari tiga
aktor/pelaku yaitu akademia (A), bisnis (B), dan
pemerintah (G) untuk membangun ekonomi
berbasis pengetahuan (knowledge-based
economy). Ekosistemyanglengkap akaninovasi
dapat terbentuk jika sudah ada kemitraan
tiga pihak yang kuat antara dunia penelitian
(akademisi), dunia swasta (usaha) sebagai
pihak yang memanfaatkan hasil penelitian,
dan pemerintah yang memfasilitasi terjadinya
inovasi.

Pada tahun 2023, realisasiindikator jumlah
alat kesehatan 10 terbesar by volume danvalue
yang diproduksi dalam negeri memiliki target
sebesar 1l alat kesehatan danrealisasi sebanyak
11 alat kesehatan, sehingga capaian yang
diperoleh sebesar100,00%. Pada Tahun 2024,
realisasi indikator kinerja jumlah alat kesehatan
10 terbesarbyvolume danvalue yang diproduksi
dalam negeri sebesar 17 alat kesehatan dari
target 17 alat kesehatan, sehingga capaianyang
diperoleh sebesar100,00%. Realisasiindikator
di tahun kelima Renstra menunjukkan hal yang
positif karena telah mencapai target periode
akhir tahun Renstra 2020-2024 yakni 17 alat

kesehatan.

Realisasiindikator di semester|tahun2025
masih sama dengan realisasi indikator 2024,
di mana jumlah alat kesehatan 10 terbesar by
volume dan value yang diproduksi dalam negeri
belum ada penambahan. Indikator kinerja
ini akan digantikan dengan indikator yang
komprehensif dan relevan dengan RIBK dan
Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yakni
proporsialkes berteknologirendah-menengah
yang dapat diproduksi dalam negeri dan
proporsi alkes berteknologi tinggi yang dapat
diproduksi dalam negeri serta indikator RPJMN
yakni proporsijenis alkes yang dapat diproduksi
dalam negeri. Hingga saat ini, belum ada
standar nasional/internasional yang dijadikan
benchmark terkait “Jumlah alat kesehatan 10
terbesar by volume dan value yang diproduksi
dalam negeri”. Seperti terlihat dalam grafik

berikut:
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Grafik3.45

Target, Realisasidan CapaianIndikatorJumlah Alat Kesehatan10 Terbesar
by Volume dan Value Semester1Tahun2025

Target [l Realisasi

B Capaian

2022

2023

2024 Semester | 2025

Daftar Alatkesehatanyang diproduksididalamnegeri,dapat dilihat padatabel berikut:

Tabel 3.32

Daftar Alat Kesehatanyang DiproduksidiDalam Negeri Semester1Tahun 2025

No Nama Pabrik Nama Produk JenisProduk NIE
1 PTSwayasa |VENINDOV-01ICU Continous AKD
Prakarsa Ventilator ventilator 20403220252
2 Mindray MINDRAY Digital Ultrasonicpulsed | AKD
Medical Ultrasonic Diagnostic dopplerimaging |21501220208
Indonesia Imaging System system
3 PT Gerlink GERLINKEndoscopy Endoscopy AKD
Utama CameraSystemO1 20801220158
Mandiri GLECS-01-Endoscope
CameraSystem
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CREDITTITLE

No Nama Pabrik Nama Produk Jenis Produk NIE
4 PTPCI VERSANA PREMIER Ultrasonic pulsed | AKD
Elektronik Ultrasound System dopplerimaging 21501220485
Internasional system
Batam
5 PTPCI B105MPatientMonitor | PatientMonitor AKD
Elektronik B125M Patient Monitor 20501220484
Internasional | B155MPatient Monitor AKD
Batam B105P Patient Monitor 20501220485
B125P Patient Monitor AKD
20501220486
AKD
20501220487
AKD
20501220488
6 PTD&V MINDRAY Patient Patient Monitor AKD
International | MonitoruMEC12A Cardiacmonitor [20502320462
Makmur MINDRAY Patient (including AKD
Gemilang MonitorBeneVisionM19 | cardiotachometer | 20502320453
MINDRAY Patient andratealarm) AKD
MonitorBeneVisionM12 20502320454
MINDRAY Patient AKD
MonitorePM15A 20502320455
MINDRAY Patient AKD
Monitor BeneVisionM15 20502320456
MINDRAY Patient AKD
MonitorePM12A 20502320457
MINDRAY Patient AKD
MonitorePM12MA 20502320461
7 PTHospi COLINNPatient Patient Monitor AKD
NiagaUtama | MonitorM15 Cardiacmonitor |20502320518
COLINN Patient (including AKD
MonitorM11 cardiotachometer | 20502320519
COLINNPatient andratealarm). AKD
MonitorM12 20502320517
COLINNPatient AKD
MonitorM10 20502320509
8 PTPCI VERSANAESSENTIAL UltrasonicPulsed | AKD
Electronic Ultrasound System Dopplerimaging | 21501320899

Internasional

System

No Nama Pabrik Nama Produk JenisProduk NIE
9 PT MINDRAY BC-11Auto Hematology AKD
Mursmedic Hematology Analyzer Analyzer 20205320276
JayaMandiri | andAccessories Automated AKD
MINDRAY BC-31Auto differential cell 20205320277
Hematology Analyzer counter
and Accessories
10 PTPolyJaya |INDORAY X-RayMobile |X-RayMobile AKD
Medikal DR400 21501321039;
INDORAY Radiographic AKD
X-Ray Mobile High 21501321038;
Frequency 100
1 PTMeditronik | ENDO 4D Digital Ultrasonic pulsed | AKD 21501321251
Hospilab Ultrasound Diagnostic | dopplerimaging
Indonesia System system
12 PTHospi MINDRAY Diagnostic Ultrasonic pulsed | AKD
NiagaUtama | Ultrasound SystemTipe |dopplerimaging |[21501220254
Z50T system
13 PTHospi MINDRAY Diagnostic Ultrasonic pulsed | AKD
NiagaUtama | Ultrasound SystemTipe |dopplerimaging |[21501321003
ConsonaNé system
14 PTJayamas BIOLIGHT Patient Cardiac monitor | AKD
Medica Monitor (including 20502420142
Industri cardiotachometer
andratealarm)
15 PTHospi ZISLINEPatientMonitor | Cardiac monitor AKD
NiagaUtama |SV12 (including 20502420333
cardiotachometer
andrate alarm)
16 PTMeditronik | ENDO Hematology Peralatan AKD
Hospilab AnalyzerEl.HA.11 Hematologi 20205420185
Indonesia Otomatisdan

SemiOtomatis
(Automated
differential cell
counter)
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No Nama Pabrik Nama Produk Jenis Produk NIE
17 PTKalmed KALTECH Patient Peralatan AKD
Manufaktur | Monitor Kardiologi 20502420023
Indonesia Pemantauan
Cardiac monitor
(including
cardiotachometer
andrate alarm)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menunjang pencapaian indikator
kinerjaadalah:

- Kolaborasi lintas sektor dalam rangka
penguatan jejaring riset dan hilirisasi alat
kesehatandalamnegeri.
-Fasilitasipengembanganalatkesehatan
UMKM dalam rangka memaksimalkan
potensipengembanganalatkesehatan.
- Koordinasi lintas sektor dalam rangka
percepatan riset dan uji klinik alat
kesehatan dalam negeri di perguruan
tinggi.

- Peningkatan kapasitas dalam
rangka Harmonisasi Regulasi: Global
Harmonization Working Party (GHWP)
Capacity Building: Excellence In Medical

Device RegulationandInnovation.

Sumberdata: Direktorat Jenderal Farmasidan AlatKesehatan

- Peningkatan kapasitas SDM untuk
meningkatkan pemahaman dan yang
lebih baik dan keterampilan yang sesuai
dengan standar internasional (ISO
14155:2020 CLINICAL INVESTIGATION
OF MEDICAL DEVICES FOR HUMAN
SUBJECTS — GOOD CLINICAL
PRACTICE).

Beberapafaktorpenghambatpencapaian
targetadalah:

Kurangnya pemahaman SDM pada
persetujuanpelaksanaanujiklinikalatkesehatan.

Belum adanya data riset alkes yang
komprehensif di perguruan tinggi danlembaga
penelitian.

Minimnya ketersediaan bahan baku
dan produk setengah jadi untuk industri alat
kesehatan sehingga bahan baku dengan
spesifikasi persyaratan kualitas medis (medical
grade) masih belum banyak tersedia di dalam

negeri.
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Belum mendapatkan akses peneliti/
dosen perguruan tinggi dari pihak eksternal
(Kemendiktisaintek) sesuai kebijakan research
dalam menerapkan Platform Data Sharing

pengembanganalatkesehatan.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi beberapa permasalahan
tersebutadalah sebagaiberikut:

- Melaksanakan kegiatan peningkatan
kapasitas SDM Dalam Rangka
Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik
sesuai dengan Permenkes Nomor 63
Tahun 2017 tentang Cara Uji Klinik Alat
Kesehatan yang Baik sebagai syarat
dasar bagi pelaku usaha industri dan
praktisiuntuk mampu mengembangkan
alat kesehatan dalam negeri dan sesuai
penerapanlS0O14155:2020.

- Koordinasilintas program dengan unit-
unit terkait dan lintas sektor bersama
Kemendiktisaintek, Kementerian
Perindustrian, BRIN, industri alat
kesehatan dan asosiasi untuk mendata
potensihilirisasi produk inovasiriset alat
kesehatandariperguruantinggi.
-MelaksanakanFGD percepatanhilirisasi
kesiapan bahan baku/komponen
alat kesehatan yang melibatkan

kementerian/lembaga terkait, industri
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alat kesehatan dan asosiasi, untuk
menginventaris ketersediaan industri
hulu bahan baku alat kesehatan yang
dapat memenuhi standar sesuai
persyaratan kualitas medis (medical
grade)dilndonesiadandapat memenuhi
beragamnya kebutuhan industri alat
kesehatan, sehingga menghasilkan
produk yang dapat digunakan dalam
program prioritas pemerintah untuk
menghasilkan alat kesehatan berkualitas
hasilinovasidalamnegeri.

- Melakukan koordinasi bersama
Kemendikbudristek untuk mendapatkan
akses peneliti/dosen perguruan tinggi
untuk riset dan inovasi dalam bidang
alat kesehatan serta koordinasi dengan
Pusdatin untuk melakukan integrasi

sistemPlatform Data Sharing.

Analisis efisiensi sumber daya yang
dilakukan antaralain:

- Optimalisasikolaborasidenganjejaring
peneliti, industri, dan kementerian/
instansi lain dalam pengembangan dan
hilirisasialatkesehatan dalamnegeri.
- Sinergisme pelaksanaan riset dan
hilirisasi/komersialisasi produk alat
kesehatan dalam negeri antar pihak

terkait.
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- Optimalisasi pendampingan industri
alatkesehatan.

- Melakukan business matching baik
skala kecil maupun menengah untuk
melakukan sertifikasi TKDN untuk produk

alatkesehatan.

3.1.24 Jumlah Vaksin 10
Terbesaryang Diproduksidi
Dalam Negeri

Indikator ini bertujuan untuk mewujudkan
sistem ketahanan kesehatan yang tangguh
melalui penguatan kemandirian vaksin dalam
negeri melalui peningkatan kemampuan dan
kapasitas produksivaksinlokal.

Definisioperasionalindikatoradalahjumlah
kumulatif vaksin10 terbesaryangdikembangkan
dandiproduksidalamnegeri.

Cara perhitungan indikator adalah jumlah
vaksin 10 terbesar yang dikembangkan dan
diproduksi dalam negeri setiap tahun yang

dihitung secarakumulatif.

1. Analisis Upaya Keberhasilan Pencapaian
Targetindikator

Padatahun 2023, realisasiindikator kinerja
jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di
dalam negeri sebesar 12 vaksin, sesuai dengan
target yang telah ditetapkan di dalam Renstra
Kementerian Kesehatantahun2020-2024 yaitu
sebesar 12 vaksin dengan capaian 100,00%.
Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja
Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi
di dalam negeri sebesar 17 vaksin program
dari target sebesar 17 vaksin dengan capaian
100,00%. Realisasi indikator di tahun kelima
Renstra menunjukkan hal yang positif karena
telah mencapai target periode akhir tahun
Renstra2020-2024yaknisebesar17 vaksin.

Realisasiindikator disemester|tahun 2025
masih sama dengan realisasi indikator 2024, di
mana jumlah vaksin 10 terbesaryang diproduksi
di dalam negeri belum ada penambahan.
Indikator kinerja ini akan digantikan dengan
indikator yang komprehensif danrelevan dalam

RPJMN, RIBK, dan Rancangan Renstra Tahun

Target, Realisasidan CapaianIndikatorJumlah

Tabel 3.33 Vaksin10 Terbesaryang Diproduksidi Dalam Negeri
Target2025
INDIKATORKINERJA Target Realisasi Capaian
2025 Smt12025 Smt12025
Jumlahvaksin10 terbesaryangdiproduksididalam 17 17 100,00%
negeri
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2025-2029yakniindikatorproporsijenis produkbiologidanvaksinyang dapat diproduksidalamnegeri.
Hingga saat ini, belum ada standar nasional/internasional yang dijadikan benchmark terkait “Jumlah

vaksin10terbesaryangdiproduksididalamnegeri”. Sepertiterlihatdalam grafik berikut:

Grafik3.46

Target, Realisasi dan CapaianIndikator Jumlah Vaksin 10 Terbesaryang
DiproduksidiDalamNegeri Semester1Tahun2025

Target [l Realisasi [l Capaian

2022 2023 2024 Semester | 2025

Daftarvaksinyangdikembangkan dandiproduksidalamnegeridapat dilihat padatabel berikut:

Tabel 3.34
DaftarVaksinyang Dikembangkan dan Diproduksi Dalam Negeri
No Nama Produk Produsen Kemasan
1 VaksinBCG Kering PTBioFarma Ampulberisiserbukinjeksidanlarutan
@4mL

2 VaksinTd PTBioFarma Ampul @0,5mL (1dosis)
VaksinDTP PTBioFarma Vial@10mL

4 VaksinTT PTBioFarma Vial@10mL
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No Nama Produk Produsen Kemasan
5 Vaksin Hepatitis B PTBioFarma Prefilled Syringe (Uniject) @ TmL
Rekombinan
VaksinHiB PTBioFarma Vial@0,5mL (1dosis)
Bivalent Oral PTBioFarma Vial@ TmL
Poliomyelitis vaccine
types1&3
8 | VaksinCovid-19 (mRNA) PTEtana Prefilled Syringe 0,5 mL
Biotechnologies
Indonesia
9 VaksinJerap DT PTBioFarma Vial@5ml
10 Vaksin Poliomyelitis PTBioFarma Vial@2,5 ml(5dosis)
Inaktif (IPV)
n VaksinHPV MSD/PTBioFarma Vial@0,5ml
12 VaksinPCV PTEtana Prefilled syringe @ 0,5mi
Biotechnologies
Indonesia
13 VaksinnOPV2 PTBioFarma Vial@5ml
14 VaksinInfluenzaHA PTBioFarma Vial@0,5ml
15 Vaksin COVID-19 PTBioFarma Vial @ 5ml (10 dosis)
(Protein Rekombinas)
16 | VaksinCOVID-19 (Virus PTBiotis Vial @ 5ml (10 dosis)
Inaktivasi)
17 Vaksin Typoid PTBioFarma Vial@2,5ml (5 dosis)
Sumberdata: Direktorat Jenderal FarmasidanAlat Kesehatan
Tahapan pengembangan vaksin dan Transfer teknologi dilakukan melalui
produk biologi lazimnya terbagi menjadi 3 beberapa proses pada umumnya diantaranya
tahap, upstream (proses pembuatan seed) gapanalysisterhadapfasilitasresipienteknologi
dan downstream (proses formulasi dan fill and yang digunakan sebagai penentu kesepakatan
finish) serta relabelling. Tahapan ini digunakan kerja sama, penyiapan fasilitas dan SDM sesuai
juga dalam penentuan lingkup kerja sama dengan standar pemberi teknologi dan proses
transfer teknologi antara industri lokal dan sertifikasi GMP (Good Manufacturing Practices)
industri pemilik teknologi sertauntuk penentuan padafasilitasuntuk mendapatkanizinedar.

kesiapanproduk masuk ke pasarnasional.
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Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menunjang keberhasilan pencapaian

indikatorkinerja adalah:

- Peresmian Vaccine Collaborating
Centre (VOLARE), sebuah inisiatif untuk
menghimpun stakeholder yang terlibat
dalam ekosistem pengembangan
vaksinyang dibentuk untuk memperkuat
kolaborasi nasional dalam rangka
mencapai kemandirian dan ketahanan
vaksin.

- Pembahasan prioritisasi VTD dilakukan
bersama dengan stakeholder seperti
industri, akademisi, pakar, dan
kementerian/lembaga terkait untuk
menentukan komoditas prioritas untuk
vaksin, obat dan diagnostik yang akan
dikembangkan dan diproduksi dalam
negeri. Dengan adanya prioritas VTD
maka sumber daya dapat lebih fokus
dikerahkan untuk tercapainya akses dan
ketersediaan VTD yang dibutuhkan di
Indonesia.

- Penandatanganan MoU untuk
meningkatkan akses terhadap obat dan
vaksin diIndonesia antara Kementerian
Kesehatan dan MPP. Tujuan dari MoU
ini adalah untuk mendukung akses dan
penggunaan produk-produk kesehatan

yang dipilih dan diprioritaskan dan
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memperkuat produksi obat-obatan
dan vaksin lokal di Indonesia, termasuk
programtransferteknologimRNA.

- Monitoring dan evaluasi serta ber-
koordinasisecaraintensifdenganindustri
terkait progres pengembangan vaksin
dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui progres pengembangan,
kendala serta merumuskan solusi/
rekomendasi terkait pengembangan

vaksindalamnegeri.

Beberapafaktorpenghambatpencapaian

targetadalah:

- Persiapan fasilitas produksi vaksin
membutuhkan waktu yang cukup lama
karena keterbatasan sumber daya yang
ada dan proses yang panjang. Vaksin
mengandung bakteri/virus sehingga
fasilitasnyatidak dapatdicampurantaral
produk dengan produklainnya. Untukitu,
industrivaksin perlu menyiapkan fasilitas
produksi khusus seperti yang dialami
padavaksinrotavirus.

- Riset vaksin yang dikembangkan oleh
industri dalam negeri dari tahap hulu/
drug substance terkendala dalam
menemukan antigen yang tepat dan

proses pembuatanyangoptimal.
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Alternatif solusi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi beberapa permasalahan
tersebutadalah sebagaiberikut:

- Monitoring dan evaluasi serta
berkoordinasi secara intensif dengan
Industri untuk mengetahui progress
pengembangan, kendala serta
merumuskan solusi/rekomendasi terkait
pengembanganvaksindalamnegeri.

- Fasilitasi penjajakan kerja sama transfer

teknologidenganmitraluarnegeri.

Analisis efisiensi sumber daya yang
dilakukan antaralain:
- Pelaksanaan kegiatan monitoring
dan evaluasi dengan industri dilakukan
melalui metode daring. Selain itu, untuk
optimalisasi penggunaan sumber daya
yang tersedia, pertemuan dengan
organisasi internasional dengan industri
dalam negeri juga dilakukan melalui

metode hybrid.

3.1.25 Presentase
Kabupaten/Kotayang
Melakukan Respons KLB/
wabah (PE, Pemeriksaan
Laboratorium, Tata Laksana
Kasus)

Definisi operasional indikator persentase
kabupaten/kota yang melakukan respons
KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium,
tata laksana kasus) adalah kabupaten/kota
yang melakukan kegiatan deteksi dan respon
penyakit potensial KLB dan faktor risikonya
sebagaiberikut:

- Deteksi dini dan respons penyakit
potensial KLB/wabah/KKM yakni
kabupaten/kotayangmelakukanrespon
sinyal yang muncul pada SKDR minimal
80%.

- Pemetaan risiko penyakit infeksi
emerging yakni kabupaten/kota yang
melakukan pemetaan risiko untuk
sekurangnya 3 penyakit emerging (re/
newemerging)yang sudahditentukan.

- Pengendalian vektor yakni persentase
kabupaten/kota yang memiliki minimal
20% Puskesmasnya melakukan
surveilans/pengendalian vektor dan/

ataubinatang pembawa penyakit.

260 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

Cara Perhitungan Indikator yakni Jumlah
kabupaten/kotayang melakukan dan mencapai
3targetupaya deteksidinidanrespons penyakit
potensial KLBdanfaktorrisikonyadibagidengan
Jumlahseluruhkabupaten/kota (514)dikali100

Kabupaten/kota yang masuk dalam
perhitunganpencapaianadalahyangmemenuhi
semuatargetupayal, 2, 3, jika salah satutarget/
upaya tidak terpenuhi maka kabupaten/
kota terkait tidak masuk dalam perhitungan
pencapaian.

Pada Semesterltahun 2025 capaian untuk
indikator persentase kabupaten/kota yang

melakukan respon KLB/wabah telah melebihi

Grafik3.47

target yakni tercapai 34,82% dari target 80%
dengan capaian kinerja sebesar 43,52%.
Indikator persentase kabupaten/kota yang
melakukan respons KLB/wabah merupakan
indikator dalam Renstra Tahun 2022-2024.
Perbandingan target dan capaian indikator
persentase kabupaten/kota yang melakukan
respon KLB/wabah digambarkan dalam grafik

berikutini:

Target dan CapaianPersentase Kabupaten/Kotayang Melakukan Respons KLB/Wabah
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Grafik di atas menunjukkan capaian indikator tahun 2024 telah mencapai target dan capaian
Semester | Tahun 2025 belum mencapai target dari yang ditetapkan. Pada Semester | Tahun 2025,
sebanyak 179 kabupaten/kota telah mencapaiindikator nasional dengan tercapainya ketiga indikator
kompositdeteksidanresponpenyakit potensial KLB danfaktorrisikonyadanmasihada 335 kabupaten/
kotayangbelumtercapai semuaindikator komposit diatas. Indikatorinimerupakan hasil dari 3 indikator

komposityakni SKDR, pemetaanrisiko danpengendalian vektordengan hasil sebagaiberikut:

1. Kabupaten/kota yang melakukan respon sinyal yang muncul pada SKDR minimal 80% telah

tercapai93%. Capaianper provinsidigambarkan dalam grafik berikut ini:

Grafik3.48

Targetdan CapaianKabupaten/Kotayang Melakukan Respons SinyalyangMuncul
pada SKDRMinimal 80% Berdasarkan Provinsi

Vishak Tescassl o §ae sl

SumberData: Laporan Direktorat SKK, Juni2025

Grafikdiatas menunjukkan, secaranasionalterdapat 479 kabupaten/kotadari 510 kabupaten/kota

yangmuncul alerttelahmelakukanresponsalertminimal 80%.
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2. Kabupaten/kota yang melakukan pemetaanrisiko untuk sekurangnya 4 penyakit emerging (re/
new emerging) yang sudah ditentukan adalah 85,21% dari 514 kabupaten/kota. Capaian per provinsi
digambarkan dalam grafikberikut ini:

Grafik3.49

Targetdan CapaianKabupaten/KotayangMelakukan Pemetaan Risiko untuk
Sekurangnya 4 Penyakit Emerging (Re/New Emerging) Berdasarkan Provinsi

[
~ R <
m 0 5
-+ =1
x

£ £ 5 = w2 3N 3 5
& x E 2 2 8 § E 5 & %
= Lsn - 29

||||||

X
&

A\ | .
i3

= i
-
L]

5 5
a3 Be

m
£ £ 4 &

Papua 5

2
[

Hana Terggs
ulauan Basgh

= Kep

SumberData: Laporan Direktorat SKK, Juni2025

Grafik di atas menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia dengan performa yang sangat
baik dalam pelaksanaan pemetaan risiko (melakukan pengisian 4 tools PIE) penyakit emerging
sampai dengan Semester|tahun 2025. Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat bersama 16
provinsilain telah menyelesaikan pemetaanrisiko PIE di seluruh kabupaten/kotanya. Namun demikian,
kesenjangan capaian masih tampak dibeberapa wilayah timurIndonesia, khususnya Papua Tengah dan
Papua Pegunungan, yang belum melaporkan satupun kabupaten/kota memenuhitarget. Capaianyang
belummeratainimencerminkantantangannyatadalamimplementasiprogramdilapangan, baik darisisi
geografis, sumber daya, maupun kapasitas teknis. Untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional secara

menyeluruh, perluadanya pendekatanyanglebih terfokus diwilayah dengan capaianrendah.
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3. Kabupaten/kota yang memiliki minimal 20% Puskesmasnya melakukan surveilans/

pengendalianvektordan/ataubinatang pembawa penyakit adalah 45%.

Grafik3.50

Targetdan CapaianKabupaten/KotayangMemilikiMinimal 25%
Puskesmasnya Pelakukan Surveilans/Pengendalian Vektordan/atauBinatang
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Grafik diatas menunjukkan terdapat 487 kabupaten/kota yang memiliki minimal 25%

puskesmas melaksanakan surveilans/pengendalianvektor.
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Untukmencapaitargetindikatordilakukan

upayamelaluikegiatanantaralain:

- Evaluasi Kinerja SKDR Provinsi
yang bertujuan untuk menilai hasil
implementasi SKDR di kabupaten/kota
dan mengidentifikasi permasalahan di
wilayah.
-KoordinasidenganLP/LSdalamRangka
PenguatanProgram Surveilans.

- Dukungan SMS Gateway SKDR dan
Whatsapp Business API(WABA) Gateway
SKDR untuk pelaporan penyakit
mingguan SKDR.

- Pelatihan Analisis Data dan Komunikasi
untuk 2 provinsi.

- Pertemuan nasional SKDR yang
melibatkan Kabid P2P Dinkes Provinsi,
penanggung jawab SKDR tingkat
Provinsi, penanggung jawab SKDR 2
kabupaten/kota terpilih dari setiap
provinsi.

- Supervisi Kewaspadaan Dini dan
ResponPenyakit PotensialKLb.

- Mengembangkan sistem penginputan
tools pemetaan risiko PIE berbasis
website yang digunakan oleh pusat,

provinsidankabupaten/kota.

- Melakukan sosialisasi dan
pendampingan teknis kepada
kabupaten/kota dalam melakukan
pengisian tools pemetaan risiko PIE
secara rutin. Pendampingan teknis
dilakukan secara daring maupun secara
langsung pada kesempatan kujungan
supervisi.

- Melakukan monitoring rutin
perkembangan pengisian tools
pemetaanrisiko PIE.

- Memperkuat peran petugas Dinas
Kesehatan Provinsi yaitu mereviu dan
persetujuan hasil pengisian tools
pemetaan risiko PIE, melakukan
monitoring rutin kepada kabupaten/
kota, termasuk memberikan dukungan
data-data yang diperlukan oleh
kabupaten/kota ketika melakukan
pengisiantools pemetaanrisiko PIE.

- Supervisi surveilans dan pengendalian
vektor dan binatang pembawa penyakit
yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan

ProvinsidanKabupaten/Kota.
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- Pendampingan Pelatihan Entomologi
Kesehatan merupakan kegiatan
pendampingan sebagai fasilitator
dalam peningkatan kapasitas tenaga
entomolog kesehatan atau pengelola
program pengendalian vektor di
tingkat provinsi/kabupaten/kota dan
Puskesmas.

- Supervisi sistem informasi surveilans
vektor dan binatang pembawa penyakit
(Silantor) diprovinsi/kabupaten/kota.

- Sosialisasi sistem informasi surveilans
vektor dan binatang pembawa penyakit
(Silantor) yang dilaksanakan secara
virtual dengan peserta Dinas Kesehatan
Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/
KotadanPuskesmas.
-PengadaanBahanPengendalianVektor
dan Binatang Pembawa Penyakit untuk
mendukung kegiatan pengendalian
vektor dan binatang pembawa penyakit
didaerah.

- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS) dalam Pengendalian Vektor
dan Binatang Pembawa Penyakit yang

dilaksanakanbersamamitra.

Indikator ini belum mencapai target pada
Semester | tahun 2025, faktor-faktor yang
mendukung keberhasilan pencapaian target

antaralain:

- Penyampaian feedback kinerja SKDR
mingguan dalam bentuk buletin SKDR
yang disampaikan secara berjenjang ke
Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Puskesmas belum dilakukan secara
maksimal dan belum tersampaikan
secarakonsistenberjenjang.

- Evaluasi bulanan pencapaian target
indikator SKDR per provinsi dan
kabupaten/kota belum terlaksana
secararutinataumenyeluruh.

- Tersedianya pedoman dan SOP
dalam pelaksanaan kewaspadaan dini,
pemetaan faktorrisiko dan pelaksanaan
surveilansvektordanbinatangpembawa
penyakit belum tersedia secara
menyeluruh atau merata sehingga
implementasinyabelumoptimal.

- Evaluasi bulanan pencapaian target
indikator pengendalian vektor per
provinsi dan kabupaten/kota oleh
penanggung jawab Binwil belum
terlaksana secara maksimal atau secara

berkala.
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- Pendampingan pelatihan kepada
pengelolapengendalianvektordidaerah
belum terlaksana atau belum terjangkau
di seluruh wilayah sehingga belum
adanyapeningkatansecarasignifikan.

- Pendampingan teknis kepada
kabupaten/kota dalam melakukan
pengisian tools pemetaan risiko PIE
pada periode Februari - Juni2025 belum
dilakukan dengan frekuensi yang lebih
banyak danbelumterjadwal secararutin.
- Belum dilaksanakannya secara
menyeluruh monitoring rutin
perkembangan pengisian tools
pemetaan risiko PIE kepada provinsi
dan kabupaten/kota untuk memacu
pengisiantools pemetaanrisiko PIE.

- Dukungan data-data yang diperlu-
kan oleh kabupaten/kota untuk mem-
percepat pengisian tools pemetaan

risiko PIEbelummemenuhiatau tercapai.

Dalam upaya pencapaian indikator
ditemukan faktor yang menjadi penghambat

dalampencapaianindikator, yakni:

- Komitmen dan dukungan pemangku
kebijakandidaerah.

-Masihterbatasnyatenagaepidemiologi
diunit pelapor/kabupaten/kota/provinsi

dan Turn Over petugas terlatih yang

tinggi.
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- Komitmen petugas kabupaten/
kota dalam menyelesaikan pemetaan
risiko PIE yang mana belum seluruhnya
berkomitmen.

- Ketersediaan data dari lintas program
dan lintas sektor yang akan di-input
dalam tools pemetaan risiko PIE,
dimana membutuhkan waktu untuk
mengumpulkandata-datatersebut.

- Pemahaman petugas provinsi/
kabupaten/kota dalam melakukan
pemetaanrisiko PIE sepertipenggunaan
fitur website pemetaan risiko PIE dan
pemahaman maksud setiap pertanyaan
baik toolslamamaupunbaru.
-Petugasyangmengkoordinirpemetaan
risiko PIE juga memiliki tugas memegang
program yang lain di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

- Keterbatasan anggaran akibat
kebijakan efisiensi anggaran,
mengakibatkan daerah yang lambat
dalam pelaksanaan pemetaan risiko
PIE tidak dapat dilakukan kunjungan
langsung untuk pendampingan

pengisiantools pemetaanrisiko PIE.
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- Masih terbatasnya tenaga entomolog
kesehatan dan tenaga terlatih di unit
pelapor/kabupaten/kota/Provinsi.

- Anggaran daerah untuk program
pengendalian vektor belum menjadi
prioritas

- Pemberian alih tugas pengelola
pengendalian vektor yang sudah dilatih
sehingga diperlukan pelatihan kembali

kepadapetugasyangbaru.

Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan maka alternatif solusi yang
dapatdilakukanantaralain:

-Advokasidanasistensikedaerahsecara
rutin.

- Pelatihan tenaga fungsional epide-
miologi(frontline danintermediate)

- Pelatihan TGC untuk Puskesmas dan
kabupaten/kota.

- Feedback berupa buletin SKDR tingkat
nasional dan provinsi secara rutin per
bulan.

- Penguatan advokasi dan Bimbingan
Teknis ke Dinkes ProvINSI/Kabupaten/
Kota.

- Berkoordinasi dengan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) untuk
membuat peta jabatan epidemiologi di

RS.

- Untuk puskesmas yang koneksi
internetnya kurang, maka dinkes
kabupaten harus memasukkan
laporannyakedalamwebsite SKDR.

- Pendampingan teknis kepada
kabupaten/kota dalam melakukan
pengisiantools pemetaanrisiko PIE.

- Monitoring rutin perkembangan
pengisian tools pemetaan risiko PIE
kepada provinsidankabupaten/kota.

- Dukungan data-data yang
diperlukan oleh kabupaten/kota
untuk mempercepat pengisian tools
pemetaanrisiko PIE.

- Penguatan anggaran dan penambahan
menu kegiatan untuk mendukung
capaian program pengendalian vektor
melalui Dekonsentrasidan DAK (BOK).

- Feedback berupa surat yang berisi
laporancapaian provinsisecararutin.

- Pelatihantenagaentomologkesehatan
ditingkat provinsi/kabupaten/kota dan
Puskesmas.

- Sosialisasi vektor dan binatang
pembawa penyakit tentang Silantor
2.0 dan kewaspadaan dini terhadap isu
KLB dan penyakit akibat tular vektor dan
zoonotik baik luring atau daring kepada

daerah.
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- Onthejob training dan pendampingan
pelatihan tentang surveilan dan
pengendalian vektor dan binatang

pembawa penyakit didaerah.

3.1.26 Persentase Provinsi
yang Sudah Memliki Sistem
Penanganan Bencana dan
Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Sesuai Standar

Definisi operasional dari indikator ini
adalah jumlah provinsi yang memiliki Tim
Penanganan Bencana dan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan
provinsi yang memiliki tenaga cadangan terlatih
untuk penanganan bencana dan kedaruratan

kesehatanmasyarakat sesuaistandar.

Cara Perhitungan Indikator Jumlah provinsi
yang memiliki Tim Manajemen Krisis Kesehatan,
ditunjukkan melalui SK Tim Manajemen Krisis
Kesehatan atau SK Klaster Kesehatan yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi.

Prov memilik Tim Manajemen
Krisis Kesehatan (SK DHMT/SK
Klasteer Kesehatan

Data capaian pada indikator sasaran
strategis yakni jumlah provinsi yang sudah
memiliki sistem penanganan bencana dan
kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai
standar sampai akhir tahun anggaran 2023

adalahsebagaiberikut:

Tabel3.35  Analisis CapaianKinerjaIndikator Sistem Penanganan Bencana

sesuaistandar

N Igdikator Capaian | Capaian | Target | Capaian | Target Cgﬁfti?n Ket
° asaran 2022 2023 | 2024 | 2024 | 2025 eterangan
Strategis 2025

1 Jumlah provinsi - 34(100%) 38 100 38 38 Jumlah provinsi
yangsudah yang memiliki
memilikisistem TimManajemen
penanganan Krisis Kesehatan,
bencanadan ditunjukkanmelalui
kedaruratan SKTimManajemen
kesehatan Krisis Kesehatan
masyarakat atau SKKlaster

Kesehatanyang
ditandatangani
olehKepalaDinas
KesehatanProvinsi
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Adapun jumlah provinsi yang sudah memiliki SK Tim Manajemen Krisis Kesehatan atau SK Klaster

Kesehatan adalah sebagaimanadalamtabelberikut:

Tabel 3.36

JumlahProvinsiyang Sudah Memiliki Tim ManajemenKrisis Kesehatan atau Klaster
Kesehatan sampai dengan Akhir Semester1Tahun 2025 (Puskrisis)
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Provinsi Yang Sudah Memiliki Tim Provinsi Yang Sudah Memiliki Tim
No Manajemen Krisis Kesehatanatau No Manajemen Krisis Kesehatanatau
Klaster Kesehatan Klaster Kesehatan

1 ProvinsiJambi 18 Provinsi PapuaBarat

2 Provinsi KepulauanBangka Belitung 19 Provinsi Gorontalo

3 Provinsi SulawesiSelatan 20 Provinsi Bengkulu

4 ProvinsiBali 21 ProvinsiAceh

5 Provinsi DKl Jakarta 22 ProvinsiKepulauanRiau

6 Provinsi Banten 23 ProvinsiNusaTenggaraBarat

7 Provinsi SumateraSelatan 24 ProvinsiKep. BangkaBelitung

8 Provinsi SulawesiTengah 25 | ProvinsiJawaBarat

9 Provinsi Kalimantan Selatan 26 ProvinsiJawaTengah

10 Provinsi Maluku Utara 27 ProvinsiD.l. Yogyakarta

1 ProvinsiKalimantanBarat 28 ProvinsiJawa Timur

12 Provinsi SulawesiUtara 29 ProvinsiKalimantanUtara

13 Provinsi SulawesiBarat 30 Provinsi SumateraUtara

14 Provinsi NusaTenggara Timur 31 ProvinsiRiau

15 Provinsi Kalimantan Timur 32 ProvinsiLampung

16 Provinsi Maluku 33 | ProvinsiKalimantanTengah

17 Provinsi Papua 34 Provinsi SumateraBarat
35 ProvinsiPapua Selatan
36 ProvinsiPapuaBaratDaya
37 ProvinsiPapua Pegunungan
38 ProvinsiPapuaTengah
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1. Analisis Pencapaian

Padaindikatorsistempenangananbencana
yang digunakan oleh Pusat Krisis Kesehatan
merujuk pada sasaran pembangunan yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan
hal tersebut kemudian diturunkan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 21 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024. Dasar ini
kemudian digunakan sebagai acuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
kesehatan dalam kurunwaktulimatahun.

Dukungan berbagai stakeholder sangat

penting dalam upaya pencapaian kinerja Pusat

Krisis Kesehatan hingga akhir tahun 2024.
Pemerintah dalam hal ini Pusat Krisis Kesehatan
sebagai pembuat kebijakan, telah menyediakan
kerangka regulasi dan sumber daya yang
diperlukan untuk mendukung kegiatan
pengurangan risiko krisi kesehatan akibat
bencana. Pencapaianinijuga tidak terlepas dari
peran berbagai lembaga, baik itu lembaga/
organisasi kesehatan ditingkat daerah maupun
pusat, serta sektor swasta. Selainitu kolaborasi
yang selama ini telah dibangun melalui bentuk
kemitraan antar sektor, telah memperkaya
perspektif dan praktik baik yang diterapkan di

Pusat Krisis Kesehatan.

Grafik3.51 TrenPerbandingan Target & Realisasindikator Sasaran Strategis
: Tahun2022,2023,2024, & Semester1Tahun2025
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Tahun 2024 Semester 1 Tahun 2025
Capaian

m Target
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Sesuaigrafik diatas, pada Semester| Tahun
2025, pencapaian targetindikator kinerja Pusat
Krisis Kesehatan masih sama dengan tahun
2024.Halinidikarenakantarget yang digunakan
masih sama dengan tahun sebelumnya sesuai
dengan perjanjian kinerja saat ini. Dari grafik di
atas terlihat perbandingan antara target dan
capaian dalam tiga periode waktu: tahun 2023,
2024,danSemesterlTahun2025. Terlihatbahwa
pada tahun 2023, baik target maupun capaian
berada pada angka 34. Hal ini menunjukkan
bahwa capaian telah sesuai dengan target
yang ditetapkan, meskipun nilai tersebut masih
tergolong rendah dibandingkan dengan dua
periode berikutnya. Konsistensi antara target
dan capaian menunjukkan perencanaan yang
realistisdanpelaksanaanyang sesuai.

Pada Semester | Tahun 2025, target dan
capaian masih berada pada angka 38, yang
berarti tidak terjadi peningkatan lebih lanjut
dibanding tahun 2024, namun stabilitas tetap
terjaga. Hal ini bisa diartikan bahwa organisasi
mempertahankan standar tinggi yang telah
dicapai sebelumnya. Stabilitas capaian di
tengah berbagai dinamika yang mungkin terjadi
pada awal tahun menunjukkan ketahanan
sistem dan kemampuan adaptasi yang baik.
Namun, stagnasi ini juga bisa menjadi catatan
penting: perlu adanya evaluasi apakah target
tetap relevan atau perlu ditingkatkan untuk

mendorong pertumbuhanlebihlanjut.

Sekretariat Jenderal melalui Pusat Krisis
Kesehatan telah melaksanakan program
pelatihan yang komprehensif, dengan fokus
pada peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dalam menghadapi situasi krisis
kesehatan.

Program ini direncanakan untuk
dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan
mencakup berbagai aspek penting, seperti
manajemen krisis, koordinasi tim medis, serta
teknik penanganandaruratyang efisien.

Selainitu, pelatihaninijuga akan dilengkapi
dengan simulasi praktis dan evaluasi berkala
untuk memastikan bahwa para peserta memiliki
keterampilan yang memadai dalam merespons
krisis kesehatan dengan cepat dantepat. Dalam
prosespencapaiannyajugatidak dapatterlepas
daribeberapapoinpenting, yakni:

Respons cepat terhadap situasi krisis,
yang melibatkan koordinasi yang baik degan
berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah
daerahdanpihak swasta.

Manajemen dan distribusi sumber daya
kesehatan, seperti obat-obatan, vaksin, dan
peralatan medis dikelola secara efisien untuk

memenuhikebutuhanyangmendesak.
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Pencapaian indikator sasaran strategis
jumlah provinsi yang sudah memiliki sistem
penanganan bencana dan kedaruratan
kesehatan masyarakat sesuai standar tidak
terlepas dari peran seluruh stakeholder terkait
dalam merespons seluruh kondisi kedaruratan
secara cepat dan tepat guna pada saat
terjadinyadaruratkrisiskesehatan.Namundalam
perjalanannya, tidak sedikit dijumpai beberapa
faktorpenghambat diantaranya:

Secara umum capaian dalam indikator
sasaran strategis ini sudah terpenuhi, yakni 38
provinsiyang sudahmemilikisistempenanganan
bencana dan kedaruratan kesehatan
masyarakat.

Namun beberapa klaster kesehatan dirasa
belumberjalandenganoptimal, khususnyapada
masa prakrisis.

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/
Kota masih membutuhkan dukungan pusat
untuk melakukan upaya pengurangan risiko dan
penanggulangandaruratkrisis kesehatan.

Dalam pencapaian target jumlah provinsi
yang sudah memiliki sistem penanganan
bencana dan kedaruratan kesehatan
masyarakat sesuai standar terdapat beberapa
halyang menjadipendukungantaralain:

Komitmen tinggi dari pemerintah pusat
dan daerah dalam mengimplementasikan

dan mendukung pengembangan sistem
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penanganan bencana dan kedaruratan
kesehatanmasyarakat sesuaistandar.

Kolaborasi yang baik antara berbagai
instansi pemerintah, lembagakesehatan, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan
pihak terkait lainnya untuk memastikan sinergi
dalam pengembangan sistem penanganan
bencana.

Ketersediaan anggaran dan sumber daya
lainnya yang memadai untuk pengembangan
infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan
pengadaanperalatanyangdiperlukan.

Adanya standar dan pedoman yang jelas
mengenai pengembangan sistem penanganan
bencana dan kedaruratan kesehatan
masyarakat, serta kesediaan untuk mengadopsi
dan menerapkannya secara konsisten di setiap
provinsi.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses
perencanaan, implementasi, dan evaluasi
sistem penanganan bencana, termasuk melalui
pelatihanrelawan bencana dan pengembangan
kapasitaskomunitas.

Sistem yang efektif untuk monitoring
dan evaluasi terhadap implementasi sistem
penanganan bencana dan kedaruratan
kesehatan masyarakat, serta kemampuan untuk
melakukan perbaikanberkelanjutan.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu

disertai dengan monitoring evaluasi yang
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berkesinambungan dan serta penggunaan
SumberDayaManusia(SDM)yangtepat.

Faktor-faktor tersebut saling terkait dan
saling mendukung untuk mencapai tujuan akhir
yaitumeningkatkanjumlahprovinsiyangmemiliki
sistem penanganan bencana dan kedaruratan
kesehatan masyarakat sesuai dengan standar
yangditetapkan.

Untuk menyelesaikan permasalahan
mengenai beberapa klaster kesehatan yang
belumberjalandenganoptimal, khususnyapada
masa krisis diperlukan pendekatan yang lebih
holistik danterintegrasi, diantaranya:

Peningkatan koordinasi antarlembaga
terkait harus menjadi prioritas, dengan
membentuk tim respon cepat yang melibatkan
perwakilan dari berbagai sektor, termasuk
pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan
organisasimasyarakat.

Penyusunan rencana kontingensi yang
komprehensif dan berbasis data harus
dilakukan, mencakup identifikasi potensirisiko,
strategimitigasi, serta alokasisumberdayayang
tepat.

Pelatihan dan simulasiberkala bagi Tenaga
Cadangan Kesehatan (TCK) juga sangat penting
untukmemastikan kesiapan menghadapi situasi

darurat.

Dengan langkah-langkah solusi ini
diharapkankinerjaklasterkesehatan dapatlebih
optimal dan meminimalkan dampak risiko krisis

kesehatanakibatbencana.

3.1.27 Persentase Cakupan
Kelompok Berisiko yang
Mendapatkan Layanan
Skrining Kesehatan

Definisi Operasional indikator persentase
cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan
layanan skrining kesehatan adalah persentase
cakupankelompokberisiko pesertaJKNsedang
dan berat yang mendapatkan layanan skrining
kesehatan. Cakupankelompok berisiko peserta
JKN adalah kelompok sasaran berdasarkan usia
pada 14 layanan skrining kesehatan. Sumber
data layanan skrining didapatkan dari BPJS
Kesehatan.

Adapun 14 layanan skrining kesehatan
untuk penyakit hipotiroid kongenital, anemia,
tuberkulosis, hepatitis, diabetes melitus,
dan hipertensi. Kemudian penyakit jantung,
stroke, Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK),
thalasemia, kankerpayudara, kankerleherrahim,

kankerparudankankerusus.
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Layanan skrining kesehatan dilakukan
sesuai dengan Petunjuk Teknis Skrining. Per-
hitungan Indikator dilakukan melalui 2 tahap
yaitu:

1.Menghitung cakupan 14 layanan
skrining kesehatan, dengan cara Jumlah
cakupan pada setiap kelompok berisiko
sedang dan berat yang mendapatkan
layanan skrining kesehatan dibagi total
populasiberisiko dikali100.

2.Menghitungrerata cakupan 14 layanan
skrining kesehatan, dengan cara total

cakupanl4layananskriningdibagil4.

Formula penghitungan capaian skrining
saatinididapatkandari:

- Pembilang: Jumlah skrining pelayanan
kesehatan yang dilakukan melalui
pemeriksaan gula darah puasa atau
post prandial untuk diabetes mellitus
dan pemeriksaan tekanan darah untuk
hipertensi.
- Penyebut: Jumlah peserta JKN yang
mengisi self assessment melalui skrining
riwayat kesehatan (SRK) dengan hasil
beresiko menderita penyakit diabetes

mellitus atau hipertensi
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Menindaklanjuti perubahan kebijakan
tahun 2025-2029 dan perubahan SOTK
Kemenkes, indikator persentase cakupan
kelompok berisiko yang mendapatkan
layanan skrining kesehatan tidak dilanjutkan.
Namun, pada perencanaan tahun 2025-2029
telah dirumuskan indikator-indikator yang
menggambarkan penyediaan layanan skrining
sesuai siklus hidup yang diampu oleh Unit Utama
Kemenkes sesuai tugas dan fungsinya pada
PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia
No. 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata

KerjaKementerian Kesehatan.

Perhitungan capaian ISS skrining
kesehatan tahun 2024 menggunakan data
laporan BPJS Kesehatan sampai dengan 31
Desember 2024, untuk mengetahui jumlah
peserta yang melakukan pengisian skrining
riwayat kesehatan dan jumlah pemeriksaan
gula darah/post prandial yang telah dilakukan.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan tersebut,
diketahui:

1. Sebanyak 265.179 peserta JKN yang
mengisi self assessment memiliki risiko
DM Sedang dan Tinggi, dengan jumlah
pesertayangdiskrining DM (pemeriksaan
GDP-GDPP) sebanyak 816.888 peserta
atausebesar308%. Capaianinimelebihi

100% karena untuk mendapatkan
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skrining pemeriksaan Gula Darah Puasa/
post prandial, peserta tidak diharuskan
mengisi self assessmentterlebih dahulu.
2. Sebanyak 2.114.079 peserta JKN
memiliki risiko hipertensi sedang dan
tinggi, dengan jumlah peserta yang
diskrining hipertensi (pemeriksaan
tekanan darah) sebanyak 1.611.702
peserta atau sebanyak 76%. Cakupan
pemeriksaan tekanan darah di FKTP
masih rendah karena biaya pelaksanaan
masuk dalam skema pembayaran
kapitasi, sehingga potensi pemeriksaan
tidak tercatat/terlaporkantinggi.

3. Rerata % cakupan untuk 2 penyakit
tersebut = (308%+76%)/2 = 192%.
Sehingga diperoleh capaian sebesar

192%.

Beberapa dinamika penerbitan kebijakan

sepanjang tahun 2023 dan 2024 untuk

mengakomodir perluasan manfaat skrining

pelayanan kesehatan menjadi 14 layanan

skrining kesehatanyaitu:
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- Peraturan Presiden Nomor 59 tahun
2024 tentang Perubahan Ketiga atas
PeraturanPresidenNomor82Tahun2018

tentang JaminanKesehatan;

- Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar
Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/2090/2023
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pelayanan Skrining Kesehatan dalam
RangkalmplementasiPeraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program
JaminanKesehatan;

- Peraturan BPJS No. 3 Tahun 2024
Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan,
Pelayanan Penapisan Atau Skrining
Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan
Kesehatan Bagi Peserta Penderita
Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan
Kesehatan

- Sosialisasi Implementasi Per BPJS
3/2024 tanggal 4-5 Desember 2024
dengan melibatkan Lintas Program
Kemenkes, BPJS Kesehatan, K/L terkait
(Kemendagri, Kemenkeu) dan Fasilitas

Kesehatan
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Tabel 3.37
Pelaksanaan Skrining Kesehatan Tertentu Diabetes Melitus
danHipertensiSemester1Tahun2025
. : Total Skrining Beresiko
JenisPemeriksaan
(Orang) (orang)
Pemeriksaan GDP
danGDPP 43.652.777 265.179
Pemeriksaan 43.652.777 2.114.079
TekananDarah : : e

Sumber: Data BPJS KesehatanMei-DesemberTahun2024

Berdasarkan data skrining riwayat

kesehatandandata skrininglayanankesehatan

diketahui bahwa perhitungan capaian target

indikator skrining kesehatan hanya dapat

mengukur 2 dari 14 layanan skrining, sebagai

berikut:

1. Cakupan kelompok berisiko diabetes

melitus.

Jumlah peserta dengan hasil skrining

riwayatkesehatanuntukrisikoDMsedang
dan tinggi sebanyak 265.179 orang.
Jumlah peserta berisiko DM sedang dan
tinggi yang dilakukan skrining layanan
kesehatan dengan pemeriksaan GDP
dan GDPP sebanyak 816.888 orang,
sehingga persentase cakupan peserta
berisiko DM sedang dan tinggi yang
dilakukan skrining layanan kesehatan
dengan pemeriksaan GDP dan GDPP
sebesar308%.
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2.Cakupankelompokberisiko hipertensi
Jumlah peserta dengan hasil skrining
riwayat kesehatan untuk risiko hipertensi
sedang dan tinggi sebanyak 2.114.079
orang.Jumlahpesertaberisiko hipertensi
sedangdantinggiyangdilakukanskrining
layanan kesehatan dengan pemeriksaan
tekanan darah sebanyak 1.611.702
orang, sehingga persentase cakupan
peserta beresiko hipertensi sedang dan
tinggi yang dilakukan skrining layanan
kesehatandenganpemeriksaantekanan

darahsebesar76%.
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Grafik3.52

PerbandinganTargetdanRealisasilndikator Persentase Cakupan Kelompok
Berisiko yang Mendapatkan Layanan Skrining Kesehatan
Tahun2023,2023,2024, & Semester1Tahun2025
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- Sosialisasi Implementasi Peraturan
BPJS 3/2024 tanggal 4-5 Desember
2024 dengan melibatkan Lintas
Program Kemenkes, BPJS Kesehatan,
kementerian/lembaga terkait

(Kemendagri, Kemenkeu) dan Fasilitas

- Hasil monitoring yang dilakukan
Kementerian Kesehatan terkait
indikator Cakupan Kelompok Berisiko
yang Mendapatkan Layanan Skrining
Kesehatan, diketahui Kementerian

Kesehatan mengalami kesulitan dalam

_— 192
Kesehatan. mendapatkan data capaian layanan
10 - Telah ada perjanjian/kesepakan (MoU) skrining JKN dari BPJS Kesehatan,
100 87,1 iz it Interoperabilitas Data dengan BPJS mengakibatkan keterlambatan dalam
:ﬂ 47,1 €0 Kesehatandansaatinimenungguproses melaporkan capaian indikator skrining
R 30‘ 0 implementasi. kesehatantersebut.
: 2022 2023 2024 2025 - Dalam konteks pelaksanaan 14 layanan
il il 30 60 100 100 Permasalahan dalam pelaksanaan skrining skrining kesehatan ini, Pusat Kebijakan
® Realisasi 47,1 87,1 192 0

kesehatanyaitu: Pembiayaan dan Desentralisasi hanya
B Target M Realisasi

Capaian target Indikator persentase
cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan
layanan skrining kesehatan tahun 2023-2024
telah berhasil melampaui target, bahkan pada
akhir tahun 2024 indikator tersebut melampaui

target100%, dengancapaian192%.

1. Analisis pencapaian
- Telah terbit Peraturan Presiden Nomor
59Tahun2024tentangPerubahanKetiga
Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 TentangJaminanKesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/2090/2023

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pelayanan Skrining Kesehatan dalam
Rangka Implementasi Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
StandarTarif PelayananKesehatandalam
Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan.

- Telah terbit Peraturan BPJS No. 3
Tahun 2024 Pelayanan Skrining Riwayat
Kesehatan, Pelayanan Penapisan
Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan
Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta
Penderita Penyakit Kronis Dalam

Program Jamianna Kesehatan.
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- 14 layanan skrining kesehatan sudah
masuk dalam amanah Perpres 59 Tahun
2024 danPermenkes 3Tahun2023, serta
telah ada KMK 2090 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pelayanan Skrining,
tapi implementasi dari ketentuan
tersebut tidak dapat langsung dilakukan
di lapangan karena masih menunggu
revisi Peraturan BPJS terkait penjaminan
skrining dan perbaikan pada sistem
informasi pada BPJS Kesehatan (mobile
JKN danP-Care). Pelaksanaan 14 layanan
skrining kesehatan akan dilaksanakan

padatahun2025.
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mengawal proses penguatan layanan
skrining kesehatan dalam melalui
regulasi serta monitoring pelaksanaan
skrining kesehatan, sedangkan
implementasi dilapangan adalah tugas

dariBPJSKesehatan.

Dengan permasalahan tersebut di atas,

alternatif solusiyang dapat dilakukanadalah:

- Penguatan Implementasi perluasan
14 layanan skrining kesehatan di tahun
2025 dengan penyiapan infrastrukur
pendukungoleh BPJS Kesehatan.

- Pembahasan perbaikan dashboard
JKN untuk mengakomodir monitoring

pelaksanaan perluasanskrining.
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- Monitoring Implementasi perluasan
skriningkesehatan daninteroperabilitas/
pertukaran data pelaksanaan skrining
JKN oleh BPJS Kesehatanke Kementerian
Kesehatan ditahun 2025, sehingga data
skrining kesehatan dapat diperoleh
secaracepatdanrealtime.

- Memasukkan pelaksanaan skrining ke
dalam usulan Indikator Capaian Kinerja

(ICK)BPJS Kesehatan.

3.1.28 Proporsi Out Of
Pocket (OOP)terhadap
Total Belanja Kesehatan

Definisi Operasional indikator Proporsi
Out of Pocket (OOP) terhadap Total Belanja
Kesehatan adalah adalah Proporsi Out Of
Pocket (OOP) terhadap total belanja kesehatan
yang dihasilkan dari produksi National Health
Accounts (NHA) T-1. Cara perhitungan indikator
Proporsi Out of Pocket (OOP) adalah Jumlah
belanja Out of Pocket(OOP)dibagitotal belanja
kesehatandikali100.

Cara perhitungan persentase realisasi
semakin rendah semakin baik adalah Proporsi
Out of Pocket (OOP) terhadap total belanja
kesehatan merupakan indikator yang

menggambarkan besarnya pengeluaran

langsung rumah tangga untuk kesehatan
dibanding dengan total belanja kesehatan
nasional. Indikator ini dihitung berdasarkan
data National Health Accounts (NHA) tahun

sebelumnya (T-1)denganrumus:

Proporsi OOP (%) = Jumlah Belanja OOP
x100

Total Belanja Kesehatan

Sedangkan untuk mengukur pencapaian

target, digunakanrumus sebagaiberikut:

Persentase Realisasi Target (%) =
Target - (Realisasi - Target)
x100

Target

Sesuai dengan upaya Kemenkes dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui pemerataan akses layanan kesehatan,
pengendalian penyakit, penguatan ketahanan
sistem kesehatan, dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia kesehatan, indikator
OOP dapat memberikan gambaran tentang
aksesibilitas dan kesenjangan dalam sistem
kesehatan sehingga indikator ini berlanjut
menjadi ISS Kemenkes pada rencana strategis
tahun 2025-2029. Namun, menindaklanjuti
perubahan SOTK Kemenkes, indikator Proporsi
OOP terhadap Total Belanja Kesehatan ditahun
2025-2029 diampu oleh Pusat Pembiayaan

Kesehatan (Pusbikes)diSekretariat Jenderal.
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Grafik3.53
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Belanja kesehatan rumah tangga/
OOP dalam kerangka NHA merupakan
pengeluaran untuk barang dan jasa
kesehatan yang dikeluarkan oleh rumah
tangga, tidak termasuk penggantian
biaya dari pihak ketiga (reimburse),
bantuan subsidi (transfer) dan belanja
jaminan kesehatan (asuransi). Capaian
tahun 2024 indikator proporsi OOP
terhadap total belanja kesehatan erat
kaitannya dengan perhitungan belanja

OOP padaperhitunganNHA tahun2023.

Padatahun 2024, produksi NHA untuk data
tahun 2023 menunjukkan data belanja OOP
sebesarRp 175,5 triliun, sementara total belanja
kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun. Dengan

demikian, proporsi OOP terhadap total belanja
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kesehatan mencapai 28,6%, yang masih belum
mencapaitargettahun2024 sebesar20%.
Sesuai dengan upaya Kemenkes dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui pemerataan akses layanan kesehatan,
pengendalian penyakit, penguatan ketahanan
sistem kesehatan, dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia kesehatan, indikator
OOP dapat memberikan gambaran tentang
aksesibilitas dan kesenjangan dalam sistem
kesehatan. Sehingga indikator ini berlanjut
menjadi ISS Kemenkes pada rencana strategis
tahun 2025-2029. Namun, menindaklanjuti
perubahan SOTK Kemenkes, indikator Proporsi
OOP terhadap Total Belanja Kesehatan ditahun
2025-2029 diampu oleh Pusat Pembiayaan

Kesehatan(Pusbikes)diSekretariat Jenderal.
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Grafik3.54

PerbandinganTargetdan Realisasilndikator Proporsi Out of Pocket (OOP) terhadap
TotalBelanjaKesehatanTahun2022,2023, 2024, dan Semester1Tahun2025
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Indikator OOP merupakanindikator negatif
yaitu semakin kecil proporsi OOP semakin baik
capaiannya. Indikator Proporsi Out of Pocket
(OOP) terhadap total belanja kesehatan tahun
2022 berhasil mencapai target karena adanya
peningkatan belanja publik, sehingga porsi
belanja OOP terhadap total belanja kesehatan

semakin rendah. Namun, tahun 2023 dan

Perolehan angka belanja kesehatan
agregat pada tahun 2023, tidak lepas dari
dukungan berbagaipihak. Saat ini produksi NHA
t-1 sesuai dengan timeline, dengan estimasi
full figure akan diperoleh pada bulan Agustus
dan final NHA 2023 dirilis di Desember 2023.
Beberapa aktivitas yang mendukung produksi

belanjakesehatan OOP dalamkerangka NHA t-1

2024 belum berhasil mencapai target karena adalah:

pola belanja publik kembali ke pola sebelum

pandemi.
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- Penyusunan SK Tim Reviewer dan
SK Tim Teknis pengolahan data yang
mendukung produksi NHA t-1, termasuk
pengolahandatabelanja OOP.

-Triangulasiestimasiperhitunganbelanja

OOPkepadaBPS

Beberapa faktor penghambat dalam
menurunkan OOP di Indonesia berasal dari
beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor
utamayangmenghambat pencapaian OOP:

1. Keterbatasan Cakupan dan Efektivitas
Jaminan KesehatanNasional (JKN)

a. Belum semua penduduk terdaftar
dalamJKN

Masih ada masyarakat, terutama pekerja
informal dan kelompok ekonomi
menengah ke bawah, yang tidak
terdaftar dalam JKN sehingga mereka
harusmembayarbiayakesehatansendiri.
b. Kepatuhaniuran peserta mandiriyang
rendah

Banyak peserta mandiri (PBPU)
menunggak iuran menyebabkan
kepesertaan tidak aktif sehingga ketika

sakitmerekaharus membayar sendiri.
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c. Paket manfaat yang belum se-
penuhnyakomprehensif

Beberapa layanan kesehatan masih
di luar cakupan JKN, seperti layanan
tertentu di RS swasta, beberapa jenis

obat danalatkesehatan.

2.Bebanbiayatambahan (iurbiaya)

a.Fasilitaskesehatanmasihmengenakan
biayatambahanuntuklayananyangtidak
sepenuhnya ditanggung BPJS, seperti
selisih kelas rawat inap dan penggunaan
obatdiluarformularium JKN.

b. Adanya biaya informal (under the
table payment) di beberapa fasilitas

kesehatanyangmembebanipasien.

3. Keterbatasan anggaran dan pendanaan
kesehatan

a. Proporsi belanja kesehatan dari APBN
masih terbatas. Meskipun Indonesia
sudah konsisten mengalokasikan
anggaran kesehatan dari APBN lebih
dari 5% setiap tahunnya namun jika
dibandingkan dengan PDB masih sekitar
3%, lebih rendah dibanding negara lain
denganUHCyanglebihmapan.
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b. Meningkatnya beban biaya klaim
BPJS Kesehatan sedangkan tarif JKN
masih tetap, menunjukkan tantangan
keberlanjutan pendanaan JKN yang
berdampak pada kemampuan
membayar layanan kesehatan secara

penuh.

4.Distribusidankualitasfasilitaskesehatan
yangtidak merata

a. Fasilitas kesehatan yang berkualitas
masih terkonsentrasi di kota besar.
Pasien di daerah terpencil sering harus
berobatke kotalain,meningkatkanbiaya
transportasi dan akomodasi yang harus
merekatanggung sendiri.
b. Pelayanan primer belum optimal.
Banyak masyarakat langsung ke
rumah sakit tanpa melewati FKTP
(Puskesmas/Klinik) yang mengakibatkan
meningkatkan biayamedis.
c. Waktu tunggu yang lama sehingga
banyak peserta yang lebih memilih tidak
memanfaatkan JKN dalam mengakses
pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan

untukmenghemat waktu.

5. Harga obat dan alat kesehatan yang
masihtinggi

a. Masih ada ketergantungan pada
obat impor yang harganya lebih mahal
dibandingobat generiklokal.
b. Belum optimalnya regulasi harga
obat dan alat kesehatan, sehingga
masyarakat seringmembayarlebihuntuk

pengobatantertentu.

6. Rendahnya literasi kesehatan dan
keuanganmasyarakat

a. Masyarakat belum memahami
sepenuhnya pentingnya asuransi
kesehatan dan manfaat JKN, sehingga
tidakmemanfaatkannya secaraoptimal.
b.Masihadakepercayaanbahwalayanan
kesehatan swasta lebih baik dibanding
fasilitas JKN, sehingga mereka memilih
berobatkelayananyanglebihmahal.
c. Kurangnya kesadaran preventif,
sehinggabanyak penyakitbaruditangani
ketika sudah parah, yang meningkatkan

biayapengobatan.
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7. Masyarakat tidak memiliki biaya
transportasi menuju fasilitas pelayanan
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan. Hal ini mendorong masyarakat
menuju fasilitas kesehatan yang dekat dengan
tempat tinggal walaupun belum bekerjasama

denganBPJSKesehatan.

Dengan permasalahan diatas, diperlukan
strategiyang komprehensif dari berbagaiaspek
kebijakan kesehatan dan pembiayaan. Maka
rencana strategiyang dapat dilakukanadalah:

1. Memperkuat JKN agar menurunkan
bebanOOP

a. Meningkatkan kepesertaan dan
kepatuhaniuranJKN

- Meningkatkan cakupan kepesertaan,
terutamakelompok pekerjainformal dan
masyarakatkelas menengahyangbelum
masuk JKN.

- Mendorongkepatuhan pesertamandiri
(PBPU) dalam membayariuran agar tidak
menunggak dan harus membayar sendiri
saatsakit.

b. Memperbaiki paket manfaat dan
pembayaranpelayanankesehatan

- Memperluas cakupan layanan yang
dibiayai JKN, termasuk obat-obatan
esensialdantindakan medisyang saatini

masih harus dibayar sendirioleh pasien.
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- Mengurangi biaya tambahan (balance
billing) yang dibebankan oleh fasilitas
kesehatan dengan menaikkan tarif
kapitasi dan INA-CBGs agar rumah sakit

tidakmengenakan biayatambahan.

2. Mengoptimalkan peran asuransi
kesehatanswastasebagaipelengkap JKN
Asuransi kesehatan swasta dapat berperan

sebagai "supplementary” (tambahan) dan
"complementary" (pelengkap) dari JKN untuk
menurunkan OOP. Strateginyameliputi:

a. Mengembangkan produk asuransi

yangmelengkapiJKN

- Mendorong asuransi swasta yang

menanggung layanan di luar cakupan

JKN, seperti kamar VIP, tindakan

kosmetik, atau obat-obatan non-

generik.

- Menyediakanasuransi swastayangbisa

menanggung selisih biaya (co-payment)

agar peserta tidak perlu membayar

sendiri jika JKN hanya menanggung

sebagian.

b. Meningkatkan sinergi antara BPJS

KesehatandanAsuransi Swasta

- Mengembangkan skema koordinasi

manfaat (KAPJ) agar pasienyang memiliki

asuransi swasta tidak perlu membayar

OOPterlalubesar.
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- Mendorong perusahaan untuk
memberikan asuransi kesehatan
tambahan bagi pekerja agar pelayanan

kesehatanlebihoptimal.

3. Meningkatkan pembiayaan kesehatan
publik

a. Meningkatkan alokasi anggaran
kesehatan
- Meningkatkan belanja kesehatan dari
APBN/APBD agar lebih banyak layanan
kesehatan yang bisa diberikan secara
gratisataudengansubsidi.
- Mendorong pajak khusus (earmarked
tax)untukkesehatan, seperticukairokok,
agardapat mendanailayanan kesehatan
masyarakat.
b. Mengembangkan skema Public-
Private Partnership (PPP) dalam
pembiayaankesehatan
- Mendorong investasi swasta dalam
penyediaanlayanankesehatan,terutama
didaerah terpencil untuk meningkatkan
aksespelayanankesehatan.
- Meningkatkan peran CSR perusahaan
dalam mendukung program kesehatan

masyarakat.

4. Mengendalikan harga obat dan alat
kesehatan

- Meningkatkan efisiensi pengadaan
obat melalui e-Katalog agar harga lebih
terkontrol dan lebih banyak obat yang
ditanggung JKN.
- Mendorong produksi obat generik
berkualitas untuk menekan biaya obat
yang sering menjadi komponen besar

dalam OOP.

5. Meningkatkan literasi kesehatan dan
keuanganmasyarakat
- Edukasi masyarakat tentang manfaat
JKN dan asuransi kesehatan swasta,
sehingga mereka bisa memilih
perlindunganfinansialyangtepat.
- Mendorong budaya preventif dan
promotif, seperti pola hidup sehat dan
skrining kesehatan, untuk mengurangi
biayapengobatanyangtinggi.
Strategi-strategi ini membutuhkan
koordinasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan,
asuransi kesehatan swasta, fasilitas kesehatan,
dan masyarakat. Reformasi yang tepat akan
membantumenurunkanOOPdanmeningkatkan
akses masyarakat terhadap layanan kesehatan

tanpabebanfinansialyangberat.
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3.1.29 Persentase Faskes
dengan SDM Kesehatan
sesuai Standar

1. Definisi Operasional:

Faskes teregistrasi dan laik operasional
dengan 9 jenis tenaga kesehatan untuk
Puskesmas, dan RS yang memiliki 4 jenis dokter
spesialisdasardan3jenisdokterspesialislainnya
sesuaistandaruntuk RSUD kabupaten/kotabaik
ASN atau Non ASN yang ditempatkan secara
tetapmaupunsementaraolehpemerintahpusat
atau pemerintah daerah sebagaimana terdata

dalamSistemInformasi SDMKesehatan.

2.FormulaPerhitungan:

Jumlah puskesmas dengan 9 jenis tenaga
kesehatan dan RSUD kabupaten/kota dengan 4
jenisdokterspesialisdasardan3dokterspesialis
lainnya yang teregistrasi dan laik operasional
dibagi total puskesmas dan RSUD kabupaten/

kotateregistrasidanlaik operasional dikali100.

3.Realisasi:

Target di Semester | Tahun 2025 untuk
indikator Persentase Faskes dengan SDM
Kesehatan sesuai standaradalah100% dengan
realisasi sebesar 53,54%. Target ini menjadi
tantangan besar mengingat setiap tahun
kemungkinan adanya penambahan puskesmas
baru yang membutuhkan ketersediaan tenaga
dokter dan penambahan RS di kabupaten/kota
yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3

dokterspesialislainnya.

. jmlPKM dg 9 jenis nakes + jml RSUD dg 7 dokter spesialis
Realisasi = - - - - x 100
total PKM teregistrasi l + total RSUD teregistrasi
Realisasi = 5.442 + 437 100 = 5.879 100 = 53.54
atsast =16.266+715 0 10981 0 2%
Keterangan:

1. Angka 5.442 adalah jumlah puskesmas yang telah lengkap ? jenis tenaga kesehatan per 30 Juni 2025
sebagaimanaterdata dalam SistemInformasi SDM Kesehatan.

2. Angka 10.266 adalah jumlah total Puskesmas yang teregistrasi dan laik operasional per 30 Juni 2025
sebagaimanaterdata dalam SistemInformasi SDM Kesehatan.

3. Angka 437 adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki 4 jenis dokter spesialis dasar dan 3 jenis
dokter spesialis lainnya sesuai standar untuk RSUD kabupaten/kota baik ASN atau Non ASN yang
telah ditempatkan secara tetap maupun sementara oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
sebagaimanaterdata dalam SistemInformasi SDM Kesehatan per 30 Juni2025.

4. Angka 715 adalah jumlah total RSUD kabupaten/kota dilndonesia yang teregistrasi danlaik operasional
sebagaimanaterdata dalam SistemInformasi SDM Kesehatan per 30 Juni2025.
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Grafik 3.55

PerbandinganTargetdanRealisasi Persentase Faskes dengan SDMK
SesuaiStandarTahun2023-Semester1Tahun2025

120
100 100

100

80

66,07

60

53,54

40

20

2024 2025

Target mRealisasi

Sumberdata: Direktorat Jenderal SDMKesehatanTA2025

Berdasarkan tabel di atas per 30 Juni 2025 dapat disampaikan bahwa perbandingan target dan
realisasi persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar yakni pada tahun 2024 memiliki
target 100% danrealisasi sebesar 66,07% sedangkan pada tahun 2025 memiliki target 100% dengan

realisasipadaSemesterlinibarumencapai53,54% (belummencapaitarget).
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Grafik3.56
PerbandinganTargetdanRealisasi Persentase Faskes dengan SDMK
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Sumberdata: Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Semester1Tahun2025

Capaiankinerja Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menunjukkan tren penurunan dari 2022 hingga
2024, meskipun target meningkat secara signifikan. Mengacu pada capaian tahun-tahun sebelumnya
proyeksi capaian tahun 2025 diperkirakan tidak akan tercapai. Hal inimembutuhkan evaluasi strategi,
penyesuaian target yang lebih realistis, dan peningkatan efisiensi pelaksanaan program agar target di

masamendatanglebihmudahtercapai.
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Tabel 3.38

Analisis CapaianKinerjalSS Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan sesuai Standardengan
RenstraKemenkes2023-2025

Indikator 2022 2023 2024 2025 Tren
Ss'c?:: ;Z?s Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi Kinerja
Persentasse 65 64,91 83 67,93 100 61,03 100 53,54 Stagnan
Faskes menurun
denganSDM
Keseh_atan
sesuai
Standar
Data di atas menunjukkan bahwa kinerja 1. Formasi dokter/dokter gigi dan nakes
indikator Persentase Faskes dengan SDM PPPK yang dibuka tahun 2024 belum
KesehatansesuaiStandarmengalamipenurunan sepenuhnya sesuaikebutuhan prioritas.
yang signifikan sejak 2022 hingga Semester | 2. Rendahnya minat tenaga dokter/
Tahun 2025, meskipun target terus meningkat. dokter gigi dan nakes untuk bekerja
Halinimenunjukkan perlunyaevaluasimendalam sebagai PPPK dan penugasan khusus
terhadap strategi yang diterapkan dan fokus terutama di Puskesmas rawan konflik,
pada solusi yang realistis untuk memastikan DTPK.
peningkatankinerjaditahun-tahunmendatang. 3. Rendahnya komitmen daerah dalam
Analisis Penyebab kegagalan atau pemberianinsentif dokter spesialis yang
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang tidak tepatwaktu.
Telah Dilakukan: 4. Penerapan Undang-Undang No.
Berdasarkan dari tabel diatas dapat 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
simpulkan secara umum bahwa terjadi Sipil Negara (ASN) yang membatasi
peningkatan target dari tahun 2023 ke tahun pemenuhan tenaga di fasyankes milik
2024 Namuncapaianpadaindikatorpersentase pemerintah hanya dapat diisi dari ASN
faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar (PNS danPPPK).
tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 5. Rendahnya minat dokter spesialis
sebelumnya. Hal ini disebabkan karena mengikutiPGDS.
beberapahalberikutini:
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Upaya atau solusiyang sudahdilakukan:
Berdasarkan capaian ini, masih diperlukan
banyak upaya untuk menambah capaian.
Beberapa cara yang sudah dilakukan dalam
pemenuhantenagakesehatanditahuniniadalah
sebagaiberikut:
1. Penempatan dokter/dokter gigi
di lokus prioritas yang tidak diajukan
sebagai formasi CASN melalui
penugasankhusus.
2. Penempatan internship dokter
dan dokter gigi di Puskesmas tanpa
dokter dan dokter gigi mendapatkan
pendampingandariwahanaterdekat.
3. Sosialisasi penugasan khusus kepada
dokter-dokter peserta internship yang
telahmenyelesaikaninternship.
4. Memonitor usulan penyesuaian
standar ketenagaan Puskesmas untuk
dokter gigi menjadi dokter gigi/Terapis
Gigi dan Mulut (TGM) sehingga untuk
mengisi pelayanan Kesehatan gigi dan
mulut di Puskesmas bisa dilakukan oleh
TGM sambil menunggu pemenuhan
dokter gigi. Selanjutnya jenis nakes yg
direkrut melalui tugsus akan ditambah

denganTGM.
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5. Penyelesaian RPMK Pengelolaan
SDMK sebagai panduan implementasi
pengelolaan Named Nakes yang akan
mengatur penempatan nakes di daerah
sebagaiturunandariPP28/2024.

6. Sosialisasi pelaksanaan PGDS dengan
penambahan 18 jenis spesialis tambahan
ke FK.

7. Menambah Lokasi pilihan RS
penempatan PGDS (visitasi).

8. Pembekalan bagi 4 dokter
spesialis adaptan beserta dokter
pendampingnya, juga koordinasi untuk
penerbitan SPMT-nya.

9.Insentif dan Retensi Tenaga Kesehatan
dengan menyediakan insentif bagi
nakes dan named yang bekerja di
daerah terpencil atau kurang diminati
untuk mengurangi tingkat turnover dan
meningkatkanretensi.

10. Telah dilakukan usulan perubahan
target, namun hasil pertemuan pada
tanggal 17 September 2024 antara
Bappenas, Kemenkeu dan Kemenkes,
usulanditolak, tetap harus sesuaidengan

Renstra2022-2024
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Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya untuk Indikator Persentase Faskes dengan
SDMKesehatan SesuaiStandar

Untuk meningkatkan efisiensi terkait
indikator Persentase Faskes dengan SDM
Kesehatan Sesuai Standar yang tidak mencapai
target, beberapalangkah dapat diambil:

1. Optimalisasi penempatan tenaga
kesehatan (nakes) dan tenaga medis
(named) dengan pemantauan dan
redistribusi SDM kesehatan dari wilayah
dengan kelebihan nakes dan named
ke wilayah yang kekurangan dapat
membantu memastikan bahwa Faskes
memilikiSDMyang sesuaistandar.

2. Penggunaan Teknologi Informasi
melalui implementasi dan optimalisasi
penggunaan SISDMK di Satu Sehat
yang terintegrasi untuk memantau
ketersediaan dan kebutuhan SDM di
berbagai faskes secara real-time. Ini
memungkinkan penyesuaianyang cepat
jikaterjadikekurangan.

3. Peningkatan kemitraan dengan
lembaga pendidikan dan berkolaborasi
dengan institusi pendidikan kesehatan
untuk meningkatkan kualitas lulusan
yang siap bekerja di faskes serta sesuai

denganstandaryangdibutuhkan.

4. Pemangkasan anggaran yang
nonefektif dengan mengidentifikasi dan
mengeliminasi biaya-biaya operasional
yang tidak efektif, sehingga anggaran
dapat dialokasikan lebih optimal untuk
pengadaandanpengembangan SDM.

Realisasi pemenuhan kebutuhan fasilitas
kesehatan dengan SDM sesuai standar
masih belum mencapai target, dengan tren
peningkatan capaian yang cenderung lambat.
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan perlu
merencanakan upaya intervensi yang lebih
efektif lagiagartargetindikatorinitercapailebih

cepat.

3.1.30 Persentase Faskes
dengan SDM Kesehatan
yang Ditingkatkan Sesuai
Kompetensinya

1. Definisi Operasional:

Persentasefaskesyang SDMKesehatannya
telah ditingkatkan kompetensinya mengenai
sembilan jenis penyakit prioritas (jantung,
kanker, DM, ginjal, hati, stroke/otak, KIA, TB, dan
penyakitinfeksi).
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2. Formulasiperhitungan:

Jumlah faskes yang SDM Kesehatannyanya
sudah ditingkatkan kompetensinya terkait
sembilan jenis penyakit prioritas dibagi total
faskesyangtelahditetapkansebagailokus dikali
100.

kesehatan sesuai standar dan indikator
persentase RSUD dengan 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis lainnya. Sesuai
tujuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
tenaga Kesehatan di seluruh fasilitas Kesehatan
(faskes) di Indonesia, pemerintah perlu
meningkatkan seluruh faskes menjadi faskes
dengan SDM Kesehatan yang ditingkatkan

kompetensinya. Faskes yang memiliki SDM

. (jumlah faskes yang sudah ditingkatkan kompetensi 9 jenis penyakit prioritas)
Realisast = (total faskes yang ditetapkan sebagai lokus) * 100%
Realisasi = (5.442 phm + 437 RSUD) b = ? ®% 100 = 53,54%
~ (10.266 pkm + 715 RSUD) 10981 S
Keterangan: Kesehatanyangkompetenmampumemberikan

- Sumberdata SISDMK per30 Juni2025.

- Jumlah faskes yang sudah ditingkatkan
kompetensi 9 jenis penyakit prioritas yang
sebanyak 5.879 faskes yang terdiri dari 5.442
puskesmasdan437RSUD.

- Jumlah total faskes yang ditetapkan sebagai
lokus sebanyak10.981unit.

3. Realisasi:

Berdasarkan data yang tersedia, capaian
indikator ini per 30 Juni tahun 2025 yakni
53,54% daritarget 60%, artinya 53,54% faskes
di Indonesia sudah menjadi faskes dengan
SDMKyang ditingkatkan kompetensinya, yakni
sebanyak5.879 faskesdaritotal10.981faskes

Indikator ini didukung oleh indikator

Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga
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layanan Kesehatankepada seluruh masyarakat.

Grafik 3.59 Perbandingan Target dan
Realisasi Indikator Persentase Fasilitas
Kesehatan dengan SDM Kesehatan yang
Ditingkatkan Sesuai Kompetensinya padaTahun

2024-2025.
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Grafik3.57

PerbandinganTargetdanRealisasilndikator Persentase Fasilitas Kesehatandengan SDMKesehatan
yang Ditingkatkan SesuaiKompetensinyapadaTahun2024-2025

62 60,86

60 60
60

58
56
54 53,54
52

50

48
2024 2025

Target mRealisasi
Sumberdata: Direktorat Jenderal SDM KesehatanTA2025

Dari grafik 3.59 di atas Indikator Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan yang
Ditingkatkan Sesuai Kompetensinya mencerminkan kinerja yang baik di 2024, pada Semester 1tahun

2025 capaiannyabarumencapai53,54% dan diproyeksikan tercapaipada akhirtahun berjalan.
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Grafik3.58

PerbandinganTargetdanRealisasilndikator Persentase Fasilitas Kesehatandengan SDM
Kesehatanyang Ditingkatkan Sesuai KompetensinyapadaTahun2022-2025
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Target ™ Realisasi

Sumberdata: Direktorat Jenderal SDM KesehatanTA2025

Berdasarkan grafik di atas, Indikator Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan yang
Ditingkatkan Sesuai Kompetensinya menunjukkan kinerja yang sangat baik selama tiga tahun terakhir.
Realisasi terus melampaui target, mencerminkan efektivitas program peningkatan kompetensi SDM
kesehatan.Denganmempertahankanstrategiyangadadanmemperluas cakupanprogram, diharapkan

kinerjapositifinidapat terus berlanjut.
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Tabel 3.39

Analisis CapaianKinerjalSS Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDMKesehatanyang
Ditingkatkan SesuaiKompetensinya dalam Renstra Kemenkes 2023-2025

Indikator 2022 2023

2024 2025 Tren

Sasaran
Strategis

Target | Realisasi | Target | Realisasi

. Kinerja
Target | Realisasi | Target | Realisasi

Fasilitas
Kesehatan
DenganSDM
KesehatanYang
Ditingkatkan
SesuaiKom-
petensinya

Persentase 40 41,22 50 57,83

60 61,03 60 53,54 Sangat
baik

Indikator Persentase Fasilitas Kesehatan
dengan SDM Kesehatan yang Ditingkatkan
Sesuai Kompetensinya menunjukkan kinerja
yang sangat baik dengan realisasi yang selalu
melebihi target selama tiga tahun berturut-
turut. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi
yang diterapkan dan konsistensi dalam
pelaksanaan program peningkatan kompetensi
SDM kesehatan. Dengan mempertahankan
pendekatanyang adadan meningkatkan ambisi
target, kinerja ini dapat terus dipertahankan dan
diperluas cakupannyadimasa mendatang.

Analisis Penyebab Keberhasilan/
PeningkatanKinerjayang Telah Dilakukan:

Perubahan metode pelatihan yang
dulunya klasikal dapat dilakukan secara daring.
Walaupun begitu, pelatihan klasikal tetap ada.

Hingga saat inimetoda pelatihan bisa dilakukan

secara hybrid yakni klasikal dan daring sehingga
jumlah peserta bertambah secara luar biasa.
Hal ini juga didukung dengan meningkatnya
jumlah lembaga-lembaga pelatihan
kesehatan terakreditasi di daerah yang dapat
menyelenggarakan pelatihan kesehatan yang
mendapatkanpenilaiansertifikasidariDirektorat
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sehingga
memberikan sumbangsih peningkatan jumlah
pesertalatihnya.
1.Secaraumumindikatorinitelahtercapai
sesuai target. Hal ini disebabkan karena
adanyabeberapahal sebagaiberikut:
2. Adanya kebijakan dari pemerintah
atau institusi terkait yang mendukung
pengembangan kompetensitenaga ke-
sehatan, sepertipelatihan berkelanjutan,

akreditasi, dansertifikasi.
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3. Terdapat alokasi anggaran yang
memadai untuk pelatihan, pendidikan
lanjutan, atau peningkatan kapasitas
tenagakesehatan.

4. Pemetaan kebutuhan pelatihan sesuai
dengan standar kompetensi tenaga
kesehatan padamasing-masingfaskes.
5. Perencanaan yang terstruktur
dan berbasis data, seperti jadwal
pelatihan, modul pelatihan, serta target
peningkatankompetensi.

6. Adanya sinergi antara pemerintah
daerah, fasilitas kesehatan, dan institusi
pendidikan untuk menjalankan program
pelatihan.

7. Fasilitas pelatihan yang tersedia
secaramerata, baik di daerah perkotaan
maupunpedesaan.
8.Pemanfaatane-learningataupelatihan
berbasis daring untuk menjangkau
tenagakesehatandiwilayahterpencil.
9. Adanya dukungan pimpinan faskes
dalam meningkatkan kapasitas tenaga

kesehatan.
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3.1.31 Persentase Faskes
dengan SDM Kesehatan
Tersertifikasi

1. Definisi Operasional:
Persentase fasilitas kesehatan instansi
pemerintah yang memiliki pejabat fungsional

kesehatantersertifikasi.

2. Formulasiperhitungan:

Jumlah fasilitas kesehatan instansi
pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai
jabatan fungsional kesehatan yang tersertifikasi
dibagi jumlah faskes instansi pemerintah
pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan dikali

100.

3. Realisasi:

Pada grafik 3.61 diketahui bahwa target
tahun 2025 sebesar 100% faskes telah
berhasil diraih dengan capaian kinerja indikator
persentase faskes dengan SDMK tersertifikasidi
Semester| Tahun 2025 sebesar100%. Capaian
Semester | Tahun 2025 sebanyak 12.179 faskes
SDMKYyang tersertifikasiyang terdiridari10.298
faskes di 2023 dan 1.881 faskes di 2024 yang
dibagidari12.17%instansipenggunalFK.Capaian
ini sesuai target 2024. Faskes SDMK yang

tersertifikasiberasaldarikementerian/iembaga,
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instansi Dinas Kesehatan Provinsi/ abupaten/Kota, RS Daerah/RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan Grafik 3.59

yang telah memenuhi persyaratan penyelenggara ujikompetensijabatan fungsional kesehatan sesuai

PerbandinganTargetdanRealisasilndikator Persentase Faskes dengan SDMK

standar. TersertifikasipadaTahun2024-2025
120
Realisasi = Jml. kumulatif faskcs.dg .?'DMK tersertifikasi kompetensi tahun 2025 x 100%
jml. instansi pengguna J[FK
) 12,179
Realisasi = m x 100 = 100%
Keterangan:

-Jumlahfaskesdengan SDMKtahun2025adalah12.179 faskes daritotal12.179.

-Jumlahinstansipengguna JFK, baseline datatahun 2024 sebesar12.179 faskes. Jumlah
inimerupakan capaiankinerja darijumlah faskes yang ditetapkan pada tahun berjalan

(tabellokus terlampir)

100 100 100 100
100
80
60
40
20
0
2024 2025

Tabel 3.40
Target MRealisasi
Baseline DataInstansiPengguna Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK)
Grafik3.60
No. Nama Instansi Jumlah
1 Dinkes Provinsi 38 PerbandinganTarget dan RealisasiIndikator Persentase Faskes dengan SDMK
2 UPTKemenkes 38 TersertifikasipadaTahun2022-2025
3 | RSUProvinsi 52 120
4 RSKProvinsi 54 - 100 100 100 100
5 Balai/Labkes/Prov/Kab/Kota 562 84 13
6 Dinkes Kab 416 80
7 Dinkes Kota 98
60
8 RSUKab/kota 535 60
9 DataPuskesmas 10.251
10 DataKKP 51 " 5 26
n RS Polri 41 20
12 RSMenhan 31
13 Kliniklainnya 1 0
Jumlah 12.179 2022 2023 2024 2025
Target ®Realisasi
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Selanjutnya bila dibandingkan dengan
target jangka menengah pada akhir Renstra
tahun 2024, capaian indikator Kkinerja
persentase indikator persentase faskes
dengan SDMK tersertifikasi tahun 2024 sebesar
100%, sudah mencapai target 100%. Tren
kinerja yang meningkat dan konsisten dimulai
dari angka kecil di 2022 dan mencapai 100%
sejak 2024. Realisasi melebihi target pada
dua tahun pertama, kemudian mencapai dan
mempertahankan target maksimal dua tahun
berikutnya. Menunjukkan keberhasilan strategi
peningkatan bertahap dan kesiapan organisasi

dalammengelolatargetyanglebihambisius.

Indikator Persentase Fasilitas Kesehatan
dengan SDMK Tersertifikasi menunjukkan
kinerja yang sangat baik dari tahun 2022
hingga 2024. Capaian melampaui target
pada 2022 dan 2023, dan target sepenuhnya
terpenuhi pada 2024. Hal ini mencerminkan
keberhasilan dalam pelaksanaan program
sertifikasi SDMK, didukung oleh kebijakan
yang efektif dan kesadaran fasilitas kesehatan
terhadap pentingnya sertifikasi. Dengan
mempertahankan danmemperluas pendekatan
ini, keberlanjutan kualitas SDMK di fasilitas

kesehatan dapat terus ditingkatkan. Sebagai

Tabel 3.41
Analisa CapaianKinerjalSS Persentase Faskes dengan SDMK Tersertifikasi
denganRenstraKemenkes2022-2024
Indikator 2022 2023 2024 2025 Tren
Sasaran Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target lsasi | Target | Realisasi| ' "C0°
Strategis arge ealisasi arge ealisasl arge Realisasi arge ealisasi
Persentase 25 26 60 84,13 100 100 100 100 Sangat
Faskes baik
denganSDMK
Tersertifikasi
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informasi tambahan penyelenggara uji
kompetensi sudah tidak dipantau dikarenakan
sudah terbit Permenkes 1 Tahun 2025 bahwa
penyelenggaraan uji kompetensi terpusat
dengan metode CAT. Sehingga penyelenggara
ujikompetensidipusat sudahbukandiinstansi.
Analisis Penyebab Keberhasilan/
Peningkatandan Solusiyang Telah Dilakukan:
Secara umum indikator ini telah tercapai
sesuaitarget. Halini disebabkan karena adanya
beberapahal sebagaiberikut:
- Adanya regulasi yang mewajibkan
tenaga kesehatan untuk memiliki
sertifikasi sesuai standar nasional atau
internasional, seperti Undang-Undang
No.17Tahun2023tentangKesehatan.
- Pemberian penghargaan atau
tunjangan tambahan bagi tenaga
kesehatan yang sudah tersertifikasi,
mendorong lebih banyak SDM untuk
mengikutiproses sertifikasi.
- Pihak manajemen faskes yang ber-
komitmen untuk menyediakan sumber
daya dan waktu bagi tenaga kesehatan
agar dapat mengikuti pelatihan dan
sertifikasi
- Adanya dana untuk membiayai pe-
latihan, ujian sertifikasi, dan pembaharu-

ansertifikasisecaraberkala.
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- Tersedianya infrastruktur dan teknologi
untuk mendukung proses pelatihan dan

sertifikasi.

Walaupun capaian kinerja indikator
persentase penyelenggara uji kompetensi
jabatan fungsional kesehatan sesuai standar
tahun 2025 melebihitarget, tapi masih terdapat
kendala/hambatan. Faktor-faktor yang
menghambat pencapaian indikator kinerja
kegiatanini,yaitu:

- Instrumen standarisasi penyeleng-
garaanujikompetensijabatanfungsional
kesehatan sebagai standar, kriteria,
komponen penilaian belum sepenuhnya
dipahami oleh pengelola jabatan
fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota/ProvinsidanRS.

- Pengelola jabatan fungsional ke-
sehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota/Provinsi dan RS, masih ada yang
belum memahami teknologi informasi
danseringbergantioperator.

- Adanya gangguan jaringan internet di
beberapa tempat (Wilayah Indonesia
Timur), sehingga menghambat ke-
lancaran verifikasi melalui daring atau

Zoom.
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- Belum adanya kesadaran pada
tenaga kesehatan betapa pentingnya
sertifikasi dalam menunjang kompetensi
profesionalmereka.

- Jadwal kerja yang padat menjadi sulit
bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti

pelatihantersertifikasi.

Dari permasalahan atau hambatan di atas,
upayayangtelahdilakukanadalah:

- Melakukan sosialisasi kebijakan
uji kompetensi jabatan fungsional
kesehatan secara masif, baik daring
maupunluring.
- Memperluas bimbingan teknis
melalui daring terkait komponen-
komponen yang ada pada standarisasi
penyelengaran uji kompetensi jabatan
fungsionalkesehatan.
- Melakukan pendampingan kepada
pengelolajabatan fungsional kesehatan
instansi pengguna selama proses
verifikasi dokumen-dokumen terkait
standarpenyelenggaraanujikompetensi
jabatanfungsionalkesehatan.
- BerkoordinasidenganDinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota, agar ada
pengelola jabatan fungsonal kesehatan

yangtetap.

3.1.32 Jumlah Faskes yang
Mengimplementasikan
Sistem Data dan Aplikasi
KesehatanIndonesia

Definisi Operasional Indikatoradalah:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan yang
menjadi target merupakan fasilitas
pelayanan kesehatan yang belum
terintegrasiatautidakmempunyaisistem
informasifaskes.

2. Sistem fasilitas pelayanan kesehatan
terintegrasi dengan sistem di pusat
(KementerianKesehatan).

3. Sistem tersebut menyediakan
variabel sesuai indikator pembangunan

kesehatan.

Cara Perhitungan Indikator adalah jumlah
fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem
informasi terintegrasi, melakukan pertukaran
data dengan sistem Kementerian Kesehatan,
DAN menyediakan variabel sesuai indikator
pembangunan kesehatan berdasarkan matriks

padaRenstraKemenkes2020-2024.
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Grafik 3.61

PerbandinganTargetdan CapaianindikatorJumlah Fasilitas Kesehatanyang
Mengimplementasikan Sistem Datadan Aplikasi Kesehatanindonesiapada
Tahun2022-SemesterlTahun2025
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30.00
30.000
20.000
0.422
10.000 B0
2022 2023
Target

Selanjutnya bila dibandingkan dengan
target jangka menengah pada akhir Renstra
tahun 2024, capaianindikator kinerja Semester
| tahun 2025 sebesar 51.001 fasilitas kesehatan
yang mengimplementasikan sistem data dan
aplikasi kesehatan Indonesia telah mencapai
target 40.000 di Semester| Tahun 2025, target
indikator inimengalami perubahan dari 60.000
menjadi 40.000 berdasarkan berita acara hasil
trilateralmeeting antaraKementerianKesehatan
dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan

padabulanSeptember2024.
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al.MD

49,558 51.001
40.000 40.000
2024 Semester | 2025

Capaian

AnalisisPenyebabKeberhasilan/kegagalan
atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta
Alternatif Solusiyang Telah Dilakukan:

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilak-
sanakanuntuk mecapaitargetsebagaiberikut:

- Melakukankoordinasipara stakeholder
seperti Dinas Kesehatan, Kemendagri,
Kemenkominfo dan mitra lainnya untuk
penyediaan infrastruktur dan jaringan

internet melaluiprogram BAKTI.
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- Melakukan desk bimtek ke fasilitas
kesehatan, dinas kesehatan di 38
provinsi secara hybrid untuk memetakan
fasilitas kesehatan memiliki sistem
data kesehatan serta melibatkan Binwil
Kementerian Kesehatan dan berbagai
mitra untuk mendorong implementasi
RME danterintegrasike SATUSEHAT.

- Menawarkan ke fasilitas kesehatan
untuk penggunaan aplikasi yang sudah
standar baik yang dikeluarkan oleh
pemerintahmaupunpenyedia

- Melakukan sosialisasi dan bimbingan
teknis untuk integrasi ke aplikasi pusat
sesuaistandaryangtelahdikeluarkan

- Mendorong dukungan kebijakan (Surat
Edaran, Surat Teguran, Rekomendasi
Penyesuaian Akreditasi) sebagai
enforcement implementasi RME oleh

faskes.

Beberapafaktorpenghambatpencapaian
targetadalah

- Belum semua fasilitas kesehatan
memiliki infrastruktur dan jaringan
internetmemadai.
- Fasilitas pelayanan kesehatan masih
ada yang belum memiliki standar data
untuk pencatatan data kesehatan ,

contoh Praktek MandiriBidandan UTD.

- Fasilitas kesehatan masih ada yang
menggunakan aplikasi kesehatan yang
dikembangkansendirimaupunpenyedia
(vendor) sistem yang belum terintegrasi
dan terstandar sesuai standar yang

dikeluarkan Kemenkes.

Faktor-faktor yang mendukung keber-
hasilan pencapaiantarget

- Komitmen pimpinan terkait penerapan
teknologi.
- Adanya kesepakatan penanda-
tanganankomitmenpenerapanRMEdan
SATUSEHAT (Provinsi Lampung, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Bangka
Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan
TengahdanNusaTenggaraBarat).
- Antusias yang tinggi dari para
pengembang sistem informasi
kesehatan untuk integrasi ke dalam
platform SATUSEHAT.
- Adanya sertifikat ISO 27001:2013 dan
ISO 27799 di SATUSEHAT platform.

Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan maka alternatif solusi yang
dapat dilakukan adalah melakukan percepatan
implementasiintegrasi menggunakan platform
SATUSEHAT, memastikan fasilitas kesehatan
memiliki dan menggunakan sistem informasi

yangterstandar.
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3.1.33 Jumlahsistem
bioteknologikesehatan
terstandar danterintegrasi
yang diimplementasikan

Definisi OperasionalIndikatoradalah

1. Produk bioteknologi kesehatan
yang digunakan di fasilitas pelayanan
kesehatan.

2. Produk bioteknologi kesehatan ber-
basis datasetgenomik.

3. Produk bioteknologi kesehatan yang
dimanfaatkan dan dikelola oleh SDM
bioteknologikesehatanyang kompeten

danmemadai.

Cara Perhitungan Indikator adalah Jumlah
produk bioteknologikesehatanyang digunakan
di fasilitas pelayanan kesehatan dan berbasis
dataset genomik, sertadapatdimanfaatkandan
dikelola oleh SDM Bioteknologi Kesehatanyang
kompetendanmemadai.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan
target jangka menengah pada akhir Renstra
tahun 2024, capaianindikator kinerja Semester
| Tahun 2025 masih sama sebesar 30 sistem
bioteknologi kesehatan terstandar dan
terintegrasi yang diimplementasikan, mencapai

target 30 sistemdiSemester| Tahun2025.

Grafik 3.62

PerbandinganTargetdan CapaianindikatorJumlah Sistem Bioteknologi
KesehatanTerstandardanTerintegrasiyang Diimplementasikan
PadaTahun2022-Semester1Tahun2025
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Pengembangan bioteknologi di bidang
kesehatan dilakukan dalamrangka mewujudkan
precision medicine yang diwujudkan melalui
pengembangan BGSi (Biomedical Genome-
based Science Initiative). Pada tahun 2022,
sistem BGSiiniuntuk mendukung fokus penyakit
tertentuBGSidié6 Hubs, yaitu:

1. Hub Cancer yang dinaungi oleh RS
KankerDharmais;

2.HublInfectious Disease (untuk penyakit
tuberculosis) dinaungi oleh RS Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan RSUP
Persahabatan;

3. Hub Brain & Nervous System (untuk
penyakit stroke) dinaungi oleh RS Pusat
OtakNasional;

4.HubMetabolic Disease (untukpenyakit
diabetes) dinaungiolehRSUPN dr. Cipto
Mangunkusumo;

5. Hub Aging and Nutrition (untuk
penyakit psoriasis) dinaungioleh RS Prof.
Dr.1.G.N.G.Ngoerahdan;

6. Hub Genetic Disorders untuk penyakit
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)
dan pulmonary arterial hypertension

(PAH)dinaungiolehRSUP Dr. Sardijito.

Pada tahun 2024 dan Semester | Tahun
2025, sistem BGSi ini untuk mendukung fokus
penyakit tertentuBGSidi8 Hubs, yaitu:

1. Hubs Cancer yang dinaungi oleh RS
KankerDharmais;

2.HublInfectious Disease(untukpenyakit
tuberkulosis) dinaungi oleh RS Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan RSUP
Persahabatan;

3. Hub Brain & Neurogenerative disease
(untuk penyakit Stroke) dinaungi oleh RS
Pusat Otak Nasional;

4.HubMetabolic Disease(untuk penyakit
diabetes) dinaungioleh RSUPN dr. Cipto
Mangunkusumo;

5. Hub Aging and Nutrition (untuk
penyakit psoriasis) dinaungioleh RS Prof.
Dr.1.G.N.G.Ngoerah;

6.Hub GenomicDisordersuntukpenyakit
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)
dan pulmonary arterial hypertension
(PAH)dinaungiolehRSUP Dr. Sardijito;

7. Maternal, reproductive and neonatal
health dinaungi oleh RSAB Harapan Kita
dan 8) Cardiovasculer dinaungi oleh

RSJPD HarapanKita.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusiyangtelah dilakukan:

Progres pencapaian indikator pada

Semesterltahun2025 adalah sebagaiberikut:

306 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

1. Pengembangan Sistem bioteknologi

Kesehatan yang terstandar meliputi

Registry, Biobank dan Bioinformatics

meliputi:

- Implementasi Registry oleh 8 Hubs (9
RS)danPusat (DTO-Pusdatin)

-. Implementasi Biobank oleh 8 Hubs (9
RS)danPusat

2. Implementasi Bioinformatics oleh

5 Hubs (5 RS) dan Pusat (1 sistem yang

terdiri dari platform illumina, ONT, BGlI)

namun 4 Rumah Sakit (3 hubs) lainnya

masih terkendala ketersediaan bahan

pendukung sekuensing dan elemen

pemrosesandata(pipeline)

Keluaran dari kegiatan untuk mendukung
indikatorinipada Semesterltahun2025 adalah:

1. Penyelesaian platform Registry
Bioteknologi (MVP) dan peningkatan
fungsionalitas serta performa platform
RegistryBioteknologi
2. SOP penggunaan platform SimbioX,
platform Registry Bioteknologi, dan
platform Bioinformatics
3. Integrasiplatform Bioinformatics dari

Hubske BGSiCentral.
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Indikator yang menggambarkan
keberhasilan adalah jumlah sistem bioteknologi
kesehatan terstandar dan terintegrasi yang
telah diimplementasikan pada sejumlah 10
institusiyang telah dapat memanfaatkan sistem
Bioteknologi (Biobank, Bioregistry, dan/atau
Bioinformatics). Pada 10 institusi tersebut
diterapkan sejumlah 30 sistem bioteknologi
kesehatan terstandar dan terintegrasi,
mencapaii target Semester | Tahun 2025
sejumlah 30 sistemyaitu:

- SistemBiobank RSPON Jakarta

- Sistem Biobank RS Kanker Dharmais
Jakarta

- Sistem Biobank RSPI Sulianti Saroso
Jakarta

- Sistem Biobank RS Persahabatan
Jakarta

- Sistem BiobankRSCM Jakarta

- SistemBiobank RS Sardjito Yogyakarta
- SistemBiobank RS Ngoerah Bali

- SistemBiobank RSABHarapanKita

- SistemBiobank RSJPD HarapanKita
Sistem Biobank diBB Binomika

- SistemBioregistry RSPON Jakarta

- SistemBioregistry RS Kanker Dharmais
- Sistem Bioregistry RSPI Sulianti Saroso
Jakarta

- Sistem Bioregistry RS Persahabatan

Jakarta

307



BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

- SistemBioregistry RSCM Jakarta

- SistemBioregistry RSNgoerah Ball

- Sistem Bioregistry RS Sardjito
Yogyakarta

- SistemBioregistry RSABHarapanKita

- SistemBioregistry RSJPDHarapanKita
- SistemBioregistry diBB Binomika

- Sistem Bioinformatics RS Kanker
Dharmais Jakarta

- SistemBioinformatics RSCM Jakarta

- Sistem Bioinformatics RSUP Dr Sardjito
Yogyakarta

- Sistem Bioinformatics RSPON Jakarta

- Sistem Bioinformatics RSAB Harapan
Kita

- SistemBioinformatics RSNgoerah Bali
- SistemBioinformaticsRS Persahabatan
Jakarta

- Sistem Bioinformatics RSPI Sulianti
Saroso Jakarta

- Sistem Bioinformatics RSJPD Harapan
Kita

- SistemBioinformatics di BB Binomika.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
untukmencapaitargetantaralain:
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas
seluruh SDMpendukung BGSi.
- Pengembangan sistem informasi
biobankyangterstandar danterintegrasi

dihubbaru.

- Melanjutkan pengembangan dan
penyempurnaan sistem informasi
bioregistry yang terstandar dan
terintegrasi.

- Pengembangan dan penyempurnaan
platform analisis bioinformatics untuk
WGS.

- Pengembangan dan penyempurnaan
platform analisis bioinformatics untuk 6
hub (targeteddiseases)yangterintegrasi
denganBKPKdanBGSiCentral;

- Pengembangan dan deployment
website/portalutamaBGSi;

- Menyiapkan topologi jaringan
konektivitas antara setiap Rumah Sakit
(Hub) dengan BGSi sentral dan BSSN
Data Center, maupun BGSi Central
dengan BSSN yang aman, cepat, dan
stabiluntukkebutuhanoperasional BGSi.
-Permohonandukungandaridonoruntuk
pengadaan tenaga ahli bioinformatics
telah diajukan dan diproses, dan
permohonan penambahantenagaahliIT

engineertelahdiajukanke pimpinan

Beberapa faktor penghambat pencapaian
targetyakni:

- Proses pengadaan bahan pendukung

sekuensing untuk bioinformatics

yang diselenggarakan pihak donor
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memerlukan proses yang memakan
waktulama, sehinggaprosespengadaan
akandiadakanpadaTW 3.

- Kurangnya tenaga ahli bioinformatics
yang mendukung pelaksanaan di hubs
(RS Ngoerah dan RS Jantung Harapan
Kita).

- Proses Pengadaan Bioteknologi yang
bersumber dari Dana Global Fund yang
dilakukan melalui UNDP (selaku pihak
yang dipercayai untuk pengadaan)
memerlukan proses yang lebih lama

sehinggamempengaruhicapaian|SS.

Faktor-faktor yang mendukung
keberhasilanpencapaiantarget

- Dukungan dari pimpinan (Menteri
Kesehatan) dalam mewujudkan
precision medicine dalam kebijakan dan
alokasianggaran;
- Dukungan dari peneliti dan penye-
lenggara Bioteknologi untuk pelak-
sanaanBGSi;
- Dukungan dari pemangku kepentingan
lainnya untuk mendukung terlaksananya
pengembangan Bioteknologi bidang

kesehatandilndonesia.
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3.1.34 Persentase Kebijakan
yang Berkualitas dan Dapat
Diimplementasikan

Definisi operasional indikator adalah
persentase dari nilai maksimal indeks kualitas
kebijakan Kementerian Kesehatan. Nilai indeks
kualitas kebijakan menggunakan tools untuk
menilai Indeks Kebijakan Kementerian PAN
dan RB sesuai dengan SE Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Nomor 22/K/1.
HKM.02.02/2021) tentang Pedoman
Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Cara perhitungan indikator adalah nilai
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) capaian dibagi
nilailIKK maksimal (100) dikali100%.

Di tahun 2025-2029, indikator ini tidak
berlanjut menjadi ISS Kemenkes. Meski
demikian, mengingat pentingnya pengukuran
kualitas kebijakan pemerintahterhadap dampak
atau hasil pembangunanyang strategis dengan
mengedepankan prinsip berbasis bukti,
indikator Nilai Kualitas Kebijakan menjadi IKP
Kemenkes. Nilai Kualitas Kebijakan diharapkan
dapat memberikan gambaran hasil analisis
kebijakan sekaligus menjadi pendukung dalam
capaian sinkronisasi target pembangunan

daerah.
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Grafik 3.63

PerbandinganTargetdanRealisasi Persentase Kebijakanyang Berkualitas dan dapat
Diimplementasikan Tahun2022-Semester1Tahun2025
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Analisis Pencapaian

Padatahun2022,2023 dan 2024 indikator
Persentase Kebijakan yang Berkualitas
dan Dapat Diimplementasikan tercapai
melebihi target. Berdasarkan hasil penilaian
yang ditetapkan melalui surat Kepala Pusat
Pembinaan Analis Kebijakan LAN Nomor
7484/D.1.2/HKM.02.2tanggal 23 Oktober2024,
Kementerian Kesehatan memperolehnilai total
87,98 (Sangat Baik). Pada Semester | Tahun
2025 telah dilaksanakan sosialisasi pengukuran

kualitas kebijakan kepada unit utama

Kementerian Kesehatan. Faktor penting dalam
pencapaiantarget nilaikualitas kebijakanadalah
ketersediaan data dukung dari kebijakan yang
menjadiobjek pengukuran, kolaborasiantarunit
eselon-2 pengusul dan unit pendukung terkait,

serta dukunganpimpinan.

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan
untuk MencapaiTarget

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan
selama Tahun 2025 untuk mencapai target nilai

kualitas kebijakanKemenkes antaralain:
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- Koordinasi pengukuran dengan
LembagaAdministrasiNegara(LAN).

- Sosialisasi pengukuran kualitas
kebijakankepadaunitutamaKemenkes.
-Penentuan objek pengukuran.

- Pendampingan unit utama untuk self
assessment.

- Pendampingan finalisasi self
assessment.

-Pemberianpenghargaan.

Tantangan/Hambatan PencapaianTarget
Beberapa hal yang menjadi tantangan
dalam pengukuran kualitas kebijakan Tahun
2025 antaralain:
- Pengukuran kualitas kebijakan tahun
ini berbeda dengan tahun sebelumnya
karena adarevisi pedoman pengukuran
dariLAN.
- Terdapat lebih banyak unit eselon-2
yang perludilibatkan selain unit eselon-2
pengampu kebijakan/program dalam
melengkapi dokumen/data dukung
yangdibutuhkanuntuk penilaian.
- Sebagian besar tahapan kegiatan
pengukuran di Kemenkes baru dapat
dilaksanakan di semester Il karena
menyesuaikan timeline pengukuran LAN.

Sosialisasi pengukuran dari LAN baru
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dilaksanakan pada Tanggal 11 Juni 2025
dankickoff pengukuranpadaTanggal 25
Juni2025.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut
yang Dilakukan:

- Dilaksanakan sosialisasi kepada
unit utama Kemenkes serta dibangun
komunikasi untuk mengkoordinasikan
perubahan objek pengukuran yang
semula regulasi menjadi kebijakan
strategis, sesuai pedoman pengukuran
kualitas kebijakanterbarudariLAN.
- Menyesuaikan timeline pengukuran IKK
LAN dengan tahapan kegiatan sehingga

outputdapat dicapaitepatwaktu.

311



BAB I

AKUNTABILITAS KINERJA
3-' 35 |ndek8 Ca pa|an Indeks capaian adalah nilai konversi dari Komponen Capaian | Capaian | Capaian | Target | Capaian| Target Capaian % capaian
rata-rata dari capaian (realisasi dibandingkan Tatlszzll(ola 2021 2022 2023 2024 1@\’(\)’2_4; 2025 gg‘zt;
Tata Kelola Kemenkes | | »
) target kali 100). Cara perhitungan indikator
yang Baik adalah 2. NilaiKinerja 9415 | 9556 | 94,3 80,1 91,53 0 0 4,27
Anggaran
Defini operasional indikator adalah Tata 1. Nilai atau capaian masing-masing
Kelola Kementerian Kesehatan yang baik indikator pendukung = realisasi
Keterangan
dibuktikan dengan nilai atau capaian atas dibandingkantargetkaIi]OO Diambil dari Dashboard SMART DJA tanggal 15 Januari2023. Monev Kemenkeu 15 Januai 2025
pengelolaan sumber daya Kementerian 2.Indeks capaian tata kelola = jumlahnilai 3-'"33"'"_"69’_“35 76,8 7505 | 72,36 78 77,27 78 Y Y
rganisasi
Kesehatan,denganmenggunakanindikator: atau capaian masing-masing indikator
Ha o . ; ; i ; Keterangan
1. Nilai ReformasiBirokrasi; yang dlperoleh dlbagl total Jumlah Nilaihasil surveipenilaianintegritas berdasarkan pedoman SurveiPenilaian Integritas (SPI) yang diterbitkan KPK yang dilakukan
2.NilaiKinerjaAnggaran; indikator terhadapinstitusi Kementerian KesehatanRI
3.Indeks Integritas Organisasi; 4.lLaporan Indeks4 | Indeks4 | Indeks4 4 nilai Indeks 4 (0] (0} 100%
Keuangan indeks
4.LaporanKeuangan; Data capaian indek tata kelola yang baik
5.SAKIP; tahunanggaran2024 adalah sebagaiberikut: Keterangan

Dataopiniatas LK N-1,karenamenyesuaikan periode audit.(tetap)
6.Persentase capaianawardkehumasan

Kemenkes. 5. SAKIP 77,27 78,72 79,23 90 77,27 79,09 o 87,88%

Keterangan
Nilai SAKIP berdasarkanhasil LHE tahun 2024
KemenpanRBNo:B/662/AA.05/2024tgl19 Des 2024

Tabel 3.42 6.% capaian 150% 175% 150% 4 5 (0] (0] 125%
’ awardkehumasan
kemkes

Data CapaianIndeks Tata Kelola yang Baik sampai Akhir Tahun Anggaran 2025

Keterangan
Target 4 award setiap tahun. Tahun 2023 telah tercapai 6 award. (tetap)
Komponen Capaian | Capaian | Capaian | Target | Capaian| Target Capaian % capaian
Indek 2021 2022 2023 2024 2024 2025 Smtl
TataKelola TW-2 2025 7.Indekscapaian | Tidakada | 96,01 107,7 86 103,34 | 79,09 0 120,16
Tatakelola baseline
Kemenkes
1. Nilai Reformasi 79,27 87,5 90,83 90,01 90,1 90,01 91,76 101,94
Birokrasi Keterangan
Kemkes Y (nilaiatau capaianindikator)
Yindikator
Agregatreratadaricapaian 6 komponenindeks diatas (RB,NKA, Integritas Organisasi, LK, SAKIP, Award kehumasan)
Keterangan
Capaian Berdasarkan SuratKementerian PAN danRBNomor:B/766/RB.06/2025 tanggal 29 April Tahun 2025 Indeks RB Kemenkes
Tahun2024 adalah 91,76 dengankategori “A-". padalaporanhasil penilaian RB Kementerian Kesehatan Melakukan penilaian terhadap
pelaksanaan RBKemenkesindikator RB Generaldan RB Tematik dengan: menggunakan hasil penilaian darileadinginstitution
menggunakan hasil penilaian mandiriuntuk nilaiyang belum dikeluarkan oleh leadinginstitution.
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian
6indikator pendukung ISS tersebut diatas maka
nilai capaianindeks tata Kelola Kemenkes yang
baikadalah:

(0+0+102+100+88,03+125)= 415,03/6=
69,17 = 69,17/90x100%= 76,86% (100,11+11
4,27+99,06+100+87,88+125)/6= 103,34%
=103,34/86)x100% =120,16%

Capaian atas indikator tata kelola
Kemenkes yang baik sampai akhir tahun 2023-
2024 sebesar 107,77 103,34 atau 126,79%
120,16% dari target yang di tetapkan sebesar
85-86 nilai indeks dalam Permenkes Nomor 13
Tahun 2022. Terhadap capaian nilai ISS ini pada
tahun 2023-2024 terdapat beberapa catatan
dalam pencapaian kinerja tahun 2023-2024 ini
yaitu:78.

Terdapat perubahan angka target nilai
Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
pada tahun 2023 berdasarkan Permenkes
Nomor 13 Tahun 2022 yang semula adalah 93,
maka sesuai arahan pimpinan sebagaimana
tertuang dalam notulen rapat pimpinan telah
diubah menjadi 85. Sesuai BA trilateral meeting
revisiRenjatanggal 17 September2024 terdapat
beberapaperubahanyaitu:

1. Indeks capaian Tatakelola Kemenkes
berubah daritarget tahun 2024 sebesar
90 menjadi86.

2. Nilai Reformasi Birokrasi berubah dari
target tahun 2024 sebesar 98 menjadi
90,01.

3. Nilai kinerja anggaran (NKA) berubah
dari target tahun 2024 sebesar 95
menjadi80,1.

Perubahan target juga terjadi pada nilai
integritas organisasi berdasarkan surat dari
Inspektorat Jenderal telah diubah dari semula 81
menjadi7é6.

Apabila kita bandingkan capaian tahun
2023 dengan capaian target pada tahun 2022
sebesar122,63% daritarget 80 nilaiindeks yang
telah ditetapkan pada Permenkes Nomor 13
Tahun 2022 maka capaian ISS indeks tata kelola
Kemenkes yang baik pada tahun 2023 lebih
tinggi. Sedangkan untuk tahun berikutnya yaitu
pada tahun 2024 atau akhir dari periode Renstra
tahun 202--2024 dengan target sebesar
90,86 (sesuai BA TM revisi Renja Tahun 2024)
maka optimistis akan tercapaitarget yang telah
ditetapkan tersebut. Dengan catatan untuk
mencapai nilai indeks yang telah ditetapkan
perlu komitmen dan kerja cerdas dari semuallini
yang ada di kementerian Kesehatan mengingat
capaian atas indikator tata kelola Kemenkes
yang baik ditentukan oleh keberhasilan dalam
pencapaian é capaian subindikator yang

mempengaruhinya, yaitu:
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1. NilaireformasibirokrasiKemenkes;

2.Nilaikinerjaanggaran Kemenkes;

3. Nilai indeks integritas organisasi
Kemenkes;

4. Nilailaporankeuangan Kemenkes;

5.Nilai SAKIP Kemenkesdan;

6. Nilai capaian award kehumasan
Kemenkes yang semuanya merupakan penilaian

daripihakluaratausektorterkait.

Kegiatan-kegiatanyangDilaksanakan
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan
untuk mencapai target Indeks tata kelola
Kementerian Kesehatanyangbaik meliputi:

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi
fasilitasi, Biro Organisasi dan SDM
melakukan koordinasi dengan instansi
terkait, di antaranya berupa konsultasi
dengan Kedeputian RB, Akuntabilitas,

dan Pengawasan terkait kebijakan
reformasi birokrasi, dan beberapa
leading institution terkait. Koordinasi
dengan seluruh Pokja dan tim Monev
dalam penyusunan Rencana Aksi RB
General dan Tematik. Penilaian mandiri
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Kesehatan Tahun 2025
bersamaTimMonevInspektoratJenderal
dengan menggunakan Lembar Kerja
Evaluasi dari KemenPANRB. Adapun

yangsudahdilakukanantaralain:
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- Mendorong seluruh unit kerja
pengampu indikator Reformasi
Birokrasi, khususnya indikator RB
General, untuk mengintegrasikan
indikator tersebut ke dalam Perjanjian
Kinerja pimpinan unit kerja masing-
masing.

- Melaksanakan koordinasi intensif
dalam proses penyusunan rencana
aksi Reformasi Birokrasi General dan
Tematik Kementerian Kesehatan
Tahun2025.

- Menyempurnakan dan menye-
suaikan kembali rencana aksi RB
General dan RB Tematik agar selaras
dengan kebijakan terbaru dan
dinamika capaianindikator.

- Menyusun dan menyiapkan
naskah urgensi serta data dukung
yang menunjukkan dampak nyata
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Kesehatan terhadap
masyarakat.

- Koordinasi dengan seluruh
stakeholder termasuk Kedeputian

RBKunwas.
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2. Melakukan input capaian indikator
kinerja sasaranstrategis, indikatorkinerja
program, indikator kinerja kegiatan
baik kantor pusat, kantor daerah dan
satker pengelola dana dekonsentrasi
pada aplikasi SMART DJA, e-monev
Bappenas dan e-performance setiap
bulan sebelum tanggal 10 pada bulan
berikutnya.
3. Dalam rangka meningkatkan nilai
indeks integritas organisasi dan guna
mencapai target indeks integritas
organisasi Kementerian Kesehatan,
Inspektorat Jenderal melaksanakan
beberapakegiatanyaknidiantaranya:

- Sosialisasi Pembangunan Zona

Integritas;

- Penyusunan matriks rencana tindak

lanjut atas rekomendasi e-Survei

PenilaianIntegritas KPKtahun2024;

- Monitoring dan Evaluasi TL e-SPIKPK

tahun2024;

- Sosialisasi dan Asistensi Penyuluhan

Anti Korupsi pada satuan kerja di

lingkunganKementerian Kesehatan;

- Monitoring dan Evaluasi Duta

Prestasi;

- Sosialisasi terkait pengelolaan suap

atau gratifikasi terhadap para Unit

Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan

seluruh pegawaidiunit/satuan kerja di
lingkunganKementerian Kesehatan;
- Workshop terhadap para Satuan
Kepatuhan Intern (SKI) dan Satuan
Pengawasan Internal (SPI) dalam
rangka penilaian dan manajemen
risiko;

- Pemantauan dan Reviu atas
Penerapan Manajemen Risiko
Penyuapan dan Benturan
Kepentingan Periode Semester |l
Tahun 2024 dan Identifikasi Risiko
Bribery Risk Assessment (BRA) dan
BenturanKepentingan;

- Pembinaan pendampingan
penyelesaianmasalahkepegawaian;
- Reviu Pembayaran Bantuan luran
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
danBukanPekerja(BP);

- Workshop Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang diikuti
oleh anggota SPI/SKI satuan kerja
KementerianKesehatan;

- Monitoring manajemen puncak atas
Sistem Manajemen Anti Penyuapan

(SMAP).
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4.Mengeloladanmenyampaikanlaporan
keuangan Kementerian Kesehatan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan
tepat waktu dan tepat sasaran sehingga
dapatdiakuivaliditasdankeandalannya.
5. Merencanakan, melaksanakan,
memantau dan mengevaluasi
pelaksanaankegiatandanprogramserta
menyampaikan data dan hasil evaluasi
atas pelaksanaan program, kegiatan
dan anggaran secara akuntabel dan
bertanggungjawab.

6. Melaksanakan dan meningkatkan
kualitas implementasi dan evaluasi
internal SAKIP serta melakukan
monitoring tindak lanjut atas
rekomendasi hasil evaluasi dan
pelaksanaan program dan kegiatan
secaraperiodikdanberkesinambungan.
7. Memantau dan melaksanakan tindak
lanjutatasrekomendasiyangdikeluarkan
pihak-pihak berwenang.

8. Melaksanakan dan menginventarisir
kegiatan kehumasan sesuai kebutuhan
masyarakat dibidang kesehatan lebih
up to date agar mampu meningkatkan
pelayanan publik terhadap kesehatan
agar lebih bermutu dan lebih dekat

denganmasyarakat.
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FaktorPenghambat PencapaianTarget

Gunamencapaitargetindek pemerintahan
yang baik dilingkungan Kementerian Kesehatan
ada beberapa hal yang menjadi faktor

penghambatantaralain:

1. Terdapat perubahan kebijakan
reformasi birokrasi secara nasional
dengan ditetapkannya PermenPANRB
Nomor 3 Tahun 2023 yang berdampak
pada penyesuaian kembali road map
dan rencana aksi RB Kemenkes yang
telah ditetapkan. Belum optimalnya
koordinasi antara penanggung
jawab indikator dengan leading
institution masing-masing indikator,
utamanya untuk indikator yang baru,
sehingga masih timbul kendala
dalam penyusunan rencana aksi.
Nilai indeks RB sesuai Permenkes No.
13 tahun 2023 adalah nilai PMPRB yang
dilaksanakan oleh tim evaluator internal
Kemenkes yaitu Tim Itjen. Sampai saat
laporan ini dibuat Itjen telah melakukan
evaluasipadapelaksanaanRBkemenkes
sesuai LKE yang tertuang dalam
lampiran PermenPANRB No. 3 Tahun
2023 baik pada RD General maupun RB
Tematik. Semula tim evaluator internal
(APIP) tidak akan melakukan PMPRB

dengan alasan tidak terdapat mandat
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dalam PermenPANRB yang baru untuk
melakukan PMPRB. pada akhirnya
PMPRB dilakukan dengan menggunakan
LKE dariPermenPANRBNo. 3Tahun2023
namun hanya di tingkat kementerian/
lembagatidak sampaike eselon-1.
2.NilaiKinerja Anggaran sesuai kebijakan
Kemenkeu KMK/466/2024 diperoleh
dari 50% Perencanaan Anggaran
(penilaian komponen baru yaitu
Penggunaan SKB dan efesiensi SBK) dan
50% Pelaksanaan Anggaran.

3. Nilai Kinerja Anggaran akan naik atau
turun setiap saat tergantung pada
faktor pendukung lainnya yang diinput
dalam aplikasi SMART DJA (mulai tahun
2024 smart DJA diganti menjadi Monev
Kemenkeu) ketepatan, kecepatan dan
partisipasisertakeakuratanpenginputan
data capaian dalam SMART DJA akan
mempengaruhi NKA. Dibutuhkan
kekompakan dan kerja cerdas serta
kecepatanbertindak darisetiap petugas
satker serta komitmen pimpinan.
Satker pengelola dana dekosentrasi
membutuhkan effort yang lebih karena
kebijakan satu DIPA. Nilai Integritas
Organisasi sesuai DO dalam RENSTRA

diperoleh dari hasil surveiyang dilakukan

oleh KPK. Pelaksanaannya baru sampai
pada tahap koordinasi dengan KPK
dan belum ada hasilnya pada periode
Semester|2025.

4. Nilai SAKIP diperoleh dari nilai tahun
(N-1) yang keluar pada semester 1tahun
N, apabila nilai dikeluarkan terlambat
maka akan mempengaruhi nila ISS ini;
pada tahun 2024 nilai evaluasi SAKIP
oleh KemenPANRB telah dirilis pada
Desember2024.

5. Nilai laporan keuangan diperoleh dari
hasil penilaian pada tahun (N-1) yang
biasanya diumumkan pada semester
| tahun N, apabila pemberitahuan
terlambat maka akan mempengaruhi
nilailSSini.

6. Tidak semua kinerja kehumasan bisa

diikutkandalamaward kehumasan.

Faktor-faktoryangMendukungKeberhasil-
anPencapaianTarget
Dalam pencapaian target indeks tata
kelola pemerintahan yang baik di Kementerian
Kesehatan tahun 2025 terdapat beberapa hal
yang menjadipendukungantaralain:
1. Sumber daya manusia baik kesehatan
maupun nonkesehatan yang ikut andil
dalam pelaksanaan semua program dan
kegiatan serta anggaran di Kementerian

Kesehatan.
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2. Tersedianya sumber daya lain baik
saranamaupunprasaranabaikperangkat
keras maupun perangkat lunak yang
memperlancar pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran di lingkungan
kementeriankesehatan.

3. Bebagai kebijakan yang menjadi
panduan dalam pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran di lingkungan
kementeriankesehatan.

4. Kebijakan mengubah target indikator
melalui Renja pada indikator RB dan nilai
Integritas Organisasi.

5. Kebijakan mengubah volume target
indikator melalui revisi Renja yang
dibahas dalam forum trilateral meeting
antara Bappenas, Kemenkeu dan
Kemenkes tanggal 17 September 2024
dan telah disepakati dan diterbitkannya
BA trilateral meeting revisi Renjatentang
perubahanvolumetarget|SS.

6. Pelaksanaan Monev tindak lanjut atas
rekomendasi hasil SPI KPK pada setiap
unit utama dan upaya berkelanjutan
dari seluruh pihak terkait dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan
dan sistem pengawasan internal yang

baik diKementerianKesehatan.
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas
maka dalam pencapaian indeks tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan
Kementerian Kesehatan untuk meminimalisir
beberapa permasalahan yang ada maka
alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah
menetapkan kebijakan pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran yang up to date agar
mampu mengakomodir setiap perubahan yang

timbul.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Indikator Sasaran Strategis Pada

RancanganRenstra2025-2029

3.2.1Angka Kematian
lbu (AKI)

Salah satu fokus pembangunan kesehatan
pada tahun 2020-2024 meningkatkan status
kesehatan masyarakat dengan indikator status
kesehatan masyarakat diantaranya Angka
Kematian Ibu. Angka Kematian lbu (AKI) di
Indonesia yaitu189 per100.000 kelahiran hidup
(LongForm SP2020). Secaratrendalamperiode
empat tahun ini, AKI mengalami penurunan,
tetapi angka tersebut termasuk salah satu
yang tertinggi di antara negara ASEAN lainnya.
Meskipun telah mendekati target RPJMN tahun
2024 sebesar183 per100.000 kelahiran hidup,
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angka tersebut masih sangat jauh dari target
SDGs, yaitu mengurangi AKI hingga kurang dari
70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun
2030.

Definisi operasional yang digunakan untuk
indikator AKI per 100.000 kelahiran hidup
adalah kematian perempuan selama kehamilan
atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya
kehamilan (tanpa memandang usia gestasi),
akibat semua sebab yang terkait dengan atau
diperberat olehkehamilanataupenanganannya,
tapibukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera
atau kejadian insidental. AKI dihitung dengan
jumlah kematian ibu di bagi jumlah lahir hidup
dikali 100.000. Data AKI didapat dari survei/
riset/sensus secaranasionalyangdilakukanoleh
institusi resmi secara berkala, dan diakui oleh

Pemerintah, yaitu:

1. Sensus penduduk dilakukan 10 tahun
sekali; atau

2.SurveiPenduduk Antar Sensus (SUPAS)
yang dilakukan 10 tahun sekali (di antara

duasensus penduduk);

Olehkarenaitupelaporan AKltidak tersedia
secara tahunan, Capaian Kinerja Indikator AKI
pada Tahun 2025 masih merujuk kepada hasil
Long Form Sensus Penduduk 2020 yaitu 189 per
100.000KH.

Indikator AKI merupakan indikator negatif
atau semakin rendah capaian semakin baik,
sehingga

Persentase realisasi kinerja didapatkan
dengan perhitungan: ((Target - (Capaian
-Target))/T)x100%.

Dengan target 122/100.000 KH dan
realisasi 189/100.000 KH didapatkan persen-

taserealisasikinerjasebesar45,08%.

Tabel 3.43
RealisasiKinerjalndikator AKI (per100.000 KelahiranHidup)
No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 % Realisasi
2025 2025
1 AKl(per100.000 Kelahiran Hidup (KH)) 122 189 45,08
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Upaya-upaya yang dilakukan baik lintas

program maupun lintas sektor dalam rangka

percepatan penurunan angka kematian ibu

adalahdengan:

322

- Kebijakan persalinan di fasilitas
kesehatan oleh timminimal 2 (dua) orang
terdiri dari dokter dan bidan atau 2 orang
bidanataubidandanperawat.

- Penyediaan USG di setiap Puskesmas
untuk pemeriksaan kehamilan beserta
pelatihanUSG untuk dokter.

- Penguatan skrining ibu hamil di Puskes-
mas, Puskesmas pembantu dan Pos-
yandu didukung dengan penguatan la-
boratoriumdiPuskesmasdankabupaten.
- Pemeriksaan kehamilan sesuai standar
paling sedikit 6 kali dengan distribusi
waktu 1 kali pada trimester ke-1, 2 kali
padatrimesterke-2, 3kalipadatrimester
ke-3.
-Pemenuhansaranaprasarana,peralatan
dan BMHP pelayanan kesehatanibu dan
anakdiPuskesmas, PustudanPosyandu.
- Kegiatan peningkatan kapasitas
tenaga Kesehatan, seperti peningkatan
kapasitas dokter dan bidan dalam pe-
layanan kesehatan ibu dan bayi dan pe-
latihan penanganan kegawatdaruratan
maternal dan neonatal melibatkan

organisasiprofesi.

- Pendampingan RSUD oleh RS
Rujukan dan Organisasi Profesi dalam
peningkatankualitas pelayananmaternal
danneonatal.

- Pemberian makan tambahan berbahan
pangan lokal bagiibu hamil KEK dan ibu
hamilrisiko KEK.

- Koordinasi LP/LS dalam upaya
penurunan AKI dan AKB seperti
kerjasamadengan Kemendikdasmen
dan Kemendiktisaintek untuk
peningkatan literasi, skrining anemia
padarematri,pendampinganpemberian
Tablet Tambah Darah bagi remaja putri.
Kerjasama dengan Kementerian Agama
dalam konsultasi kesehatan bagi calon
pengantindanlain-lain.

- Pelaksanaankelasibuhamil.

- Peningkatan pelaksanaan surveilan
kematianibumelaluiMPDN, pelaksanaan
AMPSRdan Pencatatan Sipildan Statistik
Hayati dengan Kementerian Dalam
Negeri.

- Dukungan anggaran melalui menu
kegiatan terkait penurunan AKI AKB
dalamDAKNon Fisik.
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Adapunfaktorpenghambat capaiankinerja

indikator AKIl, antaralain:

- Distribusi sarana prasarana dantenaga
kesehatan belum merata di seluruh
wilayah Indonesia, terutama di daerah
terpencil, perbatasandankepulauan.

- Perpindahan dan mutasi tenaga
kesehatan yang berkompeten dan
terlatihsangattinggi.

- Kondisi geografis yang beragam

menjaditantangandibebagaiwilayah

Faktor yang mendukung pencapaian

indikator AngkaKematianIbu (AKl)antaralain:

- Dukungan lintas program dan lintas
sektor, termasuk organisasiprofesi.

- Dukungan regulasi dan ketersediaan
NSPK pelayanan kesehatan ibu dan
bayi, di antaranya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa
Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah
Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan
PelayananKesehatan Seksual.

- Dukungan APBN kepada Daerah untuk
kegiatan terkait untuk percepatan

penuruanangkakematianibu.
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- Penyediaan alat kesehatan yang
menunjang pelayanan kesehatan ibu
bagi masyarakat antara lain alat USG 2

dimensi

Adapun alternatif solusi dari faktor
penghambattercapainyatargetindikator Angka

Kematianlbu (AKI)antaralain:

- Penguatan koordinasi dan kolaborasi
antara pemerintah pusat dan daerah
dalam meningkatkan sinergitas
pelaksanaan program penurunan AKI
danAKB.

- Memperkuat kerja sama dengan lintas
sektor dalam lingkup nasional maupun
internasional dalam mendukung
intervensipenurunan AKldan AKB.

- Memperkuat sistem rujukan kegawat-
daruratanmaternaldanneonatal.
-Meningkatkanpelayanankesehatanibu
hamil.

-Meningkatkankesehatanremajaputri.
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3.2.2 Angka Kematian
Balita (AKBa)

Penurunan Kematian Ibu dan Anak
merupakan salah satu Kegiatan Prioritas Utama
RPJMN Tahun 2025-2029, salah satunya adalah
Angka Kematian Balita (AKBa). Angka kematian
balita (AKBa) menunjukkan perbaikan signifikan,
dari 267 pada 2015 (SUPAS BPS) menjadi 19,83
per1.000kelahiranhiduppada2020(LongForm
Sensus Penduduk), sehingga telah melampaui
target SDGs tahun 2030, yaitu 25 per 1.000
kelahiran hidup. Penurunan angka kemtaian
menunjukkanpeningkatan Kesehatananak.

Angka Kematian Balita didefinisikan
sebagai Jumlah kematian anak berusia 0-4
tahun (O-59 bulan) pada tahun tertentu per
1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.
Angka Kematian Balita dihitung dengan Jumlah
pendudukyangmeninggalpadaumurO-4tahun
(0-59 bulan) pada tahun tertentu, dibagijumlah
penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada

pertengahantahunyangsama, dikali1.000.

Data AKBa didapat dari survei/riset/sensus
secara nasional yang dilakukan oleh institusi
resmisecaraberkala,dandiakuiolehPemerintah,
yaitu Sensus Penduduk dilakukan 10 tahun sekali
atau Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
yangdilakukan 10 tahun sekali(diantara 2 sensus
penduduk). Oleh karena itu pelaporan AKBa
tidak tersedia secara tahunan, Capaian Kinerja
Indikator AKBa pada Tahun 2025 masih merujuk
kepadahasilLong Form Sensus Penduduk 2020
yaitu19,83 per1.000 KH dari target tahun 2025
sebesar15per.000KH.

Indikator AKBa merupakan indikator
negatif atau semakin rendah capaian semakin
baik, sehingga Persentase realisasi kinerja
didapatkandenganperhitungan:

((Target - (Capaian-Target))/T)x100%.

Dengan target 15/1.000 KH dan realisasi
19,83/1.000 KH didapatkan persentase realisasi
kinerjasebesar67,80%.

Tabel3.44
RealisasiKinerjalndikator AKBa (per100.000 Kelahiran Hidup)
No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 % Realisasi
2025 2025
1 AngkaKematian Balita/AKBa 15 19,83 67,80
(per1.000 kelahiran hidup(KH))
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Grafik3.66

Distribusi Angka Kematian Balitaper Wilayah Provinsi Triwulan1 Tahun 2025
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Upaya penurunan AKBa dilakukan mulai dari
1.000 hari pertama kelahiran yang dimulai dari
masakehamilan, yaitu:

- Deteksi dan penanganan dini risiko
kehamilan(misalnya preeklamsia, infeksi,
anemia).

- Persalinan oleh tenaga kesehatan
terlatihdifasilitaskesehatan.

- Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI
eksklusif selama 6 bulan.

- Imunisasilengkap sesuaijadwal (BCG,
DPT, polio,campak, dll).

- Pemantauan pertumbuhan dan
perkembanganbalita.
-Penanggulanganpenyakitbalitamelalui

Manajemen TerpaduBalita Sakit.
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Sumber: Longform,SP(2020)

- Edukasi ibu balita tentang pola asuh,
makananbergizi, dankebersihan.
- Pemberian makanan tambahan bagi

balitayangbermasalahgizi.

Faktor pendukung upaya penurunan Angka
Kematian Balitaadalah:

- Regulasi yang mendukung, misalnya

Peraturan Menteri Kesehatan No.

66 Tahun 2014 tentang Pelayanan
KesehatanAnak.

- Tersedianya program pelayanan

kesehatan balita seperti pemantauan

pertumbuhan dan perkembangan balita

penurunan angka stunting, MTBS, dan

lainnya.
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- Tersedianya tenaga kesehatan terlatih
diPuskesmas.

- Pelatihan rutin bagi kader dan bidan
desa.

- Keterlibatan Masyarakat melalui kader
Posyandu aktif.

- Tersedianya Sistem Informasi

Kesehatan (SIK) kematianbalita(MPDN).

Faktor penghambat upaya penurunan
AngkaKematian Balitaadalah:

- Akses terhadap fasilitas kesehatan,
terutama di daerah terpencil atau
perdesaan.
- Keyakinan atau praktik yang
menghambat IMD, ASI eksklusif, atau
menolakimunisasi.
- Keterbatasan ekonomidan pendidikan
orang tua balita menyebabkan
keterbatasan akses pada makanan
bergizidanlayanankesehatan.
- Kolaborasi lemah antara sektor
kesehatan, pendidikan, sosial, dan
infrastruktur.
- Alternatif solusi untuk upaya penurunan
AngkaKematianBalitaadalah:
- Meningkatkan akses terhadap fasilitas

kesehatan.

- Meningkatkan kapasitas tenaga
kesehatan dan keterlibatan masyarakat
dalam menangani penyebab utama
kematianbalita, sepertidiare.

- Meningkatkan kapasitas tenaga
kesehatan dan keterlibatan masyarakat

dalamskrining kesehatanbalita.

3.2.3 Prevalensi Stunting
(Pendek dan Sangat
Pendek)

Stunting adalah gangguan pertumbuhan
dan perkembangan anak akibat kekurangan
gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai
dengan panjang atau tinggi badannya berada
dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidangkesehatan.

Hingga saat ini, stunting masih termasuk
kategori masalah kesehatan masyarakat yang
tinggi. Stunting rentan terjadi selama periode
1000 hari pertama kehidupan dan berdampak
pada pertumbuhan fisik dan perkembangan
kognitif. Dalam jangka panjang, stunting
meningkatkanrisiko penyakit degeneratif ketika
dewasa seperti diabetes melitus dan penyakit
kardiovaskular.

Indikator prevalensi stunting (pendek dan

sangat pendek) memiliki definisi operasional
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Persentase anak umur 0-59 bulan dengan
kategori status gizi berdasarkan indeks Berat
Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/TB)
memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Prevalensi
stunting (pendek dan sangat pendek) dihitung
dengan formulasi Jumlah balita pendek dibagi

jumlah balita diukur panjang atau tinggi badan

Capaian prevalensi stunting masih
mengacu pada data Survei, sehingga untuk
tahun 2025 mengacu pada data SSGI Tahun
2024 sebesar18,8% daritarget 19,8%. Indikator
Prevalensi Stunting merupakan indikator negatif
atau semakin rendah capaian semakin baik,

sehingga capaian kinerja indikator prevalensi

dikali100. stunting sbesar94,68%.
Tabel 3.67
RealisasiKinerjalndikatorPrevalensiStunting
No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 % Realisasi
2025 2025
1 Prevalensistunting (pendek dan sangat pendek) (%) 18,8 19,8 94,68

Secara nasional prevalensi stunting mengalami penurunan, dari 21,5% di tahun 2023 (SKI, 2023)

menjadi19,8% di tahun 2024 (Survei Status Gizi Indonesia, 2022). Hasil tersebut merupakan hal baik

namunmasihperlupeningkatan, karenamasih dibawahtargettahun2025yaitu14%.

Grafik3.67
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Adapunsebaranuntuk masingmasing provinsi sebagaimana grafik 3.7 berikut

Grafik 3.68

Lima provinsi dengan prevalesni stunting
terbesar bedasarkan SSGI 2025 yaitu Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua
Barat Daya, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh.
Sedangkan lima provinsi terendah berdasarkan
SKI2023 yaitu Bali, Jawa Timur, Kepulauan Riau,
Sumatera Selatandan JawaBarat.

Intervensiyang dilakukan dalam penurunan
dan pencegahan stunting adalah sebagai
berikut:

- Peningkatan kesehatan remaja putri
melalui skrining anemia dan konsumsi
tablettambahdarahremajaputri.

- Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai

standar.
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PrevalensiBalita Stunting Berdasarkan Provinsi

12 Provinal memiliki prevalensi
ihmlhg di bowaoh angka

- Pemberian makanan tambahan untuk
ibuhamilKEKdanbalitabermasalah gizi.
- Pemantauan pertumbuhanbalita.

- Peningkatan pelayanan kesehatan bayi
dan balita melalui inisisai menyusui dini
(IMD), pemberian ASI Ekesklusif dan MP
ASI.

-Imunisasidasarlengkap.

Faktor pendukung dalam penurunan dan
pencegahanstunting adalah sebagaiberikut:

- Strategi nasional penanggulangan

stunting sudah diformulasikan mulai dari

pusat hingga daerah melalui TPPS (Tim

PercepatanPenurunan Stunting).
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- Dukungan penuh dalam pelaksanaan
intervensi sensitif dan spesifik,
peningkatan kapasitas sumber daya
kesehatan, hingga pemenuhan sarana
dan prasarana yang berkualitas dan
terstandar di seluruh Puskesmas dan
Posyandu.

- Kegiatan intervensi gizi sensitif yang
dilakukan oleh sektor nonkesehatan
ditujukanuntuk mengatasi masalah tidak

langsung darimasalah gizi.

Beberapa hal yang menjadi penghambat
dalam upaya penurunan prevalensi stunting
adalah:

- Pelaksanaan intervensi stunting belum
mencapaitarget.

- Komitmen setiap program dan sektor
serta instansi hingga masyarakat yang

terlibat masih perludiperkuatkembali.

Alternatif kegiatan untuk penurunan
prevalensistunting adalah

- Optimalisasi pelaksanaan intervensi
spesifik: pemenuhan gizi ibu hamil,
pemberian ASI eksklusif, imunisasi,
vitamin, danpengobataninfeksi.
- Optimalisasi pelaksanaan intervensi
sensitif: air bersih, sanitasi, pendidikan
gizi, program keluarga sejahtera, dan

perlindungansosial.
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- Optimalisasi konvergensilintas sektor:
kolaborasi pemerintah pusat, daerah,

danmasyarakat.

3.2.4 Angka Harapan Hidup
pada Umur 60 Tahun
(HALE 60)

Peningkatanusiaharapanhidup merupakan
salah satuindikator keberhasilan pembangunan
kesehatan, tapi tantangan yang lebih besar
adalah memastikan bahwa tahun-tahun
tambahan tersebut dijalani dalam kondisi sehat
dan produktif. Oleh karenaitu, indikator Angka
Harapan Hidup Sehat pada Umur 60 Tahun
(HealthyLife ExpectancyatAge 60 atauHALE6O)
dinilai cukup relevan dalam mengukur kualitas
hiduplansia.

HALE60O tidak hanya mencerminkan
berapa lama seseorang yang telah mencapai
usia 60 tahun dapat diharapkan untuk hidup,
tetapi juga berapa lama mereka dapat hidup
tanpa mengalami gangguan kesehatan yang

signifikan.
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Definisi operasional Angka Harapan Hidup
pada umur 60 tahun (HALE 60) adalah Rata-
rata jumlah tahun dalam kesehatan penuh yang
dapat diharapkan seseorang untuk hidup pada
usia 60 tahun, berdasarkan tingkat kesehatan
dankematianyangburuk saatini.

Cara perhitungan indikator ini adalah
harapan hidup pada usia 60 tahun dikurangi
tingkat tahun hilang karena kecacatan (YLD)
karena semua penyebab. Dataindikator Angka
Harapan Hidup pada umur 60 tahun (HALE 60)
didapatkan dari survei. Pada tahun 2025 belum
dilaksanakan survei terkait, sehingga data
capaian Angka Harapan Hidup pada umur 60
tahun (HALE 60) Tahun 2025 Semester 1 masih

belumtersedia.

Tabel 3.46

Keberhasilan peningkatan HALE60
dipengaruhi oleh beberapa kegiatan dan
intervensi,diantaranya:

1. PenguatanlLayananKesehatanlLansia

- Skrining, edukasi dan pemberdayaan

lansiadiPosyandu;

- Pelayanan Kesehatan yang santun

lansia diPuskesmas;

- Pengembangan Layanan Geriatri

TerpadudiRumah Sakit sertarujukannya;
- Peningkatan kapasitas tenaga

kesehatan terkait pelayanan kesehatan

lansia dan geriatri di Puskesmas serta

perawatanjangkapanjanglansia;

- Perawatan jangka panjang bagi lansia

danlayananhomecare.

RealisasiKinerjaIndikator AngkaHarapanHidup padaumur 60 Tahun (HALE60)

No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 % Realisasi
2025 2025
1 Angkaharapanhidup sehat padaumuré0 tahun 13,90 N/A 94,68
(HALE60)
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2. Edukasi dandukungansosial
- Edukasi perilaku hidup sehat dan
pencegahan penyakitbagilansia.
- - Peningkatan kapasitas bagi caregiver
atau pendamping lansia dalam
perawatan jangka panjang lansia di

masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi penghambat
dalam upaya pencapaian indikator HALE60O
adalah:

- Keterbatasan akses dan kualitas
pelayanankesehatanlansia.

- Prevalensi PTM seperti hipertensi,
diabetes, penyakit jantung, dan stroke
yang tinggi, sebagian besar tidak
terdiagnosis atau tidak terkelola dengan
baik sejak usiaproduktif.

- Masih rendahnya kesadaran lansia
dan keluarganya terhadap pentingnya
pemeriksaan kesehatan rutin dan pola
hidup sehat.

- Rendahnya cakupan perawatanjangka
panjang.
-Belumadanyadataterintegrasi.

- Terbatasnya SDM terlatih pelayanan
geriatri.

- Belum adanya skema pembiayaan

untuk perawatanjangkapanjang(LTC).
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Solusiatas hambatan pencapaian indikator
adalah:

- Penguatan layanan kesehatan primer
yang ramah lansia (Posyandu Lansia,
Pelayanan Kesehatan Geriatri di
Puskesmas).
- Peningkatan deteksi dini dan skrining
PTM secara rutin di Puskesmas dan
Posyandulansia.
- Pelatihan bagi tenaga kesehatan
terkait layanan kesehatan lansia dan
penanganangeriatri.
- Pelatihan bagi tenaga kesehatan
terkait layanan kesehatan lansia dan
penanganangeriatri.
- Penguatan perawatan jangka panjang

berbasismasyarakat.
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3.2.5 Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Faktorpendukung capaianindikatoryakni:

- Pemeriksaan Kesehatan Gratis

merupakan program prioritas Presiden
Definisi operasional cakupan pemeriksaan kesehatan gratis adalah proporsi jumlah penerima

atau “quick win” sehingga mendapat
pemeriksaangratis padasemuakelompokusia terhadapjumlah penduduk.

dukungandarisemuapihak.
Caraperhitungannyaadalahjumlahpenerimapemeriksaankesehatangratispadasemuakelompok

- Tersedianya sistem pelaporan
usia, dibagitotal penduduk, dikalil100%. Data capaian berdasarkan aplikasi ASIK.

Capaian cakupan pemeriksaan kesehatan gratis Semester | Tahun 2025 sebesar 36%. Dengan

Faktorpenghambat capaianindikator:
relaisasi 3,8% makarealisasikinerjasebesar10,40%.

- Belum optimalnya komitmen dan

dukungan kepala daerah dalam

Tabel 3.47
pelakasanaanPKG.
RealisasiKinerjaIndikator Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis - Animo masyarakat untuk mengikuti
e PKG masihrendah.
No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 | %Realisasi - Koneksi internet di beberapa wilayah
2025 2025 .
masihterbatas.
1 ie (S O,
1 CakupanPemeriksaanKesehatan Gratis (%) 36 3,8 10,56% _Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) belum
tersediasecaramerata.
-InfrastrukturdanAlat Kesehatan.
Grafik 3.69
Solusi kegiatan untuk mencapai cakupan
CakupanPemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Semester| Tahun 2025 Berdasarkan Provinsi pemeriksaan gratis melalui:
da - Melakukan pemantauan dan evaluasi
I ¥ ]
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- Melakukan sosialisasi dan edukasi
media elektronik berupa penayangan
Iklan Layanan Masyarakat (ILM), baik
berupaaudiomaupunvideo.

- Koordinasi bersama Dinas Komunikasi
dan Informatika di seluruh Indonesia
untuk menyebarkaninformasikegiatan.
- Menyediakan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) yang
mendukung aksesibilitas informasi,
seperti jaringan internet untuk
mendukung pencatatandan pelaporan.
- Penyediaan BMHP melalui Bantuan
Pemerintah.
-Monitoringrutinketersediaan BMHP.

- Pelaksanaan Instruksi Presiden No.
5 Tahun 2025 tentang Percepatan
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

KesehatanPrimerdanLanjutan
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3.2.6 Persentase Depresi
padaUsia =15 tahun

Depresi merupakan penyebab utama
disabilitas pada remaja. Depresi dapat
menjadi penyebab bunuh diri. Kebanyakan dari
gangguan psikologis tersebut tidak disadari
dan tidak mendapatkan penanganan yang
tepat. Kemungkinan munculnya keinginan
untuk bunuh diri di antara orang-orang dengan
gangguan depresi hampir lima kali lebih tinggi
dibandingkanyang tidak depresi. Proporsi anak
muda dengan gangguan depresi yang pernah
berpikiruntukmengakhirihidupdalamsatubulan
terakhiryang didapatkandalam SKI2023 sangat
tinggiyaitu 36 kalilebihbesardibandingkanyang
tidak depresi pernah berpikir untuk mengakhiri
hidup.

Definisi operasional Depresi pada Usia >
15 tahun adalah Rata-rata Perbandingan antara
jumlah penduduk umur = 15 tahun yang saat ini
mengalami gangguan depresi, terhadap jumlah
seluruh penduduk berumur = 15 tahun pada
wilayahtertentu.

Caraperhitunganindikatoriniadalah Jumlah
penduduk umur 15 tahun ke atas yang saat ini
mengalami gangguan depresi (menurut MINI)
dibagi jumlah seluruh penduduk berumur = 15
tahun.

Data indikator Persentase Depresi pada
Usia > 15 tahun didapatkan dari survei kesehatan
Indonesia (SKI) yang dilaksanakan setiap lima
tahun sekali. Prevalensi depresi akan masuk
padalaporantematik dalam SKI.

Padatahun2025belumdilaksanakansurvei
terkait, sehingga data Capaian Persentase
Depresi pada Usia > 15 tahun Tahun 2025

SemesterTmasihbelumtersedia.

Tabel 3.48
RealisasiKinerjalndikator DepresipadaUsia =15 tahun
No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 % Realisasi
2025 2025
1 Persentase DepresipadaUsia> 15 tahun 1,4 N/A N/A
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Depresi pada usia >15 tahun bukan hanya
masalah klinis, tetapi juga masalah sosial. Oleh
karena itu, upaya lintas sektor, lintas usia, dan
berbasiskomunitas sangat diperlukan.

Beberapa hal yang menjadi penghambat
dalam Upaya Pencapaian indikator Persentase
DepresipadaUsia>15tahunadalah:

- Masih kuat anggapan negatif terhadap
gangguan jiwa yang menyebabkan
orangengganmencaripertolongan.

- Akses yang terbatas ke layanan
kesehatanjiwa.

- Terbatasnya tenaga kesehatan terlatih
kesehatanjiwa.

- Terbatasnya tenaga profesional dalam
kesehatanjiwa.

-Programrujuk balikyang belumberjalan
optimal.

- Perbedaaan jenis psikofarmaka yang
diberikankepadapasien.

- Biayapengobatanyang cukup tinggi.

Faktor pendukung dalam Upaya
Pencapaianindikator Persentase Depresipada
Usia>15tahunadalah:

- Pemenuhan cakupan skrining
kesehatan jiwa pada penduduk usia > 15
tahun dalam Cek Kesehatan Gratis dan

skrininganak sekolah.
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- Peningkatan kapasitas tenaga medis
dantenagakesehatanterlatih kesehatan
jiwadiPuskesmas.

- Pemenuhan tenaga profesional dalam
layanan jiwa (psikiater, psikolog klinis dan
perawatjiwa).

- Pemenuhan psikofarmaka di
Puskesmas.

- Koordinasi lintas sektor dalam
kesehatan jiwa (misal pembentukan
TPKIM).

- Penguatan peran kader dalam
menemukan dan mendampingi pasien
dalampengobatanteratur.
-TersedianyaPedomanPenanggulangan
Kesehatan Jiwa Masyarakat mendorong
pelibatanlintas sektor.

- Tersedianya hotline 1500-567, SMS
ke 0812-8156-2620, dan juga fitur 119
ext. 8 untuk konsultasi kesehatan jiwa
dan beberapa rumah sakit jiwa juga
mengaktifkan layanan telepon khusus
kesehatanmental.

- Meningkatnya animo masyarakat

tentangkesehatanjiwa.
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Solusi atas hambatan pencapaian indikator
adalah:

-Peningkatanliterasidanedukasikepada
masyarakat(misal melaluisosialisasi).
- Pelatihan tenaga kesehatan umum
(dokter, perawat)dalamkesehatanjiwa.
- Peningkatan jumlah dan distribusi
tenaga profesional dalam kesehatan
jiwa.
- Perluasan akseslayanankesehatanjiwa
(pemanfaatan teknologi/telekonseling),
integrasi layanan kesehatan jiwa dalam
layanan primer.
- Advokasi pemangku kepentigan
untuk peningkatan anggaran layanan
kesehatanjiwa.
- Pembuatan peraturan daerah dalam
kesehatanjiwa.
- Pelibatan masyarakat dan kolaborasi
lintas sektordalamkesehatanjiwa.
- Orientasikader.
- Monitoring dan evaluasi program

kesehatanjiwasecaraberkala.

3.2.7 Kabupaten/Kotayang
Mencapai Target Kekebalan
Kelompok

Imunisasi merupakan upaya untuk
menimbulkan/meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit
sehingga apabila suatu saat terpajan dengan
penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya
mengalami sakit ringan. Bayi merupakan salah
satu kelompok rentan yang berisiko tinggi untuk
tertular penyakit. Sebelum berusia satu tahun
seorang anak harus mendapatkan imunisasi
secara lengkap sebagai bentuk perlindungan
dirinya terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah
Denganlmunisasi(PD3]).

Untuk mengukur nilai perlindungan
terhadap PD3l yang ada di Indonesia pada
kelompok bayiusia O-11 bulan, maka digunakan
indikator cakupan imunisasi bayi lengkap.
Target pencapaian indikator cakupan imunisasi
bayilengkap adalah memastikan bahwa setiap
daerah mendapatkan perlindungan yang
optimal melalui pemberian imunisasi. Dengan
tercapainya target imunisasi bayi lengkap
diharapkan dapat meningkatkan kekebalan
baikindividumaupunkekebalankelompokpada

sasaranimunisasi.
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Definisi operasional indikator kabupaten/
kotayangmencapaitargetkekebalankelompok
adalah persentase kabupaten/kota yang
mencapaitargetimunisasilengkap sesuaisiklus
hidup. Indikator dihitung dari perhitunganjumilah
kabupaten/kotayangmencapaitargetimunisasi
bayilengkap, badutalengkap, antigenbaru, dan
anak usia sekolah dasar lengkap minimal 60%
dibagitotaljumlahkabupaten/kotadikali100%.

Sampai Semester | tahun 2025, capaian
indikator kabupaten/kota yang mencapai
target kekebalan kelompok belum tersedia

karenasesuaidengan caraperhitungan, capaian

dihitung bila kabupaten/kota sudah mencapai
minimal 60% cakupan imunisasi bayi lengkap,
baduta lengkap, antigen baru, dan anak usia
sekolah dasar lengkap dan sampai bulan Mei
2023, target kabupaten/kota baru mencapai
25% cakupanimunisasi. Kabupaten/kota yang
mencapai targetimunisasibayilengkap, baduta
lengkap, antigen baru, dan anak usia sekolah
dasar lengkap minimal 25% sebanyak 131
kabupaten/kotaatau43%. Capaiankabupaten/
kota mencapai minimal 25% berdasarkan

provinsisebagaiberikut:
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Sumberdata: Direktorat
Imunisasi, Juni2025
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Grafik di atas menunjukkan seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Banten telah
mencapai minimal 25% cakupan imunisasi,
11 Provinsi belum ada kabupaten/kotayang
mencapai target kekebalan kelompok sampai
bulanMei2025.

- Dalam pelaksanaan imunisasi dan
pencapaian target indikator ditemukan
beberapa kendala dan permasalahan
antaralain:

- Masih adanya penolakan orang tua/
keluarga karena kekhawatiran akan
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI),
adanya berita negatif tentang imunisasi,
penolakan terhadap imunisasi ganda,
dan masalah keyakinan terkait kehalalan
vaksin;

- Adanya beberapa daerah dengan
kondisi geografis yang sulit sehingga
sebagian masyarakat memiliki akses
yang terbatas untuk menjangkau
pelayananimunisasi;

- Belum optimalnya koordinasi dengan
fasilitaspelayanankesehatanswasta(RS,
bidan praktek mandiri, praktek mandiri
dokter, dan klinik) khususnya dalam hal
pelaporanhasillayananimunisasi;

- Adanya permasalahan ketersediaan
vaksin dan logistik yang berpengaruh
pada keterlambatan pemberian dan

kelengkapanimunisasi;

- Pelaporan data ke dalam ASIK belum
real time sehingga masih terdapat gap/
kesenjangan antara capaian layanan
imunisasi yang tercatat secara manual
denganyangtercatatpadaASIK;

- Belum semua puskesmas memiliki tim/
petugasyangbertanggungjawab dalam
pelaporan data imunisasi ke dalam
aplikasi ASIK dan beberapa data belum
di-update padaaplikasiASIK;

- Belum adanya integrasi pada platform
pencatatan dan pelaporan sehingga
datayang dihasilkan tidak seragam dan
dapat menambah beban kerja tenaga
kesehatan;

- Kurangnya SDM tenaga kesehatan di
Puskesmas khususnya untuk tenaga

pencatatandanpelaporan.

Untuk mengatasi masalah tersebut
dilakukanupaya strategis antaralain:

- Desk review rutin cakupan imunisasi
bayi, baduta, antigen baru, dan WUS
bersamaDinkesProvinsidanKabupaten/
Kota.
- Sosialisasi pentingnya imunisasi
lengkap dalamrangkaiankegiatanPekan
ImunisasiDunia(PID)2025.
- Asistensi Teknis Penguatan Imunisasi
di Daerah Intervensi Imunisasi MR di

SumateraUtara.
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- Asistensi Teknis Penguatan Imunisasi
dalam Rangka Respon KLB PD3l di
SumateraUtara.

- Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan
SurveilansPD3ldiKalimantanBarat, Aceh
danBogor.

- Monitoring dan Supervisi Pengenalan
AntigenBarudiProvinsiBengkulu.

- Monitoring Ketersediaan Vaksin dan

LogistikImunisasidiJawa Barat.

3.2.8 Angka PopulasiBebas
Penyakit Tidak Menular

Definisi operasional Angka Populasi Bebas
Penyakit Tidak Menular (PTM) yakni kabupaten/
kota dengan proporsi non-hipertensi minimal
75%, proporsi non-diabetes melitus minimal
85% menerapkan KTR. Indikator dihitung dari
jumlah kabupaten/kota dengan proporsi non-
hipertensi minimal 75%, proporsi non-diabetes
melitus minimal 85% menerapkan KTR dibagi
jumlah total kabupaten/kota dikali 100%.
Proporsidihitungberdasarkan hasil skrining.

Capaian indikator Angka Populasi Bebas
Penyakit Tidak Menular (PTM), sampai Semester|
Tahun 2025 sebesar46,8% daritarget 50% atau
tercapaisebesar93,6%. Indikatorinimerupakan
indikator baru dalam draf Renstra Tahun 2025-

2029 dan tidak ada perhitungan baseline
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sehingga perbandingan capaian dengan tahun
sebelumnyatidak dapat dibandingkan.
Kendala dalam pencapaian target Angka
Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular antara
lain:
- Adanya indikator dan Definisi
Operasional baru terkait SPM Hipertensi
danDMdalamPMKNo. 6 Tahun2024.
- Data SPM yang bersumber dari data
Kemendagri belum ada capaian hingga
Semester|Tahun2025.
- Sasaran SPM ditetapkan oleh kepala
daerah mengacu pada Permendagri
Nomor59Tahun2021diprioritaskanuntuk
masyarakat kurang mampu, sehingga
denominatornya dapat berbeda dengan
program yang ditujukan untuk seluruh

masyarakat.

Upaya strategis pemecahan masalah yang
dilakukanantaralain:
- Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis
(CKG) untuk mendorong masyarakat
melaksanakan skrining faktorrisiko PTM.
- Tindak lanjut pada masyarakat
sesuai hasil skrining PTM melalui
tatalaksana sesuai standar di FKTP,
edukasi, konseling, pengobatan dan

pemantauan.
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- Mendorong integrasi capaian PTM
pada sistem pelaporan dan layanan
yang berbeda sehingga dapat
menggambarkan capaian layanan PTM
secara holistik, khususnya dalamlayanan
HipertensidanDM.

- Percepatan Dashboard SatuSehat

yangmemuat capaian SPMdaerah.

3.2.9 Angka PopulasiBebas
Penyakit Menular

Definisi operasional Angka Populasi Bebas
Penyakit Menular adalah kabupaten/kota yang
memenuhi keberhasilan pengobatan TB >

90%, penemuan kasus TB > 90%, dan minimal

Grafik3.71

2 dari ODHIV dalam pengobatan ARV yang di
tes viral load dengan hasil viral load tersupresi
95% eradikasi frambusia dan eliminasi malaria.
IndikatorinidihitungdariJumlahkabupaten/kota
yang memenuhi keberhasilan pengobatan TB >
90%, penemuankasus TB > 90%, dan minimal 2
dari yakni ODHIV dalam pengobatan ARV yang
ditesviralload dengan hasil viral load tersupresi
95%, eradikasi frambusia, eliminasi malaria
dibagijumlahkabupaten/kotadikalil00%.
Indikator Angka Populasi Bebas Penyakit
Menular merupakan indikator baru dalam draf
Renstra Kemenkes sehingga pembandingan
capaian hanya bisa dibandingkan dengan
baseline tahun 2024, tren target dan capaian

sebagaiberikut:
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Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian
angka populasi bebas penyakit menular
sampai Semester | Tahun 2025 baru mencapai
0.39%, bila dibandingkan dengan target 10%,
persentase kinerja sebesar 39%. Terdapat dua
kabupaten/kota yang telah mencapai target
Angka Populasi Bebas Penyakit Menular yakni
Kotawaringin Barat danKota Banjar.

Kendaladanpermasalahanyangditemukan
untuk mencapai target angka populasi bebas
penyakit menularyakni:

a. Kendala dalam mencapai jumlah
kabupaten/kota yang mencapai eliminasi
malariayakni:

- Salah satu kriteria eliminasi malaria
adalah tidak ada kasus indigenous
selama 3 tahun terakhir, dari hasil uji
petik yang dilakukan di 4 kabupaten/
kota untuk kasus indigenous ditemukan
terakhirpadabulanMei2022.
- Peningkatan kasus di kabupaten/kota
yangsudaheliminasimalaria.
b.Kendala dalam mencapai jumlah
kabupaten/kota dengan cakupan ODHIV
ditemukan dan mulai pengobatan ARV minimal
90% yakni:
- Belum semua layanan mampu tes
HIV dapat memberikan pengobatan,
sehingga adanya potensi ODHIV hilang
sebelum mulai pengobatan karena

prosesrujuk.
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- Masih ditemukannya ODHIV baru
ditemukan dengan stadium lanjut
sehingga tidak dapat langsung memulai
pengobatan ARV.

c. Kendala dalam mencapai jumlah
kabupaten/kota dengan angka keberhasilan
pengobatanTBC > 90% yaitu:

- PasienTBC adayang belum dilakukan
evaluasi pengobatan serta terdapat
pasien yang loss to follow up, gagal
pengobatan dan meninggal pada bulan
Januari-Maret2025.

- Delay reporting hasil pengobatan

tuberkulosis.

3.2.10 Persentase
Penduduk dengan Literasi
Kesehatan

Literasi kesehatan adalah kemampuan
seseorang untuk mendapatkan, memahami,
dan menggunakan informasi kesehatan
untuk membuat keputusan yang tepat terkait
kesehatan diri dan keluarganya. Ini mencakup
kemampuan untuk mengakses, mengolah,
menilai, dan menerapkan informasi kesehatan
dalam berbagai situasi untuk menjaga

kesehatan.
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Definisi Operasional Persentase Penduduk
dengan Literasi Kesehatan adalah persentase
penduduk dengan skor literasi masuk kategori
“sufficient” dan “excellent”. Literasi kesehatan
dimaksudadalahtingkatkemampuanpenduduk
dalam mengakses, memahami, menilai dan
menerapkan informasi kesehatan untuk
mengambil keputusan yang terkait pelayanan
kesehatan, pencehan penyakit dan promosi
kesehatan.

Cara perhitungannya yakni jumlah
penduduk dengan skorliterasikesehatan masuk
kategori”sufficient” dan “excellent”, dibagitotal
responden, dikali100%. Nilai literasi kesehatan
tiap individu diukur dengan instrument HLS-ID
16 dengan skala O-64 selanjutnya dkategorikan
sbb:

- Literasikesehataninadequate: skor 0-16

- Literasikesehatanproblematic:skor17-32

- Literasikesehatan sufficient: skor 33-48

- Literasikesehatanexcellent: skor49-64.

Tabel 3.49

Data Persentase Penduduk dengan
Literasi Kesehatan didapatkan dari survei. Pada
tahun 2025 belum dilaksanakan survei terkait,
sehingga data Capaian Persentase Penduduk
denganLiterasiKesehatanTahun2025Semester
ITmasihbelumtersedia.

Faktor pendukung capaian indikator
adalah tersedianya data Capaianindikator2024
sebesar36,3% untuk PulauJawayangdigunakan
sebagaibaseline data.

Faktor penghambat capaian indikator ini
pada tahun 2024 hanya mewakili Pulau Jawa
karenaketerbatasananggaranyangtersedia.

Adapun alternatif solusi yang dilakukkan
pada tahun 2025 diusulkan untuk dilakukan
survei literasi kesehatan pada masyarakat
di wilayah Pulau Sumatera. Untuk tahapan
pelaksanaan hingga saat inimasih dalam proses
pengajuan materi tahap persiapan pengadaan

barangdanjasa.

RealisasiKinerjalndikatorPersentase Penduduk denganLiterasiKesehatan

No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 % Realisasi
2025 2025
1 CapaianPersentase Penduduk denganLiterasi 36,3 N/A N/A
Kesehatan (%)

342 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

3.2.11Proporsi Penduduk
dengan Aktivitas Fisik
Cukup

Aktivitasfisik sangat pentinguntukmenjaga
kesehatan dan kebugaran. Rutin berolahraga
dapat meningkatkan kualitas hidup, menjaga
kesehatanjantung,mengendalikanberatbadan,
dan meningkatkan kesehatan mental. Untuk
orang dewasa, WHO menganjurkan setidaknya
150 menit aktivitas fisik intensitas sedang atau
75 menit aktivitas fisik intensitas tinggi per
minggu. Anak-anak dan remaja membutuhkan
setidaknya 60 menit aktivitas fisik intensitas
sedanghinggaberat setiap hari.

Definisi Operasional Proporsi Penduduk

dengan Aktivitas Cukup adalah Persentase

penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang
dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu
tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia
>10tahunpadajangkawaktuyangsama

Cara perhitungannya adalah Jumlah
penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang
dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu
tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia
>10 tahun padajangka waktu yang sama dalam
suatu wilayah, dibagi jumlah penduduk >10
tahun, dikalil00%.

Data Proporsi Penduduk dengan Aktivitas
Cukup didapatkan dari survei. Sampai dengan
akhir bulan Juni tahun 2025 masih berlangsung
pelaksanaan survei Proporsi Penduduk dengan
Aktivitas Cukup, sehinggadataCapaianProporsi
Penduduk dengan Aktivitas Cukup Semester 1

Tahun2025 masihbelumtersedia.

Tabel 3.50
RealisasiKinerjaIndikator ProporsiPenduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup
No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 % Realisasi
2025 2025
1 ProporsiPenduduk dengan Aktivitas Cukup (%) 65 N/A N/A
343
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DalamupayapencapaianindikatorProporsi
Penduduk dengan Aktivitas Cukup dilakukan
kegiatansebagaiberikut:

-PenyusunanPedoman Aktivitas Fisik.

- Fasilitasi dan Pembinaan Kebugaran
JasmanidanAktivitas Fisik

-Workshop Kesehatanolahraga.

-Pemeliharaan SIPGAR.

Faktorpendukung:
- Dana kegiatan pendukung sudah
dialokasikanmelaluiAPBN.
-Tersedianya aplikasiSIPGAR.
- Partisipasi masyarakat terkait olahraga

cukuptinggi

Faktor penghambat pencapaian indikator
adalah seluruh kegiatan pendukung pencapaian
indikator Proporsi Penduduk dengan Aktivitas
Cukup masihdalamrevisi DIPA.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk
mencapaiindikator:
- Melakukan percepatan proses revisi
DIPAmelalui SesditjenKesprimkom.
- Mematuhi jadwal pelaksanaan survei

yangsudahdirencanakan.

3.2.12 Kabupaten/Kota
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat

Definisiindikator Kabupaten/Kota Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (STMBM) adalah
kabupaten/kota yang telah terverifikasi 100%
KK setop buang air besar sembarangan di
tempat terbuka dan minimal 75% KK berperilaku
3 pilar STBM lainnya. Indikator dihitung dari
Jumlah kabupaten/kota yang telah terverifikasi
100% KK setop buang airbesar sembarangan di
tempat terbuka danminimal 75% KK berperilaku
3pilarSTBMlainnya.

Capaianindikator kabupaten/kota Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat sampai bulan April
2025 sebesar 8 kabupaten/kota dari target 30
kabupaten/kotaataudenganpersentasekinerja

sebesar26.7%. Gambarannya sebagaiberikut:
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Grafik3.72
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Grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan capaian kabupaten/kota Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat bila dibandingkan
dengan baseline capaian tahun 2024 maka
terdapat penambahan 4 kabupaten/kota. Bila
dibandingkan dengan target tahun 2025, maka
capaian Semester | masih sangat rendah dan
diperlukan upaya percepatan sehingga target
akhirtahun2025 dapattercapai.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target ditemukan beberapa
kendaladanpermasalahanantaralain:

- Data capaian STBM memerlukan berita

acaraverifikasiSTBM.
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- Indikator dan definisi operasional baru
sehingga dibutuhkan pendampingan
secara rutin dalam pelaksanaan
monitoringdanevaluasiprogram STBM.
-Masihkurangnyapeningkatankapasitas
bagi petugas dan pendamping
pelaksanaanprogramdanmonitoring.

- Masih terkendalanya sistem informasi
berbasis aplikasi, yang belum bisa
dimanfaatkan karena masih dalam
penyesuaianindikatorbaru.

- Untuk layanan sarana dibutuhkan peran
sektorselainkesehatanuntuk perubahan

perilaku.

345



CREDITTITLE

BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan maka alternatif solusiyang dapat
dilakukanantaralain:

Mendorong kabupaten/kota yang sudah
melaksanakan STBM untuk dilakukan verifikasi
dandikeluarkanberitaacaraverifikasiSTBM.

Dibentuk koordinator wilayah di tingkat
pusat yang melakukan sosialisasi dan
pendampingan secara rutin di provinsi binaan
masing-masing.

Rencana pelatihan di Plataran Sehat untuk
memenuhi target petugas dan pendamping
pelaksanaan STBM di daerah dalam bentuk
pelatihan untuk pemicuan, pendampingan
dalam perencanaan dan monitoring dan
evaluasi.

Memastikan penggunaan Sistem Informasi
STBM yang dikembangkan oleh pusat pada
Triwulan |l Tahun2025.

3.2.13 Prevalensi Obesitas
>18 tahun

Definisi operasional indikator prevalensi
obesitas >18 tahun yakni kasus obesitas pada
penduduk usia >18 tahun dengan kategori BMI
>27 dalamsetahun.Indikatorprevalensiobesitas
dihitung dari jumlah penduduk umur >18 tahun
dengan hasil pengukuran IMT =27 dibagidengan
jumlah populasisasarandikalil00%.

Indikator prevalensi obesitas >18 tahun
juga menjadiindikator pada tahun 2020-2024
dengan target yang berbeda pada periode
2020-2024 targetindikator 21,8% sedangkan
pada periode 2025-2029 target indikator
sebesar23,4%.

Capaian indikator prevalensi obesitas
SemesterlTahun2025masihmenggunakanhasil
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
yakni sebesar 23,4%. Selain itu dilakukan juga
perhitungan melalui Aplikasi Sehat Indonesiaku,
tren capaian prevalensi obesitas digambarkan

sebagaiberikut:
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Grafik3.73
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Dalam pencapaian indikator prevalensi
obesitas terdapat beberapa kendala dan faktor
penghambat pencapaiantargetantaralain:

- Kurangnya kesadaran dan edukasi
masyarakat yang mengakibatkan
banyaknya masyarakat yang belum
menyadari pentingnya deteksi dini
obesitas.

- Masyarakat masih beranggapan
bahwa obesitas bukan sebiah penyakit
sehingga fokus sering kali hanya pada
penyakit yang sudah muncul (misalnya
diabetes dan hipertensi), bukan pada

faktorrisikonya.
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- Terbatasnya akses ke Layanan
Kesehatan, terutama didaerah terpencil,
belum optimal dalam menyediakan
layananskriningdandeteksidiniobesitas
dan kurangnya tenaga kesehatan yang
terlatih dalam penanganan obesitas
secarakomprehensif.

- Gaya Hidup Tidak Sehat seperti pola
makan tinggi kalori dan rendah gizi (fast
food, minuman manis, dsb), aktivitas fisik
yangrendahkarenagayahidup sedentari
(banyak duduk dankurangbergerak)dan
paparan terhadap iklan makanan tidak

sehat, terutama padaanak-anak.
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- Faktor Sosial Ekonomiyaitu masyarakat
berpenghasilan rendah cenderung
memiliki akses terbatas ke makanan

sehatdanfasilitasolahraga.

Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan maka alternatif solusiyang dapat
dilakukanantaralain:

- Melakukan edukasikepada masyarakat
tentang pentingnya deteksi dini faktor
risiko Penyakit Tidak Menular.

- Melakukan koordinasi dengan
kabupaten/kotadengancapaianskrining
yang rendah untuk mengoptimalkan
kegiatan deteksidini obesitas. Selainitu
dilakukan juga kolaborasi dengan unit
utama lainnya untuk melakukan deteksi
dini faktorrisiko pada kegiatan-kegiatan
yang melibatkan masyarakat dalam
jumlah besar dan melakukan kegiatan
promosi kesehatan dalam bentuk
Gerakandeteksidinifaktorrisiko PTM.

- Melakukan advokasi dan sosialisasi
yang bersifat masif dan terintegrasi
dalam mendukung kegiatan Posyandu
sebagai sarana sarana deteksi dini

obesitas.

- Melakukan pemantauan pelaporan
deteksi dini mulai dari level provinsi
hingga kabupaten/kota dan melakukan
evaluasi capaian per Triwulan dengan
Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi
tantanganyangtimbul ditiap daerah dan
melaporkansecaraberkala.

- Melakukan koordinasi dengan
Kementerian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK),
Kementerian Keuangan, Balai POM,
Kementerian Koperasi, Kementerian
UMKM, Kementerian Pariwisata dan
Kementerian Ekonomi Kreatif khususnya

tentang pentingnyamakanan sehat.
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3.2.14 Persentase
Kabupaten/Kota dengan
Fasilitas Kesehatan Sesuai
Standar

Definisi operasional persentase
kabupaten/kota dengan fasilitas kesehatan
sesuai standar adalah persentase kabupaten/
kotayangmemiliki:

1. Fasilitaskesehatanprimer

a. 80% desadikabupaten/kota memiliki
setidaknyalPustu;dan

b. 80% Puskesmas di kabupaten/kota
melayani <30 ribu penduduk atau jarak
<120 menit.

2. Fasilitas kesehatan lanjutan minimal 1
rumah sakit kelas C untuk setiap kabupaten/
kotasesuaikebutuhan

Cara perhitungan indikator adalah
jumlah kabupaten/kota yang memiliki jumlah
Puskesmas, Pustu dan RS sesuai kebutuhan,

dibagijumlahkabupaten/kotadikali100%.

Tabel 3.51

Persentase kabupaten/kota dengan
fasilitas kesehatan sesuai standar merupakan
indikatorbarudanbersifatkomposityangbelum
adasistempencatatandanpelaporannya.

Faktorpendukung:

- Tersedia aplikasi sarana dan prasarana
alatkesehatan (ASPAK).

- Dukungan pusat dalam pemenuhan
sarana dan prasarana kesehatan baik
untuk PuskesmasPembantu, Puskesmas
maupun Rumah sakit.

- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
pembangunan RS, Puskesmas, dan
Pustu.

- Dikeluarkannya Permenkes No. 19
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Pusat Kesehatan Masyarakat, KMK
No. HK.01.07-MENKES-1047-2024
tentang Standar Peraltan Dalam Rangka
Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer

PadaPuskesmas, UPKDK, Posyandu.

RealisasiKinerjalndikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar
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No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 % Realisasi
2025 2025
1 Persentase Kabupaten/KotadenganFasilitas 85 N/A N/A
Kesehatan
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Faktorpenghambat:
-Belumadasosialisasiterkaitindikator.
- Belum ada sistem pencatatan dan
pelaporan terkait kabupaten/kota yang
melayani < 30 ribu penduduk atau jarak <

120 menit

SolusiKegiatan:
-Melakukansosialisasiindikator.
- Membangun sistem pencatatan dan
pelaporan dengan mengguankan
aplikasiASPAK.
- Berkoordinasi dengan direktorat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan

pengampuRumah Sakit.

Tabel 3.52

3.2.15 Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
dengan Perbekalan
Kesehatan Sesuai Standar

Definisi operasional indikator ini adalah
persentase fasilitas pelayanan kesehatan
(Puskesmas termasuk Labkesmas dan RS)
yang secara konsisten mempertahankan
tingkat kecukupan pasokan kesehatan
esensial, termasuk diagnostik, reagen, obat-
obatan, vaksin, sesuai dengan pedoman untuk
memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat,
dalamjangkawaktutertentu.

Cara perhitungannya adalah jumlah fasilitas
pelayanan kesehatan dengan perbekalan
kesehatan yang memadai sesuai standar dibagi
jumlah total fasilitas pelayanan kesehatan dikali

100 persen.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar

No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 % Realisasi
2025 2025
1 Persentasefasilitas pelayanankesehatandengan 83% 75,04% 90,41%
perbekalankesehatansesuaistandar
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Analisis Upaya Keberhasilan Pencapaian
Targetindikator

Pada tahun 2025, target indikator kinerja
persentase fasilitas pelayanan kesehatan
dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
berdasarkan Rancangan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029 yaitu
sebesar 83%. Adapun realisasiindikator kinerja
tersebut pada Semester | tahun 2025 yakni
sebesar75,04% dengan capaian90,41%.

Realisasiindikator di Semester|tahun 2025

menunjukkan hal yang positif untuk mencapai

Grafik3.74

target diakhirtahuninisertaperiode akhirjangka
menengah berdasarkan Rancangan Renstra
2025-2029 yaitu sebesar 95%. Indikator ini
belum dapat dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya dikarenakan indikator
tersebut merupakan indikator baru, baik dari
definisi operasional maupun cara perhitungan.
Hingga saat ini, belum ada standar nasional/
internasional yang dijadikan benchmark terkait
“Persentase fasilitas pelayanan kesehatan

denganperbekalankesehatansesuaistandar”.

Target, Realisasidan Capaian Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatandengan
Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Semester1Tahun2025

Target ™ Realisasi ™ Capaian
*
® . S o
8 & ”
2025 2026 2027 2028 2029
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Sumberdata: Direktorat Jenderal Farmasidan Alat Kesehatan
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Adapun strategi dan upaya yang dilakukan
untuk memperoleh keberhasilan atas
pencapaian kinerja yakni melalui pelaksanaan
advokasi penerapan DOEN dalam penyediaan
obatesensialyangdigunakanuntukpenanganan
9 penyakit prioritas kepada stakeholder (rumah
sakit) dan melaksanakan koordinasi dengan
untuk melakukan monitoring dan evaluasi
obat yang tidak tersedia dan dilakukan upaya
pemenuhannya sehingga dapat terpenuhi
penggunaan obat esensial untuk penanganan 9
penyakit prioritas.

Selain itu, upaya ini juga turut didukung
dengan penyampaian surat Direktur
Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Nomor:
FY.07.03/E/965/2025 tanggal 3 Juni 2025
tentang Surat Pengantar Indiaktor Persentase
Rumah Sakit denganPenggunaan Obat Esensial
untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas dan
Indikator Persentase Fasilitas Kesehatan yang
Memiliki Obat, Vaksin, dan BMHP Sesuai Standar
Triwulan Il Tahun 2025 kepada seluruh Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta
seluruhrumahsakit.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menunjang keberhasilan pencapaian
indikatorkinerjaadalah:

- Pemantauan ketersediaan secararutin
melalui dashboard guna melihat tingkat

kecukupanobatdanvaksinprogram.

- Menginventarisir pelaporan
kekosongan perbekalan kesehatan
beserta alasan yang melatarbelakangi
dari fasyankes dan bekerja sama
dengan Dit. Produksi dan Distribusi
Farmasi secara berkala untuk dilakukan
monitoring dan dorongan pemenuhan
daripihakindustri.

- Menyampaikan surat kepada Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/
Kota dan Kepala Puskesmas nomor
FY.05.03/E/420/2025 tanggal 4 Maret
2025 perihal Penguatan Pelaporan Data
KetersediaanObat,dimanasesuaiarahan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
tingkatpelaporanakandipertimbangkan
sebagai variabel yang mempengaruhi
besaran dan lokus penerima DAK di
tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini
dilakukan untuk mendorong kepatuhan
dalam pelaporan sehingga dapat
memastikan ketersediaan data yang
akurat dan tepat waktu yang akan
mendukung perencanaan alokasi DAK

berbasis kebutuhanriil di setiap daerah.
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Beberapa faktor penghambat pencapaian
targetadalah:

- Terdapat beberapa daerah yang
mengalami hambatan dalam pencairan
anggaran untuk penyediaan perbekalan
kesehatan.
- Efisiensi alokasi anggaran di sejumlah
wilayah menyebabkan perlunya
penyesuaian kembali terhadap
rencana kebutuhan obat dan vaksin
sesuai dengan prioritas program dan
tingkat ketersediaan yang ada serta
keterbatasan anggaran distribusi
menyebabkan ketersediaan obat dan

vaksintidak merata.

Alternatif solusiyang dapat dilakukan untuk
mengatasi beberapa permasalahan tersebut
adalahsebagaiberikut:

- Memfasilitasi pertemuan lintas sektor
yang melibatkan Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Keuangan,
Bappeda, dan Dinas Kesehatan guna
mencari solusi atas kendala pencairan
anggaranyangdihadapidaerah.

- Melakukan penyesuaian anggaran
berdasarkan prioritas program dan
kondisi ketersediaan, serta mendorong
percepatan proses pengadaan dan
distribusiobatdanvaksintahapllditahun
2025.
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Analisis efisiensi sumber daya yang
dilakukan, antaralain:

- Percepatan kontrak pengadaan
obat, vaksin dan reagen melalui
kegiatan penjaminan dan optimalisasi
pengadaanobat,vaksindanreagenyang
dilaksanakansecaradaring.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan
stok opname obat, vaksin dan reagen
setiap bulan secara daring yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan
Puskesmas melalui sistem satu sehat

logistik SMILE.

3.2.16 Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Mencapai Akreditasi
Paripurna

Definisi Operasional

Indikator persentase fasilitas pelayanan
kesehatan mencapai akreditasi paripurna
memiliki definisi operasional yakni Persentase
fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Klinik Utama,
Unit Pengelola Darah, Laboratorium Medis dan
Rumah Sakit pemerintah) dengan akreditasi

paripurna.

353



BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Caraperhitungan

Jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas,
KlinikUtama, UnitPengelolaDarah,Laboratorium
Medis dan Rumah Sakit pemerintah) yang
mendapatkan status akreditasi paripurna
dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-
2029 dibagi Jumlah fasilitas Kesehatan yang
teregistrasidikalil00%

Rumus Perhitungan

Jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas,
KlinikUtama,UnitPengelolaDarah,Laboratorium
Medis dan Rumah Sakit pemerintah) yang
mendapatkan status akreditasi paripurna
dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-
2029 dibagi Jumlah fasilitas Kesehatan yang
teregistrasidikalil00%.

Tabel 3.53

Capaianindikator
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang
teregistrasi dan terakreditasi pada Semester 1

2025 adalahsebagaiberikut:

(a) FasyankesTeregistrasi

Puskesmas sebanyak10.268 Puskesmas;
Klinik Utama sebanyak 3.601Klinik;
UnitPengelolaDarah sebanyak 234 Unit;
LaboratoriumMedis sebanyak 869 Lab;
Rumah Sakit Pemerintah sebanyak1.219RS.

(b) FasyankesTerakreditasiParipurna
Puskesmas sebanyak 6.355 Puskesmas;
Klinik Utama sebanyak1.626 Klinik;
UnitPengelola Darah sebanyak 100 Unit;
LaboratoriumMedis sebanyak 384 Lab;
Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 967RS.

Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Mencapai Akreditasi Paripurna

No IndikatorKinerja RealisasiKinerja
Target RealisasiSmt1 % Realisasi
2025 2025
1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mencapai 33 58,26 176,53
akreditasiparipurna
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Berdasarkan data fasilitas pelayanan
kesehatan di atas, Puskesmas, Klinik Utama,
Unit Pengelola Darah, Laboratorium Medis dan
Rumah Sakit pemerintah yang terakreditasi
adalah 9.432, serta jumlah fasilitas pelayanan
kesehatanteregistrasisebanyak16.191,sehingga
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan

mencapaiakreditasiparipurnaadalah 58,26%.

Analisis Capaian Persentase Fasyankes
TerakreditasiParipurna

- Capaian persentase fasilitas pelayanan
kesehatan mencapai akreditasi paripurna
merupakan indikator baru yang merupakan
indikator komposit. Adapun komposisi
pembentuk indikator ini terdiri atas akreditasi
fasilitas kesehatan lanjutan (RS, Klinik Utama,
Lab Medis, dan Unit Pengelola Darah), serta
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
(Puskesmas) yang memiliki kewajiban akreditasi
untukbekerjasamadenganBPJS Kesehatan.

- Capaian triwulan Il atau Semester 2025
untuk Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
mencapai akreditasi paripurna adalah 58,26 %.
Sementara target pencapaian yang telah
ditetapkanuntukindikator tersebut pada tahun
2025adalah33%.Sehinggapersentasecapaian
terhadap target adalah 176,53% yang berarti

targettelahterlampaui.
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- Pencapaian yang cukup jauh melampaui
target tersebut dipengaruhi beberapa hal
sebagaiberikut:

(a) Target Persentase Fasyankes
Terakreditasi Paripurna pada tahun
2025 sebesar 33% ditetapkan melalui
pertimbangan hasil pembinaan dan
pengawasan (binwas) pascaakreditasi
disejumlahfasyankes.Padatahun2023-
2024 telah dilakukan binwas terhadap
30 RS yang mendapat status kelulusan
akreditasi paripurna, ternyata hanya 37%
yang sesuai dengan status kelulusan
akreditasi paripurna. Penetapan angka
target 33% tersebut juga dengan
mempertimbangkan kemungkinan
terjadinya hal serupa di jenis fasyankes
lainnya serta dengan memperhitungkan
jumlah Puskesmas, RS, Lab Medis, Klinik
Utama, dan UPD yang menjadi target
kompositpadalSSini.

(b) Selain dipengaruhi oleh penetapan
target, capaian Persentase Fasyankes
Terakreditasi Paripurna juga dipengaruhi
oleh IKP Persentase Rumah Sakit
Pemerintah Terakreditasi Paripurna yang
juga telah melampaui target dengan
realisasi 80% dari target 38%, capaian
yang tinggi ini dikarenakan angka 80%

tersebut masih termasuk akumulasi dari
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Rumah Sakityang terakreditasiparipurna
sebelum ditetapkannya Kepmenkes No.
HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang
Standar Akreditasi Rumah Sakit. Dengan
demikian, diperlukan waktu hingga
setiap RS melakukan reakreditasi atau
menjadi lokus Binwas Pascaakreditasi
untuk diperoleh pembaruan capaian
Persentase Fasyankes Terakreditasi
Paripurna yang sesuai dengan
Kepmenkes Standar Akreditasi RS
terbaru.

(c) Puskesmas terakreditasi paripurna
sebagai kontributor terbesar dalam
indikatorkompositinijugasedangdalam
penyesuaian instrumen akreditasi yang
baru. Dalamrangka penyesuaiandengan
integrasi pelayanan kesehatan primer,
maka instrumen akreditasi akan direvisi
dan jumlah Puskesmas terakreditasi
paripurna dipertimbangkan kembali
berkenaan dengan status penerapan
IntegrasiLayananPrimer (ILP).

(d) Masih terdapat Puskesmas yang
belum bridging/pengiriman data
ke SATU SEHAT setiap bulan. Jika hal
demikian tetap belum mencapai target
setelah diberikan peringatan 3 kali akan

dilakukan penurunanstatus akreditasi.

-PadastandarakreditasiRSyangterbaru,
terdapat poin terkait kewajiban RS agar
melaksanakan RME sesuai dengan
regulasiyang berlaku (Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis).
Sampaidengan triwulan 12025 terdapat
15 RS milik pemerintah diturunkan
capaian akreditasi Paripurna menjadi
Utamakarenatidak melaksanakan RME.

- Masih banyak RS yang belum
melaksanakan PPRA (Program
Pengendalian Resistensi Antimikroba),
sedangkan pada Standar Akreditasi
RS terbaru (Kepmenkes No. HK.01.07/
MENKES/1596/2024) PPRA telah masuk
dalam Program Nasional (Prognas) yang
harus mendapatkan nilai 100 (dari 3246
RS, baru 380 RS yang menerapkan PPRA
dengan komposisi 101 RS Pemerintah

dan279 RS Swasta).

Analisis CapaianKinerja Semester| 2025

Target Indikator Sasaran Strategis
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
mencapai akreditasi paripurna padatahun 2025
adalah sebesar 33% yaitu 5.343 fasyankes
yang terdiri atas Puskesmas, Klinik Utama, Unit
Pengelola Darah, Laboratorium Medis dan

Rumah Sakit Pemerintah. Capaian indikator
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Tabel 3.54

Perbandinganindikator Sasaran Strategis: Persentase FKTP Terakreditasidengan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatanmencapaiAkreditasiParipurna
(Targetdan CapaianTahun2022-2025)

Judul 2022

2023 2024 2025Sem.1

lindikator

Target | Capaian | Target

Capaian Target | Capaian | Target | Capaian

akreditasi

Persentase FKTP ter- 80% 56,4% 90%

68,69% 100% 92,51%

Persentasefasilitas
pelayanankesehatan
mencapaiakreditasi
paripurna

33% 58,26%

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
mencapai akreditasi paripurna pada Semester
| Tahun 2025 adalah 9.432 fasyankes dari 16.191
fasyankes atau 58,26% (tercapai). Capaian
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
mencapai akreditasi paripurna merupakan
capaian yang didapat dari hasil pelaksanaan
survei akreditasi fasyankes dengan tingkat
kelulusanparipurnadilndonesia.

Merujuk pada tabel di atas, telah terjadi
peralihan dari Indikator Sasaran Strategis
FKTP Persentase FKTP Terakreditasi menjadi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
mencapai akreditasi paripurna. Sedangkan
secara capaian, pada akhirRenstra Kementerian

Kesehatan periode 2020-2024 diperoleh
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92,51% pada Semester Il (TW IV) Tahun 2024
dengan komposisi Puskesmas dan Klinik
Pratama sebagai penyusun perhitungannya.
Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan
kendala menjangkau Puskesmas di wilayah
DTPK serta hambatan untuk mengimbau Klinik
Pratama yang tidak bekerja sama dengan BPJS
Kesehatanuntukmendaftar surveiakreditasi.
Berbekalhasildaripencapaian2022-2024,
untuk Indikator Sasaran Strategis Kementerian
Kesehatan terkait akreditasi diperluas
cakupannya hingga meliputi Puskesmas, Klinik
Utama, Unit Pengelola Darah, Laboratorium
Medis dan Rumah Sakit Pemerintah pada
Renstra Kementerian Kesehatan periode 2025-

2029. Hal demikian dimaksudkan agar fasilitas
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kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan
dapat terpantau perkembangan akreditasinya.
Selain itu, penetapan paripurna sebagai
target secara umum juga demi mendorong
pencapaian dan upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan primerdanlanjutan secara
komprehensif diseluruhIndonesia.

Jika dibandingkan dengan target jangka
menengah (Renstra Kementerian Kesehatan
2025-2029), capaian persentase fasilitas
pelayanan kesehatan mencapai akreditasi
paripurnasudahmelampauitarget2027.Namun,
sebagaimana disampaikan dalam bagian awal
analisis capaian indikator ini, masih terdapat
sejumlah faktor yang dapat menurunkan atau
mengkoreksi hasil capaian persentase fasilitas
pelayanan kesehatan mencapai akreditasi

paripurna pada akhirtahunanggaran2025.

Tabel 3.55

Adapun analisis capaian kinerja
dibandingkan dengan tahun 2024 serta
beberapa tahun terakhir didukung dengan
adanya:

Penyempurnaan Aplikasi Mutu
Fasyankes sebagai sarana pelaporan mutu
dan keselamatan pasien, dengan harapan
mempermudah Puskesmas, Klinik Utama, Unit
Pengelola Darah, Laboratorium Medis dan
Rumah Sakit Pemerintah melaporkan komitmen
mutu melalui hasil pengukuranindikator nasional
mutu dan pelaporan insiden keselamatan
pasien.

Kegiatan bimbingan teknis mutu dan
akreditasi pelayanan kesehatan dilakukan
dalam rangka upaya pemantauan dan evaluasi
terhadap mutu pelayanan kesehatan, melihat

fasyankes primer dan lanjutan melakukan upaya

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mencapai AkreditasiParipurna
Dibandingkan denganTargetJangka Menengah (Renstra Kementerian Kesehatan2025-2029)

Judu 2025Sem.1 2026

2027 2028 2029

lIndikator Target | Capaian | Target | Capaian

Target | Capaian | Target Capaian | Target | Capaian

Persentase | 33% 58,26% | 36,5% -
fasilitas
pelayanan
kesehatan
mencapai
akreditasi
paripurna

44% - 62,5 = 75,5 -
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perbaikan mutu termasuk strategi Puskesmas,
Klinik, dan Rumah Sakit dalam memberikan
pelayanan di masa pasca pandemi COVID-19
yang harus memperhatikan protokol kesehatan
sertamengetahuimasalah danhambatandalam
melakukan pelayanan esensial pasca pandemi
COVID-19.

Kegiatan pertemuan koordinasi dilakukan
dalamrangka memperoleh dukungan sekaligus
penguatan peran dari stakeholder terkait
meliputi Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes primer

dan lanjutan, Organisasi Profesi, pihak swasta.

Hal ini dilakukan karena akreditasi Fasyankes
termasuk dalam program prioritas nasionalyang
tercantum sebagaiindikator Renstra dan RPJMN
sehingga dalam pencapaian targetnya perlu
kerjasamadenganstakeholderterkait.
Kemudian dalam mendukung pencapaian
indikator sasaran strategis (ISS) Persentase
fasilitas pelayanan kesehatan mencapai
akreditasi paripurna, terdapat capaian kinerja
yang melibatkan lintas program di lingkungan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dan
Direktorat Jendral Kesehatan Primer dan

Komunitas, ditampilkan sebagaiberikut:

Distribusi Status Kelulusan AkreditasiFasyankes

Tabel 3.55
- 2%; 253 a%; 45
g e e
- 8%; 817 5%: 50
W
26%:2678
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Puskasmas Rumah Sakit
Pemerintah

® Paripurna Utama Madya
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Klinik Litama Lab Medis Unit Pengalola Darah

m Dasar = Belum/Proses Akreditasi
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Berdasarkan tabel di atas, capaian
akreditasi fasyankes menurut jumlah dan
persentasenya untuk setiap tingkat kelulusan
adalah (1) Puskesmas terakreditasi Paripurna
62% (6.355 Puskesmas), Utama 26% (2.678
Puskesmas), Madya 8% (817 Puskesmas),
Dasar 2% (165 Puskesmas), dan Belum/
Proses akreditasi 2% (253 Puskesmas); (2) RS
Pemerintah terakreditasi Paripurna 79% (967
RS), Utama 12% (148 RS), Madya 5% (59 RS),
dan Belum/Proses akreditasi 4% (45 RS); (3)
Klinik Utama terakreditasi Paripurna 45% (1.626
Klinik), Utama 2% (81Klinik), Madya 0,1% (6 Klinik),
Belum/Proses akreditasi 52% (1.888 Klinik); (4)
Lab Medis terakreditasi Paripurna 44% (384
Lab), Utama 3% (24 Lab), Madya 0,2% (2 Lab),
Belum/Proses akreditasi 53% (459 Lab); (5) Unit
Pengelola Darah terakreditasi Paripurna 43%
(100 unit), Utama 3% (6 unit), dan Belum/Proses
akreditasi55% (128 unit).

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya hingga Triwulanl12025

Dengan keterbatasan sumber daya
yang dimiliki maka kegiatan-kegiatan yang
memungkinkan dilakukan secara daring seperti
kegiatan sosialisasi dan workshop dilakukan
secara daring sehingga jumlah sasaran yang
tersosialisasi terkait kebijakan menjadi lebih

luas. Selainitu, koordinasi maupun pemantauan

pada stakeholders terkait juga dilaksanakan
menggunakanmediakomunikasidaringsebagai
upaya pemantauan maupun peningkatan mutu

difasilitaspelayanankesehatan.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai
target:
Puskesmas
" Penguatan sistem penyelenggaraan
akreditasi melalui penyusunan kebijakan-
kebijakantermasuk kebijakan pembiayaan.
a) Penetapan Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/Menkes/32/2023 Tentang
Lembaga Penyelenggara Akreditasi
Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi
Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter,
DanTempat Praktik MandiriDokter Gigi.
b) Penetapan Standar Akreditasi
Puskesmas (Kepmenkes Nomor
HK.01.07/MENKES/165/2023).
c) Penetapan Tarif Survei Akreditasi
(Kepmenkes Nomor HK.01.07/
MENKES/110/2023).
d) Penetapan Instrumen Survei
Akreditasi Klinik (Kepdirjen Nomor
HK.02.02/1/105/2023)
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d) Penetapan Tim Pembina dan
Pengawas Penyelenggaraan Akreditasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kepdirjen
NomorHK.02.02/D/8097/2023).
e) Penetapan Tim Adhoc Pendukung
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Mutu Pelayanan
Kesehatan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Kepdirjen Nomor
HK.02.02/D/8098/2023).
f) Penetapan Penyelenggaraan
Akreditasi Pada Puskesmas dengan
Kondisi Khusus oleh Kementerian
Kesehatan) Kepmenkes Nomor
HK.02.01/Menkes/389/2024).
h) Pengoordinasian kebijakan dan
implementasi penyelenggaraan
akreditasi FKTP dengan lintas program,
lintassektordanpemangkukepentingan.
- Koordinasi lintas program yang
dilaksanakan:
a) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
terkaitimplementasi SISDMK
b) Digital Transformation Office
Kementerian Kesehatan terkait integrasi
dengan SatuSehat.
- Koordinasi lintas sektor dengan
Bappenas, Kementerian Dalam Negeri,

KementerianKeuangan, danBPJS Kesehatan.
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- Penyiapan SDM pelaksana survei
akreditasiPuskesmas.
a) Penetapan kurikulum dan modul
pelatihan calon surveyor akreditasi
Puskesmas.
b) Pelaksanaan Placement Test bagi
calon surveyor akreditasimemanfaatkan
aplikasiPelataran Sehat.
c) Pelaksanaan Training of Trainer
(TOT) bagi calon surveior akreditasi
Puskesmas.
d)PelaksanaanPeningkatanKompetensi
surveiyormelalui UjiKompetensi.
-Pembinaan dan pengawasan penye-
lenggaraan akreditasi FKTP.
a) Pemantauan dan Evaluasi im-
plementasi standar dan petunjuk teknis
surveiakreditasidiPuskesmas.
b) Pemantauan dan Evaluasi kepada
surveior akreditasi dan Lembaga
Penyelenggara Akreditasi(LPA).
c) PercepatansurveiakreditasiPuskes-
mas oleh LPA melalui pemantauan
progress pencapaian akreditasi melalui
aplikasi Sistem Informasi Nasional
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(SINAF).
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- Pengukuran Indikator Nasional Mutu
(INM) dan pelaporan Insiden Keselamatan
Pasien (IKP) untuk mendorong budaya mutu di
Puskesmas.

a) Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan
Diseminasi hasil Pengukuran dan
Pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM)
diPuskesmas.

b) Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan
Diseminasi hasil pelaporan Insiden
KeselamatanPasien (IKP)diPuskesmas.
RS Pemerintah, Klinik Utama, Lab Medis,
danUnitPengelolaDarah

- Penguatan sistem penyelenggaraan
akreditasi melalui penyusunan kebijakan-
kebijakantermasukkebijakanpembiayaan.

a) Penetapan Lembaga Penyelenggara
Akreditasi Rumah Sakit (Kepmenkes
Nomor HK.01.07/MENKES/406/2020
dan Kepmenkes Nomor HK.01.07/
MENKES/6604/2021).

b) Penetapan Revisi Standar Akreditasi
Rumah Sakit (Kepmenkes Nomor:
HK.01.07/MENKES/1596/2024).

c) Penetapan Standar Akreditasi
dan Biaya Survei Rumah Sakit Kelas D
Pratama (Kepmenkes Nomor: HK.01.07/
MENKES/1094/2024.

d) Penetapan Instrumen Survei
Akreditasi Rumah Sakit (Kepdirjen

Nomor: HK.02.02/D/47104/2024).
e)Penetapaninstrumen SurveiAkreditasi
Rumah Sakit Kelas D Pratama (Kepdirjen
Nomor:HK.02.02/D/43853/2024).
f) Penetapan Pedoman Survei Akreditasi
Rumah Sakit (Kepmenkes Nomor:
HK.02.02/D/43961/2024).

g) Penetapan Tim Pembina dan
Pengawas Penyelenggaraan Akreditasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kepdirjen
NomorHK.02.02/D/8097/2023).

h) Penetapan Tim Adhoc Pendukung
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Mutu Pelayanan
Kesehatan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Kepdirjen Nomor
HK.02.02/D/8098/2023).

Pengoordinasian kebijakan dan

implementasi dengan lintas program, lintas

sektor dan pemangku kepentingan terkait

akreditasi di Rumah Sakit, Klinik Utama,

LaboratoriumMedis, danUnit PengelolaDarah.

- Koordinasi lintas program yang
dilaksanakan:

a) Sekretariat Direktorat Jenderal Ke-
sehatan Lanjutanterkait pengembangan
sistem informasi pendukung penye-
lenggaraan akreditasi (SINAR,SIMAR,
Mutufasyankes,danRS Online).
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b) Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan terkait pemenuhan
ASPAK.

c) Direktorat Pelayanan Klinis terkait
Standar dan Pedoman Pelayanan di
Rumah Sakit.

d) Direktorat Tata Kelola Pelayanan
Kesehatan Rujukan terkait Tata Kelola
Rumah Sakit.

e) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
terkaitimplementasi SISDMK.

f) Koordinasi lintas sektor dengan
Kementerian Perencanaan Pembangun-
an Nasional/Bappenas, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,
danBPJSKesehatan.

- Koordinasi implementasi penye-
lenggaraan akreditasi Rumah Sakit,
Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan
Unit Pengelola Darah dengan Lembaga
Penyelenggara Akreditasi, sejumlah
asosiasi Rumah Sakit, Klinik Utama,
Laboratorium Medis, Unit Pengelola
Darah, danorganisasiprofesiterkait.

- Penyiapan SDM pelaksana survei
akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan.

a) Penetapan kurikulum pelatihan calon

surveiorakreditasiRumah Sakit.
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b) Penetapan kurikulum pelatihan calon
surveiorakreditasiUnitPengelolaDarah.
c) Penetapan kurikulum pelatihan calon
surveior akreditasi Klinik Utama dan
LaboratoriumMedis secarahybrid.

d) Pelaksanaan Training of Trainer (TOT)
bagi calon surveior akreditasi Unit
Transfusi Darah secarahybrid.
e)Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi

surveiormelalui UjiKompetensi.

- Peningkatan kapasitas pemerintah

pusat, daerah danpemangkukepentingan.

a) Workshop kepada Dinas Kesehatan
dan fasyankes mengenai keselamatan
pasien dan manajemen risiko di Rumah
Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis,
danUnitPengelolaDarah.

b) Bimbingan teknis terkait pencapaian
target INM dan pelaporan IKP di Rumah
Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis,
danUnitPengelolaDarah.

¢) Pendampingan akreditasi di Rumah
Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis,

danUnitPengelolaDarah.

- Pembinaandanpengawasanpenyeleng-

garaanakreditasifasyankes.

a) Pemantauan dan Evaluasi imple-
mentasi pedoman survei akreditasi di
fasyankes (Pra Survei, Survei dan Pasca

Survei)
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b) Pemantauan dan Evaluasi kinerja 2) RSPemerintah, Klinik Utama, Lab Medis, dan SISDMK. Pelaporan pada aplikasi- Faktor pendukung pencapaian target

lembagapenyelenggaraAkreditasi,yaitu danUnitPengelolaDarah aplikasi tersebut menjadi persyaratan adalah:

pencapaian indikator kinerja lembaga;
dan pencapaian target indikator mutu

lembaga.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan
faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian
target akreditasi Fasyankesyaitu:

Faktorpenghambat pencapaiantarget:

1) Puskesmas

- Terdapat Puskesmas yang belum
terakreditasi pada kondisi khusus
(sulit akses, tidak tersedia biaya, rawan
konflik/masalahkeamanan)

- Dalam rangka penyesuaian dengan
integrasi pelayanan kesehatan primer
maka instrumen akreditasi akan direvisi
dan jumlah Puskesmas terakreditasi
paripurna dipertimbangkan terkait
statuspenerapanILP.

- Masih ada Puskesmas yang belum
bridging/pengiriman data ke SATU
SEHAT setiap bulan, jika tetap belum
mencapai target setelah diberikan
peringatan 3 kali akan dilakukan

penurunanhasil akreditasi.

- Pada kegiatan pembinaan dan akreditasi. 1) Puskesmas

pengawasan akreditasi RS, ditemukan
beberapa RS pemerintah yang belum
mampu memenuhi standar Akreditasi
terutama terkait sarana prasarana SDM
pelaksana layanan yang sesuai dengan
standar, penerapan pemberian asuhan
sesuaistandar,dankepatuhanpelaporan
INMdanIKP sehinggapadasaatpenilaian
akredtiasitidak mencapainilaimaksimal/
paripurna.
-MasihadaRSyangbelummelaksanakan
RME sesuai aturan sehingga berpotensi
diberikan sanksi penurunan hasil
akreditasipada 31Desember2025.

- RS belum melaksanakan Program
Pengendalian Resistansi Antimikroba
(PPRA). Program PPRA masuk ke
dalam Program Nasional yang harus
mendapatkan nilai 100% untuk dapat
lulus akreditasi.

- Pelaksanaan registrasi klinik belum
optimal sehingga masih ada klinik yang
terkendala dengan nomor registrasi
tidak memiliki nomor register (kode
fasyankes), sehingga kesulitan dalam
mendaftar survey melalui aplikasi DFO,

mengakses pelaporan INM, ASPAK
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- Kurangnya motivasiuntuk terakreditasi
pada klinik yang tidak bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan. Hal ini
disebabkan belum ada konsekuensi
lain/punishment bagi klinik jika tidak
terakreditasi selain diputus kontrak oleh
BPJSKesehatan.

- Bagi klinik yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan namun kapitasi masih
rendah, tidak memiliki anggaran untuk
surveiakreditasi.

- Komitmen dan dukungan pemilik klinik
untuk pemenuhan standar akreditasi
masihrendah.
-Masihterdapatlaboratoriumkesehatan
dan UPD yang belum memiliki izin
berusahadanbelumteregistrasi.

- Laboratorium Kesehatan menjadikan
sertifikasi ISO sebagai prioritas jika
dibandingkan dengan akreditasi oleh
Lembaga Penyelenggara Akreditasi
(LPA).
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- Telah terdapat Juknis Akreditasi
Puskesmas pada kondisi khusus dan
perlu direncanakan anggaran serta
teknis pelaksanaannya.

- Adanya draf instrumen akreditasi
yang disesuaikan dengan integrasi
pelayanan kesehatan primer untuk
dapat diterapkan saat pelaksanaan
bimbingan reakreditasi selanjutnya dan
perencanaan perbaikan strategis (PPS)
yangdisusunolehPuskesmas.

- Adanya penyampaian kewajiban
bridging dan pengiriman data ke SATU
SEHAT danreview berkala setiap 3bulan.

2) RS Pemerintah, Klinik Utama, Lab Medis,

danUnitPengelolaDarah

- Transformasi sistem akreditasi
rumah sakit yang dimulai pada tahun
2022 dengan penetapan 6 lembaga
independen penyelenggara akreditasi,
penetapan standar akreditasi rumah
sakit, petunjuk teknis survei akreditasi
rumah sakit, tarif survei, kurikulum dan
modul pelatihan, oleh Kementerian

Kesehatan.
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- Pelatihan surveyor secara besar-
besaranpada2022-2023.

- Pelaksanaan Uji Kompetensi Surveior
LPApadatahun2024.

- Advokasi one on one dengan Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/kota.

- Adanya lebih dari satu Lembaga
memperluas cakupan akreditasi,
sehingga permintaan akreditasi setiap
fasyankes dapat terpenuhi.

- Adanya kewajiban terakreditasi bagi
klinik untuk bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan.

- Tersedianya sistem informasi akreditasi
sehingga pelaksanaan dapat berjalan

lebih efektif dan efisein.

Untukmengatasifaktorpenghambatpen-
capaian maka diusulkan beberapa alternatif
solusisebagaiberikut:

- Melakukan survei akreditasi Puskesmas
didaerahdengankondisikhusus.

- Pemantauan akreditasi dengan Dinas
Kesehatan secara daring maupun luring
untuk mengetahui progress akreditasi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah
dilakukan secara rutin dengan provinsi
setiap bulan untuk mengevaluasi

pelaksanaan akreditasi.

- Pemerataan distribusi surveyor
akreditasi fasyankes sehingga tidak
terkumpul hanya di pulau Jawa atau
Sumatera melainkan juga di daerah timur
Indonesia. Hal ini sangat penting untuk
menurunkan biaya transportasi surveyor
sehingga mendorong keinginan
puskesmas untuk diakreditasi.

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis,
Workshop dan Sosialisasi Standar
Akreditasi Fasyankes oleh Kementerian
Kesehatan dan Dinas kesehatan.
Terkait infrastruktur, advokasi kepada
Pemerintah Daerah yang bertanggung
jawab padapenyelenggaraanpelayanan

kesehatandiwilayahtersebut.

Upaya untuk mempertahankan Akreditasi
Paripurna:

- Telah diagendakan kegiatan Pe-
ningkatan kapasitas SDM di RS terkait
pemenuhan standar akreditasi.
- Telahdiagendakan kegiatan Diseminasi
pelaporanINMdanIKPuntukpeningkatan
pemahaman terkait PMKP (Peningkatan
MutudanKeselamatanPasien).
-Monitoringdan EvaluasipadaRS terpilih
- Akan diajuan DAK NF untuk tahun 2026
untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis di

RS terpilih.
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PenerapanRekamMedik Elektronik (RME):
- Telah disampaikan himbauan kepada
RS danpemilik
- Menyediakan SIMGOS (gratis) dari
Kemenkes
- Menyediakan Pendampingan dari Pl
danPusdatin
- Melaksanakan desk dan koordinasi
denganRS (TakelKeslan)

- Monitoring dan Evaluasi penerapan
RME diRS (Pusdatin Kemenkes dan Takel

Keslan)

ImplementasipadaProgramPengendalian
Resistansi Antimikroba (PPRA):

- Telah dilaksanakan sosialisasi
- Telah diagendakan kegiatan Pe-
ningkatan kapasitas SDM di RS terkait
program PPRA
-Monitoring dan EvaluasipadaRS terpilih
- Mendorong RS menyediakan sarpras
untuk pemenuhanprogramPPRA
-Perumusankebijakanuntukmendorong
seluruh fasyankes agar melaksanakan
akreditasi meskipun fasyankes tersebut
tidak bekerja sama dengan BPJS

Kesehatan.
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- Optimalisasi pada proses registrasi
fasyankes agar setiap fasyankes
(Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Labo-
ratorium, Unit Pengelola Darah, maupun
TPMD/TPMDG) yang beroperasi
dapat terdaftar dan terpantau oleh

KementerianKesehatanRl.

3.2.17 Tingkat Kepuasan
Pasien diFasilitas
Kesehatan

Definisi Operasional

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat
dalam bentuk feedback dan survei terhadap
pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan
fasilitas kesehatan lanjutan (Rumah Sakit dan

Klinik Utama).

CaraPerhitungan

Total nilai persepsi (Indeks Kepuasan
Pasien) seluruh responden dari masing-masing
fasyankes (Puskesmas, RS, dan Klinik Utama)
yang telah diboboti sesuai jumlah masing-
masing fasyankes yang dievaluasi untuk Indeks
Kepuasan Pasien dibagi total seluruh fasyankes
yang dievaluasinilailndeks Kepuasan Pasiennya,

dikalil100%.
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Rumus Perhitungan

(Indeks Kepuasan Pasien Puskesmas x Jumlah
Puskesmas) + (Indeks Kepuasan Pasien
RS xJumlahRS) + (Indeks Kepuasan Pasien
Klinik Utama x Jumlah Klinik Utama)

x100%

Jumlah total Puskesmas, RS,
danKlinik Utama

Pencapaian Indikator Tingkat Kepuasan
PasiendiFasilitas Kesehatan

Pengukuran kepuasan pasien dihitung
melalui survei kepuasan pasien terhadap
pelayanan yang diterima dari fasyankes. Hal ini
merujuk pada rancangan Renstra Kementerian
Kesehatan Periode 2025-2029 serta Rencana
Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029.
Merujuk pada definisi operasional tersebut,
pencapaian tingkat kepuasan pasien difasilitas
kesehatan dapat diperoleh melalui survei yang
dilakukan oleh faskes ataupun pihak ketiga

dengan pasien sebagairesponden pada survei

Penyelenggaraan survei kepuasan pasien
dapat merujuk pada pengukuran indeks
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang diatur dalam Peraturan Menteri
PAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Berkenaan
denganhaltersebut, terdapatIndikatorNasional
Mutu (INM)yang wajib dilaporkan oleh fasyankes
(termasuk didalamnyaPuskesmas, RS, danKlinik
Utama) yang di dalamnya sudah mencakup poin
terkait kepuasan pasien dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun
2017.

Pada pelaksanaannya, hasil survei
kepuasan pasien melalui pengukuran Indikator
Nasional Mutu (INM) dapat diperoleh setiap
6 bulan (akhir semester 1 dan 2). Dalam hal ini,
untuk mendapatkan data yang menyeluruh,
Kementerian Kesehatan telah menetapkan

tenggat waktu pelaporan INM oleh fasyankes

tersebut. yaitu pada minggu kedua di bulan berikutnya.
Tabel 3.56

TingkatKepuasanPasiendiFasilitas Kesehatan

No RealisasiKinerja
IndikatorKinerj
nc_ir;rag;rzc;r;esrja Target RealisasiSmt1 % Realisasi

2025 2025
1 Tingkatkepuasanpasiendifasilitas kesehatan 77 N/A N/A
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Dengandemikian, pencapaian kepuasan pasien
difasyankes Semester| Tahun 2025 baru dapat
diperoleh pada minggu kedua bulan Juli 2025.
Capaiantersebut juga dapat diperoleh dengan
kondisi penting yang perlu dipenuhi, yakni jika
aplikasipelaporanINM(mutufasyankes.kemkes.
go.id) dapat diakses dengan normal dan tanpa

kendala.

Analisis Capaian Kinerja Semester 12025
Dibandingkan dengan Capaian Beberapa
Tahun Terakhir serta Target Jangka Menengah
RENSTRA Kementerian Kesehatan Periode
2025-2029:

Target tingkat kepuasan pasien di fasilitas
kesehatan pada tahun 2025 adalah sebesar
77 skor indeks yang mencakup pelayanan di

Puskesmas, RS, dan Klinik Utama. Capaian

Tabel 3.57

indikator tingkat kepuasan pasien di fasilitas
kesehatan pada Semester | tahun 2025 baru
dapat diperoleh pada minggu kedua bulan Juli
2025 (belum dapat ditentukan tercapai atau
tidak). Angka capaian yang akan diperoleh
bersumber dari hasil pengukuran Indikator
Nasional Mutu di Puskesmas, RS, dan Klinik
Utama.

Merujuk pada tabel di atas, telah terjadi
peralihan dari Indikator Sasaran Strategis
Presentase Kepuasan Pasien di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Rujukan menjadi Tingkat
kepuasan pasien di fasilitas kesehatan.
Sedangkan secara capaian, kedua indikator
tersebut memiliki perbedaan pada objek
indikator, rumus perhitungan, serta satuan.
Persentase Kepuasan Pasien di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Rujukan mengukur

PerbandinganPresentase KepuasanPasiendiFasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukandengan
Tingkat Kepuasan Pasien diFasilitas Kesehatan (Target & Capaian Tahun2022-2025)

Judu 2022

2023 2024 2025Sem.1

lindikator Target | Capaian

Target

Capaian Target | Capaian | Target Capaian
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Presentase Kepuasan 60% 80% 75% 98,39% 90% | 98,37% - -
PasiendiFasilitas Pelayanan
KesehatanRujukan
Tingkatkepuasanpasien 77 N/A
difasilitaskesehatan
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kepuasan diRumah Sakit dengan satuan persen
untuk setiap pernyataan puas oleh pasien,
sedangkan Tingkat kepuasan pasien di fasilitas
kesehatan mengukur kepuasan di Puskesmas,
RS, dan Klinik Utama dengan satuan skor
indeks yang mengacu pada Peraturan Menteri
PAN RB No. 14 Tahun 2017. Perbedaan ini tentu
berpengaruh pada cara perhitungan masing-
masing indikator. Dengan demikian, tingkat
kepuasan pasien di fasilitas kesehatan belum
dapat dibandingkan dengan capaian pada
tahunataupun periode Renstra sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan target jangka
menengah (Renstra Kementerian Kesehatan
2025-2029), capaian Tingkat kepuasan pasien
di fasilitas kesehatan masih belum dapat
teridentifikasi mencapai target atau tidak. Hal
ini dikarenakan pencapaian kepuasan pasien

difasyankes Semester|Tahun 2025 baru dapat

Tabel 3.58

diperoleh pada minggu kedua bulan Juli 2025.
Capaiantersebut juga dapat diperoleh dengan
kondisi penting yang perlu dipenuhi, yakni jika
aplikasipelaporanINM(mutufasyankes.kemkes.
go.id) dapat diakses dengan normal dan tanpa

kendala..

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber
Dayahingga Triwulan112025

Dengan keterbataan sumber daya yang
dimiliki serta sejalan dengan kebijakan efisiensi
anggaran perjalanan dinas atas arahan Presiden
Republik Indonesia, survei kepuasan pasien
tahun 2025 dilakukan oleh masing-masing
fasyankes dan dilaporkan melalui sistem
pelaporan Indikator Nasional Mutu. Melalui
langkah ini, capaian indikator dapat diperoleh
dengan tetap mempertahankan definisi

operasional indikator yang perlu merujuk pada

Tingkat KepuasanPasiendiFasilitas Kesehatan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah
(RenstraKementerian Kesehatan2025-2029)

Judu 2025Sem.1 2026

2027 2028 2029

lIndikator Target | Capaian | Target | Capaian

Target | Capaian | Target Capaian | Target | Capaian

Tingkat 77% N/A 78 -
kepuasan
pasiendi
fasilitas
kesehatan

79 - 79,5 = 80 -
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regulasi survei kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selainitu, pemantauan
mutu melalui Indikator Nasional Mutu juga
dilaksanakan secara daring sebagai bentuk

efiseinsisumberdayayangdigunakan.

Upayauntuk mencapaitargetindikator
- Dalam mencapai target indikator yang
telah ditetapkan, telah dilaksanakan kegiatan
untukmencapaitarget, seperti:
- Akreditasi fasyankes yang sudah
mencakup Puskesmas, RS, dan Klinik
Utama.
- Sosialisasi Indikator Nasional Mutu
bagi SDM Dinas Kesehatan dan SDM
fasyankes.
- Pemantauan dan Evaluasi capaian
IndikatorMutu perprovinsi.
- Analisa dan Diseminasi hasil pelaporan

Indikator Nasional Mutu.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk
mendorong pencapaian indikator Tingkat
kepuasan pasien di fasilitas kesehatan,
ditemukan faktor yang mempengaruhi
pencapaiantarget sebagaiberikut:

a. Penghambatpencapaiantarget

-Masihadafasilitas pelayanankesehatan
yang belum memahami Indikator

Nasional Mutu pelayanan Kesehatan.
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- Masih terdapat fasilitas pelayanan
kesehatan yang belum patuh dalam
PelaporanindikatorMutu.

- Belum seragamnya pemahaman
Dinas Kesehatan mengenai tata
cara pengukuran indikator mutu dan
pelaporan Indikator Mutu sehingga
belum mampu mendampingi fasilitas
pelayanankesehatan.

- Sistem Informasi Pelaporan Indikator
NasionalMutuyangdigunakanterkadang

bermasalah/error.

Kendala jaringan di beberapa wilayah di
Indonesia.

b. Pendukungpencapaiantarget
-Akreditasifasilitaspelayanankesehatan
dijadikan persyaratan kerja sama
dengan BPJS sehingga mendorong
fasilitas pelayanan kesehatan untuk
melakukan perbaikan sesuai dengan
Standar Akreditasi yang ditetapkan bagi
masing-masing jenis fasilitas pelayanan
kesehatan.

- Kewajiban melakukan pengukuran
kepuasan pasien didalam Indikator
Nasional Mutu pelayanan Kesehatan
yang harus dilaporkan berkala ke

KementerianKesehatan.
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Adapun terkait dengan beberapa faktor
penghambat yang disebutkan di atas, maka
alternatif solusiyang dapat dilakukan adalah:

Advokasikepadapemilikfasilitaspelayanan
kesehatan agar berkomitmen untuk memenuhi
harapan pasien yang disampaikan melalui survei
kepuasanpasien.

Peningkatan pemahaman fasilitas
pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan
melaluikegiatanrefreshing daring/Iuring.

Pemantauan melalui monitoring dan
evaluasi terhadap mutu pelayanan di fasilitas
pelayanan kesehatan secara terpadu
(melibatkanlintasprogram).

Pengembangan dan pemeliharaan sistem
informasi mutu pelayanan kesehatan secara

berkesinambungan.

Tabel 3.59

3.218 Persentase
Belanja Kesehatan
Out of Pocket

a) Definisi Operasional

- Persentase pengeluaran layanan
kesehatan yang dibayar langsung oleh
individuataurumah

- tangga (out-of-pocket) dibandingkan
dengan jumlah total yang dibelanjakan
untuklayanan

- kesehatan di negara selama periode

tertentu

Persentase Belanja Kesehatan Out Of PocketSemester12025 Target - Capaian

No Semester1
Indikator Tahun2025
Sasaran Strategis Target Capaian % Capaian
1 Persentase BelanjaKesehatan Out Of Pocket 28 28.8* 97

Angkaunaudited
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b) CaraPerhitungan
Total belanja kesehatan out-of-pocket
dibagi total belanja kesehatan Indonesia dikali

100

c) Analisis Pencapaian

Belanja kesehatan rumah tangga (Out of
Pocket/OOP) dalam kerangka National Health
Account (NHA) merupakan pengeluaran untuk
barang dan jasa kesehatan yang dikeluarkan
olehrumahtangga, tidak termasuk penggantian
biaya dari pihak ketiga (reimburse), bantuan
subsidi(transfer) dan belanja jaminan kesehatan
(asuransi). Capaian tahun 2025 indikator

proporsi Out Of Pocket (OOP) terhadap total

Tabel 3.60

Total BelanjaKesehatan2014-2023

Y BE OE OB OB
WOl 1 : b Ll i

belanja kesehatan erat kaitannya dengan
perhitungan belanja OOP pada perhitungan
NationalHealth Accounts(NHA) tahun2024.

Sampai dengan semester 1 tahun 2025
produksi NHA 2024 belum dihasilkan, hal ini
dikarenakan masih menunggu beberapa data
belanja kesehatan dari KL Lain agar diperoleh
totalbelanjakesehatan. KL terkait penyediadata
dapat memberikan data setelah penyusunan
PKS selesai dan juga terdapat KL yang masih
prosespenerbitandataaudited.

Produksi NHA 2023 telah menghasilkan
estimasiagregat belanja OOP sebesarRp 175,7
Triliun dan Total Belanja Kesehatan sebesar Rp

614,5Triliunsehinggadiperolehestimasiagregat

proporsi OOP terhadap total belanja kesehatan
sebesar28,6%.
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d)Faktor - faktoryangmendukungkeber-
hasilanpencapaiantarget

Dihasilkannyatotalbelanjakesehatantahun
2024 tidaklepasdaridukunganberbagaipihak.

Perhitungan proporsi OOP terhadap total
belanja kesehatan sangat bergantung dengan
kelengkapan data belanja kesehatan skema
lainnya. Sampai dengan semester1tahun 2025,
total belanja kesehatan tahun 2024 belum bisa
diperoleh karena masih menunggu beberapa
data dari KL Lain, sehingga proporsi OOP
terhadap total belanja kesehatan belum bisa
dihitung.

Beberapa aktivitas yang mendukung
perhitungan belanja kesehatan OOP dalam
kerangkaNHA

t-ladalah:

1. Koordinasi dengan berbagai KL untuk
pengumpulan data belanja kesehatan
agardapat
2.Menghitungtotalbelanjakesehatan.
3. Penyusunan SK Tim Reviewer dan
SK Tim Teknis pengolahan data yang
mendukung produksiNHAt-1.

4. Penyusunan PKS dengan KL penyedia

data dan bernegosiasi agar tetap

e)Faktor-faktorpenghambatpencapaian
target
Beberapa faktor juga mempengaruhi
pencapaiantargetindikatorOOP, diantaranya
1. Cakupan kepesertaan JKN tinggi tapi
>20% peserta tidak aktif sehingga
mengeluarkan biaya dari kantong
sendiri untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan
2. Mekanisme rujukan berjenjang dan
antrian panjang yang sering memakan
waktu membuat masyarakat lebih
memilih biaya dari kantong sendiri
dibandingdenganmenggunakan JKN
3. Terdapat mekanisme selisih biaya
untuk naik kelas pada pembiayaan JKN
yang menggunakan tambahan dari

kantongsendiri

f) Faktor yang mendukung pencapaian
target
Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan maka alternatif solusiyang dapat
dilakukanantaralain
1. Berkolaborasi dengan BPJS kesehatan

agar meningkatkan cakupan peserta

memperoleh data meskipun PKS masih aktif
dalamproses penyusunan.
5. Triangulasi estimasi perhitungan
belanjaOOPkepadaBPS.
374 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

2. Memperluas cakupan asuransi
kesehatan baik melalui skema
pemerintah maupun swasta, Laporan
Kinerja Pusbikes Semester1Tahun 2025
Hal 19 serta memastikan paket manfaat
mencakup kebutuhankesehatanutama.
3.Mendorong implementasi kebijakan
Coordination of Benefit (CoB) melalui
Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan
Kesehatan (KAP))

4. Melakukan sosialisasi pemanfaatan

JKN untuk mengakses pelayanan

3.2.19 Persentase
Masyarakat Memiliki
Asuransi Kesehatan Aktif

a. DefinisiOperasional
Persentase dari jumlah populasi yang
dilindungi asuransi Kesehatan (JKN/asuransi

swasta/keduanya)dan berstatus aktif.

b. CaraPerhitungan

Jumlah populasi yang dilindungi asuransi

kesehatan. kesehatan yang berstatus aktif dibagi jumlah
populasidikalil00 persen.
Tabel 3.61
Persentase Masyarakat memilikiasuransi Kesehatan aktif
No Semester]
Indikator Tahun2025
Sasaran Strategis Target Capaian % Capaian
1 Persentase Masyarakat memiliki 79,5% 78,28% 78,28%
asuransiKesehatan aktif (222,6juta (222,6juta
dari228juta) dari228
juta)
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c. Analisis Pencapaian

Pencapaian indikator ini melibatkan
beberapa stakeholder terkait seperti BPJS
Kesehatan, OJK dan asuransi swasta. Sampai
dengan saat ini, Kementerian Kesehatan
belum mendapatkan data dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk jumlah individu yang
menjadi tanggungan atau yang telah menjadi
tertanggung dalam skema asuransi kesehatan.
Kondisi tersebut disebabkan khusus data
kepesertaan/tertanggung asuransi kesehatan
swasta saat ini masih belum semua dilaporkan
kepada OJK. Saatini OJKjuga sedang berupaya
untuk pengembangan sistem agar semua
informasi data kepesertaan asuransi swastabisa
tercatatlebihbaikdanrealtime. Kondisitersebut
menyebabkan penghitungan persentase
masyarakat memiliki asuransi kesehatan baru
dapat diukur dari cakupan kepesertaan aktif
programasuransi kesehatan sosial yaitu Jaminan
KesehatanNasional (JKN).

Namun demikian, Kemenkes telah
menginisiasi pertemuan dengan OJK, BPJS
Kesehatan dan Perhimpunan Asuransi
Kesehatan (Jiwa dan Umum) untuk menyepakati
perbaikan pengaturan Koordinasi Manfaat
JKN dan Asuransi Kesehatan Tambahan
(AKT) yang telah diatur dalam HK.01.07/
MENKES/1366/2024. Perbaikan ditujukan untuk

mempercepat perluasan produk AKT untuk

cakupan masyarakat yang memiliki AKT sebagai
suplemenprogram JKN.

Khsusus terkait kepesertaan aktif JKN
Kementerian Kesehatan telah melakukan
advokasi intensif kepada Pemda, BPJS
Kesehatan,danDJSNuntukmemperbaikikondisi
kepesertaan JKN, menghasilkan peningkatan
koordinasi antar lembaga dan identifikasi
kelompok masyarakat belum terjangkau,
khususnya di daerah terpencil. Namun,
tantangan sepertiliterasi keuangan rendah dan
kepatuhaniuranmasihmenghambat. Penguatan
regulasi dan edukasi masyarakat perlu
dipercepat untuk memenuhi target Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan 2025-
2029. Untuk menjaga keaktifan peserta JKN
kemampuan keuangan masing-masing daerah
jugaberpengaruhterhadapkemampuanpemda
di dalam membayarkan iuran JKN terutama
untuk penduduk yang masuk kategori kurang
mampu tapi belum tercakup dalam DTSEN,
begitu juga dengan peserta PBPU Mandiri juga
masih diperlukan kepatuhan dan kemauan
dalam membayar iuran JKN. Kementerian
Kesehatan juga mendorong BPJS Kesehatan
lebih aktif dalam memperluas kepesertaan aktif
diluarsegmen PBldan PBPU Pemda (diluaryang

dibayarolehpemerintah/pemda).
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e. Faktor yang mendukung pencapaian
target:

- Melakukan advokasi kepada pemda,
BPJS Kesehatan dan DJSN terkait kondisi
kepesertaan JKN.
- Mendorong perbaikan pengukuran
kinerja BPJS Kesehatan dalam
memperluas kepesertaan aktif diluar
segmenPBldanPBPUPemda.
- Mendorong revisi regulasi penegakan
kepatuhan pembayaran iuran dan tata
kelolaJKN.
- Mendorong OJK terkait pelaporan dan
penyediaan data by name by address

untuk pesertaasuransiswasta.

f. Faktorpenghambat pencapaiantarget:

Peserta cenderung hanya membayar jika
sakit (kepatuhanmembayarrendah).

Perluasan kepesertaan aktif oleh BPJS
Kesehatan lebih bergantung pada kepesertaan

PBldanPBUPemda(segmenbantuaniuran).
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g. Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut
yang Dilakukan
Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan maka alternatif solusiyang dapat
dilakukanantaralain:
1. Mengalokasikan anggaran untuk
mensubsidi iuran JKN bagi keluarga
miskin melalui program Penerima
Bantuan luran (PBI), menjangkau jutaan
wargatidakmampu.
2. Berkoordinasi dengan BPJS untuk
mengoptimalisasi dalam rangka
Meningkatkan fungsi aplikasi JKN Mobile
untuk mempermudah masyarakat
memantau status kepesertaan,
membayar iuran, dan mengakses

informasilayanankesehatan.

Tindaklanjut yang dilakukan adalah:

1. Monitoring dan evaluasi: melakukan
pengawasan berkala terhadap
kepesertaan aktif melalui dashboard
nasional yang terhubung dengan BPJS
Kesehatan, serta evaluasi triwulanan di
tingkatprovinsi.

2. Penguatanregulasi untuk mendukung
kepatuhan peserta dan pemberi kerja
untuk memastikan kepesertaan aktif/

membayariuran JKN.
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3. Penguatan kemitraan: berkolaborasi
dengan pemerintah daerah, fasilitas
kesehatan, dan sektor swasta untuk
memastikan kualitas layanan dan
kepatuhanpembayaraniuran.
Inovasi kebijakan: merumuskan regulasi
yang mendukung perluasan cakupan JKN,
termasuk insentif bagi daerah dengan tingkat

kepesertaantinggi.

3.2.20 RasioNamed
danNakes Terhadap
Populasi

Definisi Operasional

Jumlah tenaga medis dan kesehatan
(dokter, perawat, bidan) yang tersedia terhadap
jumlah penduduk

Formulasiperhitungan

Jumlahtenagamedisdantenagakesehatan
(dokter, perawat, bidan) yang terdata dibagi
TotalpopulasidikalilO0O0 (diKemenkes dan BPS)

Realisasi

Berdasarkan Data BPS tahun 2024, jumlah
penduduk Indonesia mencapai 284.438.782
jiwa serta jumlah tenaga dan tenaga medis yang
terdata berdasarkan data STR dari KKI sebanyak
1.543.763. PadarancanganRenstra Kementerian
Kesehatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan
targetrasiotenagamedis dantenagakesehatan
sebesar 5,3 per 1.000 penduduk, yang terdiri
atas 0,80 dokterdan 4,50 tenagaperawat serta
bidanper1.000 penduduk.

Adapun realisasi capaian hingga saat ini
menunjukkanrasio sebesar 0,76 dokter,dengan
jumlah 216.132 orang dan 4,67 perawat serta
bidandengantotal1.329.631orang.

Capaian total rasio tenaga medis dan
tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
telah mencapai 102,45% dari target yang
ditetapkan. Angka ini mencerminkan bahwa
secara kuantitatif telah melampaui target
nasional, khususnya pada kelompok perawat
dan bidan. Namun demikian, rasio dokter masih

berada sedikit dibawah target, sehingga tetap

Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terdata

Realisasi =

Realisasi =

Total populasi

1.545.763
284.438.782

x 1000

x1000
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Tabel 3.62
Capaianindikator Sasaran Strategis Ditjen SDM Kesehatan berdasarkan
rancanganRenstra2025-2029
Tujuan/Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian % Notifikasi
Strategis Strategis
Layanan Rasionameddannakes 5,30 per 5,43 per 102,43%
kesehatanyang terhadap populasi 1000 1000
baik, adildan penduduk penduduk
terjangkau

menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan
tenagamedis secarameratadanproporsional di
seluruhwilayahIndonesia.

Secara terperinci rasio dokter saat
ini berdasarkan data STR per 30 Juni 2025
0,76:1000 penduduk (216.132 dokter), rasio ini
masih belum memenuhi standar WHO yakni
1:1000 penduduk. Namun demikian untuk rasio
perawat dan bidan saat ini sebesar 4,67: 1000
penduduk (1.329.631 orang) , angka ini telah
melebihi dari standar WHO sebesar 4,5:1000
penduduk.

Bahwa hingga Semester | Tahun 2025,
dokumen Rancangan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
masih dalam proses penyusunan dan belum
ditetapkan secara resmi. Sehingga capaian
pada saatini tidak dapat dibandingkan dengan

capaian tahun lalu maupun dengan target
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SumberDataDirektorat Jenderal SDM Kesehatanper 30 Juni2025

jangka menengah. Oleh karena itu, sebagai
dasar pelaporan kinerja tahun 2025, Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan menggunakan
indikator turunan dari Renstra 2020-2024,
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian

Kinerja Ditjien SDMKesehatanTahun2025.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dalam intervensi atas pencapaian target
rasio named dan nakes terhadap populasi
telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai
berikut:

Pemberianbeasiswadokterkepadadaerah
terpencil, perbatasan, kepulauan.

Pemberian beasiswa kepada perawat
dan bidan oleh Poltekkes Kemenkes kepada
Keluargamiskinmaupunberprestasi.

Simplifikasi penerbitan STR dengan biaya

nolrupiah.
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Grafik3.75
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Sebagai kendala pencapaian atas target
indikator sasaran strategis ini yakni fakultas
kedokteran masih terbatas dalam penerimaan
kuota mahasiswa dalam rangka mencapai
rasio dokter sesuai standar WHO. Analisa atas
capaian produksi perawat dan bidan melebihi
rasio standar WHO disebabkan program studi
keperawatan dan kebidanan terdapat pada
poltekkes Kemenkes yang tersebar di seluruh
Indonesia.

Grafikdiatasmenunjukkanbahwameskipun

target rasio 5,5 tenaga kesehatan/1.000

penduduk belum tercapai, terdapat tren
perbaikan positif dari 2024 ke 2025. Apabila
intervensistrategiskonsistendilakukan, peluang
mencapai target pada tahun berikutnya sangat
terbuka.

Grafik memperlihatkan perbandingan
target dan realisasi rasio tenaga kesehatan
(nakes)per1.000 pendudukuntuk duatahun:

- Tahun 2024 mengacu standar WHO
sebesar: 5,5 per 1.000 penduduk;
Realisasi: 5,2 per1.000 penduduk.
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- Tahun 2025 mengacu standar WHO
sebesar : 5,5 per 1.000 penduduk;
Realisasi: 5,3per1.000 penduduk.

Analisis Capaian
1. CapaianTahun2024
Gap signifikan antara target dan realisasi:
Target: 5,5 Realisasi: 5,2 Selisih: -0,3 (sekitar
-5,5%). Artinya, di tahun 2024 pemerintah
belum berhasil memenuhi standar rasio yang
ditetapkan. Penyebab gapinikemungkinan:
a. Belum optimalnya rekrutmen tenaga
kesehatan.
b. Distribusi tidak merata ke daerah
tertentu.
c. Tingkat retensi yang rendah akibat
mutasiataupengundurandiri.
2.CapaianTahun2025
Perbaikan capaian dibandingkan 2024,
realisasi naik menjadi 5,3. Gap relatif mengecil
(selisihhanya -0,2). Hal inimenunjukkan adanya
perbaikan program penyediaan tenaga
kesehatan seperti penambahan formasi,
insentif, ataudistribusilebihbaik.
Capaian ini memiliki beberapa implikasi
penting:
a. Akses layanan kesehatan membaik,

meskipunbelum sesuaitarget.
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b. Perbaikan tata kelola tenaga kesehat-
ansudahmulaimenunjukkanhasil.
c. Perlumonitoring lebih ketat di daerah
dengan rasio paling rendah agar
disparitastidak makinlebar.
Kualitas layanan tetap harus diperhatikan
dengan peningkatan kuantitas nakes harus

dibarengipenguatankompetensi.

Rekomendasi:
1. Audit distribusi wilayah: Identifikasi
kabupaten/kota denganrasio dibawah
targetnasional.
2.Programpercepatanrekrutmen:Fokus
padadaerahdenganbacklogtinggi.
3. Insentif retensi: Beri penghargaan/
kompensasi bagi tenaga kesehatan di
daerahterpencil.
4. Peningkatan kapasitas: Lanjutkan
pelatihan kompetensi untuk menjaga

kualitas pelayanan.
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3.2.21ProporsiJenis Obat
(Termasuk Priduk Biologi
dan Vaksi) yang Dapat
diproduksi Dalam Negeri

Definisi operasional indikator ini adalah
proporsijenis obat termasuk produk biologidan
vaksindenganpemenuhanmelaluiprodukdalam
negeri yang ditargetkan dalam jangka waktu
tertentu. Terdiridari 34 jenis obat (untuk program
KJSU, ATM, dan obat dengan nilai terbesar), 18
jenisvaksin,dan18jenisprodukbiologi.

Produk dalam negeri untuk obat adalah
obatyangdiproduksimenggunakanbahanbaku
produksidalamnegeri.Produkbiologidanvaksin
dalam negeri adalah produk yang diproduksi di
dalamnegeriminimumdaritahap filland finish.

Cara perhitungannya adalah jumlah total
jenis obat (termasuk produk biologi dan vaksin)

yang diproduksidalamnegeridibagijumlahjenis

obat(termasuk produkbiologidanvaksin)sesuai
kebutuhanyangditargetkan dikalil100%. Jumlah
total jenis obat yang ditargetkan tersebut terdiri
dari 34 jenis bahan baku obat, 18 produk vaksin,
sertal8 produkbiologi.

Analisis Upaya Keberhasilan Pencapaian
Targetindikator

Pada tahun 2025, target indikator kinerja
proporsijenis obat (termasuk vaksin dan produk
biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri
berdasarkan Rancangan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029
yaitu sebesar 50%. Adapun realisasi indikator
kinerja tersebut pada Semester | Tahun 2025
yakni sebesar 45,71% dengan capaian 91,42%.
Realisasi indikator di Semester | Tahun 2025
menunjukkan hal yang positif untuk mencapai
target diakhirtahuninisertaperiode akhirjangka
menengah berdasarkan Rancangan Renstra

2025-2029 yaitu sebesar 80%. Indikator ini

Tabel3.63
Proporsilenis Obat yang Dapat diproduksi Dalam Negeri
No Target2025
Indikator Target Realisasi Capaian
Sasaran Strategis Smt12025 | Smt12025
1 Proporsijenis obat (termasuk vaksindanproduk 50% 45,71% 91,42%
biologi)yang dapat diproduksidalamnegeri
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Grafik3.76
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belum dapat dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya dikarenakan indikator
tersebut merupakan indikator baru, baik dari
definisi operasional maupun cara perhitungan.
Hingga saat ini, belum ada standar nasional/
internasional yang dijadikan benchmark terkait
“Proporsijenisobat(termasukvaksindanproduk

biologi)yang dapat diproduksidalamnegeri”.

Keberhasilan pencapaian target
indikator Proporsijenis obat (termasuk vaksin
dan produk biologi) yang dapat diproduksi
dalamnegeriantaralain telah dilakukanupaya

sebagaiberikut:
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- Memfasilitasi pembahasan pe-
ngembangan produksi lokal obat ber-
sama dengan stakeholder terkait baik
dalam negeri (dengan praktisi) maupun
internasional (Global Fund).

- Memfasilitasi pertemuan dengan mitra
luar negeri potensial yang dilakukan
untuk membahas peluang investasi
dalam pengembangan dan produksi
bahan baku obat melalui joint venture
antara Industri Farmasi dalam negeri
denganluarnegeri.

- Memfasilitasi monitoring dan evaluasi
terkait perkembangan ketahanan

industri dalam negeri dan dampak bagi
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impordenganmendiskusikan antaralain:
a)AnalisishargaBBO,b)Jaminanpasokan
BBO, c) Jaminan pasar penggunaan
BBO dalam negeri agar skala ekonomi
tercapaibersamakementerian/lembaga
terkait.

- Fasilitasi pertemuan monitoring dan
evaluasi progres serta kendala secara
intensif dengan industri dan pemangku
kepentingan khususnya regulatory
terkait dalam proses pengembanganin-
house dan transfer teknologi vaksin dan

produkbiologi.

Fasilitasi pertemuan industri dalam negeri
dengan mitrainternasional dalamrangka proses
penjajakan kerja sama pendanaan dan transfer
teknologi vaksin dan produk biologi untuk
dapat dikembangkan di dalam negeri seperti

bergabungdenganinisiatif global CEPI,DCVMN.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menunjang keberhasilan pencapaian
indikatorkinerja adalah:

- Melakukan pembahasan pengem-
bangan produksi lokal obat bersama
dengan stakeholder terkait, baik dalam
negerimaupuninternasional.

- Memfasilitasi pertemuan dengan mitra

luar negeri potensial dilakukan untuk

membahas peluang investasi dalam
pengembangan dan produksi bahan
bakuobat.

- Melakukan monitoring dan evaluasi
terkait perkembangan ketahanan indus-
tridalam negeri dan dampak bagiimpor
dengankementerian/lembagaterkait.

- Melakukan monitoring dan evaluasi
kepadaindustrivaksindanprodukbiologi
setiaptigabulansekaliuntukmengetahui
sejauh mana progres pengembangan,
kendala sehingga dapat membantu
merumuskan rekomendasi terkait hal
tersebut untuk dapat meningkatkan
pengembangan dan produksi biologi
danvaksindalamnegeri.

- Penjajakan kerja sama internasional
seperti kerja sama dengan MPP untuk
dapat membantu akses, proses transfer
teknologi dan produksi vaksin dan
produk biologi yang dibutuhkan di
Indonesiaagardiproduksidalamnegeri.
- Fasilitasi capacity building untuk

industridan peneliti.

Beberapafaktorpenghambatpencapaian
targetadalah:

- Ketergantungan industri farmasi

terhadap bahan baku obat impor yang

masih tinggi, sehingga skala ekonomi

dalamnegeribelumterpenuhi.
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- Kendala yang paling sering terjadi
dalam pengembangan vaksin melalui
transfer teknologi darinegaralain adalah
kendala perbedaan waktu antaranegara
pemberiteknologidanindustriindonesia
sebagai penerima, kendala bahasa
dalam dossier, kendala pemenuhan
regulasi sarana, dan produk untuk
menjamin vaksin dan produk biologi

berkhasiat,amandanbermutu.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi beberapa permasalahan
tersebutadalah sebagaiberikut:

- Melakukan langkah strategis dalam
pemberian jaminan pasar untuk bahan
bakuobatproduksidalamnegeridengan
kerjasamalintaskementerian/lembaga.
- Fasilitasi komunikasi antara negara
pemberiteknologidanindustripenerima
transfer teknologi serta komunikasi

denganstakeholderterkait.

Analisis efisiensi sumber daya yang
dilakukanantaralain:

- Melakukan efisiensi kegiatan

berdasarkan prioritas. Kegiatan yang

dilaksanakan difokuskan pada aktivitas

yang memberikan dampak langsung

terhadap pencapaianindikatorsehingga
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penggunaan sumber daya menjadi
optimal dan terarah seperti fasilitasi
changesource.

- Pelaksanaan kegiatan monitoring
dan evaluasi dengan industri dilakukan
melalui metode daring. Begitu juga
dengan proses fasilitasi pertemuan
industri dalam negeri dalam penjajakan
mitra kerja sama internasional melalui

metodedaring.

3.2.22 ProporsiJenis Alkes
yang Dapat Diproduksi
Dalam Negeri

Definisi operasional indikator ini adalah
persentase jenis alat kesehatan sesuai
kebutuhan yang ditargetkan yang dipenuhi
melaluiproduk dalamnegeridalamjangkawaktu
tertentu.

Cara perhitungannya adalah jumlah total
jenis alat kesehatan yang diproduksi secara
dalam negeridibagijumlah alat kesehatanyang
ditargetkanuntuk diproduksidalam negeridikali
100 persen. Jumlah total jenis alat kesehatan
yang dimaksud terdiri dari 50 alat kesehatan
low-medium technology dan 30 alat kesehatan

hightechnology.
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Tabel 3.64
Proporsilenis Alkes yang Dapat DiproduksiDalam Negeri
No Target2025
INDIKATORKINERJA Target Sl |
1 Proporsijenis alkesyang dapat 60% 58,75% 97,92%
diproduksidalamnegeri

Analisis Upaya Keberhasilan Pencapaian
Targetindikator

Pada tahun 2025, target indikator kinerja
proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi
dalam negeriberdasarkan Rancangan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025-
2029 yaitu sebesar 60%. Adapun realisasi
indikator kinerja tersebut pada Semester |
Tahun 2025 yakni sebesar 58,75% dengan
capaian 97,92%. Realisasiindikator di Semester

| Tahun 2025 menunjukkan hal yang positif untuk

Grafik3.77

mencapai target di akhir tahunini serta periode
akhirjangkamenengah berdasarkanRancangan
Renstra 2025-2029 yaitu sebesar 75%.
Indikatorinibelum dapat dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya dikarenakan indikator
tersebut merupakan indikator baru, baik dari
definisi operasional maupun cara perhitungan.
Hingga saat ini, belum ada standar nasional/
internasional yang dijadikan benchmark terkait
“ Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi

dalamnegeri”.

Target, Realisasi dan CapaianIndikatorProporsiJenis Alkes yang Dapat
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Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menunjang keberhasilan pencapaian

indikatorkinerja adalah:

- Percepatan hilirisasi kesiapan bahan
baku/komponen alat kesehatan sesuai
persyaratan kualitas medis (medical
grade).

- Peningkatan kapasitas SDM dalam
rangka Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik
(PPUK)alatkesehatan.

- Kolaborasi dalam rangka penguatan
jejaringsentrarisetalatkesehatan.

- Pendampingan hilirisasi penelitian alat
kesehatan dalam negeri melalui match
making antaraindustridengan peneliti.

- Pendampingan transfer teknologi
dalam pengembangan inovasi alat
kesehatandalamnegeri.

- Memonitoring dan memantauriset dan

ujiklinik alat kesehatandalamnegeri.

Faktor penghambat pencapaian target

adalah:

- Kendala saat inimasih ketergantungan
pada produk alat kesehatan impor
sehingga ekosistem alat kesehatan
belum berjalan dengan baik/lancar

khususnyatransferteknologitinggi.
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Alternatif solusi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi beberapa permasalahan
tersebutadalah sebagaiberikut:

- Fasilitasi komunikasi industri alat
kesehatan dalam pengembangan
produk alat kesehatan, percepatan
pembangunanindustri, pengembangan
sumber daya manusia, rantai pasok,
dan kesiapan bahan baku sehingga

ekosistemdapatberjalanlancar.

Analisis efisiensi sumber daya yang
dilakukanantaralain:
- Hal-hal yang mendukung dalam
pencapaian efisiensi penggunaan
sumber daya terhadap capaian
indikator proporsijenis alkes yang dapat
diproduksi dalam negeri yaitu sebagian
besar metode pelaksanaan kegiatan
monitoring dan evaluasi dengan
industri serta rapat koordinasi dengan
stakeholderlaindilakukanmelaluidaring.
Pembahasan PPUK alat kesehatan
dilaksanakan secara daring, sehingga
dapat mengefisiensi dari sisi anggaran

danwaktu.
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3.2.23 Indeks Alat

Kesehatan Memenuhi
Standar

Definisi operasional indikator ini adalah
ukuran untuk menilai tingkat pemenuhan
standar keamanan, mutu dan kemanfaatan
alat kesehatan berdasarkan hasil penilaian pre
marketdanpengawasanpost market.

Cara perhitungannya adalah indeks
keamanan alat kesehatan dihitung dari
penjumlahan seluruh indeks indikator
pembentuk. Indeks indikator pembentuk
dihitungdenganmengalikanbobotindikator (%)
dengan persen realisasi dan capaian indikator.

Adapun indikator pembentuk tersebut antara

- Persentase pemenuhan persyaratan
izin edar alat kesehatan (dengan bobot
20%).
- Persentase alat kesehatan yang
memenuhi syarat pengujian dan
penandaan(denganbobot18%,).
-Persentase PostMarketing Surveillance
Report yang ditindaklanjuti (dengan
bobot18%).
- Persentase sarana produksi alkes yang
memenuhistandar(denganbobot18%,).
- Persentase sarana distribusi alkes yang
memenuhistandar(denganbobot16%).
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas
yangmelakukankalibrasialatkesehatan(dengan

bobot7%).

Analisis Upaya Keberhasilan Pencapaian
Targetindikator

Pada tahun 2025, target indikator kinerja
Indeks alat kesehatan memenuhi standar
berdasarkan Rancangan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029
yaitu sebesar 89. Adapun realisasi indikator
kinerja tersebut pada Semester | Tahun 2025
yakni sebesar 54,31% dengan capaian 61,02%.
Realisasi indikator di Semester | Tahun 2025
menunjukkan hal yang positif untuk mencapai

targetdiakhirtahuniniserta periode akhirjangka

menengah berdasarkan Rancangan Renstra
2025-2029 yaitu sebesar 94%. Indikator ini
belum dapat dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya dikarenakan indikator
tersebut merupakan indikator baru, baik dari
definisi operasional maupun cara perhitungan.
Hingga saat ini, belum ada standar nasional/
internasional yang dijadikan benchmark terkait

Indeks alatkesehatanmemenuhistandar”.

lain:
Tabel 3.65
Indikatorindeks Alat Kesehatan Memenuhi Standar
No Target2025
Target Realisasi Capaian
INDIKATORKINERJA Smt12025 Smt12025
1 Indeks alat kesehatan memenuhistandar 89 54,31 61,02%
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Grafik3.78
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Sumberdata: Direktorat Jenderal Farmasidan Alat Kesehatan

389



BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menunjang keberhasilan pencapaian
indikatorkinerja adalah:

- Penguatan teknis pemrograman dan
database bagi pranata komputer dalam
rangka peningkatan sistem Perizinan
AlkesdanPKRT.

- Pelaksanaan kegiatan sampling dan
penguijian, serta evaluasi penandaan alat
kesehatan.

- Pengawasan iklan alat kesehatan pada
marketplace.

- Tindak lanjut terhadap laporan vigilans
alat kesehatan berupa Field Safety
Notice (FSN) Field Safety Corrective
Action (FSCA), Kejadian Tidak Diinginkan
(KTD), Recall,danPemusnahan.

- Sosialisasi standar pengujian dan
kalibrasialat kesehatan terhadap jejaring

laboratoriumpengujianalatkesehatan.

Beberapafaktorpenghambatpencapaian
targetadalah:

-Masihminimnyapenganggarankalibrasi
alatkesehatanyangrutindipuskesmas.
- Dibutuhkan penyampaian laporan
PSUR (Periodic Safety Update
Report) dari produsen alat kesehatan
kepada Direktorat Pengawasan Alat

Kesehatan secara periodik guna

memantau keamanan dan kinerja alat
kesehatan setelah dipasarkan, serta
untuk memastikan bahwa manfaat alat
kesehatan tetap melebihi risikonya
dalam penggunaan nyata. Namun saat
ini belum terdapat pedoman yang
digunakan sebagaiacuanindustri terkait
pelaporantersebut.

- Pemahaman pelaku usaha terhadap
pelaporan vigilans masih kurang
sehinggamasihbelumbanyakpelaporan
yangditerima.

- Keterbatasan SDM dalam melakukan
pengawasan dan evaluasi iklan
marketplace, sedangkan jumlah tautan
iklan yang tersedia saat ini sangat
masif, sehingga pengumpulan data
pengawasan iklan alat kesehatan dari
marketplace belumoptimal.

- Terdapat kendala akses aplikasi
e-watchdan ASPAK sehingga pelaporan
vigilans dankalibrasi alat kesehatan tidak
dapat diterimamelaluisistem.

- Adanya kebijakan efisiensi anggaran
menyebabkan keterbatasan dalam
beberapa pelaksanaan kegiatan seperti
peningkatan kemampuan SDM, inspeksi
sarana produksi dan distribusi alat
kesehatan, sertasampling danpengujian

produk alat kesehatan.
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Alternatif solusi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi beberapa permasalahan
tersebut adalah sebagaiberikut:

- Mengusulkan penambahan lokus
kegiatan kalibrasi alat kesehatan di
puskesmas padaalokasiDAK.

- Menyusun petunjuk teknis terkait
Pelaporan PSUR sebagai acuan yang
dapat digunakan oleh produsen alat
kesehatandanmensosialisasikannya.

- Menyusun Juknis Pelaporan PSUR dan
melaksanakansosialisasi.

- Melakukan sosialisasi laporan vigilans
kepada pelaku usaha atau pemilik izin
edar.

- Optimalisasi penggunaan aplikasi
e-report melalui kegiatan sosialisasi
sebagai upaya pembinaan terhadap
pelaku usaha dalam pengawasan alat
kesehatanyangadadiperedaran.

- Melakukan sosialisasi kepada
marketplace untuk pengawasan iklan
alatkesehatan.

- Melakukan koordinasi dengan pihak
pengembang dan Pusdatin terkait
permasalahan sistem e-watch dan
ASPAK.

- Melakukan kolaborasi kegiatan
peningkatan SDM Pelaku usaha antar tim

kerja.
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- Menyusun KMK Sampling dan
Pengujian untuk Alat Kesehatan dalam
penyelenggaraan Program Pemeriksaan
Kesehatan Gratis.

- Melakukan sosialisasi bagi pelaku
usaha/pemilik izin edar alat kesehatan
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis
terkait pelaksanaan sampling dan

pengujiansecaramandiri.

Analisis efisiensi sumber daya yang
dilakukanantaralain:

Adanya kebijakan efisiensi belanja
sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden
Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian
Kesehatan untuk tetap melaksanakan berbagai
program kesehatan sebagai tanggung
jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan kolaborasi dan dukungan
dari berbagai stakeholder dalam program dan
kegiatan guna tercapainyaindikatorindeks alat

kesehatanmemenuhistandar.
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3.2.24 Nilai Kapasitas
International Health
Regulations (IHR)
dalam Joint External
Evaluation (JEE)

Definisi Operasional Indikator Nilai
Kapasitas IHR dalam JEE yakni peningkatan
jumlah indikator dalam kerangka kerja
Joint External Evaluations (JEE) dengan nilai
International Health Regulations (IHR) yang baik
(skor4 dan 5). Indikator dihitung dari jumlah total
indikator JEE dengan skor 4 atau lebih dibagi
jumlah total indikator di bawah kerangka kerja
JEEdikalil00%

CapaianindikatorNilaiKapasitas IHR dalam
JEE pada Semester | adalah sebesar 59% dan
bila dibandingkan dengantarget 61% pada akhir
tahun 2025 maka indikator belum mencapai
target dengan persentase kiinerja sebesar

96.7%.

Dalam pencapaian indikator Nilai Kapasitas
IHR dan JEE terdapat beberapa kendala dan

faktor penghambat pencapaian target antara

data laboratorium sampai ke genomik
dannotifikasikasus).

- Penguatan tingkat kapasitas nasional
dalam implementasi IHR memerlukan
kolaborasi antar berbagai sektor. Koor-
dinasi antar sektorini menjaditantangan

tersendiri.

Dengan masih terdapatnya beberapa
permasalahan maka alternatif solusi yang
dapatdilakukanantaralain:

- Melakukan peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan yang terkait dengan
implementasilHR.

- Melakukan update pemetaan
kapasitas laboratorium pada fasyankes
kabupaten/kota dan provinsi yang
berkemampuan surveilans epidemiologi
(deteksi penyakit, vektor dan faktor
risiko kesehatan) dan melakukan validasi
secara rutin melalui monev program
dan aplikasi ASPAK untuk kapasitas alat
laboratorium.

- Meningkatkan koordinasi antara
lintas program dan lintas sektor terkait

baik di pusat maupun di daerah dan

lain: dengan mitra kerja pembangunan untuk
- Kapasitas deteksi dini di pintu masuk mendukung pelaksanaan pencegahan
yangbelumoptimal. dan pengendalian penyakit infeksi
- Belum ada sistem informasi surveilans emerging dan surveilans berbasis
yang terintegrasi (data epidemiologi, laboratorium.
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3.2.25 Kabupaten/Kota
yang Memenuhi Kualitas
Kesehatan Lingkungan

Kabupaten/kota yang memenuhi syarat
kualitas kesehatan lingkungan merupakan
indikator komposit yang menggambarkan
status kualitas kesehatan lingkungan pada
skala kabupaten kota. Komposit dari dua
indikator RPJMN tahun 2020-2024 yaitu desa/
kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
dan sarana air minum dengan kualitas air minum
sesuai standar. Kemudian ditambah dua
indikator Renstra Kemenkes sebelumrevisi yaitu
Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenubhi
standar dan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
yang dilakukan pengawasan sesuai standar.
Serta ditambah satu indikator baru yaitu RS
melaksanakan penyelenggaraan kesehatan
lingkungan yang merupakan pengembangan
dari indikator RPJMN yaitu Fasyankes yang
melaksanakanpengelolaanlimbahmedis sesuai
standar.

Definisi operasional indikator Kabupaten/
kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan
lingkungan yakni kabupaten/kota dengan
kualitas air minum, kualitas pangan, kualitas
udara dalam ruang yang memenubhi syarat serta

merupakankabupaten/kotasehat.
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Indikator ini dihitung dari Jumlah kumulatif
kabupaten/kota dengan kualitas air minum
memenuhi syarat di 70% sarana air minum dan
30% rumah tangga, jumlah KLB keracunan
pangan dibawah 5, kualitas udara dalam ruang
memenuhi syarat di 70% tempat fasilitas umum
dan 30% pemukiman serta 70% capaian nilai
tatananKKS.

Capaian indikator kabupaten/kota yang
memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
pada Semester | Tahun 2025 masih O, karena
belum ada komposit yang memenuhi syarat.
Bila dibandingkan dengan tahun 2020-2024,
terdapat perbedaan cara perhitungan dengan
tahun 2025. Pada tahun 2024, indikator
kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas
kesehatan lingkungan dihitung dari Kabupaten/
kota yang memenuhi 3 dari 5 kualitas kesehatan
lingkungan yaitu kabupaten/kota yang 50%
Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenubhi
standar, 65% Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
yang dilakukan pengawasan sesuai standar,
68% sarana air minum dengan kualitas air
minum sesuai standar, 60% desa/kelurahan
Stop Buang Air Besar Sembarangan dan 40%
RS melaksanakan penyelenggaraan kesehatan

lingkungan.
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Adapun capaian indikator abupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan

tahun2022-SemesterlTahun 2025 sebagaiberikut:

Grafik3.79
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Capaian indikator kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan

menunjukkanpeningkatanselamatahun2022-2024, meskipunsecarapersentase kinerjamenunjukkan

penurunan. Penurunan pada tahun 2025 menjadi 0% karena ada perbedaan cara perhitunganindikator.

Hasilanalisis berdasarkan analisis SWOT indikatorini sebagaiberikut:

Analisis SWOT untuk Indikator Kabupaten/Kotayang Memenuhi Syarat

Sebagianbesar
capaianindikator
komposit pada
tahunsebelumnya
mencapaitarget

Faktor Membantu Menghambat
DarilLuar Opportunities Threats (Ancaman)
(Peluang) Penyebaran capaianindikatorpembentukindikatorkompositbelummerata

Pemahamandaerahterkaitindikatormasihbelummerata

(28 S Kualitas KesehatanLingkunganTahun2025
Faktor Membantu Menghambat
DariDalam | Strengths(Kekuatan) | Weaknesses(Kelemahan)

Kriteriaatauindikator | 1. Indikator-indikatorkabupaten/kotakualitas kesehatanlingkunganmemiliki
kabupaten/kota pelaporancapaianyang terpisah
kualitaskesehatan 2. Terdapatindikatorbaru padakomposit perhitunganindikator Kabupaten/
lingkungan kotayangmemenuhisyarat kualitas kesehatanlingkunganyaitu kualitas
merupakan program- udaradalamruang memenuhisyarat
programyangsudah | 3. CapaianindikatorkomposityaituJumlah kumulatif kabupaten/kotadengan
berjalan kualitas airminummemenuhisyarat di70% sarana airminumdan 30% rumah

tanggabelumdapat dihitung menunggu data Surveilans Kamrt pada tahun

2024 yangdiperkirakan akanselesaidibulan Agustus
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Berbagai upaya telah dilakukan untuk
mencapai kabupaten kota memenuhi kualitas

kesehatanlingkungan, antaralain:

1. Kabupaten/Kota dengan Kualitas Air
Minum.

Sehubungan dengan amanat dan target
yang dimandatkan kepada pemerintah
Indonesia untuk Sustainable Development
Goals (SDGs) poin 6.1 yaitu universal akses
air minum untuk seluruh masyarakat dengan
target pada RPJMN 2025-2029 adalah 45%
mencapaiairminumaman, diperlukanupayadan
strategi dalam mencapai hal tersebut. Strategi
multiaspek dalam pencapaian air minum aman
perlu diimplementasikan dan dilakukan terkait
dengan penyiapan, finalisasi NSPK, penguatan
kelembagaan, dan kolaborasi; dukungan
penganggaran dan pendanaan; pengawasan
kualitas airminum; pengembanganinfrastruktur,
teknologi dan penguatan kapasitas; serta
perubahan perilaku dalam penyediaan air

minum.
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Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan
untuk mencapai indikator Kabupaten/Kota
dengan Kualitas Air Minum adalah sebagai
berikut:

a. Sosialisasi Indikator dan Penguatan
Program Pengawasan Kualitas AirMinum

Sosialisasiindikator,penguatanprogram
sekaligus desk strategi implementasi
Pengawasan Kualitas Air Minum
dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada
tanggal 7 Maret 2025 dan 10 April 2025
dengan mengundang 38 perwakilan dari
Dinas Kesehatan Provinsi, perwakilan
Kementerian/Lembaga dan mitra
pembangunanairminumdansanitasi.

b. Pelaksanaan Webinar Hari Air Sedunia
Tahun2025

Dalam rangka memperingati Hari Air
Sedunia (HAD) 2025 dengan tema
global “Glacier Preservation” yang
diperingati setiap tanggal 22 Maret dan
dilaksanakan pada 20 Maret 2025, maka

diperingati dengan Webinar Nasional
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Hari Air Sedunia 2025 dengan tema
Indonesia yaitu “Upaya Bersama dalam
MenjagaKualitas AirMinum”.

c. PembuatanVideo AirMinum Aman
Pembuatan video air minum aman
bersama Biro Organisasi dan Sumber
Daya Manusia sebagai media
komunikasi, informasi dan edukasi
kepada masyarakat melaluiinstagram @
kemenkes_ri.

d. Desk Monitoring dan Evaluasi Capaian

PKAMTriwulan1tahun2025

Desk capaian untuk monitoring
dan evaluasi indikator kabupaten/
kota dengan kualitas air minum yang
memenuhi syarat triwulan | tahun 2025
dilaksanakan pada 9 April 2025 dengan
mengundang 38 provinsi dan 514
kabupaten/kota.

e. Desk dan Diskusi Pengawasan Internal
Kualitas Air Minum dengan BUMD Air Minum
sertaPenyampaianHasilDesk

Kementerian Kesehatan dan Ke-
menterian Pekerjaan Umum melakukan
kolaborasi untuk melakukan koordinasi
lintas sektor dalam rangka pengawasan
kualitas air minum BUMD Air Minum
tahun 2025 yang dilaksanakan pada
tanggl19-23 Mei 2025. Adapun hasil dari

pelaksanaan desk ini juga disampaikan

ke seluruh Dinas Kesehatan dan
ditembuskan ke Kementerian Pekerjaan
Umum.

f. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga

Penyusunan pedoman pelaksanaan
surveilans kualitas air minum rumah
tangga (Surveilans KAMRT) untuk
finalisasi dan sosialisasi kepada daerah.
Halinisebagaibahanacuanpelaksanaan

Surveilans KAMRT ditahun 2025.

2. Kabupaten/Kota dengan Kualitas
Pangan.

Dalam memenuhi kualitas pangan yang
aman dan sehat, Kementerian Kesehatan
diamanahi terkait Pangan Olahan Siap Saji dan
Direktorat Kesehatan Lingkungan mengacu
kepada peraturan-peraturan terkait Keamanan
Pangan salah satunya adalah Permenkes
nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, Tempat
Pengelolaan Pangan yang menjadi fokus
pencapaianindikatoradalahjasaboga,restoran,
TPP tertentu, Depot Air Minum (DAM), rumah
makan, gerai pangan jajanan, gerai pangan
jajanankeliling, dapur gerai panganjajanan, dan
sentra pangan jajanan/kantin. Pengawasan

dilakukandenganberbasisrisiko.
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Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang
ada dilakukan pembinaan dan pengawasan
agar pangan yang dihasilkan memenuhi syarat
Higiene Sanitasi Pangan (HSP) dan terhindar dari
Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan
dan ada upaya pengendalian keracunan
pangan terhadap pangan yang dihasilkan oleh
TPP. Ditambah pembinaan dan pengawasan
dilakukan juga untuk Sarana Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi
pangan olahan siap saji untuk pemenuhan
penerima manfaat pada program MBG.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai
indikatorindikator dan dalam upaya percepatan
pencapaiantargetindikatorTPP antaralain:

a. Menyusun NSPK dan mensosialisasi-
kannya

- Menyusun Pedoman Penyelenggaraan
dan Pengawasan Keamanan Pangan
ProgramMakan Bergizi Gratis.

- Bekerjasama dengan UNICEF dan
BGN menyusun Rekomendasi Sistem
Penjaminan Keamanan Pangan dan
Pengelolaan Limbah Program Makan
Bergizi Gratis.

- Menyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) Keamanan Pangan
dalam mendukung Program Makan

BergiziGratis(MBG).
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- Surat Edaran Dukungan Pelaksanaan,
Pembinaan dan Pengawasan Keamanan
Pangan Olahan Siap Saji pada Program
Makan Bergizi Gratis dan disebarkan
kepadaDinas Kesehatandidaerah.
- NSPK sudah disosialisasikan melalui
e-Library https://link.kemkes.go.id/
multi/Links/lists/elibPenyehatanPangan
b. Membuat media Komunikasilnformasi
Edukasi (KIE) dalam upaya mensosialisasikan
pangan aman dan upaya edukasi untuk mas-
yarakat memilihpanganyangaman
c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia (SDM)
- Peningkatan Kapasitas Tenaga
Sanitasi Lingkungan (TSL) melalui
Workshop Keamanan Pangan Siap Saji
Berbasis Risiko bagi Tenaga Kesehatan
Lingkungan.
- Peningkatan Kapasitas Penjamah
Pangan melalui Kursus Keamanan
Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan
dan Tenaga Kesehatan. Sudah dilakukan
pembelajaran sampai angkatan 3 (masih
berlangsung sd 31 Juli 2025) melalui

Plataran Sehat Kemenkes.
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d. Koordinasi dengan Lintas Sektor dan
Lintas Program

- Koordinasi dilakukan dengan Badan
GiziNasioanal dalam upaya pengawasan
dan pembinaan keamanan pangan
dalammendukung program MBG.
- Koordinasi dengan Badan Pangan
Nasional (Bappanas) terkait Keamanan
Pangan Segar
- Mendukung terwujudnya Zona Kuliner,
Halal, Aman, Sehat (Zona KHAS) yang
diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi
dan Keuangan Syariah (KNEKS) dibawah
Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal (BPJPH).
- Koordinasi dengan dengan lintas
program di Kemenkes seperti Direktorat
Surveilans dan Karantina Kesehatan
memperkuat dataKeracunanPangan.
- Koordinasi dengan Kemendikdasmen
terkait pembuatan kurikulum modul
PelatihanbagiTenagaPendidik.

e. Sosialisasi dan Edukasi Keamanan

Pangan

- Sosialisasi tentang Keamanan Pangan
dilakukan melalui webinar dalam rangka
Hari Keamanan Pangan Sedunia (HKPS)
2025 dengan mengundang BGN,
Bappanas dan Akademisi dengan tema
Peran Penting Sains dalam Keamanan

Pangan

Sosialisasi SOP Keamanan Pangan pada
Program MBG kepada Dinas Kesehatan dan
Puskesmas.

f. Monitoring dan Evaluasi

- Dalam upaya memperkuat hasil
pengawasan dan pembinaan dilakukan
pencatatan dan pelaporan hasil
pengawasan TPP. Upaya yang dilakukan
diantaranya:

- Upaya memantau hasil TPP memenuhi
syarat dilakukan monitoring dengan
melakukan validasi data capaian
indikatorpertriwulan.

- Upaya pencegahan KLB Keracunan
Pangan dilakukan validasi data KLB
KeracunanPanganper3bulandanupaya
yang dilakukan daerah penanggulangan
KLBKeracunanPangan.

- Melakukan pendampingan kepada
Dinas Kesehatan yang wilayahnya

mengalamiKLB Keracunan Pangan.

3.Kabupaten/KotaDenganKualitasUdara
DalamRuang YangMemenuhiSyarat.

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia
dalam mendukung pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) khususnya yang
terkait dengan polusi udara, yaitu target 3.9.1
(mengurangi kematian akibat polusi udara),

target 7.1.2 (akses terhadap energi bersih dan

398 LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

efisien), dan target 11.6.2 (tingkat paparan
penduduk terhadap polusi udara), maka
pemerintah terus mendorong berbagai upaya
strategis untuk meningkatkan kualitas udara,
tidak hanya udara ambien, tetapi juga udara
dalamruang.

Penanganan masalah pencemaran udara
dan dampak kesehatan yang ditimbulkannya
memerlukan kerjasama lintas sektoral dan
multidisiplin, hal ini dikuatkan di dalam Peraturan
Perundangan yang berlaku. Peraturan
Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-
Undang tentang Kesehatan mengamanatkan
Kementerian Kesehatan sebagai sektor utama
dalam upaya pengelolaan dampak kesehatan
akibat udara dan pengelolaan kualitas udara
dalamruang.

Strategi yang dilakukan dalam rangka
mencapai indikator kabupaten/kota dengan
kualitas udara dalam ruang yang memenuhi
syarat mencakup berbagai aspek mulai dari
penyusunan NSPK, Koordinasi Lintas Sektor
dan Lintas Program, Sosialisasi, Pendampingan
hingga Monitoring dan Evaluasi.

a. PenyusunanNSPKterkaitkualitasudara
dalamruang

- Pedoman Surveilans Kualitas Udara

Dalam Ruang (SKUDR) dan Dampak

Kesehatan.
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- Pedoman Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Meningkatkan Kualitas Udara
Dalam Ruangan Guna Mempromosikan
Rumah Sehat.

- Peta Jalan Kesehatan Udara Nasional
2025-2030.

- Surat Edaran Kesiapsiagaan Bidang
Kesehatan Menghadapi Potensi
Peningkatan Polusi Udara serta
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di
MusimKemarau

b. SosialisasiPedoman Surveilans Kualitas
Udara Dalam Ruang (SKUDR) dan Dampak
Kesehatan.

Kegiatan ini dilakukan dalam 3 regional
(regionall,2dan3)padatanggall1O,11,dan14 April
2025 dengan tujuan memastikan pemahaman
dan implementasi SKUDR yang seragam di
lapangan dengan sasaran penanggung jawab
kesehatan lingkungan di Provinsi/Kabupaten/
Kota/Puskesmas.

c. FasilitasiPersiapanPelaksanaan SKUDR

Menindaklanjuti kegiatan Sosialisasi
Pedoman Surveilans Kualitas Udara Dalam
Ruang (SKUDR) dan Dampak Kesehatan, maka
dilaksanakan penyiapan dan pendalaman
teknis kepada kabupaten/kota yang terpilih
sebagai target sasaran SKUDR. Kegiatan
penyiapan dan pendalaman teknis dilakukan

kepada 125 Kabupaten/Kota terpilih (50% dari
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target 250 kabupaten/kota) dalam 2 regional
(regional 1 dan 2) pada tanggal 2 dan 5 Mei
2025. Kegiatan ini meliputi pendalaman teknis
dalam penyiapan sumber daya (instrumen dan
peralatan pengukuran), penyiapan stratifikasi
dan penentuan sampel, teknis pelaksanaan
pengukurandaninputdatake e-monev SKUDR.

d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
SKUDR

Melakukan monitoring capaian SKUDR
melalui alat bantu “tools” berbasis digital yang
telahdikembangkanyaitu E-Satu SKUDR.

e. KoordinasiLintas SektordanProgram

Melibatkan berbagai lintas program
di Kementerian Kesehatan, Lintas sektor
Kementerian/Lembaga, serta para pakar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
program kualitas udara dalam ruang antara
lain koordinasi dengan Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan unit kerja
di Kemenkes (Biro Hukum, Pusat Krisis, dan unit
lain yang terkait) dalam rangka penyusunan
Perjanjian Kerja Sama antara Kemenkes dan
BMKG.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat
memperkuat sistem pengawasan kualitas
udara dalam ruang secara nasional, sehingga
setiap kabupaten/kota mampu mencapai
kondisi udara dalam ruang yang aman, sehat,

dan memenuhi syarat, sebagai bagian dari

perlindungan kesehatan masyarakat secara
menyeluruh.

Dalam pelaksanaan kabupaten/kota
yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
daerah yang belum tercapai masih terkendala
dalam sumber daya yang ada, di antaranya
tenaga sanitarian/pengelola program kesling,
peralatan/bahan, reagen dan dukungan
penganggaran. Namun potensi terjadinya
kegagalan dalam pencapaian kabupaten/
kota memenuhi kualitas lingkungan di tahun
yang akan datang dapat diantisipasi dengan
memperhatikan ketersediaan anggaran
terutamareagensia bagiyang telah memiliki alat
uji kualitas lingkungan pada sanitarian kit dan
ketersediaan anggaran pemeriksaan kualitas
lingkungan di laboratorium kesehatan daerah
yangada provinsi/kabupaten/kota.

Dalam sistem penganggaran Kementerian
Kesehatan sudah mengalokasikan melalui
anggaran DAK Fisik dan Non Fisik untuk
pengadaan reagen dan sanitarian Kit,
peningkatan kapasitas di tingkat provinsi/
kabupaten/kota sampai Puskesmas (pelatihan
Tenaga Sanitasi Lingkungan & pelatihan
Pengelolaan Limbah Fasyankes), surveilans
kualitas lingkungan (Surveilans KAMRT, TFU dan
TPP). Diharapkan ke depannya daerah dapat
mengalokasikan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan masing-masing untuk peningkatan

pelayanankesehatanlingkungandidaerah.
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Secara umum kendala dan permasalahan
dalam mencapaiindikator kabupaten kotayang
memenuhi kualitas kesehatan lingkungan dapat
dipecahkandenganstrategi:

- Peningkatan pengawasan kualitas
kesling.

- Pemetaan wilayah berbasis risiko/
kerentanan menjadi dasar untuk
intervensi.
-Peningkatanjejaringkemitraan.

- Meningkatkan advokasi dan sosialisasi
kepadapemegangkebijakan

- Peningkatan kualitas Kesehatan
lingkungan melalui intervensi
peningkatan akses/perbaikan kualitas
untuk pencegahan penyakit.

- Peningkatan kapasitas dan jejaring
laboratorium.

- Penerapan teknologi tepat guna (TTG)
untukmeningkatkankualitaslingkungan.
- Berkoordinasi dengan stakeholder
terkait.

- Pelayanan kesehatan lingkungan
didukung dengan sistem informasi/
digitalisasidisetiaplayanan.

- Pemberianreward kepada daerahyang
berprestasi dalam rangka percepatan

pembangunan Sanitasi.
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- Peningkatan kapasitas petugas
sanitiarian di level Provinsi/Kab/Kota/
Puskesmas melalui pembiayaan APBN,

DAKNonFisik danHibah.

Namun, secara spesifik pemecahan
masalah dapat dilakukandengan:
1. Kabupaten/Kota Dengan Kualitas Air
Minum
- Membuat sosialisasi terkait persiapan
kegiatan pengawasan kualitas airminum
kepada Dinas Kesehatan Provinsi/
Kabupaten/KotadanTSLdiPuskesmas;
- Koordinasi kepada Dinas Kesehatan
dalam percepatan pelaksanaan
pengawasan kualitas air minum pada
saranaairminum;
- Melakukan koordinasi pelaksanaan
pengawasan kualitas air minum dengan
BUMD air minum bersama-sama
Kementerian PU, BPPW dan Dinas
Kesehatan.
2. Kabupaten/Kota dengan Kualitas
Pangan (PemecahanMasalah)
- Dalam upaya meningkatkan pangan
aman sehat dan TPP memenuhi syarat

dilakukanbeberapaupayadiantaranya:
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- Menambah kegiatan peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan, penjamah
masyarakat dan masyarakat melalui
workshop, kursus keamananpangandan
edukasi/penyuluhankeamananpangan.
- Memperkuat peraturan pengawasan
Keamanan Pangan Olahan Siap Saji.
- Peningkatan Koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga terkait
Keamanan Pangan seperti Kementerian
Pertanian, Kementerian Perindustrian,
Kementerian KelautandanPerikanan
- Membuat media-media KIE dan
diinformasikan melalui platform web
Kemenkes, Ayo Sehatdll.
- Memperkuat aplikasi data pencatatan
pelaporan terkait keamanan pangan dan
pengawasan TPP Memenuhi Syarat
3) Kabupaten/Kota Dengan Kualitas
UdaraDalamRuang Yang Memenuhi Syarat
Sosialisasi Pedoman Surveilans Kualitas
Udara Dalam Ruang (SKUDR) dan Dampak
Kesehatan di permukiman bagi seluruh petugas
kesehatanlingkunganbaik diPuskesmas, Dinkes
Kabupaten/KotadanDinkesProvinsi.
4) Kabupaten/KotaSehat
Capaian indikator penyelenggaraan
KKS TW | masih dalam jalur yang benar dan
belum ditemukan kendala yang signifikan

akan menghambat proses penilaiannya.

Sebagian besar indikator KKS dinilai dengan
cara membandingkan capaian masing-masing
indikator pada tahun 2023 dan 2024 sehingga
padaperiodeTWIlinisebagianbesarkabupaten/
kota masih dalam proses mengumpulkan data
akhir capaian tahun 2024 beserta dengan data
dukungnya dan sebagiannya lagi masih dalam

proses verifikasiditingkat provinsi.

3.2.26 Persentase Provinsi
dan Kabupaten/Kota
yang Menyelaraskan
Perencanaan
Pembangunandan
Mencapai Target Tahunan
Pembangunan

Definisi Operasional

Persentase provinsi dan kabupaten/kota
yang:

1. Menerapkan minimal 75% indikator PP
RPJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai
indikator Pembangunan Daerah dalam RPJMD
dan/atau Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-
2029.

2.Dapatmencapaitarget tahunanindikator
yang tercantum pada poin a dalam dokumen
perencanaan tahunan (RKPD/Renja bidang

Kesehatan)T-1.
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CaraPerhitungan

Persentase provinsi dan kabupaten/kota
yang

1. Menerapkan minimal 75% indikator PP
RPJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai
indikator Pembangunan Daerah dalam RPJMD
dan/atau Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-
2029 serta;

2.Dapatmencapaitargettahunanindicator
yang tercantum pada poin a. Dengan unit

populasi: 546 (provinsidankabupaten/kota).

CapaianlindikatorKinerja

Hingga semester | 2025 data capaian
belum tersedia untuk persentase provinsi
dan kabupaten/kota yang menyelaraskan
perencanaan pembangunan dan mencapai
target tahunan Pembangunan dari target
sebesar 20% hal tersebut dikarenakan belum
dilaksanakannya penilaian keselarasan
dokumen RPJMD dan/atau Renstra Dinas

Kesehatan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk
mencapaitarget:
- Pelatihan perencana pembangunan
kesehatan daerah Kabupaten/Kota
Angkatan 1 - 9 bekerjasama dengan

BBPKMakassar.

LAKIP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER | 2025

- Pendampingan tata kelola program
kesehatan (penyusunan Renstra
dan renja PD) di 50 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

- Sinkronisasi perencanaan pusat dan
daerah padaRakortekrenbangnas Tahun

2025.

Faktor-faktor penghambat dalam
pencapaiantarget:
- Hingga semester | dokumen RPJMD
dan/ Renstra Dinas Kesehatan belum
selesai disusun sehingga penilaian
terhadap dokumen RPJMD dan Renstra
Dinas Kesehatanbelumdapat dilakukan.
- Estimasi waktu penilaian keselarasan
dokumen RPJMD dan Renstra Dinas
Kesehatan baru dapat dilakukan pada
triwulan IV dan penilaian capaian target

pembangunankesehatanpadaT+].
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3.2.27 Pengeluaran
Kesehatan Total Per Kapita

Definisi Operasional

Pengeluaran yang digunakan untuk
kesehatan dari seluruh sumber pendanaan
dibandingkan dengan jumlah populasi pada

periode waktu tertentu.

CaraPerhitungan
Jumlah pengeluaran untuk kesehatan total

dibagi jumlah penduduk pada periode waktu

Analisis Pencapaian

Sampai dengan Semester | Tahun 2025,
total belanja kesehatan belum bisa diperoleh
terkendala karena adanya kementerian/
lembaha yang belum bisa memberikan data.
Sebagai catatan, apabila data bisa diberikan
pun, angka yang dihasilkan masih berupa
data sementara dan adanya potensi terjadi
perubahan di akhir semester kedua karena data
yangdiperolehSemester|2025inimasihberupa

dataunaudited.

yangditentukan
Tabel 3.67
Capaianindikator Pengeluaran KesehatanTotal perKapita
No Semesterl
Tahun2025
IndikatorKinerja Program Target Gl %
Capaian
1 Pengeluaran KesehatanTotal PerKapita 2,2% N/A N/A
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Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan
untuk MencapaiTarget

- Follow up pengumpulan data ke

kementerian/lembaga terkait. Estimasi

total belanja kesehatan diperoleh pada
pertengahan Juli.

- Mengirimkan surat permintaan data

belanja kesehatan untuk versi audited

untuk mengoreksi total belanja

kesehatanpadasemesterkeduananti.

Faktor PenghambatPencapaian Target
- Masih ada kementerian/lembaga yang
belum memberikan data sehingga total
belanja kesehatan belum bisa dihitung.
Setelah data terkumpul lengkap, total
belanja kesehatan perkapita baru dapat

dihitung.

Faktor yang mendukung pencapaian
target:
- Berkoordinasi dengan kementerian/
lembagayangbelummemberikandata.
- Melakukan estimasi/proyeksi belanja
kesehatan terhadap data yang belum

tersedia.
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3.2.28 Skala Investasi
SektorKesehatan

Definisi operasional indikator ini adalah
total peningkatan per tahun skala investasi di
sektor Kesehatan dari entitas domestik swasta
(Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) dan
internasional (Penanaman Modal Asing/PMA).

Cara perhitungan adalah total peningkatan
per tahun skala investasi di sektor Kesehatan
dari entitas domestik swasta (Penanaman
Modal Dalam Negeri/PMDN) dan internasional
(PenanamanModal Asing/PMA)

Nomenklatur DO dan cara perhitungan
sama tetapi untuk detail cara perhitungan
denganmenjumlahkanseluruhrealisasiinvestasi
PMDN dan PMA baru serta perluasan investasi
di sektor kesehatan pada tahun berjalan,
dikurangi dengan total realisasiinvestasi PMDN
sehingga didapatkan nilai peningkatan maupun

penurunaninvestasi.
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Tabel 3.68
Persentase Skalalnvestasi Sektorkesehatan
% Progress
Tujuan Indikator Sasaran Strategis Target Capaian Capaian
TataKelolaDanPendanaan PengeluaranKesehatan 0,7 miliar 0 20
Kesehatanyang efektif Total PerKapita dolarAS

Analisis Pencapaian

Data yang diperlukan untuk mencapai
output ini diperoleh dari Badan Koordinasi
PenanamanModal(BKPM)dengancarameminta
data sekunder dari Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM, dan sumber lain yang relevan
untuk dianalisis.

Target ISS Skala Investasi di Sektor
Kesehatan belum tercapai hingga Semester |
Tahun2025, dengankemajuankegiatansebesar
20%. Skala investasi di sektor kesehatan
merupakan indikator penting dalam mengukur
kemampuan sistem untuk mencapai ketahanan
kesehatan nasional. Berdasarkan Rancangan
Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029,
investasi di sektor kesehatan mencakup
investasi pada farmasi, alat kesehatan (alkes),
danfasilitas pelayanankesehatan(fasyankes).

Hingga tahun 2025, investasi di sektor
kesehatan menunjukkan peningkatan moderat,

terutama pada pembangunan dan revitalisasi

rumah sakit, serta penguatan produksi alat
kesehatan dan bahan baku obat dalam negeri.
Namun, proporsi investasi swasta dan BUMN
masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan.

Selainitu, investasibelummerataantarwilayah.

Kegiatan yang Dilaksanakan untuk
MencapaiTarget
Beberapa kegiatan utama yang telah
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
targetindikatorinimeliputi:
-Penyusunan kajian tren dan peluang
investasi di sektor farmasi, alkes, dan
fasyankesolehPusjak SSDK;
- Sosialisasiinsentif investasi kesehatan
kepadainvestordanBUMN;
- Koordinasilintas sektor (dengan BKPM,
Kemenperin, Kemenkeu) dalam rangka
menyelaraskan kebijakan investasi dan

pengadaanalatkesehatan;
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- Penyusunanregulasi pendukung untuk
mendorong penanaman modal dalam
negeri (PMDN) dan luar negeri (PMA) di

sektorstrategiskesehatan.

FaktorPenghambat PencapaianTarget
Beberapa kendala yang menghambat
peningkatan skala investasi kesehatan di
antaranya:
- Tingkat kepastian regulasi dan iklim
investasi yang masih belum optimal bagi
investor strategis;
- Keterbatasan data daninformasipasar
bagi calon investor untuk mengambil
keputusan;
- Ketergantungan pada impor alat
kesehatan dan bahan baku obat, yang
menurunkan daya saing industri dalam
negeri;
- Lemahnya sinergi pusat-daerah dalam
percepatan perizinan dan tata ruang

investasifasyankes.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut
yang Dilakukan
Sebagai tindak lanjut, beberapa solusi dan
langkah strategis yang diambil antaralain:
- Penyusunan peta jalan investasi sektor
kesehatan berbasis data tren dan

proyeksikebutuhan;
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- Kolaborasi aktif BUMN, swasta, dan
mitra internasional untuk pembiayaan
investasifasyankes;

- Penguatan sistem data investasi
kesehatan dalam dashboard sektor
kesehatandan SATUSEHAT;

- Pemberianinsentif fiskal dan non-fiskal
melalui kebijakan afirmatif, terutama
untuk industri substitusi impor dan
pembangunan layanan kesehatan di

daerahtertinggal.

3.2.29 Persentase
Fasilitas Kesehatan yang
Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Kesehatan
Nasional (SIKN)

Definisi Operasional

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
(RS, Puskesmas, Klinik, Labkes, TPM Nakes yang
terkoneksi dengan aktif mengirimkan data
dalam sistem informasi kesehatan nasional. Unit

populasi: total seluruhfaskes (tanpaapotik)

Caraperhitungan
Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan (RS,
Puskesmas, Klinik, Labkes, TPMD/DG) yang

terkoneksi (aktif mengirimkan data) dalam
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Tabel 3.69
Capaianindikator Pengeluaran KesehatanTotal per Kapita
Target2025
IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian
2025 Smt12025 Smt12025
Persentasefasilitas kesehatanyangterintegrasidalam 50% 51,74% 103,4%
sisteminformasikesehatannasional (SIKN)

sistemkenasionaldibagijumlahpopulasiseluruh
fasilitas pelayanan Kesehatan (FKTP dan RS)
yangteregistrasi tahun2024.

Analisa pencapaian

Target indikator Sasaran strategis
Persentase FasilitasKesehatanyangTerintegrasi
dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional
(SIKN) pada tahun Tahun 2025 adalah 50%.
Dari hasil identifikasi sebesar 51,74% fasilitas
kesehatanyang telah terintegrasi dalam Sistem
Informasi Kesehatan Nasional (SIKN). Berbagai
upaya telah dilakukan, mulai dari penyediaan
aplikasi Rekam Medik Elektronik (RME) gratis,
penyampaian notifikasi rutin melalui email
ke Rumah Sakit dan Klinik Utama yang belum

mengimplementasikan RME.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai
target:

- Surat himbauan Ditjen Kesehatan

Lanjutan mengenai percepatan imple-

mentasiRME terintegrasi SATUSEHAT.

- Penerapan sanksiadministratif berupa
penurunanstatus akreditasibagiRSyang
belummengimplementasikan RME.

- Penyediaan aplikasi RME gratis oleh
Kemenkes: SIMGOS RS, SIMGOS Kilinik,
ODELIA(bidan), SIKDA-NG,dan ASRI.

- Pengiriman email notifikasi ke
Rumah Sakit dan Klinik Utama yang
belum mengimplementasikan RME ke

SATUSEHAT setiap bulan

Faktor pendukung dalam mencapai
target:
- Adanya Surat Edaran dari Ditjen
Kesehatan Lanjutan Nomor
HK.02.02/A/1107/2025 tentang Pen-
daftaran SistemRME.

Kendala dan tantangan dalam mencapai
target:
- Masih terdapat fasyankes yang tidak
memilikikoneksiinternet.

-Keterbatasan SDMIT didaerah.
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- Tidak terdapat alokasi biaya untuk
penyediaan sistem untuk RME infra-
strukturnya(serverdll).

- Terdapat beberapa Rumah Sakit dan
Klinik Utama emailnya tidak aktif.

3.2.30 Persentase
Masyarakat yang Terpantau
Kesehatannya Melalui SIKN

a. Definisi Operasional

Persentase Masyarakat usia produktif
(15-64) yang terpantau data kesehatannya
melalui dashboard atau menerima notifikasi dari
berbagai kanal komunikasiberdasarkan layanan

Kesehatanyangditerima.

b. Caraperhitunganindikator
Jumlah usia produktif yang terpantau

kesehatannya/Masyarakatusiaproduktif*100%

c.RencanaAksidalammencapaitarget
1.MelaksanakanProgram Cek Kesehatan
Gratis secara inklusif bagi seluruh
masyarakat, tidak terbatas pada yang
sedangberulangtahun.
2. Mengimplementasikan Program Cek
Kesehatan Gratis (CKG) khusus untuk

siswa SekolahMenengah.
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d. Upaya yang dilaksanakan untuk
MencapaiTarget

1. Melakukan promosi program Cek
Kesehatan Gratis (CKG)
2. Promosiyang dilakukan adalah melalui
berbagai media (penyiaran berita,
release pers, mediasosial).
3.Melakukanpengirimanblast whatsapp
untuk melakukan Cek Kesehatan Gratis
(CKG)kepadamasyarakatyangberulang
tahun.
d.Melakukan kerjasama dengan

berbagaipihak (Komunitas, Gojek, MRT).

CapaianKinerja

Pada Semester | Tahun 2025, capaian
pada indikator Persentase masyarakat yang
terpantau kesehatannya melalui Sistem
Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) tercatat
sebesar 12,9% atau 25.442.180 jiwa. Angka
ini menunjukkan bahwa capaian semester |
mencapai sekitar 51,8% dari target tahun 2025
sebesar25% (49.000.000jiwa).
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3.2.51Pertumbuhan
Layanan Kesehatan
Berbasis Kedokteran Presisi
yang Diimplementasikan

Definisi OperasionalIndikator
Pertumbuhan jumlah layanan Kesehatan
berbasis kedokteran presisi di Indonesia diukur

padainterval setiap tahun

CaraPerhitunganIndikator:

Jumlah layanan Kesehatan berbasis
kedokteran presisi di tahun berjalan dikurangi
dengan jumlah layanan kesehatan berbasis
kedokteran presisi di tahun baseline dan dibagi
layanan Kesehatan berbasis kedokteran presisi

ditahunbaseline dikalil00%

Rencana Aksi yang dilakukan untuk
mencapaitarget
Dalam mencapai target indikator diatas,
Direktorat Pengembangan Pelayanan
Kesehatan Rujukan menyusun rencana aksi
sebagaiberikut:
-Menyusunrancangan PeraturanMenteri
Kesehatan terkait penyelenggaraan
pelayanankedokteran presisi.
- Melakukan sosialisasi dan advokasi

penyelenggaraan pelayanan ke-

dokteran presisi kepada Fasyankes
penyelenggara (rumah sakit dan klinik
utama).

- Melakukan pembinaan serta
pendampingan implementasi penye-
lenggaraan pelayanan kedokteran
presisi.

- Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap implementasi
penyelenggaraanpelayanankedokteran

presisi.

Upaya yang dilaksanakan untuk Mencapai
Target

Pencapaian target indikator pertumbuhan
layanan berbasis kedokteran presisi yang
diimplementasikan dilakukan melalui koordinasi
dengan rumah sakit vertikal. Direktorat
Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Rujukan telah mengusulkan alokasi anggaran
untuk kegiatan pendukung yang masih
dalam proses pembahasan revisi dokumen
anggaran baik di tingkat Kemenkes, Bappenas
maupun Kementerian Keuangan (DJA) pasca
implementasi Permenkes Nomor 21 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan:

1. Penyusunan Pedoman Pelayanan
KedokteranPresisi

Penyusunan pedoman merupakan

amanah dari Undang-Undang Nomor
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17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
dimana pelayanan kedokteran presisi
merupakan bagian dari pemanfaatan
teknologi biomedis. Tata cara perizinan
penyelenggaraan layanan kedokteran
presisi di fasyankes diamanahkan
dituangkan dalam bentuk peraturan
Menteri Kesehatan yang selanjutnya
secara tekis disusun dalam bentuk
pedomanuntuktingkat operasionalisasi.
2. Koordinasi Teknis dan Workshop
Penyelenggara KedokteranPresisi

Koordinasi dilaksanakan untuk
mendapatkan gambaran terkait isu
terkini penyelenggaraan kedokteran
presisi di rumah sakit dan persiapan
Monitoring Evaluasi RS Penyelenggara
Kedokteran Presisi yang akan diadakan.
Adapun workshop dilaksanakan
dalam rangka peningkatan kapasitas
dan sosialisasi regulasi terkini pada
RS/Kklinik utama yang akan dan telah
menyelenggarakan pelayanan ke-
dokteran presisi serta laboratorium

penyelenggarapemeriksaan genetika.

3. Monitoring dan evaluasi penyelenggara
kedokteran presisi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan

bersama dengan BB Binomika untuk

memastikan pencapaianindikator serta

mengetahui gambaran implementasi
pelayanankedokteranpresisi.

4. Pemberian izin/penetapan Lembaga,

khususnya Fasyankes penyelenggara

pelayanankedokteranpresisi.

CapaianKinerja

Target capaian kinerja indikator
Pertumbuhan layanan berbasis kedokteran
presisi yang diimplementasikan di tahun 2025
adalah sebesar 100%. Per Semester | Tahun
2025 terdapat dua rumah sakit yang telah
menyeleggarakan layanan berbasis kedokteran
presisi, yaitu layanan iCare yang digunakan
untuk pemeriksaan kanker di RS Dharmais dan
pemeriksaan kelainan kromosom janin (non-
invasive perinatal testing) di RSAB Harapan
Kita. Layanan kedokteran presisi tersebut juga
merupakan baseline yang digunakan dalam
perumusan indikator pada tahun 2024. Apabila
dilakukan perhitungan capaian indikator
berdasarkan cara hitung pada rancangan
dokumen Renstra Kemenkes 2025-2029, maka
belum ada realisasi indikator pada periode

Semester| Tahun2025.
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Gambar3.17 NIPRRSABHarapanKitadaniCare RS .

Tabel 3.70
TargetdanRealisasilndikator PertumbuhanLayanan Berbasis Kedokteran
Presisiyang Diimplementasikan
2025
IndikatorKinerja Target Realisasi
(%) (%)

Pertumbuhanlayananberbasis kedokteran presisiyang 100 0
diimplementasikan

Analisis CapaianKinerja

Layanan kedokteran presisi merupakan
pendekatan baru untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit dengan mem-
pertimbangkan gen, lingkungan, dan pola hidup
seorang pasien. Berdasarkan capaian pada
semesterlterdapat2layanankedokteranpresisi
yang telah diselenggarakan oleh rumah sakit.
Adapun layanan kedokteran presisilainnya yang
saat ini sedang dalam tahap pengembangan
adalah CholestoGen (pemeriksaan familial

hypercholesterolemia) oleh RSCM dan

Care4Rare (pemeriksaan sekuensing untuk
penyakitlangka)oleh RS Dr. Sardjito.

Berdasarkan capaian pada Semester |
Tahun2025,masihbelumterdapatpertumbuhan
layanan berbasis kedokteran presisi yang
diimplementasikan, namun demikian dari
hasil koordinasi dan perencanaan kegiatan
diperkirakan dapat tercapai sesuai target pada
semesterll.

Target capaian kinerja indikator
strategis Pertumbuhan layanan kedokteran

kesehatan berbasis kedokteran presisi yang
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diimplementasikan ditahun 2025 adalah adalah
100% pada periode semester | tahun 2025
indikatorinibelummemilikirealisasi.

Kementerian Kesehatan telah menyusun
dokumen Rencana Strategis K/L Tahun 202-
52029 di mana merupakan bagian dari salah
indikator kinerja baru untuk mengukur tingkat
keberhasilan program. Oleh karena dokumen
Rencana Strategis K/L Tahun 2025-2029 baru
ditetapkan pada tahun 2025, maka belum ada
realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun
terakhir yang dapat dijadikan sebagai data
pembanding.

Pada periode Semester | Tahun 2025 juga
belum ada realisasi capaian untuk indikator
pertumbuhan layanan berbasis kedokteran
presisi yang diimplementasikan. Maka dari itu
upaya untuk mendukung keberhasilan program
kerja Renstra Kemenkes perlu dilakukan
percepatan untuk memastikan indikator
tahunan dan jangka menengah dapat tercapai
sesuaitargetyangtelahditetapkan.

Termasuk belum ada data pembanding
secara nasional terkait pertumbuhan layanan
kedokteran berbasis kedokteran presisi yang
diimplementasikan sehingga tidak dapat

dilakukan perbandinganrealisasikinerja.
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Permasalahan
Dalam upaya pencapaian indikator,
ditemukan faktor-faktor yang menjadi
penghambat dalam pencapaian indikator,
antaralain:
-Regulasiteknisterkaitpenyelenggaraan
layanan kedokteran presisi masih dalam
prosespenyusunan.
- Belum tersedia sistem informasi untuk
penetapan fasyankes penyelenggara
layanankedokteran presisi.
-Anggaranyangtersedia(existing)belum
bisa digunakan karena masih di-hold
menunggu proses pembahasan antara
Kemenkes, Bappenas dan Kemenkeu

(DJA).

Usulan PemecahanMasalah
Terdapat beberapa upaya yang telah
dilakukan guna mengatasi kendala dalam
pencapaianindikator, yaitu:
- Melaksanakan proses penyusunan
RMPK Teknologi Kesehatan Substansi
KedokteranPresisi.
- Melakukan pengembangan sistem
informasi penetapan fasyankes
penyelenggara layanan kedokteran

presisi.
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- Percepatan proses pembahasan
program dan anggaran dalam
mendukung capaian indikator
yang menjadi ampuan Direktorat
Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Rujukan dengan berkoordinasi dengan
bagian perencanaan dan anggaran di
lingkungan Sekretariat Ditjen Kesehatan

Lanjutan.

Analisis penyebab keberhasilan/
kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
dengan pencapaian indikator berkaitan dengan
terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan,
penyiapan penyusunan NSPK, fasilitasi,
pendampingan, monitoring evaluasi serta

implementasi penyelenggaraanlayanan.

3.2.32 Peningkatan
Kapabilitas Uji Klinik di
Indonesia

Definisi operasional indikator ini adalah
pertumbuhan jumlah uji klinis yang dilakukan di
Indonesiadiukurpadainterval setiap tahun.

Adapun cara perhitungannya adalah
jumlah uji klinis yang dilakukan di tahun berjalan
dikurangi tahun baseline dibagi dengan jumlah

Ujiklinis ditahun baseline dikali100%.

Analisa Upaya Keberhasilan Pencapaian
Targetindikator

Pada tahun 2025, target indikator kinerja
peningkatan kapabilitas uji klinik di Indonesia
berdasarkan Rancangan Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan tahun2025-2029 yaitu

Tabel 3.71
Persentase PeningkatanKapanilitas UjiKlinik dilndonesia
Target2025
IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian
2025 Smt12025 Smt12025
Peningkatankapabilitas ujiklinik dilndonesia 8% 10% 125,00%
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sebesar 8%. Adapun realisasi indikator kinerja
tersebut pada Semester | Tahun 2025 yakni
sebesar 10% dengan capaian 125%. Realisasi
indikator di Semester| Tahun 2025 menunjukkan
hal yang positif untuk mencapai target di akhir
tahun ini serta periode akhir jangka menengah
berdasarkan Rancangan Renstra 2025--029
yaitusebesar12%.

Indikator ini belum dapat dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan
indikator tersebut merupakan indikator
baru, baik dari definisi operasional maupun
cara perhitungan. Hingga saat ini, belum ada
standar nasional/internasional yang dijadikan
benchmark terkait “Peningkatan Kapabilitas Uji
Klinikdilndonesia”.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menunjang keberhasilan pencapaian

indikatorkinerjaadalah:
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- Melakukan fasilitasi uji klinik vaksin TB
kepadalembaga penelitian untuk dapat
dilaksanakan uji klinik vaksin di dalam
negeri melalui anggaran negara. Hal ini
telah dilakukan melalui Call for proposal
industri yang memiliki penelitian dan
pengembanganterkaitvaksin TB.

- Melakukan dukungan pembiayaan
untukindustrifarmasiyangmelaksanakan
ujiklinik.

- Melakukan desk monitoring dan
evaluasipelaksanaan ujiklinik.

- Melakukan fasilitasi pertemuan antara
organisasi internasional dan industri
vaksin dan produk biologi dalam negeri
serta stakeholder terkait dalam rangka
pengembangan dan pelaksanaan

proses ujiklinikdilndonesia.
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- Melakukan monitoring dan evaluasi
untuk mendukung pengembangan
vaksin dan produk biologi baru hasil uji
Klinik.

- Berkoordinasi untuk mendorong
harmonisasi regulasi penyederhanaan
perizinan uji klinik dan registrasi produk

denganstakeholder.

Beberapa faktor penghambat pencapaian
targetadalah:

- Kendala suplai yang dihadapi oleh
industribahanbakuobatsertakontinuitas
riset pengembangan BBO dikarenakan
perubahan prioritas BBO menyebabkan
keterlambatan pengembangan obat
dengan BBO dalam negeri oleh industri
farmasi.
- Masih adanya industri obat tradisional
yang belum memahami persyaratan
administrasi pengajuan permohonan
persetujuan pelaksanaan uji klinik
fitofarmaka.
- Uji klinik vaksin dan produk biologi
memerlukan biaya yang tinggi serta
prosesregulasiyang kompleks sehingga
terdapat keterbatasan jumlah uji klinik
yang dilakukan oleh suatu industridalam

kurunwaktu tertentu.

Alternatif solusiyang dapat dilakukan untuk
mengatasi beberapa permasalahan tersebut
adalahsebagaiberikut:

- Memfasilitasi pertemuan dengan
organisasi internasional dan funding
capitalsepertilFC, Global Fund.

- Pendampingan kepada industri obat
tradisional terkait persyaratan dan
alur dalam pengajuan permohonan
persetujuan pelaksanaan uji klinik
fitofarmaka.

- Melakukan monitoring secara intensif
untuk memastikan pelaksanaan uji klinik
vaksindan produk biologiberjalan sesuai

timeline yang telah ditentukan.

Analisis efisiensi sumber daya yang
dilakukan antaralain:

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan

melalui metode hybrid sehingga dapat

menghemat penggunaananggaran.
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3.2.33 Nilai Reformasi
Birokrasi Kementerian
Kesehatan

Definisi Operasional
Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian
Kesehatanterhadap capaiantargetindiKatorRB

GeneraldanRB Tematik.

CaraPerhitungan

Hasil penilaian penjaminan kualitas oleh Tim
MonevKemenkesberdasarkanpenilaianmandiri
atas capaiantargetindikator RB General dan RB

Tematik.

Analisa pencapaian

Reformasi Birokrasi merupakan upaya
pembaruan dan perubahan mendasarterhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang
ditujukan untuk mempercepat pencapaian
prioritas pembangunan nasional. Meskipun
dalam draf Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2025-2029 indikator Nilai
Reformasi Birokrasi tidak lagi diusulkan sebagai
Indikator Kinerja Program (IKP), tapi karena
dokumen Renstra tersebut belum ditetapkan,
maka pengukuran terhadap indikator ini tetap
dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun

2025. Target capaian yang ditetapkan adalah
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90,01, sebagaimanatercantumdalamdokumen
Perjanjian Kinerja, dengan metode penilaian
mandiri (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Tim
Monev ltjen.

Sepanjang tahun 2023 hingga 2025,
telah terjadi sejumlah perubahan kebijakan
dari Kementerian PANRB yang memengaruhi
pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi,
antaralain:

1. PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan PermenPANRB
Nomor 25 tahun2020 tentang Roadmap
ReformasiBirokrasi;

2. PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023
tentang EvaluasiReformasiBirokrasi;

3. PermenPANRB Nomor 8 Tahun
2024 tentang Tata Cara Penyesuaian
TunjanganKinerja;dan

4. KepmenPANRB Nomor 182 Tahun
2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi
ReformasiBirokrasiTahun2024;.

Sebagaiimplikasi dari kebijakan tersebut,
pelaksanaan evaluasi RB tidak lagi dilakukan
melaluiinstrumen LKE PMPRB dantidak terbatas
pada unit eselon|saja. Penilaian kini difokuskan
pada hasil pembangunan yang berdampak
langsung kepada masyarakat, dengan metode

evaluasiberbasis duadimensi:
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1. RB General, yakni penilaian atas
tata kelola birokrasi yang mencakup
26 indikator perbaikan sistem dan
kelembagaan, dinilai oleh kementerian/
lembaga teknis (leading institution)
sesuaiindikatormasing-masing;

2. RB Tematik, yakni penilaian ter-
hadap kontribusi birokrasi dalam
menyelesaikan isu pembangunan
prioritas. Untuk tahun2024-2025, tema
RB Tematik yang ditetapkan adalah
digitalisasi pemerintahan dalam rangka
penanggulangan stunting, dengan
KementerianKesehatanditunjuksebagai

leadinginstitution.

Sebagai leading institution, Kementerian
Kesehatan wajib menyediakan data dan
kebijakan yang relevan dengan pengendalian
stunting, termasuk target dalam RPJMN serta
capaian program pengendalian stunting
tingkat kabupaten/kota hingga nasional.
Biro Organisasi dan SDM, selaku Sekretariat
Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan,
memfasilitasi pelaksanaan RB di tingkat
kementerian, sekaligus menjalankan mandat
sebagai Kepala Bidang Organisasi dan SDM
pada Cultural Transformation Office sesuai
Keputusan Menteri KesehatanNomorHK.01.07/
MENKES/181/2024.

Dengan berlakunya sistem evaluasi yang
terdesentralisasi, maka penilaian mandiri
(PMPRB) oleh masing-masing unit eselon| tidak
lagi diberlakukan. Sebagai gantinya, setiap
unit kerja pengampu indikator RB General dan
RB Tematik wajib mengintegrasikan indikator
tersebut ke dalam perencanaan kinerja unit
masing-masing, guna menjamin keberhasilan
pencapaian indikator secara nasional. Hal
ini menjadi penting mengingat salah satu
persyaratan dalam pemberian tunjangan kinerja
100% adalah pencapaian nilai RB minimal 90,01,
sebagaimana diatur dalam PermenPANRB

Nomor8Tahun2024.

Berdasarkan hasil evaluasi RB Tahun
2024 sebagaimana tertuang dalam Surat
Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan Nomor B/766/RB.06/2025
tanggal 26 April 2025, Kementerian Kesehatan
memperoleh nilai RB sebesar 91,76, melebihi
target yang ditetapkan. Capaian tersebut
disajikan dalam Gambar 3.18 berikut:
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Capaian ini merupakan hasil dari sinergi
seluruh unit pengampu indikator RB dan
dukungan koordinatif Tim Monev RB, baik
secara internal maupun dengan instansi
evaluator nasional. Dengan capaian tersebut,
Kementerian Kesehatan telahmemenuhiseluruh
syarat pengusulan penyesuaian tunjangan
kinerja, yaitu:

1. Capaian quick wins reformasi birokrasi
diatas70%, khususnya penyederhanaan
struktur organisasi yang telah mencapai

100%;
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Indeks M0 Keresterien Kesehatar Lebun NN aceieh 91,76 dergan bategort "A". Rrcan
S e e 1o ete 4 adokeh setaag o bev i o

2.NilaiReformasiBirokrasi= 85; dan

3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dariBPK.

Sebagaitindaklanjut, proses pembahasan
penyesuaian tunjangan kinerja telah dilakukan
oleh:

- Kementerian PANRB, yang menilai
dampak program RB Kementerian
Kesehatan terhadap masyarakat dan
telahmemberikan persetujuan;

- Kementerian Keuangan, yang
memastikan efektivitas dan efisiensi
program serta kesiapan fiskal
KementerianKesehatan; dan

- Kementerian Hukum dan HAM, yang
menyatakan bahwa harmonisasi
Rancangan Perpres Tunjangan Kinerja
telah selesai melalui surat Nomor PPE.
PP.01.03-4341 tanggal 30 Desember
2024 dan siap ditetapkan menjadi

PeraturanPresiden.
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Tabel 3.72
Capaian Nilai ReformasiBirokrasiKemenkes Tahun2022-2025
Indikator Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2023 2024 Semesterl2025
NilaiReformasiBirokrasiKemenkes 87,5 90,83 90,11 91,76

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

untukmencapaitarget

Untuk mendukung pencapaian target nilai

Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Tahun

2025, telah dilaksanakan berbagai

kegiatan strategis oleh Biro Organisasi dan

Sumber Daya Manusia selaku Sekretariat Tim

ReformasiBirokrasi.

Faktor - faktor penghambat pencapaian

target
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- Dalam pelaksanaan fasilitasi Reformasi
Birokrasi Tahun 2025, terdapat
beberapa kendala yang mempengaruhi
pencapaiantargetindikator,antaralain:
- Terdapat perubahan kebijakan teknis
evaluasi RB yang berdampak pada
penyesuaian kembali target masing-
masing indikator penilaian RB yang telah
ditetapkansebelumnya.

- Terdapat beberapa indikatoryang hasil
penilaiannya baru dapat ditetapkan

setelah tahun berjalan (T+1), seperti

IKPA, IPA, opini BPK terhadap laporan
keuangan, dan capaian Indikator Kinerja
Utama program prioritas nasional
maupun programutama Kementerian.

- Terdapat perbedaan persepsi antara
Kementerian Kesehatan dengan
Kementerian PANRB terkait data real
time capaian penanggulangan stunting

secaranasional.

Faktor -faktor yang mendukung

keberhasilanpencapaiantarget

- Melakukan eskalasi dan update
perkembangan isu strategis terkait
perubahan kebijakan RB secara nasional
ke tingkat Pimpinan untuk segera
mendapatkanarahandanditindaklanjuti.
- Penguatan koordinasi dengan Leading
Institution terkait seperti Kementerian
PANRB, Kementerian Dalam Negeri,
BKN, Bappenas, Kemenkeu dll. untuk
menyamakan persepsi terhadap
metodologi dan definisi operasional

masing-masingindikatorpenilaian;
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- Penyamaan persepsi antara
Kementerian PANRB dan Kementerian
Kesehatan terkait data capaian program
penanggulangan stunting, yaitu dengan
menggunakan data Survei Status Gizi
Indonesia.

- Penguatan dan pembagian peranyang
jelasantaraSekretariatTimRB, TimMonev
RB, dan penanggung jawab masing-
masing indikator dalam penyelesaian
permasalahan dan menindaklanjuti
tahapan kegiatan yang perlu dilakukan
dalam fasilitasi pelaksanaan RB
Kemenkes.

- Melakukan pertemuan rutin dan
berkala dengan Tim Monev dan
penanggungjawab RB General dan
RB Tematik untuk meningkatkan hasil
penilaianRBoleh pihak eksternal.

- Penerapan transformasi internal
Kementerian Kesehatan yang
terintegrasi dengan program reformasi
birokrasi.

- Penerapan kebijakan core value ASN
BerAKHLAK mendorong dibentuknya
agen-agenperubahandalambentuk Tim
ASNMuda, TimChampionpadaUPTyang
mempercepat perubahan pelayanan

publik.
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- Keterlibatan peran Pimpinan dalam
pelaksanaan Program Reformasi

Birokrasi.

Kegiatan yang telah dilakukan sepanjang

semesterltahun2025 diantaranya:

1. Sebagai leading institution program
RB Tematik digitalisasi pemerintahan
dengan fokus penanganan stunting,
Kementerian Kesehatan menyediakan
kebijakan dan data yangrelevan dengan
program pengendalian stunting,
diantaranya target program dalam
RPJMN dan capaian program secara
berjenjang dari tingkat kabupaten/kota
hingganasional.

2. Koordinasi informal dengan
Kementerian PAN dan RB terkait
kebijakan pelaksanaanRBtahun2025.
3. Koordinasi informal dan formal
dengan tim monev dan unit kerja
penanggungjawab indikator penilaian
RB general dan RB tematik dalam hal
reviu rencana aksi dan memastikan
keberlangsungan program RB tahun
2025.

4. Eskalasi isu di tingkat pimpinan agar
seluruh indikator RB general diinte-
grasikan dalam Perjanjian Kinerja seluruh
pimpinan unit kerja penanggungjawab

indikator.
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5. Biro Organisasi dan SDM selain

menyelenggarakan fungsi fasilitasi

pelaksanaan

Kementerian, juga menjadi unit
kerja penanggungjawab indeks
penyederhanaan struktur organisasi,
penerapan mekanisme kerja, dan
sistem merit. Secara berkala, dilakukan
koordinasi baik formal maupun informal
denganunitkerjaterkaituntukmelakukan
evaluasi terhadap penerapan ketiga

indikatorRB generaltersebut.

reformasi birokrasi

Denganberakhirnyagranddesignreformasi
birokrasi 2010-2025 dan roadmap reformasi
birokrasi 2020-2025, maka pelaksanaan
program RB instansi pemerintah pada tahun
2025 memasuki masa transisi menunggu
selesainya proses penyusunan grand design
reformasi birokrasi 2025-2045 dan roadmap
reformasi birokrasi 2025-2029. Dalam masa
transisi kebijakan ini, Kementerian PAN dan RB
akan menerbitkan Surat Edaran yang mengatur
pelaksanaan program reformasi birokrasi pada
masa transisi. Kebijakan pada masa transisi ini
akan mempengaruhi pelaksanaan program RB

Kemenkes padasemesterll.

No

Indikator
Sasaran
Strategis

Definisi Operasionaldan
caraPerhitungan

Target

Realisasi

Capaian
Kinerja

Angka
Kematian
Balita

Jumlahkematiananakberusia
O-4tahun(0-59bulan)pada
tahuntertentuper1000kelahiran
hidup padatahunyangsama.
Nilainormatif AKBaadalah
sebagaiberikut:

-2140 =sangat tinggi
-71<AKBa<140 =tinggi
-20<AKBa<70 =sedang
-<20=rendah
CaraPerhitungan:

Jumlah pendudukyang
meninggal padaumur0-4tahun
(O-59bulan)padatahuntertentu,
dibagijumlahpendudukusia
O-4tahun(0-59bulan)pada
pertengahantahunyangsama,
dikalit000
AKBa=(JK<5th/JLH)*1000
Keterangan:
-AKBa:Angkakematianbalita
(AKBa) per1000 kelahiran hidup
-JK<5th:Jumlah pendudukyang
meninggal padaumur0-4tahun
(O-59bulan) padawaktutertentu
-JLH:jumlahlahirhidup pada
tahunyangsama

15

19,83

67,80

Tabel3.73
Indikator CapaianKinerjaSemesterlTahun2025
No Indikator
Sasaran Definisi Operasionaldan Target Realisasi Capaian
Strategis caraPerhitungan Kinerja
1 Angka AngkaKematianlbu (AKI) 122 189 45,08
Kematian adalahjumlahkematian
lbu perempuan akibatsebabapa

punyangberkaitandengan
ataudiperburuk olehkehamilan
ataupenanganannya (tidak
termasuk sebab kecelakaanatau
insidental), yang terjadiselama
masa kehamilan, persalinan, atau
dalam 42 harisetelahkehamilan
berakhirtanpamemandang
lamanyakehamilan atautempat
persalinandandinyatakanper
100.000 kelahiran hidup dalam
periode waktu tertentu

Prevalensi
Stunting
(Pendek
dan
Sangat
Pendek)

Persentase balitausia 0-59
bulandengandengankategori
status giziberdasarkanindeks
tinggibadanataupanjangbadan
menurut usia(TB/U atau PB/U)
memilikiz-score kurangdari-2
standardeviasi(SD)padasuatu
wilayah dan kurunwaktutertentu.
Caraperhitungan:
Jumlahbalitausia 0-59 bulan
dengankategoristatus gizi
pendekdansangatpendek
,dibagidenganjumlahbalitausia
0-59bulanyangdiukurpanjang
badanatautinggibadan, dikali
100%

18.08

19,84

94,68
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No | Indikator
Sasaran Definisi Operasionaldan Target Realisasi Capaian
Strategis caraPerhitungan Kinerja
4 Angka Rata-ratajumlahtahundalam 13,90 N/A N/A
Harapan kesehatanpenuhyangdapat
Hidup pada diharapkanseseoranguntuk
Umuré0 hidup padausia 60 tahun,
Tahun(HALE berdasarkantingkatkesehatan
60) dankematianyangburuk saatini.
Caraperhitunganindikatorini
adalahharapanhidup padausia
60 tahundikurangitingkattahun
hilangkarenakecacatan(YLD)
karenasemuapenyebab.Data
indikator AngkaHarapanHidup
padaumuré60 tahun(HALE 60)
didapatkandarisurvei.Pada
tahun2025belumdilaksanakan
surveiterkait, sehinggadata
capaianAngkaHarapanHidup
padaumuré60 tahun(HALE 60)
Tahun2025 SemesterTmasih
belumtersedia.
5 Cakupan Proporsijumlahpenerima 36 3,8 10,56
penerima pemeriksaan gratis padasemua
Pemeriksaan kelompokusiaterhadapjumlah
Kesehatan penduduk.
Gratis CaraPerhitungan
(persen) Jumlah penerimapemeriksaan

kesehatangratis padasemua
kelompokusia, dibagitotal
penduduk, dikalil100%
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No | Indikator
Sasaran Definisi Operasionaldan Target Realisasi | Capaian
Strategis caraPerhitungan Kinerja
6 Prevalensi Perbandinganantarajumlahpenduduk 1,4 N/A N/A
depresidi umur = 15tahunyang saatinimengalami

umurz15 gangguandepresi, terhadap jumlah

tahun seluruhpendudukberumur=15tahun
padawilayahtertentu
CaraPerhitungan:

Jumlah pendudukumur15tahunke atas
yang saatinimengalamigangguan
depresi(menurut MINI)dibagijumlah
seluruhpenduduk berumur=15tahun
7 Kabupaten/ persentase kabupaten/kotayang 60 N/A N/A

Kotayang mencapaitargetimunisasilengkap

Mencapai sesuaisiklus hidup. Indikator dihitung dari

Target perhitunganjumlahkabupaten/kotayang

Kekebalan mencapaitargetimunisasibayilengkap,

Kelompok badutalengkap, antigenbaru, dananak
usiasekolahdasarlengkap minimal 60%
dibagitotaljumlahkabupaten/kotadikali
100%.

8 Angka kabupaten/kotadenganproporsi 50 46,8 93,6

Populasi non-hipertensiminimal 75%, proporsi

Bebas non-diabetes melitus minimal 85%

PenyakitTidak | menerapkanKTR. Indikatordihitung

Menular darijumlahkabupaten/kotadengan
proporsinon-hipertensiminimal 75%,
proporsinon-diabetes melitus minimal
85% menerapkanKTRdibagijumlahtotal
kabupaten/kotadikalil00%. Proporsi
dihitungberdasarkanhasil skrining.
CapaianindikatorAngkaPopulasiBebas
Penyakit Tidak Menular (PTM), sampai
SemesterlTahun2025 sebesar46,8% dari
target50% atautercapaisebesar93,6%.
Indikatorinimerupakanindikatorbaru
dalamdraf RenstraTahun2025-2029 dan
tidak ada perhitunganbaseline sehingga
perbandingancapaiandengantahun
sebelumnyatidak dapat dibandingkan.
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No |Indikator
Sasaran Definisi Operasionaldan Target | Realisasi | Capaian
Strategis caraPerhitungan Kinerja
9 Angka kabupaten/kotayangmemenuhikeberhasilan 10 39 0,39
Populasi pengobatanTB>90%, penemuankasus
Bebas TB>90%, danminimal 2 dariODHIV dalam
Penyakit pengobatan ARVyangditesviralloaddengan
Menular hasilviralload tersupresi 95% eradikasiframbusia
daneliminasimalaria. Indikatorinidihitung
dariJumlah kabupaten/kotayang memenuhi
keberhasilanpengobatanTB > 90%, penemuan
kasusTB > 90%, dan minimal 2 dariyakni ODHIV
dalampengobatan ARV yangditesviralload
denganhasilviralload tersupresi95%, eradikasi
frambusia, eliminasimalaria dibagijumlah
kabupaten/kotadikalil100%.
10 Persentase Persentase penduduk dengan skorliterasi 36,3
Penduduk kesehatanmasukkategori”sufficient” dan
dengan “‘excellent”.
Literasi Literasikesehatanyangdimaksudadalahtingkat
Kesehatan kemampuanmengakses, memahami, menilai
danmenerapkaninformasikesehatanuntuk
mengambilkeputusanyangterkait pelayanan
kesehatan, pencegahan penyakitdanpromosi
kesehatan
Caraperhitungan:
Jumlah penduduk denganskorliterasikesehatan
masuk kategori”sufficient” dan “excellent”,
dibagitotalresponden, dikalil00%
Nilailiterasikesehatantiapindividu diukur
denganinstrumenHLS-ID16 denganskala0-64
selanjutnya dikategorikansbb:
el iterasikesehataninadequate: skorO-16
el iterasikesehatan problematic:17 - 32
el iterasikesehatansufficient: 33-48
el iterasikesehatanexcellent: 49 - 64
11 Proporsi Persentase penduduk yang melakukan aktivitas 65 N/A N/A
Penduduk fisikyangdianjurkan (>150 menit) selamajangka
dengan waktutertentu (Iminggu) terhadap penduduk
Aktivitas berusia>10 tahun padajangkawaktuyangsama
Fisik Cukup

Caraperhitunganyaadalah Jumlah penduduk
yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan
(>150 menit) selamajangkawaktutertentu (1
minggu) terhadap penduduk berusia>10 tahun
padajangkawaktuyang samadalamsuatu
wilayah, dibagijumlah penduduk>10tahun, dikali
100%.
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No | Indikator
Sasaran Definisi Operasionaldan Target Realisasi | Capaian
Strategis caraPerhitungan Kinerja
12 Kabupaten/ kabupaten/kotayang telahterverifikasi 30 8 26,7
Kota Sanitasi 100% KK setop buangairbesar
Total Berbasis sembaranganditempat terbukadan
Masyarakat minimal 75% KK berperilaku 3 pilar STBM
lainnya. Indikator dihitung dari Jumlah
kabupaten/kotayangtelahterverifikasi
100% KK setop buangairbesar
sembaranganditempat terbukadan
minimal 75% KK berperilaku 3 pilar STBM
lainnya.
13 Prevalensi kasus obesitas padapendudukusia>18 23,4 1 N/A
Obesitas>18 tahundengankategoriBMI>27 dalam
tahun setahun. Indikatorprevalensiobesitas
dihitungdarijumlah penduduk umur>18
tahundenganhasilpengukuranIMT =27
dibagidenganjumlahpopulasisasaran
dikali100%.
Indikator prevalensiobesitas>18 tahun
jugamenjadiindikatorpadatahun
2020-2024 dengantargetyangberbeda
padaperiode2020-2024 targetindikator
21,8% sedangkan padaperiode 2025-
2029%targetindikatorsebesar23,4%.
14 Persentase Fasilitaskesehatan primer 85 N/A N/A
Kabupaten/ a. 80% desadikabupaten/kotamemiliki
Kotadengan setidaknya1Pustu; dan
Fasilitas b.80% Puskesmas dikabupaten/kota
Kesehatan melayani <30ribupenduduk ataujarak
Sesuai <120 menit.
Standar 2.Fasilitaskesehatanlanjutan minimal
Trumah sakitkelas Cuntuk setiap
kabupaten/kota sesuaikebutuhan
Caraperhitunganindikatoradalah
jumlahkabupaten/kotayang memiliki
jumlahPuskesmas, PustudanRS sesuai
kebutuhan, dibagijumlahkabupaten/kota
dikali100%.
427
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No Indikator
Sasaran Definisi Operasionaldan Target Realisasi | Capaian
Strategis caraPerhitungan Kinerja
15 Persentase persentase fasilitas pelayanankesehatan 83 75,04 90,41
Fasilitas (Puskesmastermasuk Labkesmas danRS)
Pelayanan yangsecarakonsistenmempertahankan
Kesehatan tingkatkecukupanpasokankesehatan
dengan esensial, termasuk diagnostik, reagen, obat-
Perbekalan | obatan,vaksin, sesuaidenganpedomanuntuk
Kesehatan memenuhikebutuhan pasiendan masyarakat,
Sesuai dalamjangkawaktu tertentu.
Standar
Caraperhitungannyaadalahjumlahfasilitas
pelayanankesehatandenganperbekalan
kesehatanyangmemadaisesuaistandar
dibagijumlahtotalfasilitas pelayanan
kesehatandikalilOO persen.
16 Persentase Indikator persentasefasilitas pelayanan 33 58,26 176,53
Fasilitas kesehatan mencapaiakreditasiparipurna
Pelayanan memilikidefinisioperasional yakniPersentase
Kesehatan fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Klinik Utama,
Mencapai Unit Pengelola Darah, LaboratoriumMedisdan
Akreditasi Rumah Sakit pemerintah) dengan akreditasi
Paripurna paripurna.
Caraperhitungan
Jumlahfasilitas Kesehatan (Puskesmas, Klinik
Utama, Unit Pengelola Darah, Laboratorium
Medis danRumah Sakit pemerintah)yang
mendapatkan status akreditasiparipurnadan
masih berlaku dalamkurunwaktu2025-2029
dibagiJumlahfasilitas Kesehatanyang
teregistrasidikalil00%
17 Tingkat Mengukurtingkat kepuasan masyarakat 77 N/A N/A
Kepuasan dalambentuk feedback dansurveiterhadap
Pasiendi pelayanankesehatanoleh Puskesmasdan
Fasilitas fasilitas kesehatanlanjutan (Rumah Sakitdan
Kesehatan Klinik Utama).

CaraPerhitungan

Total nilaipersepsi(Indeks Kepuasan Pasien)
seluruhrespondendarimasing-masing
fasyankes (Puskesmas, RS, danKlinik Utama)
yangtelahdibobotisesuaijumlahmasing-
masing fasyankesyangdievaluasiuntukIndeks
KepuasanPasiendibagitotal seluruhfasyankes
yangdievaluasinilailndeks Kepuasan
Pasiennya, dikali100%.
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No | Indikator
Sasaran Definisi Operasional Target Realisasi | Capaian
Strategis dancaraPerhitungan Kinerja
18 Persentase
Belanja
Kesehatan
Outof
Pocket
19 Persentase | Persentase darijumlahpopulasiyangdilindungi 79,5 78,28 78,28
Masyarakat asuransi Kesehatan (JKN/asuransiswasta/
Memiliki keduanya)dan berstatus aktif.
Asuransi CaraPerhitungan
Kesehatan Jumlah populasiyangdilindungiasuransi
Aktif kesehatanyangberstatus aktif dibagijumlah
populasidikalil00 persen.
20 Rasio Jumlahtenagamedis dankesehatan(dokter, 5,30 5,43 102,43
Named perawat, bidan)yangtersediaterhadapjumlah
danNakes penduduk
Terhadap Formulasiperhitungan
Populasi Jumlahtenagamedis dantenagakesehatan
(dokter, perawat, bidan)yang terdatadibagi
Total populasidikalil000 (diKemenkes dan
BPS)
21 Proporsi proporsijenis obat termasuk produk biologi 50 45,71 91,42
Jenis Obat danvaksin dengan pemenuhanmelaluiproduk
(Termasuk dalamnegeriyangditargetkandalamjangka
Priduk waktu tertentu. Terdiridari 34 jenis obat (untuk
Biologi programKJSU, ATM, danobat dengannilai
danVaksi) terbesar), 18 jenisvaksin, dan18 jenis produk
yangDapat | biologi.
diproduksi Produk dalamnegeriuntuk obatadalah obat
Dalam yangdiproduksimenggunakanbahan baku
Negeri produksidalamnegeri. Produk biologidan
vaksindalamnegeriadalah produkyang
diproduksididalamnegeriminimumdaritahap
filland finish.
Caraperhitungannyaadalahjumlahtotaljenis
obat (termasuk produk biologidanvaksin)
yangdiproduksidalamnegeridibagijumlah
jenisobat (termasuk produkbiologidanvaksin)
sesuaikebutuhanyangditargetkandikali
100%. Jumlahtotaljenis obatyangditargetkan
tersebut terdiridari 34 jenisbahanbakuobat, 18
produkvaksin, serta18 produk biologi.
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No |Indikator
Sasaran Definisi Operasional dan Target Realisasi Capaian
Strategis caraPerhitungan Kinerja
22 Proporsi persentasejenis alat kesehatansesuai 60 58,75 97,92
JenisAlkes kebutuhanyangditargetkanyang
yang Dapat dipenuhimelaluiproduk dalamnegeri
Diproduksi dalamjangkawaktutertentu.
DalamNegeri
Caraperhitungannyaadalahjumlahtotal
jenisalatkesehatanyang diproduksi
secaradalamnegeridibagijumlahalat
kesehatanyangditargetkanuntuk
diproduksidalamnegeridikalil00 persen.
Jumlahtotaljenis alatkesehatanyang
dimaksudterdiridari 50 alatkesehatan
low-mediumtechnologydan 30 alat
kesehatanhightechnology.
23 Indeks Alat kuranuntuk menilaitingkat pemenuhan 89 54,31 61,02
Kesehatan standarkeamanan, mutudan
Memenuhi kemanfaatanalatkesehatanberdasarkan
Standar hasil penilaian pre marketdan
pengawasanpost market.
Caraperhitungannyaadalahindeks
keamanan alat kesehatan dihitung dari
penjumlahanseluruhindeksindikator
pembentuk. Indeksindikatorpembentuk
dihitungdengan mengalikanbobot
indikator (%) denganpersenrealisasidan
capaianindikator
24 NilaiKapasitas | peningkatanjumlahindikatordalam 61 59 96,7

International
Health
Regulations
(IHR)dalam
JointExternal
Evaluation
(JEE)

kerangkakerjaJoint External Evaluations
(JEE)dengannilailnternational Health
Regulations (IHR)yangbaik (skor4 dan
5).Indikatordihitung darijumlahtotal
indikator JEEdenganskor4 ataulebih
dibagijumlahtotalindikatordibawah
kerangkakerjaJEE dikalil00%

CapaianindikatorNilaiKapasitasIHR
dalam JEEpada Semesterladalahsebesar
59% danbiladibandingkandengan

target 61% pada akhirtahun2025maka
indikatorbelummencapaitargetdengan
persentasekiinerjasebesar96.7%.
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No | Indikator
Sasaran Definisi Operasionaldan Target | Realisasi | Capaian
Strategis caraPerhitungan Kinerja
25 Kabupaten/ kabupaten/kotadengankualitas airminum, 9.8 0,0 0,0
Kotayang kualitaspangan, kualitas udaradalamruang
Memenuhi yang memenuhisyarat sertamerupakan
Kualitas kabupaten/kotasehat.
Kesehatan
Lingkungan Indikatorini dihitung dari Jumlah kumulatif
kabupaten/kotadengankualitas airminum
memenuhisyaratdi70% saranaair minumdan
30%rumahtangga,jumlahKLBkeracunan
pangandibawah5, kualitasudaradalam
ruang memenuhisyarat di70% tempat
fasilitasumum dan 30% pemukimanserta
70% capaiannilaitatanan KKS.
26 Persentase Persentase provinsidankabupaten/kota 20 N/A N/A
Provinsidan yang:
Kabupaten/ 1.Menerapkanminimal 75% indikator PP
Kotayang RPIJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai
Menyelaraskan | indikatorPembangunanDaerahdalamRPJIMD
Perencanaan dan/atauRenstraDinas Kesehatantahun
Pembangunan 2025-2029.
danMencapai
TargetTahunan 2.Dapatmencapaitarget tahunanindikator
Pembangunan yangtercantumpadapoinadalamdokumen
perencanaantahunan(RKPD/Renjabidang
Kesehatan) T-1.
CaraPerhitungan
Persentase provinsidankabupaten/kota
yang
1.Menerapkanminimal 75% indikator PP
RPJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai
indikatorPembangunan Daerah dalam RPJMD
dan/atauRenstraDinas Kesehatantahun
2025-2029serta;
2.Dapatmencapaitargettahunanindicator
yangtercantumpadapoina.Denganunit
populasi: 546 (provinsidan kabupaten/kota).
27 Pengeluaran Pengeluaranyang digunakanuntuk 2,12 N/A N/A
KesehatanTotal | kesehatandariseluruhsumberpendanaan
PerKapita dibandingkandenganjumlah populasipada
periode waktutertentu.
CaraPerhitungan
Jumlahpengeluaranuntuk kesehatantotal
dibagijumlah penduduk padaperiode waktu
yangditentukan
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No |Indikator
Sasaran Definisi Operasionaldan Target Realisasi | Capaian
Strategis caraPerhitungan Kinerja
28 Skalalnvestasi | totalpeningkatanpertahunskalainvestasi 0,7 0 20
Sektor disektorKesehatandarientitas domestik
kesehatan swasta(PenanamanModal DalamNegeri/
PMDN)daninternasional (Penanaman
Modal Asing/PMA).
Caraperhitunganadalahtotal
peningkatan pertahunskalainvestasidi
sektorKesehatandarientitasdomestik
swasta(PenanamanModal DalamNegeri/
PMDN)daninternasional (Penanaman
Modal Asing/PMA)
29 Persentase Persentasefasilitas pelayanankesehatan 50 51,74 103,4
Fasilitas (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes, TPM
Kesehatan Nakesyangterkoneksidengan aktif
yang mengirimkan data dalam sisteminformasi
Terintegrasi kesehatannasional. Unit populasi: total
dalam Sistem seluruhfaskes (tanpaapotik)
Informasi
Kesehatan Caraperhitungan
Nasional Jumlahfasilitas pelayanan Kesehatan
(SIKN) (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes, TPMD/
DG)yangterkoneksi(aktif mengirimkan
data) dalam sistem ke nasional dibagi
jumlah populasiseluruhfasilitas pelayanan
Kesehatan (FKTP danRS)yang teregistrasi
tahun2024.
30 Persentase
Masyarakat
yang
Terpantau
Kesehatannya
MelaluiSIKN
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No | Indikator
Sasaran Definisi Operasionaldan Target | Realisasi | Capaian
Strategis caraPerhitungan Kinerja
31 Pertumbuhan | PertumbuhanjumlahlayananKesehatan N/A N/A N/A
Layanan berbasis kedokteran presisidilndonesia
Kesehatan diukurpadainterval setiap tahun
Berbasis
Kedokteran CaraPerhitunganindikator:
Presisiyang Jumlahlayanan Kesehatan berbasis
Diimple- kedokteran presisiditahun berjalan dikurangi
mentasikan denganjumlahlayanankesehatanberbasis
kedokteran presisiditahunbaseline
dandibagilayanan Kesehatanberbasis
kedokteran presisiditahunbaseline dikali
100%
32 Peningkatan pertumbuhanjumlahujiklinis yang dilakukan 8 10 125
Kapabilitas dilndonesia diukur padainterval setiap tahun.
UjiKlinik di
Indonesia Adapun caraperhitungannyaadalahjumlah
ujiklinisyang dilakukanditahunberjalan
dikurangitahunbaseline dibagidengan
jumlahujiklinis ditahunbaseline dikali100%.
33 Nilai Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian 90,01 91,76 N/A
Reformasi Kesehatanterhadap capaiantargetindiKator
Birokrasi RB GeneraldanRB Tematik.
Kementerian
Kesehatan CaraPerhitungan
Hasil penilaian penjaminankualitas oleh Tim
MonevKemenkes berdasarkan penilaian
mandiriatas capaiantargetindikator RB
GeneraldanRBTematik.
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3.3 CapaianKinerjaLainnya
3.3.1Capaian Pemeriksaan
Kesehatan Grafis (PKG)

Delapan Misi Asta Cita Kepemimpinan
Presiden terpilih tahun 2024 2029, yang
mencakup berbagai aspek pembangunan
nasional memuat misi pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM ini
ditujukan untuk menciptakan masyarakat
Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya
saing ditingkat global. Kementerian Kesehatan
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan
tiga dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat
(PHTC) yaitu pembangunan rumah sakitlengkap
berkualitas di seluruh kabupaten di Indonesia,
penurunan kasus tuberkulosis sebanyak 50%
dalam 5 tahun, dan Pemeriksaan Kesehatan

Gratis(PKG).

A. Latarbelakang pelaksanaan PKG

PKGdilaksanakanmelaluipendekatansiklus
hidup, dimulai sejak bayibaru lahir hingga lanjut
usia, yang difokuskan pada upaya promotif dan
preventif yang bersifat holistik, terintegrasi, dan
berbasis kelompok sasaran (people-centered).
PKG ditujukan untuk mendeteksi faktor risiko
kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit

dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan

angka harapan hidup masyarakat Indonesia.
Hasil Survei Kesehatan Indonesia dan laporan
Kementerian Kesehatan 2023 mengungkapkan
berbagaitantangankesehatandisetiaptahapan
siklus hidup. Pada balita: 21,5% mengalami
stunting, 8,5% mengalami wasting, dan 0,37%
atau 31.905 balita memiliki penyakit jantung
bawaan. Anak-anak usia sekolah dan remaja:
menghadapi masalah perilaku kesehatan,
seperti prevalensi merokok sebesar7,4% pada
anakusial0-18 tahun, sertaanemiayangdialami
oleh15,6% remajaputritingkat SLTP/MTS.
Berdasarkan survei Indonesia-National
Adolescent Mental Health Survey tahun 2022
mencatat bahwa 34,9% remaja usia 10-17
tahun memiliki masalah kesehatan mental.
Pada kelompok dewasa dan lanjut usia, data
menunjukkan bahwa 33,6% penduduk usia
=20 tahun memiliki aktivitas fisik yang rendah,
30,92% merokok, 23,4% mengalami obesitas,
dan 30,8% penduduk usia 218 tahun memiliki
hipertensi. Prevalensi diabetes melitus yang
didiagnosa oleh dokter pada kelompok usia
18-59 tahun mencapai 1,6%, sementara 10%
memiliki kadar gula darah di atas normal. Angka
ini lebih tinggi pada kelompok lansia, dengan
prevalensi diabetes melitus sebesar 6,5% dan
gula darah abnormal sebesar 24,3%. Untuk
semua kelompok umur, prevalensi kanker yang

didiagnosa oleh dokter mencapail,2 per1.000
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penduduk. Sebagian besar faktorrisiko, kondisi
pra-penyakit, dan penyakit ini dapat dicegah
atau ditangani lebih dini melalui pemeriksaan
kesehatan rutin. Namun, cakupan pemeriksaan
kesehatan di Indonesia masih rendah.
Data Kementerian Kesehatan tahun 2023
menunjukkan bahwa hanya 39,87% penduduk
telah melakukan skrining penyakit tidak menular.
Selainitu, sebanyak 32,6% penduduk usia >20
tahun tidak pernah memeriksa tekanan darah,
80,82% tidak pernah mengukur lingkar perut,
35,61% tidak memantau berat badan, 61,6%
tidak memeriksa kadar kolesterol, dan 62,6%
tidak pernahmemeriksakankadarguladarah.

PKG diharapkan dapat menjawab
tantangan dan permasalahan kesehatan ini
melalui penyediaan layanan skrining sesuai
siklus hidup. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya kesehatan, sehingga mendorong
pencegahan penyakit yang lebih efektif dan
penangananyanglebihterarah.

Dalam Transformasi Layanan Primer
yang merupakan salah satu pilar dalam
Transformasi Sistem Kesehatan, pelayanan PKG
mengedepankan upaya promotif dan preventif
kepada seluruh kelompok sasaran siklus hidup
melalui pemberianlayanankesehatan gratis dan
edukasi untuk memahami hasil pemeriksaan

serta langkah-langkah tindak lanjut yang
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diperlukan. PKG juga sebagai inovasi baru
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam melakukan pemeriksaan kesehatan
secara berkala dan memperluas jangkauan
pemeriksaankesehatan.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
adalah upaya strategis yang dirancang oleh
pemerintah untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya kesehatan
denganmelakukandeteksidiniterhadap kondisi
kesehatan yang berpotensi berkembang
menjadi penyakit serius sehingga dapat
mengurangi beban pelayanan kesehatan
rujukan serta meningkatkan produktivitas
masyarakat. Pelaksanaan program ini
didukung inovasi teknologi kesehatan melalui
pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan
Nasional (SIKN) yaitu Platform SATUSEHAT,
Aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM), Aplikasi Sehat
Indonesiaku (ASIK). Pelaksanaan PKG mengacu
pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/33/2025 Tentang Petunjuk
Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang
Tahun dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri
Nomor 400.5.2/290/S) Tentang Dukungan

PelaksanaanPemeriksaan Kesehatan Gratis.
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B. TujuanPKG

TujuanPKG adalah
1. Mengidentifikasi faktor risiko
kesehatan agar masyarakat tetap sehat
dan tidak berlanjut menyebabkan
timbulnya penyakit;
2. Mendeteksi kondisi pra penyakit agar
tidak berkembang menjadi penyakit;
dan
3. Mendeteksi penyakit lebih awal agar
dapat diberikan penanganan yang
tepat dan mencegah komplikasi serta

menurunkan risiko kecacatan dan

C. RencanaPelaksanaan PKG

Mengacu pada RPJMN Tahun 2025 - 2029,
Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan
Gratis merupakan Kegiatan Prioritas yang
mendukung Program Prioritas yaitu Peningkatan
Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Pada Rencana
AksiProgram Prioritas JanjiPresiden Tahun 2025,
Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
(PKG) menjadi tanggung jawab Direktorat Tata
Kelola Pelayanan Kesehatan Primer dengan

ukurankeberhasilan sebagaiberikut:

D. Capaian dan Kegiatan yang
dilaksanakan

Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan
Gratis (PKG) dilaksanakan secara nasional
sejak 10 Februari 2025 (belum termasuk anak
sekolah danremaja). Target sasaran PKG tahun
2025 sebanyak 36% atau 102. 759.394 dari
284.346.398 penduduk yang ada di Indonesia
mendapat PKG. Sasaran menurut siklus hidup
terbagi atas sasaran bayi baru lahir, balita dan
anak prasekolah (1-6 tahun), anak sekolah dan
remaja (7 - 17 tahun), dewasa (18 - 59 tahun) dan

lansia (60 tahun keatas). Hingga saat ini PKG

dilaksanakan pada sekitarbulan Juli.
Pencatatan dan pelaporan PKG
menggunakan website ASIK yang dapat diinput
oleh tenaga kesehatan pemberi layanan PKG.
Rakpitulasi hasil pelayanan PKG dapat dipantau
melalui dashboard ASIK. Sampai dengan
tanggal 30 Juni 2025 didapatkan sebanyak
10.701.483 orang telah menerima pelayanan
PKG. Jika dibandingkan dengan sasaran
penduduk capaian PKG sebesar 3,8%. Hasil
ini lebih rendah dibandingkan dengan target
BO6 sebesar 5%. sehingga pada cek poin BO6

cakupan PKG belum mencapai target. Capaian

kematian. umumnya masih dilaksanakan di puskesmas. PKG berdasarkan provinsisebagaiberikut;
PKG pada anak sekolah dan remaja akan
Tabel 3.74 ] ) ]
Rencana AksiPelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
PN/PP/KP/ Kriteria Ukuran Ukuran Data
Renaksi Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Dukung Tabel3.75
B04/B06/B09/ )
B12
. . Capaian PKG Menurut ProvinsiPeriode 10 Februari - 30 Juni2025
Prioritas Nasional 4.
Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pelaksanaan PKG di Kabupaten Kota Pelaksanaan PKG di PKM Cakupan PKG
Gendersertapenguatan peranperempuandan penyandang disabilitas Kode - Provinsi Jumiah|% Kako yang Jumiah | % PKMyang Jumiah
Total Kako Kako PKG melaksanak | Total PKM PKM PKG melaksanaka Sasaran Kehadiran Persentase
an PKG n PKG
ProgramPrioritas1. 11- Aceh 23 23 100.0 366 359 98.1 5,625,598 42,113 07
Peningkatan Kesehatandan GiziMasyarakat 12 - Sumatera Utara 33 33 100.0 619 595 96.1 15,782,871 532,167 3.4
13 - Sumatera Barat 19 19 100.0 280 272 97.1 5,906,788 345,770 5.9
14 - Riau 12 12 100.0 241 241 100.0 6,816,224 68,487 1.0
Kegiatan Prioritas 4. 15 - Jambi 11 11 100.0 208 202 97.1 3,767,919 35,323 0.9
P | k k h t t 16 - Sumatera Selatan 17 17 100.0 354 350 98.9 8,937,080 179,154 2.0
enyelenggaraanpemeriksaankesenatangratis 17 - Bengkulu 10 10 100.0 179 178 99.4 2,137,436 30,838 14
18 - Lampung 15 15 100.0 322 322 100.0 9,522,921 74,821 0.8
. 19 - Kepulauan Bangka Belitung 7 7 100.0 64 64 100.0 1,549,232 59,909 3.9
RencanaAksi Seluruhmasyarakat Cakupan Target Laporan 21 - Kepulauan Riau 7 7 100.0 96 9 100.0 2,213,505 15,295 07
i i . 31 - DKI Jakarta 6 6 100.0 44 44 152.3 10,682,588 50,595 0.5
Pelaksanaan targetmenerima pemeriksaan BO4 PKG
q 0 0 ) 32 - Jawa Barat 27 27 100.0 1,106 1,106 100.0 50,730,313 1,304,567 2.6
Pemeriksaan . peme”ksaan_ kesehatangratis 33- Jawa Tengah 35 35 100.0 881 881 100.0 38,207,666 | 4,177,270 10.9
Kesehatan Gratis kesehatangratis (102.759.394 34 - Yogyakarta 5 5 100.0 121 121 100.0 3,780,482 59,756 16
(PKG) atau 36%) 35 - Jawa Timur 38 38 100.0 973 973 100.0 42,061,689 2,329,472 55
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Pelaksanaan PKG di Kabupaten Kota Pelaksanaan PKG di PKM Cakupan PKG
Kode - Provinsi Jumlah |7 Kakoyang Jumiah | % PKMyang Jumlah
Total Kako melaksanak | Total PKM melaksanaka Sasaran . Persentase
Kako PKG PKM PKG Kehadiran
an PKG n PKG

36 - Banten 8 8 100.0 253 253 100.0 12,545,610 208,819 1.7
51 - Bali 9 9 100.0 120 120 100.0 4,456,191 20,968 0.5
52 - Nusa Tenggara Barat 10 10 100.0 177 177 100.0 5,733,596 46,705 0.8
53 - Nusa Tenggara Timur 22 22 100.0 440 427 97.0 5,746,799 72,257 1.3
61 - Kalimantan Barat 14 14 100.0 249 247 99.2 5,762,186 53,760 0.9
62 - Kalimantan Tengah 14 14 100.0 205 195 95.1 2,840,780 28,950 1.0
63 - Kalimantan Selatan 13 13 100.0 242 241 99.6 4,326,135 51,625 1.2
64 - Kalimantan Timur 10 10 100.0 188 175 93.1 4,275,404 44,622 1.0
65 - Kalimantan Utara 5 5 100.0 58 49 84.5 748,240 16,387 22
71 - Sulawesi Utara 15 15 100.0 201 195 97.0 2,721,498 32,804 1.2
72 - Sulawesi Tengah 13 13 100.0 219 214 97.7 3,158,608 17,977 0.6
73 - Sulawesi Selatan 24 24 100.0 474 469 98.9 9,553,146 282,253 3.0
74 - Sulawesi Tenggara 17 17 100.0 308 308 100.0 2,836,098 190,449 6.7
75 - Gorontalo 6 6 100.0 95 95 100.0 1,240,875 182,717 14.7
76 - Sulawesi Barat 6 6 100.0 98 97 99.0 1,525,418 13,072 0.9
81 - Maluku 11 11 100.0 241 173 71.8 1,967,478 21,274 1.1
82 - Maluku Utara 10 10 100.0 150 149 99.3 1,373,250 59,000 4.3
91 - Papua 9 9 100.0 123 78 63.4 1,078,414 4,985 0.5
92 - Papua Barat 7 7 100.0 80 55 68.8 587,172 3,717 0.6
93 - Papua Selatan 4 4 100.0 85 76 89.4 554,217 31,212 5.6
94 - Papua Tengah 8 8 100.0 125 62 49.6 1,484,571 2,729 0.2
95 - Papua Pegunungan 8 3 37.5 179 22 12.3 1,474,168 1,195 0.1
96 - Papua Barat Daya 6 6 100.0 104 90 86.5 634,232 8,469 1.3
Indonesia 514 509 99.0 10268 9,771 95.4 284,346,398 | 10,701,483 3.8
Dari 38 provinsi di Indonesia seluruhnya E. Permasalahan dan Kendala dalam

sudah melaksanakan PKG, namun dari 14 Pencapaian

kabupaten/kota masih ada 5 kabupaten/kota
yang belum melaksanakan, yaitu Pegunungan
Bintang, Yahukimo, Yalimo, Lanny Jaya dan
Nduga yang seluruhnya ada di provinsi Papua
Pegunungan. Dari 10.268 puskesmas, yang
sudah melaksanakan PKG sebanyak 9.771
(95,2%) puskesmas. Provinsi dengan cakupan
PKG tertinggi di Provinsi Gorontalo (14,7%) dan
Jawa Tengah (10,9%), sedangkan terendah
adalah Papua Pegunungan (0,1%) dan Papua
Tengah(0,2%).

Meskipun belum mencapai target,
pelaksanaan PKG menunjukkan peningkatan

yang cukup baik,

Melihat pada target cakupan PKG yang
belum tercapai, menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan PKG masih ditemukan tantangan,

diantaranyaterkait:

1. PencatatanPelaporandanaplikasi
a. Pencatatan dan pelaporan
(captor) saat ini menjadi tantangan
yang paling besar. Website ASIK belum
terintegrasi dengan Sistem Informasi
Puskesmas (simpus) dan P-Care
sehingga pencatatan masih dilakukan

secaraterpisah.
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b. Pada daerah dengan akses
internet yang sulit pencatatan secara
online menjadi kendala, karena input
dilakukan secara manual terlebih dahulu
dan akan diinput secara online jika sinyal
internet baik. Hal ini menambah beban
kerjatenagakesehatan.

C. Selain kendala integrasi dan
sinyal, NIK peserta PKG yang tidak
ditemukan saat diinput menyebabkan
data peserta PKG tidak dapat diinput
segera. hal ini dikarenakan peraturan
dukcapil yang mengharuskan
sinkronisasi NIK menggunakan 4 unsur
variabel. Sehingga apabila tidak tepat
pengetikan huruf/angka maka NIK
pasientidak ditemukan.

d. Kendala teknis lainnya pada
website ASIK seperti akun ASIK belum
dapat diakses serta fitur lainnya sedikit

menghambat dalaminput data.

2. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan
AlatKesehatan (Alkes)
a. BMHP menjadi bagiann penting
dalam pelayanan PKG. Peningkatan
jumlah sasaran yang diperiksa tentu
membutuhkan tambahan BMHP dari
alokasi sebelumnya. Sementara usulan

BMHP melalui dana DAK non fisik
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belum dapat terealisasi. Selain BMHP,
beberapa alkes tertentu juga belum
tersedia sehingga paket pemeriksaan
tidak seluruhnya dappat diberikan.

b. Kementerian kesehatan telah
mengupayakan pemenuhan BMHP,
namun untuk tahap ini belum seluruhnya
dapat dialokasikan kepada daerah yang

membutuhkan

3. Minat Masyarakatdan promosi

a. Kurangnya minat masyarakat
terhadap PKG menjadi tantangan yang
mendasar dan menunjukkan perlunya
promosi PKG secara masiv dan terus
menerus. selain itu pemeriksaan yang
tidak lengkap mungkin juga membuat
masyarakat kurang antusias mengikuti
PKG

b. Beberapa daerah mengeluhkan
kurangnya komitmen pemerintah
daerah, sehingga PKG dianggap tidak
penting.

4. Promosidan sosialisasilintas sektor

Kegiatan PKG akanberjalan optimal apabila
didukung secara pentahelix. Sosialisasi PKG
masih terbatas internal sektor kesehatan atau
masyarakat terbatas. Belum semua pengambil
kebijakan di lintas sektor memahami tentang

program PKGini.
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5. SumberDayaManusia(SDM)danbeban
kerja

SDM di puskesmas masih kurang secara
jumlah maupun jenis terutama untuk daerh
pedesaan dan terpencil. Keterbatasan SDM
sangatmempengaruhipelayanandipuskesmas.
program PKG akan menambah jumla kunjungan
pasienyang harus dilayani sehingga puskesmas
perlu menyesuaikan dengan ketersediaan SDM
yang ada. Rangkap kerja di puskesmas juga
akan memperngaruhikualitas layanan PKG yang
diberikan, pemberian edukasi mungkin akan

dilakukansingkatdanterbatas.

6. Kendalateknis/umum
a. Puskesmas membedakan
alur PKG berbeda dengan pelayanan
umum di puskesmas. dengan demikian
membutuhkan SDMyanglebihbanyak.
b. masihterbatasnya aksesinternet

dibeberapawilayah

F. Upaya Solusi

Dalam upaya meningkatkan cakupan
PKG, Kementerian Kesehatan bersama lintas
sektor terkait, dan daerah secara berkala
melakukan pendampingan dan monitoring
evaluasi. Pendampingan yang dilakukan oleh
Kementerian Kesehatan dengan pendekatan

koordinator wilayah binaan provinsi yang

terbagidiunit esselon 2. terkait tantanganyang
ditemukan upaya yang telah dan akan dilakukan

adalahsebagaiberikut:

1. PencatatanPelaporandanaplikasi
a. Integrasi sistem informasi
puskesmas bersama tim pusat data
dan teknologi informasi kementerian
kesehatan dan melibatkan lintas sektor
sepeti BPJS untuk P-care dan Simpus
denganpenyediaRME
b. Menyiapkan website ASIK offline
bagia daerah dengan akses internet
terbatas. apabila sinyal internet stabil
dapatdilakukanuploaddata.sedangkan
untukwilayahdenganaksesinternetyang
sangat sulit dapat menggunakan form
manual standaryang sudahdisiapkan
C. Koordinasi dengan dukcapil,
kemendagriterkait sinkronisasi NIK agar
tidak menggunakan 4 unsur variabel
agarlebih mempercepat penemuan NIK
individuyangdiinput
d. Penyempurnaan fitur website
ASIK agar lebih mudah digunakan,
mengembangkan dashboard agar data
PKGlebih optimal dimanfaatkan
e. Sosialisasi/refreshing pen-

catatanPKGsecaraberkala
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2. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan

AlatKesehatan (Alkes)
a. melakukan desk secara berkala
antarapusatdandaerah.
b. menyediakan informasi

Penyediaan BMHP yang dapat diakses
olehdaerah

C. pemenuhan BMHP melalui
banper dan mengalokasikan sesuai
kebutuhan dilakukan lebih cepat
terutama untuk wilayah dengan peserta
PKGyangtinggi.

d. Penyediaan alat kesehatan
dan distribusi alat mengunakan SOPHI
INPULS

3. MinatMasyarakat dan promosi

a. Menjadikan PKG sebagai syarat
akseslayanansocial

b. edukasi mafaat PKG melalui
medialocal. kader,tokoh setempat

C. pelaksanaan PKG dengan
pendekatan komunitas yang bermitra
dengan sektor usaha, pendidikan dan

lainnnya.
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4. Promosidansosialisasilintas sektor

kerja

a. kolaborasi promosilintas sektor

bersama pemerintah desa,OPD dan

mitra
b. melibatkantokohmasyarakat
C. melakukan evaluasi bersama

kemendagri untuk pelaksanaan SE

mendagritentang dukungan PKG

. SumberDayaManusia(SDM)danbeban

a. penambahan SDM melalui BOK
atausumberdanalainyangsahdidaerah
b. pengaturan jadwal nakes untuk

pelayanan

. Kendalateknis/umum

a. integrasi PKG dengan layanan
rutinuntuk efisiensiwaktu
b. sediakan sistem offline untuk

input data
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3.4 RealisasiAnggaran

3.4.1Realisasi DIPA
Kementerian Kesehatan
Tahun 2025

Gambaran alokasi dan realisasi anggaran
kementerian Kesehatan Tahun 2020 sampai
dengan semester 1 tahun 2025 digambarkan
sebagaiberikut:

Realisasi tahun 2020 untuk semua jenis
belanja mencapai 95,49% atau sebesar Rp
102.207.399.746.493. dari total pagu sebesar
Rp 107.033.608.465.000. Total anggaran
tersebut bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman
Luar Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak,

BadanLayananUmum, danHibahLangsungLuar

Realisasi tahun 2021 untuk semua jenis
belanja mencapai 97,14% atau sebesar Rp
208.317.674.868.245. daritotalpagusebesarRp
214.443.818.867.000. Total anggaran tersebut
bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman Luar
Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan
Layanan Umum, Hibah Langsung Luar Negeri,
danHibahLangsungDalamNegeri.

Realisasi tahun 2022 untuk semua jenis
belanja mencapai 92,64%. Di mana alokasi
sebesarRp130.679.812.498.000, terealisasi Rp
121.059.058.525.501. Total anggaran tersebut
bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman Luar
Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan
Layanan Umum, Hibah Langsung Luar Negeri,

danHibahLangsungDalamNegeri.

Realisasi belanja Kementerian
Kesehatan Tahun 2023 adalah sebesar
Rp 94.561.148.260.690,00 atau 97,04%
dari anggaran belanja sebesar Rp
97.443.047.990.000,00 (sumber: Laporan
Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023,
Unaudited).

Realisasi belanja Kementerian
Kesehatan Tahun 2024 adalah sebesar
Rp 94.947.201.075.394,00 atau 95,07%
dari total alokasi anggaran sebanyak Rp
99.866.882.949.000,00 (sumber: Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara Kementerian Keuangan
tanggal14 Januari2025).

Realisasi belanja Kementerian Kesehatan

sampai dengan Semester | Tahun 2025 adalah

Rp108.462.865.200.000,00 (sumber; Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara Kementerian Keuangan
tanggal 30 Juni2025).
Alokasidanrealisasianggaran Kementerian
Kesehatan berdasarkan jenis belanja tahun
semester | 2025, untuk belanja pegawai
terealisasi Rp 3.167.943.860.695 atau 55,20%
dari total alokasi Rp 5.739.366.466.000.
Adapun untuk belanja barang direalisasikan
Rp 10.931.298.421.259 atau 21,67% dari total
anggaran Rp 50.436.473.250.000. Adapun
untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp
841.111.885.625 atau sebesar 14,44% dari total
anggaran Rp 5.823.025.484.000. Sedangkan
untuk belanja bantuan sosial terealisasi sebesar

Rp 23.175.744.042.900 atau sebesar 49,88%

Negeri. sebesar Rp38.116.098.210.479,00 atau daritotalanggaranRp 23.175.744.042.900.
35,14% dari total alokasi anggaran sebanyak
Tabel 3.76
Alokasidan Realisasi AnggaranKementerianKesehatan el RincianAnggaran dan Realisasi Belania
menurut Jenis Belanja Semester1Tahun2025
(Rupiah) (Rupiah)
A Ul Alokasi Realisasi % ek JenisBelanja Anggaran Realisasi %
nggaran Akun
2020 107.033.608.465.000 102.207.399.746.493 95,49 51 BelanjaPegawai 5.739.366.466.000 3.167.943.860.695 55,20
2021 214.443.818.867.000 208.317.674.868.245 97,14 52 BelanjaBarang 50.436.473.250.000 10.931.298.421.259 21,67
2022 130.679.812.498.000 121.059.058.525.501 92,64 53 BelanjaModal 5.823.025.484.000 841.111.885.625 14,44
2023 97.443.047.990.000 94.561.148.260.690 97,04 57 BelanjaBantuan Sosial 46.464.000.000.000 23.175.744.042.900 49,88
2024 99.866.882.949.000 94.947.201.075.394 95,07 Jumlah 108.462.865.200.000 38.116.098.210.479 35,14
Semester|2025 108.462.865.200.000 38.116.098.210.479 35,14 Sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan AnggaranNegaraKementerianKeuangan per 30 Juni2025)
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Tabel 3.78

Anggarandan RealisasiBelanja Menurut Program Semester|Tahun2025

(Rupiah)

Program Anggaran Realisasi %
ProgramKesehatanMasyarakat 2.391.980.207.000 22.232.881.534 0,93
ProgramPelayanan Kesehatandan JKN 85.645.792.240.000 33.219.561.917.286 | 38,79
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.176.721.573.000 888.303.003.327 | 27,96
ProgramPencegahan danPengendalian Penyakit 8.311.322.564.000 196.693.687.757 2,37
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan 257.480.455.000 17.825.124.482 6,92
Program DukunganManajemen 8.679.568.161.000 3.771.481.596.093 | 43,45
JumlahBelanja 108.462.865.200.000 | 38.116.098.210.479 | 35,14

(sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran NegaraKementerianKeuangan per 30 Juni2025)

Alokasidanrealisasianggaran Kementerian
Kesehatan menurut program Semester | Tahun
2025 meliputi program kesehatan masyarakat
terealisasi Rp22.232.881.534 atau 0,93%
dari total alokasi Rp2.391.980.207.000,
untuk Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
direalisasikanRp33.219.561.917.286 atau38,79%
dari total anggaran Rp85.645.792.240.000,
untuk Program Pendidikan dan Pelatihan
Vokasiterealisasi sebesar Rp888.303.003.327
atau sebesar 27,96% dari total anggaran
Rp3.176.721.573.000, untuk program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
terealisasi Rp196.693.687.757 atau 2,37% dari
total anggaran Rp8.311.322.564.000, untuk
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan

terealisasi Rp17.825.124.482 atau 6,92% dari

total anggaran Rp257.480.455.000. Adapun
untuk Program Dukungan Manajementerealisasi
sebesarRp3.771.481.596.093 atau 43,45% dari
totalanggaranRp8.679.568.161.000.
Alokasidanrealisasianggaran Kementerian
Kesehatan menurut unit eselon | Semester
| Tahun 2025 meliputi Sekretariat Jenderal
terealisasiRp24.968.212.636.359 atau 48,40%
dari total alokasi Rp 51.591.893.780.000,
untuk Inspektorat Jenderal direalisasikan
Rp7.918.542.476atau?27,68%daritotalanggaran
Rp28.609.520.000, untuk Direktorat Jenderal
Kesehatan Primer dan Komunitas terealisasi
sebesarRp215.944.085.514 atausebesar4,98%
dari total anggaran Rp4.332.350.801.000,
untuk Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

terealisasiRp9.511.759.879.647 atau 31,60% dari
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Tabel 3.79
Rincian AnggarandanRealisasiBelanja
Menurut Unit Eselon| Semester1Tahun2025
(Rupiah)
Eselonl JenisBelanja Anggaran Realisasi %

BelanjaPegawai 1.207.090.425.000 567.550.738.742 47,02

BelanjaBarang 3.876.427.236.000 1.222.086.319.747 31,53

BelanjaModal 44.376.119.000 2.831.534.970 6,38

BelarjaBantuan | 46.464.000.000.000 |  23.175.744.042.900 49,88
Jumlah 51.591.893.780.000 24.968.212.636.359 48,40
BelanjaBarang 28.609.520.000 7.918.542.476 27,68

Jumlah 28.609.520.000 7.918.542.476 27,68

Ditjen BelanjaPegawai 201.297.979.000 567.550.738.742 47,02
L T — 3.737.324.454.000 1.222.086.319.747 31,53
BelanjaModal 393.728.368.000 2.831.534.970 6,38

BelanjaBansos 46.464.000.000.000 23.175.744.042.900 49,88

Jumlah 4.332.350.801.000 215.944.085.514 4,98

Ditjen BelanjaPegawai 2.612.368.846.000 1.606.846.594.289 61,51
Kesian BelanjaBarang 22.706.517.425.000 7.104.040.252.164 31,29
BelanjaModal 4.781.059.220.000 800.873.033.194 16,75

Jumlah 30.099.945.491.000 9.511.759.879.647 31,60

DitjenP2 BelanjaPegawai 513.467.599.000 270.108.867.779 52,60
BelanjaBarang 6.614.713.433.000 139.903.108.391 2,12

BelanjaModal 27.852.884.000 4.302.473.005 15,45

Jumlah 7.156.033.916.000 414.314.449.175 5,79

Ditjen BelanjaPegawai 50.488.307.000 31.973.045.981 63,33
Farmalkes BelanjaBarang 9.414.004.000.000 1.246.513.504.537 13,24
BelanjaModal 218.517.677.000 13.596.841.499 6,22

Jumlah 9.683.009.984.000 1.292.083.392.017 13,34
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JenisBelanja Anggaran Realisasi %
BadanKPK BelanjaBarang 338.886.930.000 34.967.579.227 10,32
BelanjaModal 1.093.034.000 50.405.300 4,61
Jumlah 339.979.964.000 35.017.984.527 10,30
PIELEDPIGE  BelanjaPegawai 1.154.653.310.000 589.090.237.311 51,02
BelanjaBarang 3.719.990.252.000 1.063.366.007.443 28,59
BelanjaModal 356.398.182.000 18.390.996.010 516
5.231.041.744.000 1.670.847.240.764

108.462.865.200.000 38.116.098.210.479

(sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kementerian Keuangan per 30 Juni2025)

total anggaran Rp30.099.945.491.000, untuk
Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
terealisasi Rp414.314.449.175 atau 5,79% dari
total anggaran Rp7.156.033.916.000, untuk
Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
terealisasiRp1.292.083.392.017ataul3,34%dari
total anggaran Rp9.683.009.984.000, untuk
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
terealisasi sebesar Rp35.017.984.527 atau
10,30%daritotalanggaranRp339.979.964.000,
adapun untuk Direktorat Jenderal Sumber
Daya Manusia Kesehatan terealisasi
Rp1.670.847.240.764 atau 31,94% dari total
anggaranRp5.231.041.744.000.
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Penutup

LaporanKinerja Kementerian Kesehatan Semester

| Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas
dan pertanggungjawaban Kementerian Kesehatan
secaraberkala dan merupakanlaporan masatransisi
periode pembangunan jangka menengah. Dimana
LaporanKinerja Kementerian Kesehatan Semester

| Tahun 2025 disusun pada tahun pertama periode
Renstra Tahun2025-2029.
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BAB IV
PENUTUP

enyusunan LAKIP Semester

| tahun 2025 dilakukan saat

belum ditetapkannya Peraturan

Menteri Kesehatan tentang

Rencana Strategis Kementerian

KesehatanTahun2025-2029. Adapunpenyajian

laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan

capaian Perjanjian Kinerja yang menyampaikan

analisis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun

2025. Yakni menggunakan Indikator Sasaran

Strategis tahun 2024 yang merupakan tahun

terakhirpadaperiodeRenstratahun2020-2024

dan capaian indikator sasaran strategis pada
rancanganRenstra2025-2029.

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan

Semester| Tahun 2025 disusun sebagai bentuk

akuntabilitas dan pertanggungjawaban
Kementerian Kesehatan secara berkala dan
merupakan laporan masa transisi periode
pembangunan jangka menengah. Di mana
Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan
Semester | Tahun 2025 disusun pada tahun
pertama periode RenstraTahun2025-2029.
Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan
Semester | Tahun 2025 disusun sesuai amanat
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
PendayagunaanAparatur NegaradanReformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta
keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/2015/2024 tentang Pedoman
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Kesehatan.

Berdasarkan capaian kinerja Semester |
Tahun 2025 masih diperlukanupaya-upayalebih
lanjut untuk mencapai sasaran strategis dan
Indikator Sasaran Strategis yang merupakan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian
Kesehatan.

Delapan Misi Asta Cita kepemimpinan
Presiden Prabowo Subianto tahun 2024-2029,
yang mencakup berbagai aspek pembangunan
nasional memuat misi pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM ini
ditujukan untuk menciptakan masyarakat
Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya
saingditingkat global.

Kementerian Kesehatan memilikitanggung
jawab untuk melaksanakan tiga dari delapan
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yaitu
pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas
di seluruh kabupaten di Indonesia, penurunan
kasus tuberkulosis sebanyak 50% dalam 5
tahun, danPemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Kegiatan PKG menekankan pentingnya
peran aktif masyarakat dalam menjaga

kesehatannya sebagai bagian dari upaya
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mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan
sadar akan pentingnya pencegahan dini. Melalui
PKG, diharapkan masyarakat dapat termotivasi
untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan
yang tersedia dengan akses yang lebih mudah
untuk pelayanankesehatanberkualitas.

Cakupan PKG pada Semester | Tahun
2025 belum mencapai target. Cakupan
PKG sebesar 3,8% dari target 5%, sehingga
perlu terus dilakukan pendampingan secara
konsisten dan mengupayakan inovasi dalam
upaya peningkatan cakupan PKG. Adapun 22
RSUD telah mulai dilakukan pembangunan
dari target total 32 RSUD lengkap berkualitas
di 2025 sebagai langkah awal yang nyata
untuk memastikan masyarakat di pelosok
mendapatkanlayanankesehatansetaradengan
daerahlain.

Pada Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024 terdapat 35
Indikator Kinerja pada 17 Sasaran Strategis
Kementerian Kesehatan yang dijanjikan pada
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
Sedangkan pada rancangan rencana strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029
terdiri dari 33 Indikator Kinerja pada 7 Sasaran
Strategis. Dalam rangka akuntabilitas kinerja,
seluruhIndikatorKinerjatersebuttelahdijelaskan
pada Laporan Kinerja Semester | tahun 2025

meliputi definisi operasional, cara perhitungan,
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BAB IV
PENUTUP

analisa pencapaian terhadap target yang telah
ditetapkan, kegiatan yang telah dilaksanakan
beserta hambatan atau kendala dalam
mencapai target. Tidak lupa upaya solutif serta
rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan
pada semester berikutnya dan tahun-tahun
yangakandatang.

Beberapa hal yang menjadi kendala
pencapaian target pada Semester | tahun
2025 di antaranya adalah terjadinya efisiensi
anggaran.Kemudianmasihadanyakekhawatiran
masyarakat untuk mendatangi fasilitas
kesehatan terutama untuk penyakit-penyakit
seperti TBC dan penyakit menular lainnya.
Komitmen dan koordinasi lintas sektor di pusat
dan daerah belum sepenuhnya terjalin dengan
baik di mana pelaksanaan kegiatan dianggap
sebagai tanggung jawab sektor kesehatan
semata. Pandemi COVID-19 beberapa tahun
yang lalu memberikan dampak kepada
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
danrendahnya minat tenaga kesehatan tertentu

untukbekerjasebagai PPPK dilokasikhusus.

Upaya yang dapat dilakukan oleh
Kementerian Kesehatan untuk mendorong
pencapaian target pada tahun 2025 di
antaranyadengan:

1. Meningkatkan komitmen di semua
tingkatan mulai dari pusat hingga desa
bahkan masyarakat penerima manfaat
pelayanankesehatan.

2. Peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan.

3. Peningkatan intervensi yang bersifat
life saving didukung data yang kuat
(evidencebasedpolicy).
4.Penguatanadvokasi,komunikasisosial
danperubahan perilaku hidup sehat.

5. Mendorong pemanfaatan sistem
manajemen tata kelola obat berbasis
teknologi informasi melalui perluasan
pemanfaatan SatuSehat Logistik SMILE
dalam pengendalian ketersediaan
secara berjenjang untuk mengantisipasi
kekurangan/kekosongan (stock out)
dan/atau overstock.

6. Berbagai upaya dilakukan untuk
meningkatkan pemenuhan tenaga ke-
sehatan, seperti penempatan dokter/
dokter gigi di lokus prioritas melalui pe-
nugasan khusus, penempatan dokter
internship di Puskesmas tanpa pen-
damping, serta sosialisasi program

penugasankhusus.
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Gunamengakselerasiupayapengurangan
penderita TBC akan dilakukan upaya antara
lain:

1. Integrasi pelaksanaan Active Case
Finding dengan Terapi Pencegahan TBC
(TPT).

2. Mengintegrasikan sistem informasi
TBC melalui Satu Sehat TB dan data
e claim, Satu Sehat TB dan Rekam
Medis Elektronik (RME), Satu Sehat TB
dan Pcare, Satu Sehat TB dan seluruh
laboratorium sehingga kelengkapan
pelaporanTB meningkat.

3. Meningkatkan layanan pengobatan
TBC pada faskes pemerintah dan faskes
swastadiprovinsidenganbebantinggi.
4. Memberikan dukungan enabler bagi

pasienTBResisten Obat(TBRO).

Perbaikan kinerja ke depan untuk indikator
jumlah provinsi yang sudah memliki sistem
penanganan bencana dan kedaruratan
kesehatan masyarakat sesuai standar, jumlah
fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan
sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia,
jumlahsistembioteknologikesehatanterstandar
dan terintegrasi yang diimplementasikan dan
Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik

dengan:
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1. Meningkatkan kualitas monitoring
dan evaluasi sehingga hasilnya dapat
digunakan sebagai masukan atau
perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan
dan pencapaian target pada tahun
selanjutnya.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan
dengan menghitung alokasi kebutuhan
anggaran pada setiap indikator kinerja
lebih jelas dan fokus, apabila mungkin
dilakukan perbaikan anggaran untuk
pelaksanaanpada periode berikutnya.
3. Melakukan kolaborasi dengan pihak
eksternal yakni perusahaan teknologi
kesehatan, universitas untukmendorong

inovasidigital.

Laporan Kinerja Semester | tahun 2025
ini diharapkan dapat memberikan informasi
yang transparan dan akuntabel bagi semua
pemangku kepentingan atau stakeholders
Kementerian Kesehatan terhadap pencapaian
kinerja Kementerian Kesehatan pada awal tahun
2025. Diharapkan pula Laporan Kinerja ini akan
dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka
meningkatkan pengelolaan kinerja Kementerian

Kesehatanditahun-tahunselanjutnya.
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14.4.1 Persentase Labkesmas tingkat 2
eemiliki SPA dan SDM sesuad
standar

14.4.2 Persentase Labkesmas tingkal
3 mamiliki SPA dan SDM sasusi
standar

14.4.3 Persentase Labkesmas tinglkal
4 dan 5 momiliki SPA dan SDM
sasual standar

14,51 Parsantase Puskosmas mamilik|
SPA sosual standar
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Sehat (HALE) (UHC) Service Coverage Kementarian Kesshatan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Layanan Kesehatan mﬁ::tﬂ';mt Pelayanan Kesehatan Tata Kelola Kementerian
Promotif dan Preventif Primer, Lanjutan & Labkes Kesehatan
[ 3. Prevalensi 4, Usia harapan 5, Cakupan 10. Persentase 11. Proporsi 14. Persentase kab/kota 16. Persentase fasilitas 17. Tingkat kepuasan
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4. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

Indikator Kinerja untuk mencapai visi dan sasaran strategis RIBK/ Renstra 2025-2029

Terdapat cascading indikator kinerja level program dan kegiatan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan

® Indiaktor P2
Masyarakat yang sehat dan produktif untuk Indonesia Emas 2045

¢ Usia Harapan Hidup @ Usia Harapan Hidup Sehat (HALE) € UHC -Service Coverage Index
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Persentase Kako diproduksi dalam negeri

@ Skala investasi di sektor
mencapai STBM

kesehatan
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€) Prevalensi Stunting standar '
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Seniors

(1 1) Angka harapan hidup sehat
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Persentase Kako mencapai
target kekebalan kelompok

% cakupan penerima PKG
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00 ®
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Tingkat kepuasan pasien
terhadap layanan kesehatan
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out of pocket

. Persentase Masyarakat
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aktif

@ Kab/Kota memenuhi syarat
kualitas kes lingkungan

@ Indeks alat kesehatan
memenuhi standar
Preparedness

@ Nilai IHR (International Health
Regulations) dalam JEE (Joint
External Evaluation)

Keterangan: . Sasaran Strategis . Indikator Kinerja

SIKN

) Proporsi populasi yang

menggunakan SIKN
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Masyarakat yang sehat dan produktif untuk Indonesia Emas 2045
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5. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
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Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan
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Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan

market.

Meningkatnya mutu, efeklivitas, dan keamanan alat kesehatan yang beredar

Meningkatnya sarana produksi dan distribusi alat kesehatan yang memenuhi ketentuan
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Meningkatnya kualitas ekosistem
teknologi kesehatan dan uiji klinis

Meningkatnya kudlitas tata kelola Kementerian Kesehatan
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6. Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

Keterangan:
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Bl Scsaran strategis
Sasaran program

B 5asaran kegiatan

Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
Indikator tujuan: cakupan layanan kesehatan esensial

Meningkainya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
Indikator 1: Rasio Named dan Nakes terhadap populasi

Indikator 2: Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan

——
Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan yang berkualitas

o
[M&rﬁngkninw pemenuhan SDM Kesehatan sesuai sian.lur]

— — —. ;

Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya
[I’Innlmi retensi named dan nakes

Y
Persentase Puskesmas dengan SDMK
sesuai standar

Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis
sesuai standar

Terlaksananya pembinaan

Terlaksananya penyediaan &

Meningkatnya Perencanaan dan Meningkatnya Perencanaan dan Meningkatnya registrasi, standardisasi, Terlaksananya internsi & elolaan pendidikan
Pendayagunaan SDMK di Puskesmas Pendayagunaan SDMK di RS binwas named & nakes named ¥ e ol il e - ﬂnggll:‘.

' ™ i g ™ S T "
1) Persentase dokumen 1) Persentase Kab/Kota dengan 1) Persentase provinsi/ 1) Persentase named 1) Persentase 1) Jumiah peserta 1) Perseniase serapan
Perencanaan Kebutuhan pemutakhiran dokumen kabupaten/kota yang internsip yang mabhir kab/kota yang pendidikan dokter lulusan poltekes
per jenis Named Nakes perencanaan kebutuhan SDM melakukan pembinaan dan dan mandiri dalam memiliki institusi spesialis berbasis RS kemenkes yang

dengan pendekatan Kesehatan di Rumah Sakit pengawasan terhadap SDM menjalankan prakdik penyelenggara 2) Persentase named, diterima bekerja di
wilayah 2) Rasio dokter spesialis kesehatan sesuai standar keprofesian pelafihan nakes, dan fenaga sekfor kesehatan
2) Persentase Kab/Kota 3) Jumlah Kab/Kota dengan jenis 2) Persentase tenaga medis dan dan/atau pendukung/
dengan pemutakhiran dokter spesialis pada RS sesuai tenaga kesehatan yang peningkatan penunjang kesehatan
dok renbut SDMK di standar diberikan tunjangan khusus di kompetensi yang menerima
Puskesmas & Labkesmas 4) Persentase standar profesi dan DTPK, daerah bermasalah bidang beasiswa pendidikan
3) Jumlah kab/kota dengan standar kompetensi yang disusun kesehatan, dan daerah tidak kesehatan dengan penempatan
SDMK Puskesmas sesuai sesuai kebutuhan diminati terakreditasi sesuai kebutuhan
standar 5) Persentase STR tenaga medis dan 2) Persentase 3) Persentase Peserta
tenaga kesehatan yang diterbitkan SDMK yang didik Poltekkes
sesudi janji layanan mendapatkan Kemenkes yang lulus
&) Persentase tenaga medis dan pelatihan Ukom
tenaga kesehatan WNI lulusan luar bidang
negeri yang didayagunakan di kesehatan
fasyankes sesuai kebutuhan
7) Persentase tenaga medis dan
tenaga kesehatan WNA lulusan
luar neger yang didayagunakan di
fasyankes sesuai kebutuhan
8) Persentase tenaga medis dan
tenaga kesehatan yang
didayagunakan ke luar negeri
\ N, S LN J A \. J




/. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Pohon Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Visi : Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna

Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Indikator Tujuan: Rasio Belanja Kesehatan per kapita
terhadap Angka harapan hidup sehat (HALE)

v

Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah

Indikator Sasaran Strategis: Persentase Provinsi dan kab/kota yang menyelaraskan perencanaan
pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan

Indikator Kinerja Program: 2. Persentase
Kab/Kota dengan capaian SPM Kesehatan
minimal 90%

Indikator Kinerja Program: 1. Persentase daerah
yang memiliki kebijakan yang mendukung

indikator kesehatan nasional

Indikator Kinerja Program: 3. Nilai kualitas kebijakan
Kementerian Kesehatan

Meningkatnya
pengelolaan integrasi dan
sinergl pencapaian
sasaran pembangunan
kesehatan

Meningkatnya

kebijakan upaya

kesehatan
berbasis bulkti

Meningkainya

kebijakan Sistem

Ketahanan
Kesehatan

berbasis bukti

Meningkatnya

kebijakan sistem

sumber daya
kesehatan

berbasis bulkdi

Meningkatnya
kebijakan
strategi dan tata

kelola kesehatan

global berbasis
bukti

Meningkatnya
kebijakan
strategi dan
tata kelola
kesehatan

global berbasis

Meningkatnya

kebijakan
upaya
kesehatan
berbasis bukfi

Meningkatnya

kebijakan
Sistem

Ketahanan

Kesehatan

Meningkainya

kebijakan
sistem sumber
daya
kesehatan
berbasis bukti

Indikatoer
Kinerja
Kegiatan :
Persentase
analisis
kebijakan di
bidang Sistemn
Sumber Daya
Kesehatan

ln:lkuiotr Kinerja I_{a_gluh:n: Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja bukti berbasis bukti
el kebilakon varc Kegiatan: Kegiatan: Kegiatan: Indikator Kinerja
"“:':::j k:n 'l?ngfg;"ﬂr:g Persentase Persentase Persentase Keglatan: Indikator incllkalos Indikator
k :uf b I kabupaten/kota kabupaten/kota kabupaten/kota Perseniase Kinerja Kinerja Kinerja
RESNCREILECSE yang memiliki yang memiliki yang menmiliki kabupaten/kota Kegiatan: Kegiatan: Kb gl
\ kebijakan yang kebijakan yang kebijakan yang ky:éng k::;I'h'.lr'|'|Iileti Persentase Persentase Perserlltuse
meandukung mendukung menduku ebijakan yang : - analisis
indikator indikator indikquﬁg mendukung copalan SPM Gf'al'ﬂs - kebijakan di
. A Kesehatan kebijakan di - .
B Tujuan kesehatan kesehatan kesehatan indikator kab/kota yang bidang Upaya bidang Sistem
Sasaran Strategis nasional pada nasional pada nasional pada kesehatan telah divalidasi Kesohatan Ketahanan
wilayah | wilayah Il wilayah Il nasional pada kKesehatan
I Sasaran Program wilayah IV
| y

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya
kebijakan
strategi dan
tata kelola
kesehatan
global berbasis
bulkdi

Indikator
Kinerja
Kegiatan:
Persentase
analisis
kebijakan di
bidang Strategi
dan Tata
kelola
Kesehatan
. Global )




Misi : Menguatkan tata Kelola dan pendanaan
kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan

berkelanjutan

Indikator Tujuan: Rasio Belanja Kesehatan per kapita
terhadap Angka harapan hidup sehat (HALE)

}

Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiavaan kesehatan di pusat dan daerah

Indikator Sasaran Strategis: Pengeluaran Kesehatan Total per kapita

Indikator Kinerja Program: Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran
belanja ideal di sektor kesehatan

Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan:

Pemenuhan pembiayaan untuk mendukung terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan
Minimal) bidang Kesehatan

Tujuan

Sasaran Strategis
Sasaran Program
Sasaran Kegiatan

Visi : Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna
Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien

Indikator Tujuan: Nilai Good Public Governance (GPG)
Kementerian Kesehatan

!

Meningkatnya kudlitas tata kelola Kementerian Kesehatan

Indikator Sasaran Strategis: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian
Kesehatan

Indikator Kinerja Program:
1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes

2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan

3. Nilai Penerapan Sistem Merit Kemenkes
4. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)

Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan
Kesehatan

Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti

Ll Sl

\____Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan




Misi : Menguatkan tata Kelola dan pendanaan
kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan

berkelanjutan

Indikator Tujuan: Rasio Belanja Kesehatan per kapita
terhadap Angka harapan hidup sehat (HALE)

.

Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat
dan daerah

Indikator Sasaran Strategis: Skala investasi di sektor kesehatan

Indikator Kinerja Program 1: Persentase kenaikan investasi Indikator Kinerja Program 2: Persentase pencapaian target
langsung di sektor kesehatan globadl kesehatan pada tingkat nasional

Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan: Indikator Kinerja Kegiatan:
1. Persentase kenaikan investasi langsung 1. Jumlah peran strategis Indonesia pada
kesehatan di bidang farmasi Ol/pertemuan internasional bidang
2. Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan
kesehatan di bidang alat kesehatan 2. Persentase target kesehatan nasional
Tui 3. Persentase kenaikan investasi langsung selaras dengan target global
juan ek
! kesehatan di bidang fasyankes
Sasaran Strategis

Sasaran Program
Sasaran Kegiatan



8. Inspektorat Jenderal

Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal

Visi : Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna
Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Kementerian Kesehatan yang Agile, Efektif, dan Efisien

Indikator Tujuan: Nilai GPG Kementerian Kesehatan

l

Meningkatnya Kuadlitas Tata Kelola Kementerian Kesehatan

Indikator Sasaran Strategis: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

l

Indikator Kinerja Program: Nilai Maturitas SPIPT

Meningkatnya Pengawasan yang

Berdampak terhadap Kegiatan
Kemenkes

Indikator Kinerja Kegiatan :

Indeks Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Inspektorat

Tujuan

Sasaran Strategis

Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Penanganan

Pengaduan Masyarakat yang
Berindikasi Kerugian Negara

Indikator Kinerja Kegiatan :

Indeks Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Inspektorat Investigasi

Meningkatnya kualitas layanan

dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK yang telah tuntas
ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal

2. Nilai Maturitas Manajemen Risiko
Inspektorat Jenderal







Kemenkes
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